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KATA PENGANTAR

uk ind memyajikan sistemn pemegrakan hukom nglamigan kepidanaan

berdasarkan keranjka UTI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan Pengelalaan Lingkungan TTidup. Karena UL ind memany
menempatkan penegakan hukum lingkungan kepdanaan sebagan bagian
dari sisbem penegakan hukum linglungan vang terdin dari penegakan
hukum linglkunggan administratif, penegakan hukom inglkangzan keperdataan
dan pHn:—*:::akm'l Thuloum ]inls_rlkunj_;an k:—*]:'.li:]ana an. T'vTH;-i}ciwm demilkian bulku
ini munikin Hdak begritu sistematis karena bab-bab vang terdapat dalam
buku ini sebagian besar diambil dari tulisan penulis pada berbagai
pertemuan ilmiah nasional dan lokal serta dan tulisan penlis vang dimuat
dalam jurnal ilmiah internasional.

Dalara buku i Prof. The, W, TTadm Wuhjad, ST, BT Tum Gura Besar
TTukum Lingkungan Universitas Tambunge Mangkuratberkenan memberikan
tulisan tentanyg orientasi singkat penegokon hukum lingkungan menurut
LTI M 32 Tahun 2009 sebagzal pembuka dar buku imi untuk memberikan
sambaran sebuah sistem penegakon hukom linglungan..

Buku ini dinamakan sistem penegakan hukum hingkungan kepidanaan
dalam perspektif U No. 32 Tabhun 2009, hal ini dimaksudkan bahwa
kerangka sistem penegakan hukom lingkungan kepidanaan itu mengikoti
kerangglea vange termuat dalam pasal-pasal TIU Moo 32 Tahun 2009, vang
ternvata dan pasal-pasal vang termuat dalam bagian penegakan hukom
lingkungan kepidanaan masih diternukan banyvak hal-hal vanyg pem-
bahasannva menarik untok terus dikaji, bahkan dalam praktek peradilan
masih menvisakan banyvalk masalah yang diteliti lebih mendalam batk antulk

kepoerluan akademik maupun praktisi hukoum terbukt pada setiap bab
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terdapat peraturan kebijakan dari lembaga penegak hukum dan pejabat
pemerintah vang penulis lampirkan, akan tetapi untuk menjaga
kesinambungan pemulisan diletakkan lampiran tersebut pada bagian akhir
bab.

Dalam kesempatan ini kami sangat berterima kasih sekali atas kata
sambutan yang diberikan oleh Gura Besar sekaligus Dekan Fakultas Hukom
Umiversitas Hasanuddin Prof. Tir. Farida Patitingi, 5H., M.Hum, dan juga
kata sambutan dari Bapak Romanus Ndau Lendong, Komisiomer Informasi
Fusat Friede 2018 - 2022, Serta sambutan D1, A, Rachmad Budiono, SH.,
MH. Caarn Besar Universitas Brawvija

Terima kasil juga kanvi sam paik ani kepar]a 1_1431*.&\:'1':1'[' Vang lerkenan
menerbitkan buku ini, naskah buku ini sudah sejak sata tahun yang lala
penulis selesaikan, namun baru sekarang rangkum untuk diterbitkan. Serta
terima kasih kami haturkan pada semua pihak yang telah mendukung
FPenuilis sehinggra dapat menyelesatkan buku ini, semaoga kehaditan bukn
ini menambah kepustakaan hukom dan bermantaat bagi semmua kalangan
vang tertarik mendalami tentang luakum lingkungan.

Tidak ada sesuatu vang sempuma di muka bumi ind, maka buku 1m
juga rumgkin masih behim sempurma dan numgkin memiliki kekurangarmya
sehingiza saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami

harapkan.
Banjarmasin, Okbober 2022

Tenulis,

Dr. Hj Rahmida Erlivani, 511, MTI.
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KATA SAMBUTAN
Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum
(Guary Besar done Debivn Fablfas Dhkmn Universitas Hasaiodidin

erkembangan hukum linglamgan sangat pesat, karena isu-isn

lingkungan sangat penting dieta modern. Tsu lingkungan menjadi

w1 sentral bagh seluruh masyarakat di dunia, karema isu ini berjalinan
denggan isu-is lain, sepert kebijakan publik, sense kekuasaan pada Ting-
kungan serta keterlibatan secara langsung akbvis lingkungan dalam
advokas kasus-kasus pencemaran lingkungan.

Tndenesia adalah 1111-'1'111'.131-:511 salah satu negara yang m:—mj_;ha:]a]ﬂ'
berbagrai kasus lingkungan, Sebacal Megara vang sedang menggalallan
pembangunan pada berbagai sebtor, maka iso lingkungan menjadi salah
satu itk sentral vang hams diperhatikan oleh selurah masyarakat dan
pemerintah.

FPernbanguman vang digalaklan oleh pemerintah memberikan efek pada
lingkungan, seperti timbulnyva pencemaran dan kerusakan lingkungan yang
diakibatkan oleh kurang pedulinya pemerintah dan masyvarakat pada risiko
vany disehabkan oleh musaknya lingkungan. Sebab italah, ketentuan hukom
menempatkan bahwa terdapat findak pidana terhadap lingkungan, baik
vany dilakukan oleh perorangan maupun korporasi.

Pidana Lingkungan atau Delik Lingkungan adalah penintah dan
larangon undang-undang kepada subjek hukom yang jika dilanggar
diancam dengan penjatuhan sanlesi-sanksd pidama, antara lain pemenjaraan
dan denda dengan tujuan untuk melindung lingkungan hidop secara
keseluruhan mavpun unsur-unsur dalam linglkungan hidup seperti satwa,
lahan, udara, dan air serka manusia. Oleh sebab itn, dengan pengertian ini,
delik lingkungan hidup tidak hanva ketentuan pidana vang diromuoskan

oleh Undang-Undang Momaor 32 Tahun 2009 tentang Merlindungan dan



Fengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi juga ketenfuan-ketenfuan pidana
vang dirummuskan ke dalam peraturan penundang-undangan lain sepanjang,
rumisan kefentuan ih ditujukan untuk melindungi linglamgan hidup
secara keseluruhan atau bagian-bagiannya.®

Karenaity, kejahatan terhadap lingkungan mesti mendapatkan hukuman
vang adil dan bisa memberikan efek jera terhadap setap orang agar Hdak
mengulang perbuatan yang sama.

Buku ini merupakan karya akademis vangz luar biasa, di mana penulis
menguraikan salah satu soal vang belum terungkap secara jernih, wakni
Faernst Asax Frimem Remgdivm Dalom Penegokan Hokion Pidans f.ii?;gk‘.l.l;:lgmz-
Tiuku ind ada 10 hal, vang Jdi dalam nva sidah ot dan 1&'1151-:3}::5 halikan
di bab terakhir dilengkapi dengan kasus-kasus yang sudah rerjadi. Buku
metupakan fibik fernu antara teor dan kasus yang dianalisa secara jermih,

Saya ucapkan selamat kepada ibu D, Rahmida Erlivani, 5.H., MH.
bahwa buku ini adalah karva vang luar biasa bagi dunia akademis dalam
rangka mengembangkan dan mendalami kerangka hukum lingkungan.
Termmakasih
Wassalamu alatkum Wr. Wh

Malkassar, Cltober 20022
Trd

Priof. Tr. Farida Patittinge, 511, W.ITom

Talzcar Rahenadi, HiZeam Lenglrangar & ledonesa, Talzarea: P Bea Crafinds Persada, 20010, halarar 221
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KATA SAMBUTAN
Prof. Dr. A. Rachmad Budiono, 5.H,.M.H,.
Gurn Besar Universitas Brawijaya Malang Jawa Tinr

erkembangan permbangunan dewasa ini di Indonesia mengalami

pemingkatan. Pembangunan yany dilakukan seharusnya selaln

memperhatikan 3 pilar penting vakni aspek ekonomi, lingkongan
dan sosial budaya, dalam kerangka pernbanguman betkelanjutan (seshaieble
depelomamenit ).

Tsu-isu lingkungan dalam relevansinva dengan pelaksanaan
pembangunan dewasa ini menjadi sangat penting mendapat perhatian kita,
batk pembangunan fisik sarana dan prasana maupun pembangunan
perckonomian melalui peningkatan investasi acapkali berdampalk pada
peningkatan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. TTal ini akan
sangat berdampak besar pada keberlanesunean kehidupan, Jangan sampai
pembangunan vang dilaksanakan justro berdampak pada kerusakan
lingkungan, perkembansan ckonomi dan investasi juga jangan sampai
mengesampingkan pentingnya perlindungan lingkoungan, karena hak atas
lingkungan vang batk dan sehat bag masyarakat adalah hak konstitusional
warganegara sebagaimana yang dismanahbkon dalam UUD 1943 dan UL RI
Mo 32 Tahun 2009 tentang Perhndungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Fehadiran buku tentany Penegakan TTukum Lingkungan Kepidanaan
yvang di tulis oleh saudar Dr Rahmida Erlivani menjadi salah satu
perkembangan pemikiran keilmuoan vang memberikan gambaran tentang
berbagail aspek hukom pidana lingkungan vang perla kita ketahoi. Berbagai
rambaran asas dan teort dalam perkembanean pidana linglkongan bidog

menwarnai uraian dalam bulku ini di tambah lagi uraian tantang kasus kasus



lingkungan hidup vang terjadi secara riil menambah kekayaaan wawasaan
dalam buku ini.

Saya menvambut baik kehadiran buku ini sebagai sebuah karya
akademis yang membanggakan dan semoga dapat menambah khasanah
kepustakaan hukum di Negara ini. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat
menjadi rujukan bagi semua pihak vang tertarik mendalami tentang hukum
lingkungan dan penegakanmya, Sava ucapkan terimakasib kepada Tir
Rahmida Erlivani atas karyvanva berupa buku yang sangat bagus ini, semigza
buku ini bukan karya yang terakhitnya, saya berharap saudari akan terus
berkarva dalam ]':Engi-_'mbangan il Fengﬁ.—‘-huan k.

M alan o Oktober 20122

RACTNVATY BUITITCMC

X PEAEGA AN HUELM LIHGEUHGA N KEPITANAAR <= Bahmida Friivani



KATA SAMBUTAN

Oleh Romanus Ndau Lendong
Kowmisioner Komist Inforniast Puzat KI Periode 2017-2021

fly of Howte, organisasi niclaba vang cidirikan di Dalia Tahun 1970

menyerukan perlunva gerakan zero grozelh, Bagi mercka, gigantisimne

pembangunan dengan mendewakan pertumbohan ekonomi telah
mermica kerusakan hebat. Memang betul terjadi pertumbubhan ekonomi dan
perbaikan kualitas kesejahleraan, lerulama i cunia baral, telapi di saal
vang siuma penggerusan dava dukung lingkuangan berupa kerusakon hutan,
pemanasan global, kenaikan permukaan laut, dan polusi udara menjadi
ancaman serius bagl manusia. Akibatnya, kemiskinan dan kela paran hebat,
lerutama oi negara-negara beckembang, lerus meningkal dan menjadi
kenvalaan yang menggelirkan

Cerakan ini kemudian diikuti berbagai konferensi internasional vang
muaranva adalah berusaha untuk menvelamatkan planet bumi. Yang
monmental aclalah Konferensi Rio de Janeiro, Brasil, 3-14 Juni 1992, Tercatal
178 negara hadie, 108 di anlaranva kepala negara, dan 2400 orang peserta.
Konlerensiind juga diikati oleh ribuan organisasi internsional dan akadenisi
serla masyarakal sipil
Salah satu kepulusan penling kenlerensi ini adalah komitmen unluk

meswujuckan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjulan
berkailan eral dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Arlinva
pembangunan hendaknya selalo memperhatikan keadaan lingkungan
dengan melakukan analisis-analisis lerhadap dampak lingkungan yang
mungkin terjadi. Menurul Emil Salim, kensep pembangunan berkelanjulan
mempnyal ciri-ciri pokok



1. Proses pembangunan harus berkelanjutan, terus-menerus, ddukung
sumberdaya alam, kualitas lingkungan, dan mamusia vang rers
berkemnbang
2. Sumber daya alam memiliki ambang batas sehingga pemantaatannya
akan menurunkan kualitas dan kuantitas lingkungan
3. Kualitas lingkungan berkaitan erat dengan kualitas hidup.
4. Pola pembangunan sumber dava kini seharusnya menutup
kemungkinan pilihan lain.
5. Mengendalikan solidaritas transgenerasi sehingga peningkatan
kesejahteraan g&!m—:rﬁ&i 5&!1:.%1'311;-_';]'1153 dapat dialami oleh generasi
mendatang. [Sul_'lﬁah'n.a, 2020, 403
Komsep i hombuh atas kesadaran ehs rentang signifikansi relasi
manusia dan alam. Alam dan selumuh isinva mempunyai harkat dan nila:
di tengah dan dalam kormunitas kehidupan di bumi. Alam mempunyai nilai
karena ada kehidupan di dalamnya. Terlepas dari apapun kewagiban dan
tanggung jawab moral yang manusia miliki terhadap sesama manusia,
manusia mempunyal kewajiban dan tanggning jawab moral terhadap semua
makhlulk di bumi int demi kepentimgan manuasia. (Keraf, 20005, Denggan i,
manusia, kata Mathew Hale, memiliki kewajiban ‘memelihara wajah bumsi
tetap indah, berguna dan berbuah’. Sementara manusia memikamati buah-
buah, orang-orang juga melestarikan spesies-spesies dan meningkatkanmya,
dan selain b 111:—*.114"-;-1.5_:5:11 kerusakan keindahan alami. (Atheld, 200063).

Sukses-tHidaknya pembangunan berkelanutan bergantung sejauh mana
negara melibatkan masyarakat untuk herpartisipas secara lnas. Sementara
partisipasi tersebut ditentukan oleh koalitas pengetahuan dan kesadaran
masyarakat terkait konsep, program dan hasil-hasil pembangunan. Th
sinilah sigmifikans keterbukaan informasi memainkan peran. Sebagaimana
amanat Undang-TUndany Mo, T4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Tnformasi
Publik. TTa katas informasi meripakan hak asast manusia vang berfungs
sthagal mstrument pengembangan din dan lingkungan sosial. Tojuan
lainmya adalah mewujudkan tata Eelola pernerintahan yag bersih, pjur dan
adil serta bebas dart komuopsi.

Harapan akan tata kelola birokrasi vang bersth, jupur dan efsien, sejauh

imi masih problematis. Syarat pentingnya birokras bersih adalah adanva

Xil HEHEGA LA HUELE LIMGEUHGAK KEPIDAHAAN == Rahmida Friivani



transparansi, Merujuk pada Monitoring dan Fvaluasi vang dilakukan Kemisi
Informasi Pusat tabun 2027, barn 3 dari 370 Badan Publik yang meraih
predikatinformahf. Kategori ini memberikan gambaran fentang kemanan,
kesungguhan dan konsistensi Badan Publik dalam memberikan informasi
publik, Lebih dari 60 persen Badan Publik vang masuk kategori fidak
informatif alias tidak serius bahkan cenderung tidak peduli tethadap
harapan masyarakat akan informasi publik. (Laporan Komisi Informasi
FPusat 2021

Ierabaikannya kewajiban membuka informasi merupakan masalah
serins. Sehahb Femhm'u;-_rlunen tanpa informasi ljllblﬂc yang memadai
bE]}th'ﬂ.';i'i -:Hsa]ahgl_mal;an. Soal ini ferkonfirmasi dan ]:'.li-_"1'||';"'|'i|,'iﬁ11 Sarkonmo
Karbodirjoe (2017309) tentang peizinan hak penguasaan lahan di Tndomesia.
Menumibnya, ingkat penguasaan lahan hutan unbuk keperluan pertambangan
sudah mencapai ingkat memprihatinkan, Tambang di Kawasan hutan baik
rada tahap eksplorasi maupun eksploitasi seluas 2595834846 hektar, Tuas
area pertambangan ini dikuasai oleh 5.022 perusahaan. Pertambangan yvang
berada di hutan konservasi yang seharusnya dilavang; sama sekali tercatat
seluas 1372398 hektar dan dikuasai oleh 379 perusahaan. Pertambangan
di bustan lindung seluas 4,936,878 hektar dan dikuasai 1457 perusahaan dan
di hutan produks seluas 19674210 hektar dan dikuasai oleh 4327
perusahaan, TTal hal yang demikian membaat kepedulian akan perlindungan
lingkungan menjadi sangat urgen dan tantunva di harapkan kebijjakan baik
secara normative maupun politis mengedepankan perhatian serius pada
perlindungan lingkungan,dan tak kalah penting pga adalah penegakan
hulkummnya pugra harus serius dan berkeadilaan serta transparan dan Hdak
tehang pilih.

Transparansi dalam berbagai kebijakan publik terkait pemanfatan lahan
untuk berbagai kepentingan baik untuk pembangunan fisik kepentingan
pengembangan pariwisata, dan kepenbingan ekonomi dengan peningkatan
investast dunia usaha, semnua int haroslah dilakukan dengran bijal dan perah
keterbukaan atas berbagai informasi publik vang semestinva sehingza
masvarakat mendapatkan informasi vang benar dan seimbang.

Buku int merupakan buah kesunmohban dan ketekonan Dre. Rahmida

Frlivani, S.TTMIT, untuk meneliti dan menganalisis kasus-kasas lnggloomgan
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hidup sebagai upaya penindakan dan penegakan hukum lingkungan.
Sebagai akademisi vang lahir dan berkarya di daerah pertambangan, teni
saja penulis mampu melihar secara tajam latar belakang, pola-pola dan
sistemn yang membual kerusakan lingkungan terus meluas dan seakan sulit
dihentikan, Masih ada banyak praktek-praktek birokasi yang tidak dilandasi
transparansi sehingga praktek penvalahgunaan kekuasaan terus berulang.

Sava menvyarankan pembaca untuk menjadikan buku ini sebagai
referensi yang sangat berguna bagl mahasiswa, akbvis lingkungan dan
masyarakat uniuk mernfokuskan dan tajam menelisik kasus-kasus kerasakan
]ini;kun;.rla:n di Indomesia. TTaTaFann}fa, ke :Eh;-l'.l.m'lJ Iv:m'lgiep F:-i;'mhaﬂgunan
berkelanjutan bisa tervaojud secara baik sekaligus menjamin agar generast

1MAsa r]epan marmp menatap duria -:'1911_5.411 1'.-911“1". LTI

Jakarta, 03 Mopember 2022

ROMANUS NDAULENDUNG
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KATA PERSEMBAHAN

Hasil karya ini ku persermbahlkan juga
Untuk almamalerku lakultas hukum
Universitas lambung mangkural

LTERIEING LA SEMOGA BUKU IN] BERMANEAAT

AN MEMBAWA KEBEREEAHAN

N
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KONSEP PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN:
SEBUAH PENGANTAR
Oleh: Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, 5.H., hM.Hum.

1. PENDAHULUAN

Istilah penegakan hukum dalam bahasa Inggris disebut lae enforcement,
sedangkan dalam kahasa Belanda dikenal dengan rechilshandiazing,
Pengertian penegakan hukum secara sederhana adalah upaya untuk
mmwrapkan Taknm dalam =ituasi vang konkrit baik dilakukan melalwi
proses peradilan maupun di luar peradilan, sehingga dapat ditetapkan
tingkat ketaatan terhadap hukum 2

Ierkait dengan penegakan hukum lingkungan memang menvanghkut
berbagai aspek yang cukup kompleks, yang pada dasarnya bertujuan
mempertahankan dan menciptakan lingkungan vang dapat digunakan bagi
kelangsungan hidup manusia sekaligus memelihara lingkungannya it
sendiri. Maka di sini dikemuokakan pengertiaan penegakan hokum
lingkungan itu sebagaimana vang ditulis oleh G A, Blezeveld sebagai
berikut:

Fneiromentol lae enforcement can be defined g Hhe applicotion of legel

S:Izrr::l'rn.,-::l;lt.:.f morer fir eas e |,"|;:'|'Illr1.'-i":':"i'|j'.|=' i HL ennironmenial |'|='3LLI-?.*.."|;HL !.13_.'

mesans of

@ administrotive superiizion of the compliance wpbh enpiromental regulations

(trspecbion) (=mainly prevention acbivby)
B aedmnistrofiy peeosures oF senctins O cese of o copi e (=oorveriie

.-'ertii:it'_li.l}_:

Traiming Pragrzm Pendlaizm Peringiat Kinerja Perusakesn dalam Fengelelazm Lingkargan
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¢, criminel invesbigefion i case of presiemed offences (=repressine actinily)
a.cril acbon Clows apit) v cose of (threabening ) nov complionce (<prevenfine

oF rorrertioe abify

Dengan demikian penegokan hukoum lingkungan itu adalab dalam
rangka pengendalian pencemaran dan kerosakan lingkungan dapat
dibedakan dalam tiga aspek: (1) penegakan hukom lingkongan administratif
olch aparatur pemerintah, (1) penegakan hokom lingkungon kepidanaan
ving dilakukan melalun prosedur yuridis peradilan, dan (i) penegakan
hukum lingkungan keperdataan serta "envrronmental dispites resolution”
virngr ditempuh socara hbgast maupoun nonlitigpas?

Pengertion penegalkan hukom lingkungan meropakon upaya untuk
moncapal ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan
persvaratan dalam ketentoan hokam linghkonean vang berlalo secara umuam
dan individual, melalul pengawasan dan penerapan sanksi adminiatrasi,
ruratan perdata, dan sanlest pidana.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Fengelolaon Linglkungan Hidup mengenal tiga jaluc dalam penegakan
hulium lingkungan yaitu melalui jalur penegakan hukom lingkungan
administrabif, jalur penegakon hukum lingkungan keperdataan dan jolur
penegakan hukum hinglhungan kepidanaan. Penegakan hukum melalut tige
jalur hukum imi dapat berupa upaya fepresif vang poerlo dilakukon sccara
elektil, konsckuen dan konsisten techadap pelaku pencemaran dan
kerusakan lingkungan hidup dan dapat pula berapa upaya vang bersitat
preten i, nomnun upaya preeeitif ind hanva oda melalol penegakan hukum

lingkungan administratif.

2. PENEGAKAN HUI{UM LINGKUNGAN ADMINISTRATIF

Hukuim administrasi merupakan hukum publik, vang mengatur
hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya. Hukum administrasi
adalah hulum yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga
negaranya alau hukum yang mengalur hubungan anlar organ pemerinlab,
Menurut Philipus M. Hoadjon dkk, bahwa hukum administras merapakon

Bereveld, 1945, "Course con Environmaessal Law Enfareement’ Svlabus, Sarabava, lavaay @ 14 hosh
' Ruporto Wiors, Wilda Frihaciningtres, Proalamarik: Pensgakan 10akuny Lingkurgan di Indosesta, Aaidangga
Cravelapeaens fourmal, 200e, Sarakara hal. 5
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instrumen yuridis bagi penguasa untuk secara akfif rerlibat dengan
masyarakat, dan pada sisi lain hukum administrasi menipakan hukuam yang
memungkinkan anggota masyarakat mempengaruhi penguasa dan
memberikan perlindungan masvarakaf terhadap tindakan penguasa®
Selanjutnya Philipus M. Hadjon dkk menvatakan habwa hukum administrasi
mengatur sarana bagi pengnasa untuk mengatur dan mengendalikan
masvarakal, mengatur cara-rara partisipasi warganegara dalam proses
pengaturan dan pengendalian tersebut, perlindungan hukum dan
menetapkan norma-norma findamental bagi penguasa untuk pemerintahan
yang haiks Hal ini berart hukum administrasi terseboat :]a]'m’r menata
111.5!':1_'!.?31".3]{.31‘ d ETIFZATY mengg‘unakaﬂ inshumen b ko adminisiras 5&\p¢_ﬂ1’l_‘i
msfrumen perizinan, dan atas dasar perizinan ih pemnerintah senanbasa
mengawasi agarizin bersebut ditaati, sehinggea dalam pengelolaan linglamgan
hidup dengan mendavagunakan hukum administrasi ada kewenangan
pemerintahan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan perlindungan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup.

D samping ih, T M, 32 Tahun 2009 memben kewenangan vang hoas
kepada Pemermtah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup vang menurut Martina, bahwa tugas pemerintah adalah
mermberikan pelayvanan kepada masvarakat sebhelum melakukan akbwvitas
Lehiduparnuntuk mencapai masvarakat vang adil dan makmur, Pelavanan
]‘.lF'ﬂ'I-l-'Ti:'Il'a]'l kﬂpa:]a masvarakat adalah sesuai r]:—*.n_gm'n fupuan }H—!ntrlt—':hﬂaan
lingrkungan hidup secara berdaya guma dan berhasil uma”. TTal ind merupakan
salah satu Amgsi dari funggsi pemerintahan (hukom administrasip dalam
remelelaan lingkungan hidup.

Mengringat pengelolaan inglungan dilakukan eleh pemerintah, maka
hukum lingkungan sebagian besar merupakan hukom administrasi
(hestugirsreciit]. TTukum administrasi vang berkaitan dengan pengelolaan
lingkungan yang kemudian dapat disebut hukum administrasi lingkumgan.
TTukum administrasi ingkungan dapat dibentuk oleh pemerintah pusat

dan juga hukum administrasi ingkungan vang berasal dari pemerintah

* Philipes B Dladen, 2002, Pengastar 1lakam Adraniserast Indonesta, Gajeh Maodz Uneversoty Fress, Yogyakarta,
kimn. &7

% Thid, hliz. 24

T aarttng Oscar, 1995, Dk Admemistrast Lingkusgan, Keagasanz Falackes [okury Universtas Indonesia dan
Dadar Pengendehar Tampak Licglaesgan 20 Jakarta, Blm, 1 2
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daerah. Wewenang dalam hukum administrasi memiliki kedudukan vang
penting, sehingga kewenangan pemerintah dalam kairan ini dianggap
sebagai kemampuan imituk melaksanakan fungsi perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup agar tujuan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan tercapai, Kewenangan pemerintahan it telah dituangkan dalam
peraturan perundang-undangan, Dengan peraturan perundang-undangan
vang merupakan landasan hukum bagi pejabat pemerintah untuk
menerhitkan kepubhasan fata usaha negara dalam rangha menyelengzarakan
berbagai macam fungsi dan salah satunya adalah berfungsi melindungi
(prementif] dan mPnn;-i;akkan peraturan Pi,-‘:nm:].ang-l:n'ndan;.rlaﬂ termasuk di
da]amn}ra peraturan E::-erundang—undaﬂgan i bidang 1'ingku11ga1'| hidul:-.
Eeputusan tata usaha negara yang merupakan wewenang pemerintahan
tersebut berbentuk perizinan untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan
dengan mencantumkan persyaratan yang wajib ditaati si penerima izin,
misalnya perizinan usaha yang terkait dengan lingkungan, maka dalam
persvaratan perizinan ada diwajibkan syarat izin lingkungan yang berisi
analisis mengenal dampak lingkungan (AMDAT). Dengan diberikannya
izin untuk melakukan suatu vsaha danfatan kegatan, maka menurat Sih
Sundari perlunya penegakan hukum lingkungan secara hukum administrasi
sebagai upayauntuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persvaratan-
persvaratan dalam ketenbuan yvang secara wmum dan individual herlakn
melalii pEmgzAwWasan dan penerapan (amcaman) sanksi.” Kl—lpuh]f—ian taka
usaha negara vang meropakan wewenang pemerintahan dalam bentuk
perizinan unhik melakukan usaha dan/atau kegiatan vang diberikan kepada
masvarakat dengan svarat-syarat vang telah ditentukan dengan ditkat
dengan pengawasan dan pemberian sanksi bagi vang melanggar. Dengan
dernikian, perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengzaturan
dan bersifat pengendalian vang dimiliki oleh pemerintah terhadap kemiatan-
kewiatan vangr dilakukan masvarakat. Oleh karena ito, salah satn fungs
pemerintah di bidang pembinaan dan pengendalian adalab funge pemberian
izin kepada masyarakat atan badan hukum [organisasi perusahaan) kertenba
vang merupakan mekaniame pengendalian administratif yang harus

dilakukan. Konsekoenst dari iein vanyg telah diberikan kepada s penerima

P S Auendan Banglaeti dan Sapane egome, L4800 Feregalian 10Cam Linghungan Admenistress, FI Unair, 3crabays,

hilre L
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izin dalam penegakan hukum lingkungan secara hukum administratif
adalah berupa sanksi administratif bagi yang melanggar larangan atau
persyaratan yang ditenfukan dalam pemberian izin ita. Sanksi menipakan
zarana yang sangal penting dalam penegakan hukum, sebab fidak ada
gunanya memasukkan persyaratan-persvaratan, kewajiban-kewajiban atau
larangan-larangan ke dalam perizinan, apabila kaidah-kaidah tersebut fidak
dapat dipaksakan oleh pemerintzh dalan hal terjadinya pelanggaran. Sanksi
administratif diterapkan oleh aparabur pemerintah vang bersifat pencegahan
dan sasaran pengenaan sanksi administratif adalah perbuatan vang
rne]anggar ketentinan hukum yang herlaku, Sanks admimistrabf memn E_':qm],'ai
funglﬂi inshumental dalam men gtﬂ'udal'ih:an ljlerbuatan vang h;'lrl.arang yaitu
pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang ditujukan unmk
mermberikan perlindungan kepada kepentingan yang dijaga oleh ketenbuan
vang dilanggarmya.

Kerangka Penejzakan Hukum Lingkungan Administratif berdasarkan
LITE Mep. 32 Tahun 200% melalai dua cara, yaih:

1. TPengawasan.

Penpawasan diartikon sebagaol ketaatan penangpung jawab usaoha dond
atau kepiatan atas ketentuan lingkunpan. Pengawasan termasuk
penegakan hukum lingkungan acdmisiralll vang bersilal preventil, Dalam
Eetentuan Pasal 71 merupakan pengawasan fungsional karcna tugas
pengawasan melekal pada jabatannva dan kewenangan pengawasan
acla pada Gubernue, Bupati/Walikota vang dapat didelegasikon kepacla
Inslansifpejabal teknis,” sedangkan kelentuan Pasal 72 menentukan
kewenangan pengawasan ada pula vang melekal pada pemberian izin
linglkungan.' Menural hukum, kewenangan pengawasan pemberian
izin ada pada pejabal yang memberi izin, lelapi Pasal 73 menentukan
babvwva Menteri dapatl melakukan pengawasan terhadap izin vang

Hagel TLIL Manterl, gubesoor, anen boperlanclikats s2sual dengan lscenaganizgs W melsbulman pengawasen
rerhadop ketcatan peoarggung Jowa usahe dandarae keglodan atas kefeoduan vang ditetepiaan dalas peracoren
perundang undesgan & bideag pedicdangan dar pecggeclaar lingkangar hidup. (2 hlenteri, pabernus akau buopatiy
waltlaora dapat mendelepasilzan ewenonganoys dalam melakokar pengawasen lepada pejasabinstoas beknis vang
Eererggung jawib dikidang pedindangan dan peegelalean Dogluega ke, (53 Dalam melalzanalzn pengaezzn,
Sdemter. pubernor, apan bupaitwalikoba menstapkan pejabar pengawas |ngkung..'|.1|.1up'_.:|ng merapzan peahis
fangsional.

Fasal 72 klentert, gabecoaor, atae bupatrwalihota sesaz dengan kewenangammea wanh meakulan pengavwasin
ketzatan pencoggong aeab nsaba dandatan kegloten terbadap izt ingkungen.
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diterbitkan oleh Pemerintah Daerah apabila terjadi pelanggaran
lingkungan yang serins. !

lentuk pengawasan vang diberi kewenangan kepada pejabat
pengawas adalah:™
a. melakukan pemantauan;
b meminta keterangan;
membuat salinan dari dokumen danfatau membuat catatan yang

“i

diperlukan;
. memasuki tempat tertenhs;
2. memotret;
F.  membuat rekaman andio visnal:
. mengambil sampel;
h. memeriksa peralatan;
i, memeriksa instalasi dan/atan alat transportasi; danfatan
- menghentikan pelanggzaran tertenia.
hengenai tata cara pengangkatan pejabat pengaveas lingkungan hidup
dan tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan
Pemerintah.'™ Tetapi sampat saat ini belum diterbitkan Peraturan

Pemerintah dimaksoad.

Sanksi Administratif

Sanksi administratil dijatubkan oleh pejabatl pemberi izin lingkungan
apabila pelanggaran lerchadap izin lingkungan. |adi sanksi administealil
merupakan penegakan hukom lingkungan administeatil yang beesifat
reppesit, Bentuk sanksi administeatil teedied alas:™

Fezal 72 kel depat melabuizan peagavnsan rerhedap keractaos penangiang [awah wsaha danderau kepleze g
Izn ngkongennya direrhicean aley penrerivrdy daerah jike Hemerinrals irenganggap fecjad] pelawgaras yarg
serius dl bedarg perindengan dan pengelalean Dngrangar bidup.

Fesal 7di1) Pejabat penpowas linglaznpen hidap schagzimana dirnzoand dolam Fasel 71 epat 13] herwenang:
aneldaioan peranrauanhonz nine Seteranga oo wboar seling s dard deiozme s dansaran s nbaar eatatan yarg
diperhczard menasi'cl rempat terbenroge aEereer e bt rekoman cadic visual; gmenpombll sompelh.
niererbesa peral cranlnemes sa lesalas dendatoa Datsraespeerasi; dandan nengha ek pelanggaran tet2ira
120 Dalarireldsan s an tugasirs pejahar pensmos Ingkueges dop daper eldnszan krondines decaan pejesat
reawdik pegaenl negerl sipil. O30 Feargpueg awab nsche donvatea kepiozen dilararg neeg alangl pelakzancan
fugrees el penpawas lighungan hidap.

Fisal 73 Keterman kehih lenfat mengeral tde care pengargloten aojobar pengaeas ngkucgen ddup dan tote care
peaksanadn pengoweaal sendgainana cinaksud dalam Fazal 71 ewab [23], Fasal 73, dan Fasal 74 daarar dalan:
Fesaituran Femerinbah

Fezal 70 11] Menterl, gahevar, et sapalswclikata menerapkas sar ksl admivistielf repeda penanggang Jewas
nsche danserae kegatan Jika dalam pengawasan divsnzakan pelanggaran tetadap 20 Dngkoirgan, (30, =anks
adeninlzrrar frarding aras: o teguan tarraliss pakscan peme e panbekuan zin lingkungar. aran doencaburan
Izl ingkunpan.
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a. feguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c.  pembekuan izin lingkungan; atau

d. pencabufan izin lingkungan.

Pada dasarnya kewenangan menjatuhkan sanksi administratif ada
ditangan pemberi izin, akan tetapi Menteri dapat mengambil alih
penjatuhan sanksi adminishrabif apabila Pemerintah Thaerah secara
sengaja bidak melakukan penindakan tethadap pelanggzaran yang serius
di bidang lingkungan.'® Penjatuhan sanksi administratit tidak
mﬁ'nj:;hilanglcan sanksi 1'.IE:r'-.'.| ata dan Fﬁ:]ana.]“

Sanlksi ljembekuan atkan Pm'n:'aabu’raﬂ izin 1ingkuﬂgan dijatuhkan
apakila paksaan pemerintah Bdak dilaksanakan. " Paksaan pemerintah
h berupa:'®
a. penghentian sementara kegiatan produksi;

b.  pemindahan sarana produksi;

c.  penumpan saluran pernbuangan air limbah atau emisi;

d. pembingharan;

g, penvitaan terhadap barang; atau alat vang berpotenst menimbulkan
pelangzaran;

penghentian sementara sehuruh kegiatan; atan
. Hndakan lain vang berhupuan untuk menghenbkan pelanggzaran dan

tndakan memulibhkan I"L:mi;-_ai ]ingkun_::;m'l hln.'lup.

Selain itu setap penangeung jawab usaha danfatau kegiatan vang

fidak melaksanakan Pakt‘.aan Pﬂmertn’rah tila]':a‘r dikerial denda atas

Hasel ¥ kannerl dopar mozveraplaan saaksi adoainsszraef eerhadap pencagong o wsaba deovatoa Seglaeare (1l

Hamzvintale meengacggap pemerhzah deerah secara sengaia tdek menesapkan senkst edminisivablf terhadip
pelecggaran yog serms i bidang pedicdonges dan peggelolaan Iingkungan hide,

Hasel 7 canksl admiestranf sshagahnaea dinaksud dalas Pasel 7o idak mesnbebaskar penanggang joeab asaha
danarau kegiatan darl wenggang awab peonliban dan pldana.

Hasal 75 Pergeracn sanksl cdmbsmrae berape pasixeknos ean peiscaburan iz lingkungar: szhegaamena dimaksad
daler Fasel 74 ayer (2] Doruf ¢ dae hured d dildlazkan apasile pesarggueg osab usaha dandatau legiatan sidak
mzlaksarakin palsaus penweriza,

Fagel B0 L) Pakscan sanerioech sebagaliaara dimakomd dalam Pagal 75 avak [20 larof b bavpa: o, peaghersion
sementars, keglatan produlss bpemindahon sareng prodsicpenucapen salucan pebuangae e loaheh aton
emesid peeabooghomar.e penyitzan teehaday barang arze alat varg berpotenst mesimbulzan pelanggaren, £
penghentan sarentar seloroh seglatan, akau gbndakan lan yang berujuan anbck menghentzan pelanggaran
dan ftndazan memulhkas fangsi bngkangan hedup. (ZIPengencan pelsacn pemerincak dapar deaheikar tanpa
dedaivatol begaran gpakila pelanggaras vang dilalackan menombollzan: 2. anczman yong sangak serius D2l manusta
dan lingkurgan bidup; & deswpek varg lzbik besar dan lebts luas iz tidak segera dihenbzan pescemaran dendatau
perusszanegs, doneaton ckeragan vang leadh basar hagi kngamgan hidup ik bdak saparz dihenblzan percsmarn
danzra perusakanoa,
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sefiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah. ™ Mada
dasarnya paksaan pemerintah harus didahului teguran, tetapi dalam
hal pertama, ancaman yang sangat serius bagl manusia dan linglamgan
hidup; kedus, dampak vang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera
dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya; dan/atau kebigs,
kerugian vang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera
dihentkan pencemaran danfatan perusakannya, maka tanpa didabului
tegatan.

Permulihan lingkungan hidup dilakukan oleh pencemar dandatau
1]&‘!1'[]53]{ ]ingkungan dan dapar 'il,]:’,:';’.?l Pihak Pﬁ'nhe.ri sanksi menunjuk
pihak ketiga vang atas beban biava pihak pencemar dan/atan perusak
lingkungan.®

Gambari.1

3. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPERDATAAN

Penegzakan hularm lingkungan melahoi jahar hukom perdata, dan hukom

perdata merupakan hukum privat vange berbeda dengan hukom administras:

v‘m;: merupakan hukum publik, maka hukum perdata adalah huloom yang

Fezal 41 Sefiap pencnggang jowek asaba cardaten kegiaion vang tidak melizzanakan paksaan pemerintak depat
dikenar denda akas setiap keterlambatan pelaksanaan s:.l-m:-:].sal.l peerveerinzaby.

Fezal 4271} Mentert. gubesar, atau beabiowaliioca herwenang unbes memaksa peoacggueg awab usaka dandzeae
kagicran wvl: elakukan pecvalihan .1ngh:|ng._'| kxdup akibat percecnaan daatas perusakan inglurgan hidup
vang dlakukanmea, (2 beten, gubsernur zkan sapanwalinos bereenang oo dipat menunjulz pihak keciga anbelz
melakckan penulihan Dngkocgan hidup akabat pencemaran dansatae perousalae Degkungan hidup rang
dilakakamva aras beban bava perarggueg jaweh csaha daseatea kegtarare

PEAEGA AN HUIELM LIHGEUHGA R KEPITGNOAR <= Bahmida Friivani



mengaur hubungan-hubungan hukum keperdataan dan akibat perbuatan
atau Hndakan perdata antara seoranyg dengan seorang lainmya atau antara
searang dengan beberapa orang (badan hukum). TTubungan keperdataan
dapat saja setiap perbuatan atau tindakan perdata dan setiap perbuatan
atau tindakan keperdataan ity dapat saja mengakibatkan penderitaan atau
kerugian pada pihak lain, maka pihak yang mengakibatkan kemagian pada
pihak lain harus dapat menggant kerugian akibat perbuatannya ita, baik
karena petbuatan melawan hukwum maupun karena wanprestast dalam
perjanjian, Akibat dari perbuatan melawan hukum atau wanprestasi dalam
]':erim'ljiaﬂ ad arya keru ;;‘_rli.anr'lJ 5&!]‘.1'1".;-_7}_{3 harus me.rnl;la':,-'ar zanh kl—_‘ﬂ,]j:‘;i an, maka
di sini fokus sanka hukinm :;:-r-,'rdara adalah tunfatan lrlernl::-a}-'a ran ganti
kemygian, Kaitanmya dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka hukuam
perdata yang merupakan hukum privat yang mengatur hubungan hukum
dalam memenuhi kepentingan persegrangan. Kepentingan vang dimaksud
diwujudkan dalam suam perbuatan atan tindakan hukum secara perdata.

Sebagaimana diketahui hahwa perbuatan pencemaran dan perusakan
lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan
teroemarmya linglkunigan hidup. Pencemaran dan perusakan yang senantiasa
mengancam kelestarian fungsi Iingkungan hidup vang perlu dicegah dan
ditammulanyy, sehinggza perha adausaha untuk mencegah dan menangmmnilangs
terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Dengan terjadinva
pencernaran dan perusakan, maka akan ada pihak yang dirugikan akibat
pencemaran dan perusakan, dan pihak vang dirugikan dapat berupa orang
perarangan dan masyarakat. Terjadinva pencemaran dan perusakan
lingkamyran berarh telah terjadi perselisihan atau sengketa secara keperdataan
dalam lmgkungan hidup. Fenyelesaian sengketa keperdataan dalam
lingkungan hidup dapat ditermpuh melalui pengadilan mavupun di Toar

pengadilan.
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Memnyelesaian sengketa keperdataan dalam lingkungan hidup dapat
ditempuh melalui pengadilan dan di lnar pengadilan ini dijelaskan dalam
Penmjelasan Umum poin 5 alinea kedoa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004
vang menvatakan: “... ketentuan hukum perdata melipot penyelesaian
senpghoeta linglkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan.
Penvelesnian senghketa lingkungan hidup di dalam pengadilan melipuh
rueratan perwakilan kelompok, hak rugat orpanisasi lingkungan, ataupun
hak wogat pemerintah. Melalo cara-cara tersebut diharapkan selain akan
menimbullkan etek jera juoa akan meningkatlkan kesadaran seluroh
pemanglku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindongan dan
prneclolaan lingkungan hidup demni generast masa kin dan masa depan®.
Penyelesaian sengketa melalul pengadilan dan penvelesaian sengheta di
luir pengadilan, bahwa sctiop masyarakat mempunyal berbagai cara untuk
memperoleh atoun menyelesaikan sengleta atan konflik lingkungan hidop
ving sedong mercka hadapi, Dalam pengeloloan linglkuangan hidu p scering
teradi scenpketa hingkungan hidup vang meropakan masalah perdata antara
dua pihak atan lebihe Hal ing terjads karena adanya aton diduga adanva
pencemaran danfatau perusakan lingkungan hidup. Dalam hal ind terjadi
senpghota lingkungan hidup, sehingga para pihale vange bersengheta dapat
memilih untuk menyelezailkan sengloetanya baik melalui pengadilan
maupun di luar pengadilan. Penyelesaian sengloeta diluar pengadilan dapat
ditempub dengan melalu lembaga mediast atao arbitrase sebagai alternatit
penyvelesaian scnghketa (alteraetize disputes resolution). Penvelesalan sengketa
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lingkungan hidup melalui pengadilan vaitu melalui proses pengajuan
gugatan ke pengadilan menurut hukum acara perdata.

Kerangka Fenegakan hukum lingkungan keperdataan berdasarkan 171
Mo, 32 Tahun 2009 melalui dua cara penvelesaian:

1. Tenyelesaian diluar pengadilan dikenal dengan istilah Alternotioe

Dispaetes Resolution (ADR).

- Ciri khas penyelesaian sengketa Lingkungan™
Kekhasan penvelesaian sengketa lingkungan hidup di luar
F?I;'T‘l:’,:';'.a-z']'”aﬂ dilakukan untuk TI'|E!1'I-|:'F.IFH'i kewpakaf&n tidak hanwva
gal ganti magi saja, karena hal-hal yang, dit_u_:l'.-a kati ditenhalean nleh
undang-undang mengenai:
a. bentuk dan besamya ganb rugi;
b.  tindakan penulihan akibat pencemaran danfatan perusakan;
r. Hndakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya
pencemaran dan/atau perusakan; dan/atan
d. Hndakanunfuk mencegah imbulnya dampak negabr terhadap
lingkungan hidup.
Fervelesaizn senghketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap
tindak pidana lingkungan hidup.
Feryelesaian sengketa lingkungan i Tuar pengadilan berlaku

untuk P:—tr’km'a kﬂl'.l:-*.rda’ra an, dalam bentuk ]'::—'-n}'i-'!h-temiannya wakni:

= Bentuk ADR

Avlatiga bentuk ADR vang, disebul dalam Pasal 85, vaitu

i Megosiasikesepakalan antara pelaku dan korban,

b.  Mediasi, menggunakan pihak keliga yvang bebas,

oo Arbiler, menggunakan lembaga pihak keliga vang bisa memaksa.
Dralam bentuk medias] ind oleh Pasal 86 balvva masvarakal dapat

membenluk lembaga penvedia jasa penvelesalan sengkela

lingkungan hidup vang bersital bebas dan tidak berpihak, Pemerinlah

Fasal Hh 1 Peryelasian sergloeta lgmangan hedap i hear pengedilen dilalnczan urmk mescisar kesesalztan
mengenis 4 banrok dan hesarmya gank rugh; b siedalan pervalihan akikat peecemaran daricon perosian; o
indakan teriesiu wsdul meeamon bdals akare teralangrys peecesnaran dandaiau perusckan, dandzrae drindakin
itk et szl bmbulieya dowpals nt-g..l:lf srthadap lingkungan hicup (20 Pamalesizan sangheea Jdi luar pengadilan
tidek barlalo: rarhadep oindak pidenz hogloemgan hodap sshegaimana dizear dalam Undang Undarg inz (20 Tralzn
prenealemalin sengher: nglrangar badup dt luar pecgadilan dagpat Siganckan jasa mediator dandaton obicer unrok
At menyelesatkan senghkena lirglengan kadup.
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dan pemerintah daerah dapat memfasilirasi pembentukan lembaga
penyediajasa penyvelesaian sengketa lingkungan hidup vang bersifat
bebas dan fidak berpihak dan diabur dengan Peraturan Pemerintah,
MNamun pengaturannva yang ada masih FF Mo, 31 Tahun 200}
tentang Lembaga Penvedia Jasa Pelavanan Penvelesaian Sengketa
Lingkungan Hidup diluar Pengadilan, PP Mo, 54 Talhun 2000 ini
merupakan produk dari ULT N, 23 Tabun 1997, sedangkan produk
hukum LTI Mo, 32 Tahun 2009 masih dalam bentuk Peraburan
Menteri Lingkungan Hidup No. 84 Tahun 2013 tentang Pedoman
Pen ':.-'rfh;'ﬁa':m'l 5I—_'T':§:':’]-=:F‘|‘H T.ingkunﬁan Tlidup vang :]i]mu:karn di—!ngan
Peraniran Menter T 'i1'|gk1_11"| gan Tfiu:]ul::- o, 13 Talmm 20171 temtang
Gant Kenygian Akibat Pencemaran dan/atau Kemsakan Lingkungan
Thdup.

Lipava vang ditempuh melalui penvelesaian sengketa di luar
pengzadilan ini dapat meminta bantuan pihak lain untuk membants
menvelesaikan permasalahan, misalnya dapat menggunakan jasa
mediator danfatau arhiter (baik arbiter adhoc atau melalui lembaga

penyielesaian Badan Arbitrase Nasional Tndomesat).

Irr 1. ﬂ
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2. Penyelesaian melalui Pengadilan

= Dasar Cugatan

Penyelesaian melalui pengadilan adalah melalui gugatan perdala
minta ganti rugl ke Pengadilan Negerl. Dasar gugatan adalah
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana dirwmuskan Pasal

1365 KU HPerdala, meskipun demikian dalam gugatan FMH

lingkungan hidup memiliki kekhususan dan sekaligus sebagai

realisasi asas pencemar membayar sebagaimana dirumuskan oleh

Pasal 87 bahiwa Sellap penanggung jawab usaha danfatau kegialan

vang melakukan perbualan melanggar hukum berupa pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup vang menimbulkan kerugian
pada orang lain alau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi

danvatau melakukan lindakan lerlentu, Dalam penjelasan Pasal 87

inl disebulkan melakukan lindakan leclenlu vaitu:

a,  memasang alaumemperbalki unit pengolahan limbah sehingga
limbah zesuai dengan baku mutu lingkungan hidup vang
ditentukan;

b, memulihkan fungsi lingkungan hidup: dan/alau

oo menghilangkan alau memusnahkan penvebab timbulnva
pencemaran danfatau perusakan lingkungan hidup.

Setiap orang vang melakukan pemindahtanganan, pengubahan
sifal dan benluk usaha, dandatau kegiatan dari sualu badan usaha
vang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum
danvatau kewajiban badan usaha tersebul.

FPengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap
setiap hari keterlambatan aras pelaksanaan putusan pengadilan.=
Besarmyva nang paksa dipuluskan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

=

Sazal HF(1C A penangpunp jasab asaha cangalan begialan wang nelakalcan perbunlan melangpan
ks |'\l|"'"||_:":.'| WA LAl Priazkan linpkinzar o i yanp, weaim wilkan worugian [P
reamg, Lain akau lingkengan bdup vajils merabavar ganci regl Sonfatan melakulan badaban erensi,
(23 Setiapy avang pao mclzkekan poenmdabibznganan, penpubaban wfac dan kenlal uasha, darfaban:
kegintam dari siahs hadam usaba vanp melangmne builarm Hdak mekepaskan langeorg, aseab nokom dany
atzi keweajiban badanasaba terseme LU0 Ponpadilan dapat mese tapkar pom bancaram uange palea terhadap
sodiap haen keterlambatan s tas pelaksanaan patusan pengadilan. (23 Hezameaa nang paksa dipobaskan
berdazarkan peraturas penomdanp-uradanpgan.
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- Pembuktian
Dalam LT N, 32 Tabhun 200% mi dikenalkan istilah tangimmg jawab

mutlak, vang dimaksud dengan “bertangsung jawab mutlak”™ ataw
stract fieinlihy adalah unsur kesalahan tidak perlu dibukbikan oleh
pihak pengmngzat sebagai dasar pembavaran gant rugd. Ketentuan
avat ini merapakan lex speciodis dalam gugatan tentang perbuatan
melangirar hukum pada umumnya. Akan tetapi penerapan shrict
fablity im1 hanya pada kegiatan tertentu sebagaimana disebutkan
dalam Pasal B8 yaitu Setiap orany yvany tindakannya, usahanya, dany
atau kegiatanmyva mengunakan B3, menghasilkan dan/atan
miemyelola limbah B3, dan/atau vang menimbulkan ancaman serius
terhadap lingkungan hidup bertaninimg: jawal mutlak atas keragian
yvany terjadi tanpa perlu permbuktian unsur kesalahan.™

Besarnya nilal ganti rug yanyg dapat dibebankan terhadap
pencemar atau perusak lingkungan hidup menumit Nasal ini dapat
ditctapkan sampai batas terbentu.

Yamgy dimaksud dengan “sampai batas waktn tertentu™ adalah
jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan ditentulan
keharusan asuransi bagi usaha dandatau kegiatan yang bersangkutan
atan telah tersedia dana lingkungan hidup.

= Cugatan
lenggal kadaluwarsa untuk mengajukan gugatan ke pengadilan
mengikuti tenggang wakiu sebagaimana diatur dalam kelentuan
Kitab Lndang-Undang Hukum Merdala dan dihitung sejak
diketahui adanva pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup. Ketentuan mengenai tenggat kedaluwarsa ridak berlaku
lerhadap pencemaran dansatau kerusakan lingkungan hidup yang
diakibatkan oleh usaha danfatau kegiatan vang menggunakan dan/

atau mengelola B3 serta menghasilkan danfatau mengelola limbalh
133,

5

14

Fisal 22 Sapap orang yong Endakanswa, usahomva, dandatan eglararova merggurakan 16, menghasilkay dandznau
mengelalz leabal: T35, dandztau vang menimbalkar anzaman serius tersadap ldnghungen Bidup becarggung jovak
muelal: ames keragian yong tejadl banpa peclu pembelziom unses kesalaha.

Fezal 44 LiTergger kedalewersa weruk mesgaiuk e gugatan ke pengedilan mengilorn enggarg wakiu sehzgaamanz
dimur dalarn keeaneaar Kitab Undong Undang [lukum Perdata dan dibrtueg senals d-Zmetahut adama pencemaran
daniezom kerasekans lngleangan hudup. (2 Ketenbazn mengenat tengget kedalmearsa tidak barlaky terhadap
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Ternvata Hak Gugat bukan hanya untuk korban pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan terapi juga diberikan kepada
Permnerintah dan Pemerintah Nhaerah sebagaimana disebutkan dalam
Fasal 900 bahwa Instansi pemerintah dan pemerintah daeral vang
bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang
mengajukan gugatan gant rugi dan tindakan rertentu terhadap
usaha danfatau kegiatan vang menyebabkan pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup vang mengakibatkan kerugian
lingkungan hidup.*

TIntuk clazs ection 1'1.1}_;3 diatur denf,:;an nama Hak Gugat
'."-.-'Tasjr'arakat -:heﬁgan persyaratan, yang dicanthnmkan F.a.:la FPaszal w1
bahwa masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan
kelompoek untuk kepentingan dirinva sendiri dan/fataun untuk
kepentingan masvarakat apabila mengalami kerugian akibat
pencemaran danfatan kensakan linglamgan hidup. Gugatan dapat
diajukan apabila terdapat kesamaan fakta afau perisiwa, dasar
hukanm, serta jenis hmtutan di antara wakil kelompok dan anggrota
kelompoknya.® Demikian pula dengan TTak Gugat Organisasi
Lingkungan Hidup diakui karena dalam rangka pelaksanaan
Eangzimang jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan unfuk
ki—"}'.li-‘ﬂTi'Iﬂ;:F.lTl t‘!ﬂ]E'ﬁ‘l’a Fiam f‘l]Tl;_’,‘.*i'i Iin 5_1]{11115_;3:1 ]11'(]111'.!- TTak rnu.-m;_;ajukan
igratan terbatas pada tuntutan untuk melalkukan tindakan terbentu
tanpa adanya tunfutan gant magi, kecuali biaya atau pengeluaran
riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan

apabila memenuhi persyaratan:

JEea s an alangatin bzt kan lpheapsn Dicaps g diskioaikan aleh weew dondatan Sepiaton vonp

R abaan el i weelle B3 acrtan '||!:||:|.-|i||u (1 FIRTE PR P '.-'."I"I“ lirmnha's HA

Tasal T 10 Tnsdarwi proaran Pab o aagzsal waep Daorfarggoanyg; sl i bicang lnphoogzan hicap
ikt popalon ganli sop iZa Pncaga lecbenlo erhadag weabi danda sn kiiatan
vl s et ke awban oagoangae hidoagevarg mengabilzth oo kerageos liepkaocggan
R R e e il oo weenpocai sevagiac livekarcan Ii:llll..-I-\.III..'_:IiII':IIII.Ili mabsnd pela 4y 11} aliem g
Teraluran e .
T BT 1) B [E1 O B 1T
ez uniuk LI'|J-\.'
Iz -\.|||||.I3'\: Ligge o dapd Cajubi

I:'\.I L] .'_ 1 I:"II:

HITTES

fvenpajuann pajatan e kilas kedvenpek anne s L.]Hulill panli i sl dang!
dl ..|.l:|||i|i |.'|||p|||. (LT T abil=il poncorean ao danfatao bessak oo i !I_Llll PLn
silanveraligmat keseonann T atan oistmi dasar e iy sierlo jends tunlaicn

T e

st e we il kel ook Jacan a ki I«.ll.ll:.u.l!-'l Kelenluan wepena [k pupal skt dilabsarakbon

Sz I:I.'Ill:i L R L JIIIII.II':' JIIII:IIIl:l 1
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a.  berbentuk badan hukum;

b, menegaskan di dalam anggaran dasamya bahwa organisasi
tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi
lingkungan hidup; dan

o, telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran
dasarnva paling singkat 2 {dua} tahun.™
Dalam aspek keperdataan ini ternyata diselipkan adanya

iugratan tata vsaha newara sebagaimana diatur dalam Pasal 83 bahwa

SGetiap orang dapat mengajulken sugatan terhadap keputusan tata

usaha negara apabila:

a. badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin
Timgkungan kepada usaha danfatau kematan vang wajib amdal
tetapi tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

b. badun atau pejabat tats usaha negara menerbitkan izin
Tmgkungan kepada kegnatan vang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapt dengan dokumen UKL-UPL; dan/atau

. badan atau pejabat tata vsaha negara vang menerbitkan ixin
usaha danfatau kegistan vang tidak dilengkapi dengan wein
lingkungan.

Tata cara pengajuan gpugatan terhadap keputusan tata usaha

negara mengacu pada Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Megara™

Fezal 52010 Delan: rasgles pelaksenaan tasggueg javwab perlindzngan das pengzlalean ingkangae hiduos, organisast
lingkugan Bidup bedak mengajukan gugotan otz kepentingan pelestarian Sungst Ingkurgan Didup, (250 al:
mengajulzan gagatan keraaras pada bonturan wotulz nueldozzan indakas sereenen wanpa sdasys runcatan gane wagl
kacaalt Blava atan penpetuczan rll (20paeasast eglaengan hidap dapat nangzckan gogatan gxabila memsesoht
persvaracn.iberbenak badae hokons, baneenegaskan 41 dalom anggaray casarnye bahwa orgaisas caosebur
Jidtetkan ek kepentngan pelastarion Suegsl Ingkusgan hides dan 2telah melalsandaan keglatas orats sesnal
Jevgan enggarar dasarmva paling sngkat 2 fduel raben,

Fezal w0 [115etiap crang daper mazegambkan gugeras terhedep keperiusan tarz uscha negara apabile abadan arae
perahirn taka veaha regare menerbetkan ixin Bnglzangan kepada usaha dimdaton leguatan vang wajib amdal {2taps
tidak dilengkapi cengar dokumen améal s bedar zkau pejebat zea waha negara meerersrhan iz lingkungas kepade
kagiaran yong wajib UL UPL, tetap bidek dabenghed dengan dokunzen UL UPL; dovatoa . hadan anaw pejchat
fote usiha negara varg meserhiczan win nsaha darsanae keglaas vang ndelz dilengkapt dengen tmin Lnglrangan
131 Tara cara pergamman gugarar berhadap kspotusan szea uscha negara mengacn pada 1hcizam Acarz Feradian Tea
Usahz Megara,
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4. PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN KEPIDANAAN

Penepakan hukum lngkungan melalud jaloe hukum pidana sebagaimana
ditentukan dalam penjelasan wmum poin & UL Ne, 32 Tabhun 2009 vang
menvalakan: “Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini
memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum,
perluasan alat bukli, pemidanaan bagl pelanggaran baku mulw, kelerpaduan
penegakan hukum picdana, dan pengaturan tindak picdana korporasi,

Penegakan hukum pidana lingkungan lelap memperhalikan asas
witimipin remizdivm yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana
sebagal upava lerakhir selelah penerapan penegakan hukum adminisirasi
dianggap lidak berhasil. Penerapan asas witiinum renedivie ini hanva berlaku
bagi lindak pidana lormil terlento, vailu pernidanaan lerhadap pelangparan
baku mulu air limbab, emisi, dan gangguan™.

Senurat Moeljatne, hukon pidana vang merupakan bagian keseluruhan
hukum vang berlaku di sualu negara vang mengadakan dasar-dasar aluran
unluk menentukan aluran-aluran lenlang perbualan mana vang lidak boleh
dilakukan dengan diserlal ancaman bagi yang melanggarnva, menenlukan
kapan dan dalam hal apa larangan ilu dilanggar dan dikenakan sanksi, serla
menenfukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana dapat dilaksanakan
apabila orang vang diduga ilu telah melanggar larangan lersebul *.
Perbuatan pidana vang diancam dalam UL Mo, 32 Tahun 2008 merupakan

A eeharno, 1993 Asas 2sas [lakom Pideng, Bieeka Crste, Jakarta, Elm 1.

Babrric Frlivmmi= = PERFGAKSS HURJM LIRS CURS AR KERIDARSAH 1T



perbuatan yang menurut Lndang-Undang diancam dengan sanksi pidana
bagi siapa saja vang melakukan perbuatan yang dilarang it

Gegihi juga larangan pidana dimjukan kepada perbuatannya, sedanghkan
ancaman pidananva ditujukan kepada orang vang menimbulkan kejadian
tersebut, maka antara larangan dan ancaman pidana hams ada hubungan
vang erat, antara kejadian dan ancaman pidana harus ada hubungan yang
erat, antara kejadian dan orang vang menimbualkan kejadian it harus ada
hubungan yang erat juga. Demikian ketenbuan pidana yang; ada dalam
Undang-Undang MNe, 32 Tahun 2009 ini, meskipun Undang-Undang ini
menlpakan Tind a11E-;-I_I11:]a:n5_; PH:,-"[]T‘I;:':’ {(Limthraila Act), tetapi ketentian
pidananya tetap ada dengan alasan karena penegakan hukum di Indonesia
Hdak akan lepas dengan instrumen hukum pidana. Oleh karena tha, dalam
penegakan hukum lingkungan juga perlu melalai hukum pidana, sehinggea
dalam LIL" Mo, 32 Tahun 2004 memuat ketentuan pidana yang lengkap.

Dalam penegakan hukum lingkungan melalui instruamen hukum pidana
I'erdapar ﬂr]an],'a PETETAPAN A%a35 plErmun rentedinin, Asas LRI remadinnm
ini meskipun diterapkan sangat rerbatas pada tindak pidana formil tertenbu
vaitu permidanaan terhadap pelanggzaran baku muto air limbah, emisi dan
gangguan, penulis tidak sependapat dengan adanva asas wlfmem remediom
tersebut, kavena dalam mengantisipasi pencemaran dan perusakan
lingkungan tidak mest bahwa hukum pidana itu dapat diterapkan
h:—*]a]n;anj_fan apahﬂa instrumen hulkom admimistrast dan hukom lmr:]alza
diangerap hdak berhasil menpatas pencemaran dan perusakan linghungan
hidup. Berhasil atan tidaknya instrumen hukum lain, tetap saja hukum
pidana dapat diynmakan.

{Heh karena iy, apabila terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan,
maka penegzakan hukom lingkungan melaloi Hga jalur hukom ito dapat
saja dipumakan secara bersamaan, tanpa harus menungew instrurmen hukum
lain herhasil atan tidak berhasilnva dalam mengatasi pencemaran dan
prrusakan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tanpa
harus menunggu proses instrumen hukum yang lain, sehingza msbumen
hukum pidana dapat saja diteraplkan apabila bukt dan unsur adanya iindak
pidana lingkungan itu sudah terpenubi. Aparat penecak hukom (dalam hal

i paolist ) dapat langrumgy melakukan tindakan penvelidikan dan pl—lny‘idikan
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untuk menentukan tindak pidana lingkungan, dan meneari alat bukti dan

menghadirkan rere:angkam.ra tanpa hars METUTEZ Proses ltnenr-_'gﬁkan

hukum melalui mstmamen huakuam Tain herhasil atan Gdal.

Ierkait dengan penegakan hukum lingkungan kepidanaan ini dalam

UL W, 32 Tahun 2009 diatur secara khusus ketentuan tentang penvidikan

dan pembuktan, vaitu:

1. Pen :..-'idikaﬂ."-’ Kekbususan iha m eﬁ],'angl;ut:

- Ada penyidik khusus yvaitn penvidik pegawal negeri sipil khusus

findak pidana lingkungan selain juga penvidik pejabat polisi seperti
vangy diabur di KLHAFP
- Kewenan Fan PPMS 1111311111.1 H:

a.

.

h.

melalatkan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keferamgan
berkemaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang vang diduga
melakukan tindak pidana di hidang perlindungan dan
pengelolaan linglamgan hidup:

meminta keterangan dan bahan bukt dar setiap orangg berkenaan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan
peneelolaan linglkungan hidap:

melakukan permeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokomen
lain berkenaan dengan Hndak pidana di bidang perlindungan
dan pengelolaan linglungan hidup;

melakukan pemeriksaan di tempat tertentu vanyg diduga
terdapat hahan bukt, pembukuan, catatan, dan dolanmen lain;
melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil
pelanmzaran yang dapat dijadikan bukb dalam perkara tindak
pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup;

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tupgas
penvidikan tindak pidana di hidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup:

menghentikan penyidikan;

Pasalwd U0 e, 52 Tahu 2oy
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i, memasuki tempat tertentu, memotret, danfatan membuar
rekaman audio visual;

1 melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, ruangan,

danfatau tempat lain vang diduga merupakan tempat
dilakukannya tindak pidana; dan/atan
k. menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan penvidik pejabat
pegawal negeri sipil berkoordinasi dengan penvidik pejabal polisi
Megara Republik Indonesia.

Dalam hal penyidik pejabal pegawal negeri sipil melakukan
petyidikan, penvidik pejabal pegawai negeri sipil memberilahukan
kepada penyidik pejabal polisi Megara Bepublik Indonesia dan
penvidik pejabal polisi Negara Republik Indeonesia memberikan
banluian guna kelancaran penyidikan.

Venvidik pejabal pegawal negeri sipil memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada penuntul umum dengan lembusan kepada
pervidik pejabal polisi Negara Republik Indonesia, Hasil penyiclikan
yang lelah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan
kepada penuniul umm,

Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu™

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana
lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara
penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah

koordinasi Menteri, Berdasarkan FPutosan Mahkamah Konsdmisi Mo,
Momor 18FUU-XT2014 tanggal 21 Januari 2015 bahwa penegakan
hukum lingkungan terpadu sifaimya wajib,

Alat lhukh yang unh dalam hunmtatan Bndak Pidana 1i115k11ngan hi-:']u}'.l

keterangan saks;

. keterangan ahli;

Foemal 85 UL Bla 52 Talmn 200e
Feemal 85 UL Mo 52 Talvmn 2006

2,
A, Pembukhbian®™
terdirt atas:
.
. surat;
20
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d. petanjuk;
e, keterangan terdakwa; dan/atau
f.alaf bukh lain, kermasuk alab bukti yang diaber dalam perafuran
perundang-undangan.
Dengan demikian alat bukti findak pidana lingkungan tidak bersifat
lirnitative.

Cambar 1.5

Feraneka Ponegakan hukuam lingkungan kepidanaan berdasarkan UL
Mo 32 Tahuon 20009 sebagai berikot:
1. Jenis pidana
lindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.™
2. Asas Hukum Pidana
Pada umummnya dalam U N 32 Tahuon 2009 ini asas hukum pidana
vang dianut adalah asas prircem remedizm dan hanya ada satu pasal
vangg rengganut asas wliroem resedium
3. Jenis delik

UL Mo, 32 Tahun 2009 mengatur bukan hanva delik materiil tetapi juga
ada delik formil sehingga lebih memudahkan dalam penegakan hukum

o Pasalsv Tindak pidanz dalam urdaseg endeng enl merupakan keabatan.

o Pagal L1 )Seian crang yeng melangear bala nume o liznbs, bakn murn amast. @ea bako mucn Zanggucn
dupedara, dengan pidana peovara pelng luna 3 fgal salvan dan decedz palong baorik Bpootilloctl. oo o gz miar
repaakl (i Tindak pedara sebagemanz dirsaksud padz ayae (1 hamwa dapes éikanakas spakila sanksi adeiniseraed
varg pale dijeruhlzan tdak diparzal 2w pelanggeran diakukan lebit dant sew kalz
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pidana. Conteh delik materiil = adalah Masal ¥ dan delik formil ** adalah
Pasal 100 dan Pasal 101,

Pidana administratif

Ada beberapa pasal terkait pelanggaran administrasi dalam kepgiatan
pemerintahan tetapl cikenakan pidana seperti pejabat pemberd izin
linglungan vang menerbitkan tan inglangan tanpa didengkap dengan
Aundal dan UKL-Upl. Pejabat pemberi izin usaha Lanpa izin lingkangan, ™
dan Pejabat berwenang sengaja tidak melakukan pengawasan.™
Termasuk pula di sind seorang yvang menvusun Amdal tetapi tidak
moemiliki sertifikat kompebensi ™ Demikian pula terhadap pengusaha
dapat dimasukkan ke sini vang tidak memiliki zin linghangan juga

dapat dipidana.*
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Fezal 22 11 4etiap coang yeag dengae senga)e neeldozkan peronaa varg mengalabatzan dilempaainy beog caane
iidara weahiza. Baka mvd alr, oo b afr laut 2t kriterle babu merusckair ggangan hidap, dosidon dengai
pleand peiava paliag songkat 3 Jigay when don paling fans B0 Gsepulahd talan dae deede pding sedilzin
B oL s i e eadlier rupiah ) dan palng heovak 2pioc ool sepolule mar rapidsl (2005 pabile
pedmzatan sehegalinona dicoalswd pede avat 721 mossgakiheckas orong Toka dandatia hoheyd kese atan semsie
dipicana dengan skdona penjara pallcg siagt 4 Cempez) tahue i paing lasa 12 (dua bedas) b Jas d=cedd
pelang sedios B Ui o ] feneaat colllar rapias) dan palieg hareak BpRz oo oo fdog belas nalic
ruplah). 13 apabcda perbeatan sehegaimana dimekead pada ovat 111 mesgakibatken ccang Iuza berar ates nzab
dipicana dengar pidan: penjara paling st 3 (lmad tohun dao paling lama 15 Chinca Balasd calvan dan deceda
peling sediki BpE 0o v i mchar vesaabt dan palisg Samyc Bl zaigooie s ol flima helas nalie:
ruplahi.

Fezal LU0 Setiap arang ying melpiciaan dasesan menpedactaan poodak rekayom gevet ke media Zmgzangan hidugp
vang berbentanganodengan perguren paresdong endanga o 1zin dngkungan sebhagaimans dindevad dalam
Fezal &8 amad 13 husaf g, disedana dengen pliana penjera pallisg songkat 1 {sabs] taan das paling leme > fgal
tachur di danda pallesg sedSen Bp L 00, 0 sake nethize roplahi dan alizsg benpak 2paion o iga
mizar rupiah).

frmal 117 111 Bejakat pemberi on Nglungan yaag mesztbitian @in Dngkangas tanpe dileagzapl dengas adal
kan LKL UFL sebagatana dinaksud dearm fasel 37 eyt 01 depidend deogan pldans penjaa palicg lansa & itiga:
tahuie den denda paling bamal: Bpo iicciil i 0 Pige maliar soaplalna 23 Peahe pembaerl izin asabs dandorau
keplonay vang menerhoikas [xin asala davaton legatan tenpa dilenghkape dengan 1zn Dngkongao seaagaimana
Jicaksud delaesy Basal 2ooayer (17 diptéana dengas pldana penjora paling g 3 (igal tahme dan denca palisg
bargrade BpCO nocan oo i Gelga mullar ookt

Fezal 112 Satleen peabat berwenang vang desgan sengala tidicz melakakan pecgowas e erhadip ketacran peanggesg
Jovab esahe daeferau regatan rerhadap peransan perundang andengan San 2in lingkangan sehagalisana disnalsud
Jelan: Pasal 71 dan Pasal 72, yiog mengiobataan terfadima pencanaian datatea kecasakan Dngkungas yaog
mengalabatizan hilangnys pows macasia, diptdars desgan pldara penfacapaling lanta 1 Gatnd tahue atea dasda
peling Dy ApFIICLIROn ina rabes jusa nepoakhl.

Fezal 110 Getiap orang varg menyusur amdal tanpa memtlan saretikas oonpetens perusen ansdal sesagemana
Jimaksud datam Fasal 09 gyers (01 larof iz, dipidans: deagan pedana penfara palivg Lama S ikga) tobun dan dendz
peling aryzis BpdL oo GULC, 10 driga meztar rupiahl.

Fasal 1ir Senlan crang yong melakuken asaha dandatag kepiadan tzape meculil 1zn Gngkusgan sshagamana
diraksud dalem Fezal 26 oyt (1), dipidanc dengas pedama penfara paling sicglant 1 (sam) taiun den peling Lama 2
gl rakn candereda paling sedsan Bp . 0 000 000000 szr paihizy ruplai) dan paling banyals By 000 pocimo:
Mgz eailizr mrmalyl.
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5.

Pidana atas pelanggaran sanksi adminisfratif

sebiap penanggung jawab usaha dan/atan kegiatan vang hdak
melaksanakan sanksi admimistratif berupa paksaan pemernntah juga

dipidana.”
Pertangpungjawaban pidana koorporasi

UL Mo, 32 Lalwo 2008 menganul perlanggungjawaban pidana koorporasi

dalam hal ini apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh,

ik, alau atas nama badan usaha, lunlulan pidana dan sanksi pidana

dijatubkan kepada:

a. badan usaha; danfatau

b. orang yvang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana
tersebul atau orang yang berlindak sebagai pemimpin kegialan
dalam tindak pidana tersebul,

Apabila lindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleb orang, vang,

berdasarkan hubungan kerja alau berdasarkan hubungan lain yang

bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan

terhadap pemberi perintah alau pemimpin dalam lindak pidana tersebul

lanpa memperhatikan lindak pidana tersebul dilakukan secara sendiri

alau bersama-sama, *

Fksekusi

Dalam melaksanakan putusan pengadilan pidana terhadap badan
usaha, maka dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan teta tertib
berupa:

g, perampasan keuntungan vang diperoleh dan tindak pidana;

b.  penutupan scluruh atau schaman tempat usaha dondatau keglatan;
¢.  perbaitkan akibat tindak pidans;

d.  pewajiban mengerjakan apa vang dilalaikan tanpa halk.

Hasel 114 Sakap penanggang |eweb s ducesae kaglaear vang eidelz neelilzanazn pabs can pasnerivedy dipodana
dengan pldana penjoa paling lanwa 1 3o ralvan Gan desda paling hanvak Bp 10000 miog atu miliar npeahl,
Hasal Lol apekada tondiels pidana ingkang s badup dilakakas eleh, el akaw zeas nenz badas wsaha, roneren
prdeni dan sanks: prdane dgarmhian kepeda abadan vsaha, darcatan barang vang memnbert perineab ankak
mzlakukin tindal: pidana tersefet atau orang vang berbindak sebegai perampeon egiatan dalem tiedal: pidana
rarsebor. LiApabila todelz pidon: Dngkongas hidup sskagaimana disnalzend peda avat 1 dilakokas olek orang,
yag berdasarkar huburggan leria akm Berdasarizan bobungao lem g bereindak dalaes leghup kerje badan uszba,
sarkst prdana dejzivhkan tethadap pambert perintah 2tan peeieapin dalam findalz padana passebeat tznpa
menperhatilzan emdak pidena verszbus dilekakan sezara seedin crae bersana sene
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|aksa sebagai eksekutor berkoordinasi dengan instansi yang bertanggung,
jawal di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidupuntuk
melaksanakan eksekusi. Sedangkan dalam melaksanakan kefentuan
penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 {tiga)
tahwn, maka Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha vang
dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampuan unhak melaksanakan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan lhukum tetap.™

Macam-macam Tindak Mdana Lingkungan

Bila diperhatikan ketentuan pidana yang termuat dalam UL Mo, 32
Tahun 2009 ini, maka secara keseluruhan dapat dilihat macam-macam
tindak pidana lingkungan hidup scbago berikat:

(1] Tindak pidana materiil vang sengaja (Pasal %4)

(2] Tindok pidana materiil vang korena kelalalan (Masal 999

{31 Tindak pidana foemil {Pasal 100 dan Pasal 101)

{4)  Tindak pidana lmbah B3 (Pasal 102 dan Pasal 103}

(51 Tindak pidana membuang limbah tanpa izin (Pasal 104 sampai
dengan Pasal 107}

(6] Tindak pidana pembakaran lohan (Pasal 108)

(71 Tindak Pidana techacap orang vang melakukan usaha dansatau
kegialan vang tdak memiliki izin lingkungan (Pasal 109}

(#)  Tindak pidana penvusun Amdal tanpa serlifikal kompetensi
iPasal 110}

(%) Tindak pidana terhadap pejabat pemberi izin lingkungan yang
menerbitkan izin lingkungan lanpa dilengkapi dengan Amdal
alau Uk-Upl dan Pejabat pernberi izin usaha lanpa Izin linglungan
(Iasal 111}

{1 Tindak Pidana lerhadap pejabal vang berwenang melakukan
penpawasan etapl dak menjalankan tugas (Pasal 112}

{113 Tindak pidana lechadap erang vang memberikan informasi lidak
benar dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum
lingkungan (Pasal 113);

1=
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Fezal 1200017 Dalam oneaksaakan ketesduan sedagzmiana dimaksud dalam Pasal 112 huezaf o, hure?' b, huesf e,
Jezvbearuf d, -akss beraoordines dengan szl wang berfangzang jowas od bidang seclindungan dan pengelolaan
lingkurgin kadup aneak melazanakar ehselem, (2 Dalaes relazaanakan keeenroan sebagatmnara dimaksud dalam
Fosal 118 boruf e, Feoneroah berweanang cotulz mengslola badam asaha yeng diatula sankst perenpatan i 2awah
Peoganpzan wrhes melaksanakan puhesan pengadilane yaog celeh berkelnzatan hulzm tetas
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(12} lindak pidana rerhadap penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah {Fasal
114);

(12} Tindak pidana terhadap orang vang mencegah, menghalangi atau
menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan
danfatau pejabat penvidik pegawai negeri sipil (Pazal 115);

(14} Pertanggunijawaban pidana koorporasi (Pasal 116 dan Pasal 117).
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BABI
KEDUDUKAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN KEPIDAAAN DI ANTARA
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
ADMINISTRATIF DAN PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN KEPERDATAAN"

1.1.PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui UL Mo, 32 lahun 2009 mengalur penegakan
hukum lingkungan ke dalam tiga jalur yailu penegakan hukem lingkungan
administralil, penegakan hukum lingkungan keperdataan dan penegakan
hukom lingkangan kepidanaan, Dengan adanya Uga jalur penegakan
hukum lingkungan ini lerhadap pelanggaran hukum lingkungan, maka
penegakan hukum lingkungan jalur vang mana digunakan apakah dapat
dilakukan serenlak secara bersamaan alau ada vang didahulukan, Dalam
kailan ini penwlis hanya ingin mengkaji bagaimana pesisi penegakan hukum
lingkungan kepidanaan.

Berbicara mengenai penegakan hukum pidana dimulai dengan
memahami apa arti Hukum Fidana ime? Menurut Powpe Hukum Pidana
adalah semua aluran-aturan hukum vang menentukan lerhadap perbuatan-
perbualan apa seharusnya dijatuhi pidana, dan apakah macamnya pidana
itw* Sedangkan menurul Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah bagian
dari pada keseluruhan hukum vang berlaku di suatu MNegara vang,
mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untak:

* Db meneakan pergelahay Kembalt den artiloel penulis vang aecpedol “Trenst Asas Frionon: Zemednm dalzn

Penegakar Il Frdana Lingkurgen” yasg dirsmas Calam jurnal leaizh Tourral of Les, Faliey end Crdebalizabon
IS5 2224 DD cPaper] 153 2224 2254 [Online:, Volures, 0.2007

*And: lamzah, Azas asas bakom pedaca, Rinela Cipea [akaera [1212



1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yvang tidak boleh dilakukan
dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa
pidana rertentu bagi barang siapa vang melanggar larangan tersebut,

2. Menenhukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka vang telah
melanggar larangan ifu dapat dikenai atau dijatuhi pidana.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana iftu dapar
dilaksanakan apabila ada orang vang disangka melanggar larangan
tersehut,*

Cengan demikiaon Hukum Pidana adalah keseluorohan dar peraturan-
peraturan yang menenbukan perbuatan apa yvang dilarang dan termasule Jae
dalam tinduk pidana, serta menentukan hukuman apa vang dapat dijatuhlkan
terhadap yang melakokanonya ™ Sudarsong mengatakan pada prinsipoya
Hukum Mdana adalah yang mengatur tentanyg kejahatan dan pelanggaran
terhadap kepentingan umum dan perbuoatan tersebut diancam dengan
pidana vang merapakan suatu pendoeritaan.™

Tojuan hukum pidana tidak melulo dicapai dengan pengenaan pidana,
tetapi merupakan upaya represit yang kuat berupa tindakan-tindakan
pengamanan. PMerlu pula dibedakan antara pengertian pidana dan tindak
picana. hukuman pidana melindung baik kepentingoan yvang cdilaksanakan
olch peraturan hukum privat maopun kepentingan vang disclenggarakan
olch peraturan hukom publile Kitapun harus mengingat bahwa dengan
kotentuan pidana itu tidak harus diarikan bahwa scimua pelanggaran
atasnya berakhir dengan penjatuhan pidana dan penjatuban pidana
terhadap polakunva. Terkait denpan kasus lingkungan memang makna
schenarnya penepalan hulkum lngkongan ditujukan kepada kembalinga
lingkungan menjadi scbaal ekosiaten dalam pengertian lingkangan berada
dalam suatu tatanan unsur [Ingkungan hidup vang meorupakon kezatuan
utuh-menyeluruh dan saling mempengarahi dalam mombentuk
kesclmbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Ekosistem
ini bermasaloh karcna terjadi pencemaran doan kerusakan lingkungan,
Schingga penegakan hukom lingkungan tidak ditujukan kepada soal prilaku
sescorang, melainkan kepada sualu kendisi lingkungan, Oleh karena itu

¥ ko, Asas aszs [lukues Pidana, Boneka Cipa, 200y, Telzarta [lal

Wlachsive Jkheisar O 2lulaen, Madan Feseckie Thlam, 200, Takarea, [Dal. 84
¥ Totik Trvwulan Turik, Pengentar Heva [Rakom, Prestan Pustaka, 2000, Jalarta 1al. 21e 217
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penegakan hukum lingkungan memiliki karakter sendiri, sebab penegakan
hukum lingkungan merupakan penegakan hukum vang cukop rumit karena
hukum linglumgan menempah titik silang antara antara berbagai bidang
hukum klasik.

Penegakan hukum lingkungan meraipakan mata rantai terakhir dalam
siklus pengaturan perencanaan kebijakan tentang lingkungan vang
umatanmya sebagai berikut

1. Perundang-undangan,

2, Penentuan standar,

3, Pemberan i7in,

4, meral:-a 1,

5. Penegakan hukum.*

M. Draud Silalahi menvebutkan bahwa penegakan hukom lingkungan
mencakup penaatan dan penindakan vang meliputi hukom administrosi
nugara, bidange hukom perdata dan bidang hukum pidana ™

Undang-Undang Mo32 Tahon 2009 menyediakan tiga macam pencgakin
hulkuwm lingkungan vaitu penegakan hukom administrasi, hukom peedata
duan hukum pidana. Diantara ketiga bentuk penegakan hukom vang tersedia,
pencgakon hulum administeasi dianggap scbagol upaya penegokan huloum
terpenting. Hal imi karena penegakan hukum administras: lebib ditujukan
kepada upaya mencegah terjpdinya pencemaran dan perosakan ingkungan.
D samping ilu, penegakan hukum administrasi juga bertujuan unluk
menghukum pelako poencemaran dan perusakan lingkongan.

Dialagn kaikan ini dengan melihat sifat dari penegakan hukom linglungan
diatas, maka penegakan hukum pidana vang ditujukan penjatuban pidana
kepada pelako kiranya kurang relevan. Hulah scbabnya sankst pidana dalaom
kailan kasus lingkungan diterapkan atas dasar asas glifeies venediiom alau
dalam istilah vang dipakoi oleh Undang-undang oo, 25 Tahun 1997 adalah
asas sebsidigriias dalam pengertian pencgakan hukum lingkungan
divpayalkan dulu melalui sanksi administrast dan sankst perdata, bila tidak

mencukupi baru sanksi pidani.

" And: lamzah, Penegakan Tulnesn Disglaengan, Sinar Grafika, [akase, 2002, hle, 2
= al Dand Silalah:, Tokom Lengangan Dalans Sistern pecegalzan 1akom Dioglamgan ndocesiz Alemn: Gaedung,
2unl, ko, 1e Y
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Akan tetapi belakangan melihat meluasnya kerusakan dan pencernaran
lingkungan, maka sanksi pidana mengalami pergeseran dari asas ultizm
remedizem menjadi premum remedinm. Persoalanmya bagaimana kedudukan
penegakan hukum pidana lingkungan diantara penegakan hukum
lingkungan administratif dan penegakan hukum keperdataan?

1.2.KARAKTER SANKSI PIDANA

Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman, Menurat R,
Soesilo, hukiuman adalah:
“hueta peraseom frlul ek Ssenysara) oy dijofuhion olek hokam dengren

THINEE Kepad iraiy g telif f mlu:r:'g.;.-:qr:r urdeng-rindeng fekum pidoma ™

Van Bermamelen berpendapal bahwa vang membedakan antara Hukum
Pidana dengan bidang hukuim lain lalah sanksi. Hukum Pidana merupakan
pemberian ancaman penderilaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan
penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan.
Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap Hukum Fidana itu
sebagai ultimum remnedim, vailu usaha lerakhir guna memperbaiki lingkah
laku manusia, leculama penjahal, serla memberikan lekanan psikologis agar
orang lain lidak melakukan kejahatan, Oleh karena sanksinya bersilal
penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin
dibatasi dengan kala lain penggunaannyva dilakukan jika sanksi-sanksi
hukum lain tidak memadai lagi. ™

Berdasarkan hal lersebul di alas, maka dalam Hukum Pidana dikenal
adanya asas il ramedinm, Asas Whinnem rasedivin ind merupakan salah
satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indenesia vang mengatakan
bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upava terakhir dalam hal
penegakan hukum, Sudiknoe Mertokusume mengartikan bahwa piliammm
reinedinm sebagal alal lerakhir =

Iztilah ultimum remedinom pertama kali digunakan oleh seorang
Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota
parlemen bernama Meckay dalam rangka pembahasan rancangan KUHP

R Zoasila,
= Apdl fanal Abodin Fard, 1elzam Bedaza [ Cetalean Boedaz, Sinar Grafika, [akasz, 2007, hal. e
*dadikne Mertokusumo, Panemuan Clukures S2buch Feogantar, Cahava Atnz, Yegyalarta, Bal, 124
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{Kitab Undang — Undang Hukum Pidana), yang antara lain menvatakan
bhahwa:

“Auas tersebut ialah bahwa yany boleh dip-i:]:-ma yaitu mereka vang

a

menciptakan “onreyt” {perbuatan melawan hukum]. TTal ini

mernpakan condibe sine qua non. Kedua, ialah bahwa syarat vang
harus ditambahkan ialah bahwa perbuatan melawan hukum im
menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan denggan cara lain. Fidana
ity haruslah tetap merapakan upava yanye terakhir. TCada dasarnyva
terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap
manusia yvang berakal dapat juga memahaminya sekalipun tanpa
pempelasan. TTalitu fidak berart bahwa pemidanaan haras ditinggal-
kan, tetapi orany harus membuat penilaian tentang kennbungan dan
kerugiannya pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi
nbat vang diberilan lebih jahat dan pada penvalkat”.™

SMemang harus diakui pula, babhwa lidak semua sarjana hukum me-
mandang pidana ilu sebagai ullimuwm remedium. Misalnya LLH.C Huleman
dalamn pidalo penerimaan jabalannyva sebagal Guru Besar di Rollerdam pada
labhun 1965 dan A, Mulder dalam pidato perpisahannva di Leiden me-
ngemukakan bahwa Hukum Pidana sama halnya dengan hukum lain
berlujuan unluk memperlahankan hukum, dan oleh karenanva Hukum
Midana itu lidak mempunyai sifal yang berdiri sendiri,™

Jadi sebagaimana vang lelah divraikan di alas, bahwa dalil ullimum
remedium ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan
sanksi lain sebelum sanksi pidana vang keras dan tajam dijanshkan, apabila
[ungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana.
Berkaitan dengan karakteristik Hukum Pidana dalam konteks ultimum
remedium ini bahwa penegakan Hukum Pidana dengan sanksi vang keras
dan tajam tetap harus dinsahakan agar sedapat mungkin mengurangi
penderitaan bagi pelakn,

Danmengenal pererapan ullimum remedium dalam penjatuhan sanksi
pidana oleh hakim dapat mengakomedasi kepentingan pelaku tindak
pidana, setiap kegiatan vang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan
pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium} tersebut zangat
mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana vang keras

® hotpsiresanikawordpress.con
*  Ihd
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dijamnhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi
perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi — sanksi hukum tersebut
kurang bami dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sis: lainnya melalai
pendapat Van lemmelen kahwa penerapan w/iimim remedinm ini harus
diartikan “upaya” (woddsl), bukanlah sebagai alat unfuk memulihkan
ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk
memulihkan keadaan vang Hdak tenteramn di dalam masyarakat, yang
apabila tidak dilakukan sesuatu tethadap ketidakadilan ita, dapat
menyebabkan orang main hakini sendiri.,

T.“Ien'll::;an demilkian [N feam remediem m |-_'11:|F:-akan szalah sahi asas Yang,
et apat di dalam huakum 1_'-1'{]._111.3 Indomesia vang mtﬂﬁgﬂ#ﬁkﬁn halara hiakm
pidana hendaklah dyjadikan upava terakhir dalam hal penegakan hukum.
TTal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melaln
jalur lain [kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum
administrasi} hemdaklah jalur tersebut terlebih dahulo dilalui.

Kemudian, Wirjono Prodjodikoro mengarakan bahwa norma-norma
atau kaidah-kaidah dalam bidang hukum tata negzara dan hukanm tata usaha
negrara harus pertama-tama ditanggzapt dengan sankst administrasi, begito
pula norma-nerma dalam bkidang hukum perdata pertama-tama harus
ditanjgrapi demygan sanksi perdata, TTanya, apabila sanksi administras: dan
sanksi perdata ini belum mencukupi unhak mencapai fujuan melumoskan
neraca kemasvarakatan, maka baru diadakan ]'115_;?1 sankst ph‘lana :ﬁiHhH;_’l'E'i
pamunghkas (terakhit) atau wlbimem reseding ™ Selanjutnya Wirjono
Frodjodikoro mengatakan bahwa sifat sanksi pidana sebagai senjata
parmumgtkas atan wlieon remediv jika dibandingloan demggem sankes perdata
atan sanksi administrasi. Sifatini sudah menimbulkan kecendenmgan untuk
menghemat dalam mengadakan sanksi pidana. Jads, dari sim kata ketahuns
bahwa nitimue remedizm merupakan istilah yanyg mengeambarkan suato
sifat sanksi pidana.™

Pendapat Van de Bunt vang dikubip kembali oleh Andi TTameah
mengemukakan, kahwa hukum pidana ite adalah sebagail wlfimum
remedium artinva ada figa macam vaiha: Yang pertama, ialah TTukum Pidana

sebayrat uitrmum remedicon karena penerapan hukum pidana itu hanva dapat

o Wionn Frodiodikoro “asze Asas [nkun: Pidane & Indanesta” hecka, Adirama, 2000, Bandong, hal. 17
T bed. al. o
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dilakukan terhadap orang vang melanggar hukum secara etis sangat berat.
Yang kedua, ialah hukum pidana sebagai witimin reredinm karena sanksi
hukum pidana lebih berat dan lebih keras daripada sanksi bidang hulam
vang lain, lagi pula sering membawa dampak sampingan, maka hendaknva
dapat diterapkan jika sanksi pada bidang hukum lain tidak mampu unhuk
menvelesaikan masalah pelanggaran hukum, Jadi, di sind hukum pidana
benar-benar diterapkan sebagai obat vang terakhir, artinya kalau hukum
lain sudah Hdak marmpu mengatast pelanggaran hukum ihs, baralah hukum
pidana dapat diterapkan. Yang ketiga, hukum pidana adalah sebagai
pltimum remediuon karena Pejaba’r administrasilah yang lebilh dahulu
mengetalni ferjadinya pelanggaran, Jadi mereka mendapat prioritas unfuk
mengambil langkah-langkah dan tindakan daripada penegak hukum
pidana. {Andi TTamzah; 1995: 35)

Kalau sanggahan Van de Bunt disadur dan disesuaikan dengan keadaan
diIndomesia, maka kita dapat lihat sebagai berikut vaita bahwa dalam kasus
pertambangan misalnya, Pejabat Tlinas Pertambangan vang telah
mengeluarkan izin lebih dabuh mengetahut terjadinya suato pelanggaran,
oleh karena ity hendaknva merekalah yanyg terlebih dahulu mendapat
kesempatan untuk mehnuskan pelanggaran atau penyirnpangn itn. Kalau
merteka Hdak mampu, karulah mereka menyerahkan masalah tersebut
Lkepada aparat penegak hukum. Sanggahan Van de Bunt yang lain ialah
hag_;aimana jika ]'J:-rjahal' adminmiztrasi tha terlibat dalam P:—'-]anj_ﬁ;m'an tersehu b
imisalnya korupsi], apakah masih bisa dipertahankan hukum pidana webarai
nitimuan vestedium atam Hdak, Bagaimana jika vang melakukan pelanggaran
tersebut adalah seorang residivis, artinva sudah pernah melakukan
pelanggaran vang sama?.., Bagaimana jika pejabat administras 1o Hdak
mau bertindak? Bagaimana jika orang yvang melakukan pelangzaran tersebut
sudah pailit sehingga tidak dapat lagi membavar denda administratif? .,
Bagaimana jika pelanggzarannya sudah sangat serius dan kerusakan Hdak
dapat diperbaiki atan dipulihkan lag?...., Tlalam hal seperti ini hukum
pidana dapat menjadi presium remedivos. ™

Y. Traud Silalahi mengungkapkan, eksistenst asas subsidiaritas ini

mengadops dan Promery Jurisdicbion Doctriee yang dianut oleh negara

-

3. 1 adie Wohed. Dukun Lingzangan, Seboad Pengartar-annz konbeks Indoresiz, Crenta Publishieg, Yograkarta,
2015, hal. 222
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penganut system hukum commmon law, Fertimbangan dimasukkannya asas

ini dalam perundang-undangan di bidang lingkungan hidup adalah terkait

karakterisbk dasar kasus- kasus lingkungan vang sangat berganhung pada
penilaian keahlian, kasus lingkungan sulit untuk dijabarkan secara hukum
apabila tidak dilengkapi dengan pertimbangan ilmiah. ™ Penerapan prinsip

Prizi Remedinen dalam mekanisme penegakan hukom pidana lingkungan,

artinya hukum pidana berada di depan dalam penegakan hukum lingkungan

dam dalam hal ini penegakan hukum administras: dan hukum perdata tetap
bisa dilakukan, bahkan bersamaan. Disamping itu, dengan diterapkannya

F'r"iﬁ&i-‘i]‘.I Primuym Bemedium dalam mekanisime ljenell:;ﬁkan Thaleum 111':]3113

lin gkungan diha raplc:an sl

1. Dapat memberikan shigma dan pencelaan kepada pelaku yang berfungsi
sebagai efek pencegahan sejak dini.

2. Dengan diterapkannva prinsip Promust BEemedive dalam mekanizsme
penegrakan hukum pidana lingkungan ind kita dapat mengharapkan
kepada terciptanya rezim anti pencemaran dan periusakan linglamgan
hidup dimasa yang akan datang. Tadi, kebika prinsip Promium Resedinm
ini diterapkan dalam mekanisme penegakan hukum lingkungan maka
penyidikan dan penegakan hukum pidana melalui model soentifc
mmemstigation, Artinya, penvidikan dan penegakan hukum pidana
dilakukan oleh orang-orang vang memiliki keterampilan professional

dh tadanes ]i11é*k1|nsran.
| a |

Fesimpulan vang dapat ditarik dari 2emua poermasalahan di atas adalah
bahwa hukum pidana dapat menjadi sitieies reredinm, jika kKita pandang,
bahwa sanksi hukom pidana ita hanvalah penjara, Menuroat pendapat
prenulis, yang ditempatkan schagal affiman reredinm alah pidana penjara
bukan hukum pidana. Sanksi hukum pidana bukan pidana penjara saja,
tetapt jugn denda yvang kadong-kadang lebih ringan dord sanksi bidang
hukum yang lain, apalagi jiko penyelesaion permasalahan hukum tersebut
dapat disclesaikan di luar hokum acara dapat lebib dikembanglan, (desiees:

dim asas ovortitas).”!

= Lk Mubeady, Borgalas Chekurs Pidane Dalam Ferspeked Taoritk dan Fraktil: Fecadilan, 2007, Mandar o,
fandung. klm So

=t Thed.

' Thed. bal. z
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1.3.ESEMSI ASAS PRIMUN REMEDIUM DALAM PEMEGAIKAN HUKUM PIDANA

LINGKUNGAN

Dalarm UL Mo, 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

bahwa:

Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas
uitinueas resmediine yang mewajibkan penerapan penegakan hukum
pidana sebagai upaya lerakhir setelah penerapan penegakan hukum
administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas w/tnunnm
reritzdivm Inl hanva berlaku bagl lindak pidana [ormil tertentu, vaitu
pemidanaan lerthadap pelanggaran baku mulu air limbah, emisi; dan

Lingkungn Hidup sebagaimana dalam Penjelasan Umum angka 6 disebutkan

TAngEIan.
Jika disimak bunyi Penjpelasan Umuom UL Moo 32 Tabon 2009 di atas,

maka konstrulksi hukoum di dalam ruomusan pasal-pasal UU Moo 32 Tahuan

2009 Hidak diketermukan ketentutan yang melarang penggumaan hokom

pidana

sehagal preswfus remidioo (upava utama), jika memang hal it

diperlukart. Calam hal terbento misalnya jelas-pelos teradi pencomaran dan

perusakan lingkungan malka hokom pidana boleh digunakan tanpa haros

menungeu sanksi hukom lainnya terlebib dabolo.

Menurut Hamdan, penggonaam sanksi pidana sebagini sanksi subsider

atan nifimum remedinm dalam masalah pencemaran lingkungan hidup

menimbulkan beberapa kelemahan di antaranyic

.

ba.

B

Pada umumnya proses perkara perdata relatit memarlukan walto
witng culkup lama, karena besar kemungkinan pihal pencemar akan
mengulur-ulur waktu sidang atau walktu pelaksanoan cksclkus
dengan cara mengajukan banding atan kasasi, sementara penocmaran

terus juga berlangsung dengan segala macaim akibatnya.

langka waldtu pemuliban sulit dilakokan dengan segora, memaerlukan

wiktu vang cukup lama, sebagaimana vang terjodi pada pencemaran
siveith di Tangerang.

Crengan tidak mencraplan sankst pidana, tidak menotopkan
kemungkinan pencemaran atou pencemaran lain yang potensial
atau tidak melakukan pencemaran, dengan kato lain “detfer ofect”

. [lezndem, Tondek Pidans Penesimares Licglhuengan Dides, (Bandang. Mandar kdaju, 2000), ke an.
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{efek pencegahan) dari sanksi-sanksi lzin fidak dapat diharapkan
dengan baik.

d. Penerapan sanksi administrasi dapat mengakibatkan penutupan
perusahaan industri vang membawa akibat pula kepada para
pekerja, penganggiran akanmenjadi bertambah, dapat menimbulkan
kejahatan dan kerawanan sosial ekonomd lainmya.

LT Mo, 32 Tahun 2009 tidak mengharoskan sankst prdana sebagran sanks:
alternative dan juga tidak melarang penerapan sankest kumualatf {penerapan
sanks pidana disamping sanksi lainnyva), penerapan asas eltmm femidio
i hanya berlaku bagg tindak pidana formil terbentu diluar itu maka berlakn
premiu revandiiom.
Pasal 100 menycbutkan ;
{2} Setiap orang vang melangear bako muto air limbah, bako muto
crmisi, atau balu muotu gangguan dipidana, dengan pidana penjara
paling larma 3 (Hga) tahun dan denda paling banyeak RpS 000000000000
{tiga miliar rupiah).

{31 Tindak pidana sebagaimana dimaksucd pada ayvat (1) hanva dapat
dikenakan apabila sanksi administratif vang telah dijptuhlan tidak
dipatubu otau pelanggaran dilakukon lebib dari satu kali™.

Menurul Pasal 10U ayat 2 tersebul maka dapat diketahui bahwa ada
pemberlakuan asas plten repedivi, di mana pemidanaan pada Pazal 100
ayal 1 dapat dikenakan bilamana sanksi administratif vang sudah diputus
oleh pemerintah tidak dipatuhi oleh pemegang usaha dan kegiatan yang
memanfaatkan ling kungan.

Dengan konstruksi Fasal 10U seperti disebutkan di atas, maka jelas
terlihat asas nltimum remedium disebutkan secara limitatif maka sisanya
lentu secara 7 conirariz berlaku premium remedium,

Menururt Harsanto Mursadi dan RM Andri Gunaswan Wikisana balwa
Asas subsidiaritas hanva untuk Kejahatan Khasus isdminisimativel-depeniont
crimeas) yaitu tergantung dari adanva pelanggaran svarat administrasi,
sebagaimana pembagian perbuatan pidana di Fropa yang membagi
Aduinistralively-depedent crimes, sebagai berikout:=

o Tlarsaoto Nuersadi dan BB Andn Gonawen Wibisana, Penegakas Dol #Fidana Licglasagan, benslaealac ids

thuzpesdstupleads:
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1. Abstract Endangermen!

s Adminiztratioely-deperdent crimes

»Yang dipidana bukanlah pencemaran, tapi pelanggaran ketenhian
administratif

Concrehe endaigerment

g ]

s Adminiztratioely-deperdent crimes = legal emissions
» Ada ancaman pencernaran/kerusakan lingkungan

Dalam UL Nomuor 32 Tahun 2009 tidak memberikan pengertian apa
vang dimaksud dengan asas alfinuem remedinm, melainkan secara tersurat
mencantumbkan asas vang lain. Namun dalam ketentuan pidana, ada 1 [satu)
avat vangs tersirat menjelaskon tentang pemberlalouan asas tittmuam raedinm,
vaitu pasal 100 ayat 2 UL Momer 32 Tahun 2009 sebagaimana discbhutkan
di atas.

Sanksi vang diteraplaan bulan mengedepankan otek jora namuan adalah
bagaimana menimbulkan kesadaran bag pelaku vsaha dan kegiatan vang
momantaatkan lingkungan hidop vang telah melangear baku muta air
lunbah, Boku mutu cmisi, ataw bako mote gangguan untuk melakukan
upirva pemuliban terhadap lingkongan yang telah teroemar atan rusak baik
baku mutu air limbah, baku mutu crmist, otaw baku mutu gangeuan.

sehap pencrapan asas Uitnem Remedium terkant penegakan hukum
pidana ingkungan, memiliki beberapa kendala antora lam adalah sebagin
berilbowt;

1. Menjadi hal menaril ketila obat terakhicfobat vang paling keras dengan
disis tingei ternyvata dalam praliek di Indonesia menjadi obat portama
untuk muemperbaika ataopun menyembuhkan/memulibkan norma-
norma yang diperkosa oleh suatu perbuatan vang dikotegorikan sebagai
suatu tincak pidana.

Jadi melihat hal tersebut di atas, babwa dalam perkembangannva
pencrapan calil altiman remediion nd sulit diterapkan kareno masih

-3

banyal mengalami kendala - kendala, dan taktor - faktor lain salah
situnya adalah karena Hukum Pidana memiliki UL vang mengatur
scliap tindak kejahatan dan pelanggaran dan lenlunyva oi dalam
pencrapan sanksl Hukum Pidana teesebat tidol menpgenal kompeomi
atau kata damal.
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3. Seperfi vang telah dipaparkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat
terakhir® {vitimem remedinm) dari rangkaian tahapan penegakan suam:
aturan hukum. “Obat terakhir” ini memipakan juris pamungkas jika
mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efekiif.
MNanmum, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi
pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukanmya, Tidak
lagi sebagai uitimum remedum melainkan sebagai pringen remedium (obat
yvang utamal. TTal ini dapat mempengaruhi proses penvidikan
pelanggaran lingkungan hidup akibat keadaan di atas, vaitu penanganan

kejahatan lain AN MENTEeser menjadi asas primum remedinm,

Dalam kajan vang dilakukan oleh Febriam Rabhmawat, menpgena
Fenerapan Asas Hukum Pidana Sebagai Primum BEemediom Dalam
Penegakan Hokom Atas Perkara Hukom Lingkungan hMenurot Undang
Undang Moo 32 Tabun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup menvatakan antara lain: **

[y DPencrapan sanksi pidona scbagal ases primuom remidiom di dalam
prokick Pengodilan Negeri dalam hal terjadi tindale pidana
lingkungan hidup masih sangat minim, lebih mengedepankan
garnlst administratit dan perdati.

2y Termasalohan vang terjadi dalam penerapan sankst pidana scharan
primuin remidivm antara lain tidak tersentuhnve corporate crime
yang melakukan indak pidana lingkungan hidup, inlegritas moral
aparat penegak hukum, kurangnya kesadaran masvaralat dan
pemerinkah, perlunva intepritas antara penal policy dan non penal

policy, criminal policy dan social policy.

Kedudukan azas primun remedinm fidak lagi sebagai obat rerakhir
melainkan menjadi obal pertama unluk membual orang jera melakukan
pelanggaran vang bersifat pidana. Hukuman pidana dijadikan hal yvang
penting untuk menghukum pelaku vang dapat merugikan ataupun
mengganggu ketenteraman umum. Dari prespekiif sosiclogis penerapan
primmim renvedinm dikarenakan perbuatan vang diatur dalam LT tersebut
merupakan lindakan vang "luar biasa” dan besar dampaknya bagi
masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan

* repesorvunpas.aced L e
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pengguanaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila
langsung menggunakan atan menjafuhkan sanksi pidana terhadap para
pelaku pidana tersebutk.

Muladi mengutip pendapat August lequai, bahwa perbuatan pidana
linglkungan dikelompokkan sebagai salah satu bentuk whife collar crime,
selain secicritics related crime, bankruptcy frands, bribes, bickbocks and political
Frands, consuimer ralated Fawds i goverament confracts ond programs, fnsyronce
Frawids, instder velated fravids, ankibrust and restraint of trade practices, crimea I
compater daie by fravds. Dalam eneirprmeetal crimes fusfry trend toinjure, maim
[ If-:ﬂ:i‘ms,r on a larger seale o the acts {{f fle traditional felon, Oleh sebab i,
menurnt Muladi dalam kerangka ifa semua, masihkah kita 1\1emanda11g
hukum pidana bersifab subsidiaritas kint ulbmum remedium? Tidak
perlukah demi kepentingan nasional hukum perdata dan hakum adeinisbros:
sebagai obat utama/premivn reredim.™

bangman mengatakan bahwa, pendapat vang mengatakan penerapan
hukum pidana merupakan yftimun remedium telah ditnggalkan di neger
Belanda, karena hal ini menimbulkan pertengkaran di sana antara Pejabat
Adminsitrast dan Penuntut Tmum tentang kapan tiba saatnya pengpmunaan
obat terakhir itu (hukum pidana).™

Dalam [T N, 32 Tahun 2009 beberapa tindak pidana lingkunggan yany
menetapkan primum remed o, vaiho

a. Memasukkan B3 vang r.’ﬂar?.n;._r,

TPasal 107

Setiap orany vang memasukkan B vang dilarang menumat peraturan
perundang—undangan ke dalam wilayvah Megara Kesatuan Repuhlik
ndonesia sebagzaimana dimaksud dalam Fasal &% avat {1} hamur b,
dipidana demgan pidana penjara paling singgkat 5 (lima) tahun dan
paling lama 13 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit
REp5.000.000.000,00 {lima miliar rupiah) dan paling banvak
Epl 2.000.000.000,00 (ima belas miliar rupiah).

b, Memasukkan lirnbah yang berasal dar Tnar NERT
TFasal 1115

* Takdir Bahmad:, Chikurs Lingkursgan di Indeeesiz, hkarta. Bajagrafinde, Fersada, 20040 Eim. 50 44
Hurnbadh, Analisis Terkada Praoajur Bemediusn Teckat Sadea 1hZzam ngkangan, poornalonribaac i ird e,
pla puemalémsdartzler dawnlasd 115
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Setiap orang vang memasukkan limbah ke dalam wilayah Megara
Kesaman Eepublik ndemesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal
a avat (1) huraf ¢ dipidana dengan pidana penjara paling singkat
4 [empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tabun dan denda
paling sedikit Rpd. 000000000, {empat miliar rupiah) dan paling
bamyak Rpl2.000.000,000,00 (dua belas miliar rupiah).
Memasukkan limbah B3 ke NERT

Pasal 106

Setiap orang vang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara
Kesatian Re.:m.lh]ik Tdemesia 54-_'L13§,:;a1'|'na1'|.=| dimaksud dalam FPasal
Gl ayat i1) huruf d, dipidana dengan F:-Ed ana penjara Paling sir'.gkal:
3 (lirna) tahun dan paling lama 15 {lima belas) tahun dan denda
paling sedikit Rp 500000000000 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp 13.000.000.000,00 (lima belas miliar nupiah).
Membuanyg limbah ke media lingkungan

Fazal 104

seHap orang yvang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke
media limgkunizan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam
Masal &, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tgza) tahun
dem denda paling banvak Ep3.D00L000L00,00 (Hiza miliar rmipiah),
Melepas rekavasa genetik

Taszal 1001

Setiap orangg yang melepaskan danfatan mengedarkan produk
rekavasa genetik ke media hingkungan hidup vang bertentangan
denpan peraturan penmdang-undangan atan ixin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 69 avat (1) humaf g, dipidana
dergran pidana penjara paling singkat 1 (sabu) tabun dan paling lama
J (tiga) tahun dan denda paling sedikat Rp T 00.000.000,00 {satn
miliar mupiah) dan paling banvak Rp3000.000L000,00 (tiga miliar
rupiah).

Melakukan pembukaan lahan dengan membakar

Pasal 108

Setiap orang vang melakukan pembakaran lahan sebagaimana

dimaksud dalam Tasal 63 avat (1) hurut b, dipidana demgan pidana
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penjara paling singkat 3 (figa} rahun dan paling lama 10 (sepuluh;}
falun dan denda paling sedikit Ep3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah) dan paling hanyak Epla.000L000.000,00 {sepnahsh miliar
rupiah}.

g Menvusun amdal tanpa sertifikasi kompetensi
Paszal 1110
Setiap orang vang menvusun amdal tanpa memiliki sertifikat
kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalanm Pasal
69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
|:1'1'l::;3]| tabum dan denda P.-‘r]ir'n;.rI kan :,-'ak RPE_{]EII}.[II_}I;'I_I_",I;'II:IJGI:I {ﬁé;a miliar
nll:-i.ah ).

h. Memberikan informasi palsn, menyesatkan, menghilangkan,
merusak dan keterangan fidak benar,
Fasal 113
Sefiap orang vang memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, memsak informasi, atau memberikan
keterangan vang tidak benar vang diperlukan dalam kaitannya
dengan pengawasan dan penegakan hukum yany berkaitan dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 69 avat (1) huraf dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 [satu] tahun dan denda paling banvak
'Rlﬂ MDA, 00 (satn rmliar n]}'n'ﬂhj.

Mezskipun disctujul oleh Muladi tetapi masih memberi catatan
sebapaimana dikemukalkanmya:

v Bahkan dalam kasus-kasus pencemaran dan perusakan lingkungan
hidup vang beral, silalnya scbagal "prinian resmediinn” scinakin
nampak, Sekalipun demikian, eleklivikasinva akan banvak
terganglung pada kualilas mental dan inlelekiual para penegak
hokumnya, leratama unluk memahami spicil dan subslansi hukom
pidana linpkungan vang cukup kompleks™

¥ duladi, Demeodrabsast, 1ak Asees Manusic. dan Besormas 1 elnzn di vdonesia, The 1lamibie Cenker, Tnzares. 1Ll
LG
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1.4.PENUTUP

42

Sebagal kesimpulan dapat dikemukakan scbapai berikout:

Dalam Hukum Pidana berlaku asas pitimiin reimedivm

Dalam penegakan hukum lingkungan kepidanaan menurul UL o, 32
Tahun 2009 dianul asas ultimum remedium hanva dalam beberapa
lindak pidana lerlentu saja yailu sebagaimana dimual dalam Pasal 100
LI Mo 32 Tahun 2009,

Pada wenrrayva LU Mo, 32 Tahun 2009 menganul asas peomiem remeadiung,
dalam pengertian penegakan hukum kepidanaan dapat dilakukan
sccara bersamaan dengan penegakan hukum lingkungan administartit
dan penegakan hubum lingkungan keperdalaan atas dasar perlimbangan
bahwa di mana lingkungan hidup kita nampak semakin meluas dan
paral terjadinya percemaran dan kerusakan lingkungan.
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BABII
PENYIDIKAN DALAM TINDAK
PIDANA LINGKUNGAN

2.1. PENDAHULUAN

lsu lingkungan hingega kini selalu akiual dan belum sepenubnya dapal
dikendalikan, terlebih diera reveolusi industel 40, Usaha untuk pencegahan
dan penanggulangan lerhadap masalah ling kungan ini melalui penegakan
hukum di bidang lingkungan hidup menjad i mutlak diperlukan, Keberhasilan
penegakan hukum menghendaki segenap stakeheldors harus mempunyai
komilmen vang kual untuk berupava memelihara lingkungan dari
kemerosolan lungsi vang senanliasa mengancamn kehidupan manusia masa
kini dan masa mendalang,

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki kekavaan alam vang,
sangal melimpah, Berdasarkan amanal Pasal 32 ayal (2} Undang-Undang
Lasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa kekayaan
alam {melipuli bumi, air dan kekavaan alam vang, lerkandung di dalamnya)
digunakan sebesar-besarnva untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyal,
Sarmun, lernvala kekayaan alam lndonesia lersebul hanva dinikmati oleh
segelintir orang saja. Semenlara dampak lingkungan akibal eksploilasi
kekavaan alam tersebul adalah banyaknya kasus pencemaran dan kerusakan
lingkungan yang lerjadi di mana-mana, dan rakval pada umumnya
menerima akibat buruknya, Ketika terjadi pencemaran dan kerusakan
lingkungan, maka inslansi vang berwenang untuk melakukan penvidikan
adalal POLRI dan PPXNS,

Mamun, kedua instansi ini kerap kali mengalami tumpang tindih
wewenang sehinga menyvebabkan disharmoni hubungan. Melihat keadaan
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tersebut, muncul beberapa kebijakan dalam penanganan masalah lingkungan
seperti pengaturan kewenangan penvidikan vang dilakukan oleh POURT
ataupun PT'NS, upaya perbatkan pengaburan kewenangan PPNS sebagai
penvidik dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan serta
reformulasi pengaturan kewenangan penvidikan tindak pidana lingkungan
liduyp,

Dalam administrasi penyidikan tindak pidana Iingkungan hidup,
penyidik harus mengikub prosedur berdasarkan peraturan perundang-
undangan seperti ketentuan KUHAT dan Peraturan Kepala Kepolisian El
Mex, 12 Tahun 2004 temtan;s Pﬂn;-_l;au-'aezan dan Pa-_-n;,_;a—-n:]a]ian Per'langaﬂan
Ferkara Pidana i T i11gk11hg._=|11 Ke}wi'i';'-ian T gerta kerenbaan teknis SKFP
Eabareskrim Mo, ol SKEP/ELXT 2000 T ARESERIM. Termasuk perintah
untuk penegakan bukum lingkungan kerpadu. Dalam melakukan penyidikan,
penyidik menghadapi berbagai kendala, baik kendala internal maupun
kendala eksternal. Kendala eksternal yang paling berat usbu munaoal dar
aspek vuridis berkenaan dengan penerapan asas witimum remadiumm
sehagaimana vang diamut dalam TIT Mo, 22 Tabom 200% tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Thidup, vang mempengaruhi administrasi
penvidikan berupa boelak baliknya perkara dari penvidik ke Jaksa Perumbut
Urnarn (JPL). [ika samipai di Pengadilan sekalipun, putusan hakim sangat
rendah sehingga idak memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Terhadap berbagai kendala yvang dihadapi penyvidik dalam penegakan
hukum lingkungan hidup tidak menvuratkan langkah penvidik, karena
penvidik bernsaha menerapkan Indang-undang Sumber Dayva Alam yang
lain dalam sistemn hukum yang ada, ontuk menjerat para pelaku Bndak
pidana pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Shrategi yang
ditempuh penyidik dalam mengatasi kendala yuridis berupa penerapan
asas uitinoem remedium adalah bahwa setiap melakukan proses penyidikan
tindak pidana lingkungan hidup, selain mengeronakan 17T Mo, 32 Tahun
2009 tentang Fengelolaan Lingkungan Thidup, penyvidik juga meneraphkan
perundang-undangan vang lain sesuai dengan kualifikasi pelanggaramva,
misalnva menerapkan UL Mo, 3 tahun 2004 tentang Perindustrian, T Mo,
a3 Tahun 1990 tentanyg Konservasi Sumbar Dava Alam Havat dan
Flosicternnya, LT Mo, 7 Tahun 2004 tentanye Sumber Dava Air dan
prrundang-undangan lainnva di Mdang scumber dava alam..
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2.2 KERANGKA YURIDIS DAN TEORITIK TENTANG PEMYIDIKAN

Berdasarkan Pasal & Undang-Undang Mo, 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang No. 2 Tahun 2002
lenlang Kepolisian Megara Republik Indenesia, menvebutkan balowa
Eepolisian sebagal aparal penegak hukum mempunyal peran akiil selaku
penyidik dalam proses penyelesaian lindak pidana lingkungan hidup
berdasarkan peraturan perundang-undangan harus mampa memahami
berbagal permasalaban vang terkandung dalam UL Neo. 32 Talhun 2009,
Lran, sebelum melakukan lindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap
perkara yang menyanghkul perusakan alau pencemaran lingkungan hidup
penyidik harus memiliki kempelensi khusus di bidang ling kungan, karena
kasus lingkungan ind sifalnva cukup kompleks.

Dalam LU Mo, 32 Tahun 2009 diatur secara khusus tenlang penvidikan
tindak pidana lingkungan, Masal 94 ayat (1} UL Mo, 32 Tahun 2009
menvebulkan, selain penyidik pejabal Pelisi Negara Republik lndonesia,
pejabal pegawai negeri sipil lertentu di lingkungan instansi pemerintah
vang lingkup lugas dan langgung jawabnyva di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup juga diberi wewenang sebagal penvidik.™
Hal ini selaras dengan ketentuan KUHAP * Hal vang membedakan antara
kedua penvidik ini ialah mengenai kewenangannya dalam melaksanakan
lugas, Hubungan antara penvidik Polri dengan penvidik PIS diatur dalam
Pazal 7 aval (2) KUHAP, bahwa penvidik PNS di dalam melaksanakan
tugasnyva berada di bawah koordinasi dan pengawasan penvidik Polri.™
Pengaturan tersebul demi untuk kelancaran fugas di lapangan antar kedua
penvidik tersebul dan untuk mencegah lerjadinva everlapping dalam
menyidik sualu perkara pidana dan agar lidak terjadi adanva rebulan
perkara.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, untuk penyidikan tindak pidana di
bidang lingkungan hidup, di dalam UL MNe, 32 Tahun 200% telah mengatur
secara khusus apa vang harus dilakukan penvidik PPNS Ling kungan Hidup
ketika melakukan penvidikan. Meskipun memiliki kevenangan penahanan,
namun sebelum melakukan penahanan terhadap seseorang lersangka

¥ Gerot Sapramone, Progpelesatan Semgloeta Linghurgan di Indecesiz, Brseks Cipra, lalmarka.,. 2015, m 125
Subanmed Alab, okon Lingkungan, Rajegrafinda Paseds, [akarz, bl 220
Garot Sapramone, Jokcit, bl 124
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penyidik FFNS berkoordinasi terlebih dahulu dengan penvidik Polii. Setiap
tindakan penyidikan dibuat berita acara sesuai dengan Pasal 75 KLUTHAT
dam sefiap berita acara yang dibuat ditandatangani oleh penvidik FNSLTT
dan ditandatangani pula oleh semua pihak vang terlibar dalam tindakan
tersebut seperti tersita dan saksi, Setelah melakukan proses penvidikan guna
mengumpulkan alat bukt, penvidik menverahkan berkas hasil penvidikan
kepada penunbut urmam.

Gerdasarkan sistemn KUTTAP, penyidik TNG tidak berwenang
menyerahkan berkas hasil penvidikan secara langsung kepada penunbut
. Hal 1 memniliki F:-i;'ngﬂn:a]iaﬂ dalan TITT Mo, 32 Taknan 20049 di
mana dalany Pasal 94 ayat () n1er._1,'ataka1'| Thasil ljen}'iu:]'ik.?.n Yang relaly
dilakukan oleh penvidik pegawai negen sipil disampaikan kepada penunhat
urmum. Dengan demikian FPMNS lingkungan hidup dapat dan berwenang
unfuk menyerahkan berkas hasil penvidikan secara langsung kepada
penuniut umum tanpa melalui penvidik Polr lagi. Berakhimya proses
penyidikan ditandai dengan selesainva penyidikan dan diserahkannya
berkas serta tanggung jawab perkara kepada penuntub wmum atau
dihentikannya penyvidikan kamena tidak terdapat cukup bukh, atan peristivwa
tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau penyidikan
dihentikan demi hukum (Pasal 10% ayat (2) KUTTAP).

Ketentuan pada Pasal 94 ayvat {1} ULT Mo, 32 Tahon 20609 sehamusnya
memberi hatasan secara jelas tentang pihak yang hi—'n'w:-*.nantrl untuk
melakulkan penyidikan tentang tindak pidana lingkungan hidup, sehingga
Hdak menimbulkan sengketa kewenangan antara Polri dan PPRS. Dalam
penjelasan ketentuan pasal ind, di mana dikatakan cukupjelas. Tetapi justro
ketembuan vang ada dalam Pasal 94 ayat (1) menimbulkan mulbtafsir (hdak
elas].

Permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan suato
permasalahan yvany sangat sering terjadi dan telah menimbulkan banyak
korhan rakvat vang Bidak berdosa. Masalah pencemaran dan perusakan
lingkungan merupakan masalah vang perlu mendapatkan penanganan
serara serius oleh semua pithak untuk dapat menangrulang akibat buruk
vany sering terjadi, bahkan sedapat mungkin dicegah. Pencemaran

linglamgan terjadi kila ekosistern mengalami perubahan sehingra
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keseimbangan lingkungan dalam hal strukfur maupun fingsinya terganggzu.
Ketidakseimbangan shukhur dan fungsi ekosistern ferjadi karena proses
alam atau juga karena perbuatan manusia. Sebajzaimana diketalni bahwa
manusia merupakan satu-satunva kempenen lingkungan hidup vang
mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja dapat melakukan
pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sebaliknya manusia juga dapat
merubah keadaan lingkungan akibat perbuatannya vang menjadikan
lingkungan menjadi lebih baik, setmbang dan mengurangi terjadinva
pencemaran,’

Berdaszarkan media ]1'115:7,1-::,111{-;311 ternpat ['er;;iel'l.-'.-rnj_.'a hahan-hahan yarg
:]al:lal: e Ceniar ]ingkungan sepert hahan kimia, maka PenceTnaran
lingkungan yang disebabkan bahan kimia dapat dibagi dalam Hga jenis
pencemaran vaih: pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran
air,

Oleh karena itu penegrakan hukom lingkungan menurut Andi Hamezah
ialah pengawasan dan penerapan atan ancaman, penggunaan instnnment
admmistratif, kepidanaan atau keperdataan dicapailah penataan ketenhian
hukum dan peraturan yang berlaku umum dan mdindual. Pengawasan
frontrole) berart pengawasan pemerintah untuk ditaatinva permberian
peraturan yang sejajar dengan penvidikan hukum pidana.”™

Ada berbagai-bagai Faktor penvebab terjadinya suabu Aindak kejahatan.
Geha sai kenvataannva bahwa manusia dalam p:—*rj_;au]an hir]ul'.ln:r'a .*i:—*.riﬂg
terdapat penyimpangan terhadap norma - norma, terutama nerma hulkom

Memurt Roweslan Saleh, untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan
dipidananya terdakwa, pada terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana

2. Mlampu bertangrimimgg jawal
3. Dengan senygaja atau alpa

4, Tidak ada alasan P:—!m.a;-lF. 3

Jika dilihat diri teor kesalahan vang berhubungan erat dengan tanggung

javealr piclana, Maoka, unsur-unsur vang ada telah terpenohi dan para pelakuo

And: Hamzah, Penegekar Tuloen Liegloongan, (fakaza OV Sapra Artha laea, 199770, b, 21

* Laden Marpaeng. Tondak Fidana ongkangan Didup dan Bagalahy Persepsieye, Cetalzan Partama, [akata Sinar
Graflza, 19570, lm. 58

T And: amzah, [okues Pidans dae Acera Fedana, (et Ghalia Iedanesaa, 19ee, Al il

- Marsadie Mznggelan, bata Rultah Tecon m2on Dulaes Pidana, Jakarte. Univeesiea [avabays, tanpa tahunl, hine 8
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dapat dipidana. Adapun maksud dari perusakan dan pencemaran
lingkungan hidup in: sendiri vaitu suat findakan vang dilakukan oleh
manusia sehingga mengakibatkan lingkungan hidup fidak dapat berfungs:
sebagaimana mestinya.

Karateristik penegakan hukuni pidana lingkungan dalam Undang-
Undang e, 32 Tahun 2009 ind memperkenalkan ancaman hukuman pidana
mininnm disamping maksimum, perluasan alat bukt, permnidanaan bagi
pelanggaran baku mutn, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan
pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan
tetap mtfm}'.le.rh abikan asas ulhmum remedium }-'anlfr_;rru-_'wajil:l]uan PENETAPAT
penegakan hukum pidana sebagai upava terakhir setelah penerapan
penegakan hukum administrasi dianggap Hdak berhasil. Penerapan asas
ulbiimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil fertentu,
vaifu pemidanaan terhadap pelanggaran baku muha air limbah, emisi, dan
A ran,

Ketentnan pidana dalam ULT No. 32 Tahon 2009 yvang memapakan lex
specialist terhadap seluruh pengaturan hukom bidang Tingkungan hidup
dan menjadi dasar dalam penegakan hukum pidana terhadap pencemaran
dan perusakan lingkungan hidup diatur dalam Bab XV dari Pasal 97 sampai
dengran 120 TILT Mo, 32 Tahun 2009,

Adapun ketertuan Pasal 97 T Mo, 32 Tabhun 20089 menyvebutkan bahwa
“Tindak pidana dalam undang-undang ini merapakan kejahatan®. Tindak
pidana vang diperkenalkan dalam TUTT N, 32 Tahon 2009 juga dibag dalam
delik formil dan delik materl. Menumat Sukanda FTusin delik materi] dan
delik formil dapat didefinisikan sebayrai barilont:

a. Delik materiil {generic crome} adalah perbuatan melawan hukam
vang menvebabkan pencemaran atau perusakan Imgkungzan hidup
vang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-
aturan hukum administras seperti 7in.

b Delik formil (specfe crime) adalah perbuatan vang melanggmar hukom
terhadap ahuran-aturan hukum administrast, jadiunbuk pembuktian

terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan
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lingkungan hidup seperti delik materil, retapi cukup dengan
membuktikan pelanggaran hukum administrasi, ™

Bertkut ini dikutip beberapa delik materi] vang ditecackan dalam T
Mo 32 Tahuom 2009 vang disesuaikan dengan beberapa kejghatan venga
berkaitan dengan standar baku kebiasaan temadinya pemoemaran linggluangzan
yaitu:

Peisad T05: "Betiap oranyg yang memasukkan hmbah ke dalam wilayah

Mepara Fesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 89 ayat | huruf o dipidana dengan penjara paling singlat cmpat
tahun dan paling lama dua belas tahun dan denda paling sedilkat
Rp. 4.000.000.000 dan paling banyak FEp. 120000000000,

Praan! 108: "Setiap orang vang memasulkdoan limbah B3 ke dalarm wilayah
Merara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksod Pasal
B9 avat | hurut d dipidana dengan penjara paling singlkat lima tahun
dan paling lama lima belas tabon dan denda paling sedikit Rp.
S.000.000.000 dan paling banyak Rp. I5.000.000.000¢.

Peisad 107 "Getinp orang yang memasukkan B3 vang dilarang menurut
peraturan perundang-undangan kedalam wilavah Megara Kesatuan
EBepublil Indonesia sebapgaimana dimaksad pasal 08 avat 1 hueat b
dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tohun dan
paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Ep.
S000.000.000 clan paling banyak Rp. IS 00000000

Pzl 103 "Sotiap orang vang melakulan pembalaran lahan sebagaimana
dimaksud dalam pasal 68 ayvat 1 hureat b, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat satu tahon dan paling lama tiga belas tahun
clan denda paling sedikit Ep. 3OMLONLO00 dan paling banvalk Jp.
TOLOOLOO 000,

Sementara, yang termasuk dalam delik formil, sebagai tindak pidana
vang harus didasarkan pada persvaratan administratit dari perusahaan atau
individu itu bertindak dan patut diduga melakukan tndak pidana terhadap
lingkungan juga dapat dilihat dalam beberapa pasal sepert:

Pasal B8: "Seliap orang dengan sengaja melakukan perbuatan vang

mengakibatkan dilampauinva baku mutu udara ambient, baku muta

#* Sukanda e, Peeegalzan Chikures Lingkuegan Bdonesiz, bl 22
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air, baku muha air laur, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,
dipidana dengan pidana penjara paling singkar figa talwn dan paling
lama sepuluh tahun dan denda paling sedikit Ry, 3.000.000.000 dan
paling barnyvak Fp. T 000,000,000,

Pasal W2 “Setiap orang vang melakukan pengelolaan limbah B2 tanpa
izin sebagaimana dimaksud Pasal 39 avat 4, dipidana dengan pidana
Penjara paling singkat saha tahun dan paling lama tHga talhun dan denda
paling sedikit Ep. TOOONLOMD dan paling barvak Rp. 3000000000,

Hal vang membedakan dengan UL Mo, 32 Tahon 2009 dengan UL MNo,
20 Tahun 1997 adalah pada sanks pidana dendanya vang bukan lagg dalam
hitungan jutaan rupiah betapn dinankkan menjadi standar miliaran rupaah.
Dralam undang-undang vang terakhir terscbot, juga diatur masalah
pertangeungjawaban pidana bagi korporasi, vang selanjutnva dapat
dikenakan kepada vang memerintah schingga terwojud tindak pidana
pencemaran lingkunggan, tanpa memerhabikan terjadinya findalk pidana it
secara bersama-sama (vide: Pasal 116 ayat 2). Pengaturan vang berboda juga
dupat diamati pada peran kejaksaan yang dapat berkoordinasi dengan
instansi vanyg bertanggung jawab di bidang perlindungan hidup untuk
melaksanakan cksckust dalom melaksanakan pidana tambahan ataw
tindakan tata tertib (vide: Pasal 119 dan Pasal 120
Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnva dittmbualkan kaoena:
Dinamika pertumbuhan pendaduls vang cepat, penvebaran yang,
tidals proporsional, tidak adanya kescimbangan stroktur pendoduok.
Pemantaaton dan pengelolaan sumber daya yang kurang bijaksana.
Hal terscbut dapat dischabkan karena dikejarmya target keuntungan
sebanval-banyaknya, schingga menyebablan sumber daya alam
dikuras tanpa meomperlimbanglan elekoya.
Furang kendalinva pemantaatan itlmo pengetahoan dan tekonologi
maju, viang mana saat ind eknologl untuk menarik minyak bumi
dengan teknoelogi cangeih schinggea manusia berlomba-lomba dalam
menvedol minyak, demikian juga terkalt penecbangan hutan.,
- Kurangnva kesadaran masyarakal baik sccara ilmu mavpun
clonomi,
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- Timbulnya industry raksasa vang menimbulkan pencemaran
lingkungan.

- Benturan tata ruang antara kawasan reboisasi dengan kawasan
industri sehingga rumpang tindih dan menyebabkan kerusakan
limgkungan.™

Unsur-unsur perosakan dan pencemaran lingkungan vaitu:

i Adanya suatu tindakan manusia.

Maksudnva, karena manusia merupakan komponen biotik (mahluk
hidup) dalam lingkungan hidup sangat mempengaruhi
perikehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup lainya. Diaimi
telah remenuhi syarat melakukan perboatan pidana atan perbuaton
vane dilarang dan pelakunva mampo bectangeung jawab serta
dilakukan dengan sengaja.

b. Terjadinya perubaban fisils dandatau hayotinya.

Cenpan demikian, perusakan ingkungan dalam dirinva selala
mengandung pengertion terodineva perobahan sifat fsik dandatan
sifat hayati lingkungon, Untuk dapat mengetabo telah ierjadinya
poerusakan lingkungan perlu diketaboi keadoan lingkungan sebelum
terjadinya kerusakan, Dengan kota loin perlu diketahuoi kondisy
kradaan awal lingkungon.

. Mengobkibatkan berkurangnva atou tidak dapat berfunpsinya
lIngkungan dalam menunjang pembangunan vang berkelanjutan.
Perlu adanva ketetapan berupa kreiteria untuk menentukan bahwa
linglkungan berada dalam kondist kurang atau tidals bertungsi lagi
dulam menunjang pembangunan vang berkesinambungan. Dalam
urswr ind dijelaskan tidak adanva alasan pemaat dari tindakan yang
telah dilakukan pelaku.™

Adadua hal vang dapat disimpulkan dari rumusan pengertian perusakan
lingkungan, yaitu:

Perioma, bahwa perusakan lingkungan di dalammnva selalu mengandung

pengertan terjadinya perubahan sifar Asik linglungan danfatau sifat

bl

Dot 1Ladyava, Hikamah Bosdah, Sluhamoad Akib, *Pelalzanzan Tuges Dan Zewencngan Ferdik Palr Dalzn
Melakukan Pernedikan Tondak Pidana Pangelolaan Licglacngan Didra” Jurnal Kebyakan dare Panzbargusar, Yal.
L R 2, 300, Dl G

M. [Tezmndan, Tondek Pidan: Pancemaren Liglangan Dideesy, (Bandang. Mandar blaju, 2000, bl di.
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havatilingkungan, Unhak dapat mengetahui telah rerjadinyva perusakan
lingkungan perlu diketahui keadaan lingkungan sebelum rerjadinya
kerusakan. Dengan kata lain, perha diketahui kondisi awal Tinglamgan
sebelum terjadinva perusakan, [h samping itu diperlukan suatu kriteria
untuk menentukan telah terjadinya perubahan sifat havati lingkungan,
sehinggza perubahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kernsakan
lingkungan.

Kedwa, perlu ditetapkan suatu tolak ukur berupa kriteria untuk
menentukan bahwa lingkungan berada dalam kondisi kurang atau tidak
1':-4-}1'&1115;51' lagi dalam menuman o FH-,'I'I'I].‘.IHI'lj:’;I_I nan vang hETk-I-_'HiHaI‘I‘IL‘.IUHII:}H]'I.
Tlalam hentalk 1;:}51' fF d apat dikarakan PE'T]IJ dite ral;:-kfn'u wogiam krikeria
untuk menenhikan bahwa kondist linglamgan masth menunjang

PIZ—':ITII‘.IHH sunan yang herkesinambungan.

Ferusalkan linglkungan vang dilakukan para pelako terotama dalam
usaha tambang tak dapat terelakdaan lag, hutan yane selama inl berfunges
sebapal penopang rezapan air tole dapat lag berfungst dengan bails,
bongkaran tanah yvang mencapai rotusan hektor tak dopat lagi berfungs
sebaganimana mestinva vang ada hanya kekeringan dan tandus akibot
hilangnya kadar kesuburan tanoh kareno pembongkoran yang merupakan
salah sutu proses vang harus dilakukan dalam wsabha penambangan
khusuany.

Tindakan vang dilakukan para pelaku telah memenahi svaral dan dapat
diproses donpgan ketontuan hukum vang berlako karena telah dapat
dianggap sebagal suatu tindak pidana dan memenuahi unsue unsue yang,
berhubungan dengan teart pertangeung jawaban dalam hokom pidana.
Begitu juga jika dilihat dari sud ut teord kesalaban para pelako dapat dijerat
dengan LU Mo, 32 Tahan 2009, kKarena para pelaku pencemaran alaw
perusakan lingkungan teloh melakukan perbuatan pidana, mampu
bertangpung jawab, dengan sengaja melakukan, tidak ada alasan pemaat
seportt apa yang tercantum dalam ketentuan peromuosan tindak pidana

lingkungan hidup.
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2.3.PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELANGGARAN TINDAK PIDANA
LINGKUMGAN HIDUP

Dalam Undang-Undang Mo, 8 Tahun 1981 lentang Hukum Acara Pidana
menyalakan babwea penyidikan tindak pidana merupakan suby sistem atau
bagian vang lidak lerpisabkan dari Sisterm Peradilan Pidana Terpadu. Proses
penegakan hukum pidana merupakan satu rangkaian proses hukum vang
dimulai dari tahapan penyelidikan, penvidikan, penuntutan dan pengadilan,
P'roses penvidikan lindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dilaksanakan melalul lahap penvelidikan, penindakan,
pemeriksaan serla penvelesaian dan penyerahan berkas perkara, Esensi dari
penyelidikan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
dilakukan dengan kegiatan mengumpulkan bahan dan keterangan.

Melalui fungsi “Koordinasi dan Pengawasan” {Korwas) diharapkan
pelaksanaan lugas pokok penvidikan anlara Penvidik Pejabal Pegawal
Megeri Sipil Lingkungan Hidup dengan Menvidik Folri dapal berjalan selaras
dan harmenis, Proses penvidikan tindak pidana di bidang perlindungan
dan pengeloaan lingkungan hidup oleh Penvidik Pejabal Pegawai Negeri
Sipil Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya lerkail dengan aparal
penegak hukum lain lerulama vang berada oi dalam sistem peradilan
kriminal (crimimal fustice systom).

Penegakan hukum pidana lingkungan tidak lain adalah penegakan
lerhadap kelenluan-ketentuan pidana dari hukum lingkungan, Subslansi,
wewenang kelembagaan, dan prosedur yvang digunakan secara umum
lunduk pada ketentuan hukom lingkungan kecuali jika hal itu belum diatur
secara khusus, Dalam hal demikian, maka vang digunakan adalah ketentuan
vang berlaku dalam hukum pidana pada nmummya, misalnya mengenai
lembaga peradilan, personil, dan hukum acara vang berlaku,

Ketentuan pidana di bidang hukum lingkungan secara vmuwm diabur
dalam Mazal 94-120 UL Mo, 32 Tahun 2009, Selain itu, ketentuan pidana
lingkungan juga diatur dalam peraturan perundang-undangan sektor,
sepert UL Konservasi Sumber Daya Alam Havahl dan ekosisteniva
{Lndang-L ndang Mo, 5 Tahun 1990), Undang-Lindang Mo, 10 Tahun 1997
tentang Ketenaganukliran, Undang-Undang Mo. 41 Talun 1990 o, Undang-
Undang Mo, 1% Tahun 2004 tentang Kehutanan, Undang-Undang Bo, 22
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Tahun 2001 tentang Minvak dan Gas Bumi, Undang-Undang e, 27 Tahun
2003 tentang Manas Bumi, Undang-Undang ™o, 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air, Undang-Tindang Mo, 31 Tabun 2004 jo. Tndang-Thndang
B 4% Tabwm 2004 tentang Perikanan, dan Lndang-Undang lain sebagainya.

Penyidikan pada kasus pidana lingkungan pada dasamya sama dengan

tindak pidana lainnva, karena bukan merupakan tindak pidana khusus,

seperd korupsi, Andak pidana ekonomd, subversif, TTAM, dan lain-lain.

Tralam timdak lwir]ana 1111gk1111gaﬂ ada lwh'ba’ran para ahli di hid ang

lingkungan sebagaimana dimungkinkan dalam Pasal 120 KUHAF, secara

1'1'11:::1:.35 proses Pan}'i:]ikan kasns Pi:]ana ]1'11_&:1:1111gar1 111:;-]1'1?11[% ’rahapan-
rahal:lan berikut {Fazal 102-136 KTTHAP:

2}

bl

. |

L
K

Tahap Penyidikan, yang berupa penguimipulan bukb-bukh perrmalaan
untuk membuat terangnya perkara dan sebagai dasar pemeriksaan
di TEP;

Tahap Penindakan, meliputi pemanggilan semua orang yang
diperlukan, penangkapan dan penahanan jika diperlukan;
pengieledahan dan penyitaan barang bukh, penyegelan termpat
bangunan dan alat-alat tertentu yanyg berkaitan dengan penoemaran
dan perusakan lingkungan;

Tahap Pemeriksaan; pemeriksaan tersangka, saksi-saksi, dan
keterangan ahli termasuk pemeriksaan laboratoriuom;

Tahal'.l P-l-'n:,.’i-']?'_—i.-]'im'l dan Penverahan ltli-!rkar'a k:—tpada Penuntut

U (LT

Sebagaimana disebutkan dalam Masal 94 dan Pasal 95 UL Moo 32 Tabun

2009 menyebotkan mengenai proses penyidikon terkaoit tindak prdana

lingkungan hidup vaito:
Masal 94:
{1y Zelain penyidik pejabat polisi Megora Kepublik Indonesia, pejobat

pegawal negerl sipil tertentu o ingkungan instansi pemerintah
warg lingkup tusmas dan tanggung jawabnya di bidong peclindungan
dan pengelelaan linghungan hidup diberl wewenang scbagal
pervidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana unluk
melakukan peoyidikon tindak pidana lingkungan hidup.

B

a4

hitp earefmaronse ko gt oo ds 201420 e penegakar: Jakon: Imgangan epidanzan.heml, dizlzes pada tanggal
S huli 2017
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(2) Penvidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang;

()

a,

T1.

k.

melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keferangan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang vang diduga
melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup;

meminta keferangan danbahan bukf dari setiap orang berkenaan
dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan
}-"‘r‘-:"ﬂ‘f] ilaan lin ;-_rlkunf,:;an ht:]up;

melakukan permeriksaan afas pembukuan, catatan, dan dokmmen
lain berkenaan dengan hndak pidana di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;

melakukan pemeriksaan di tempat tertentu vang diduga
terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;
melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil
pelanggzaran yang dapat dijadikan bukb dalam perkara findak
pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hiduyy;

meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tupgas
penvidikan hindak pidana di hidang perlindungan dan
pen ;._r,:-*] olaan ]111;_';1:11111;?111 hL:]u]'J;

menghentikan penyidikan;

memasuki tempat tertentn, memotret, danfatau membuat
rekaman audi visual;

melakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian, uangan,
danfatau tempat lain yvang diduga merupakan tempat
dilakukannva tindak pidana; dan/atau

menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.

Malam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf k, penvidik pejabat pegawai negen

sipi] berkoordmasi dengan penvidik pejabat polist Wegara Republik

Tridosmesia.

Rabricla Eelivasyi o« PERESARSS HURLMA LIRS (LR AR EEPIDAMAGH 55



{1 Dalam hal penvidik pejabar pegawai negeri sipil melakukan
penyidikan, penvidik pejabal pegawai negeri sipil memberitahukan
kepada penyidik pejabat palisi Negara Republik Indonesia dan
penvidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia memberikan
bantuan guna kelancaran penyidikan.

{3) Penvidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada penuntub vmum dengan termbusan kepada
peryidik pejabat polisi Nejara Republik ndonesia,

{&) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri
51'1'.!1'| :]isa:‘npaikan kl’;‘Fﬂl.‘.lH penunbut umum.

Pasal 93:

Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana

lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara

penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah
koordimasi henteri.

{1) Ketenhuan lebil lanjut mengenal pelaksanaan penegakan hukum

terpadu diabur dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewnjudkan proses penvidikon tindal pidana di bidang
perlindungan dan pengelalaan lingkungan hidup yang profesional,
transparan, akuntabel, independen, clekbf dan chsien, Penyidik Pejabat
Pepawar Meger Sipil Lingkungan Hidup peru mempoedomant pedoman
teknis yang didukung dengan acdministras penvidikan vang telah disepakati
dengan unsur penegak hulam lainnva, Pedoman dimaksod salah satunya
adalah Peraturan Menteri Linglkungon Hidop Nomor 11 Tahon 2003 tentang
Fedoman Penvidikan Tindak Pidana D Bidang Perlindungan dan
Iengelolaan Linglkungan Hidup.

Memang tidak semua delik lingkungan hidup dilakukan oleh PPINS
dari Eemeterion Linglangoan Hidep dan Dinas Lingkungan Hidup Dacrakb,
penvidikan tnclok pidana linglkungan hidop vang teejadi di Zona Ekonomi
Eksklusif (ZEE) Indonesin dilakokan oleh Penvidik Perwirn TINT AL, di
bidang perikanan dilakukan oleh FPANS Perikonan, Perwira THD AL,
Penyidik Polri dan di bidang kebhulanan oleh PP di bidang kehulanan,

Jika ketentuan Pasal 94 UL Mo, 32 Tahan 2009 dicermati, ternvata jika
dibandingkan dengan KUHALDP, PPANS sudah diberi wewenang untulk

EE PEAEGA AN HUELM LIHGEUHGA N KEPITANAAR <= Bahmida Friivani



menghentikan penvidikan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan.
Selain itn dalam hal penyidikan telah selesai oleh PS5 maka disampaikan
langsung kepada PI tanpa melalui penvidik Polri sebagaimana ditenhikan
dalam Fasal 107 ELIHAF, PPNS hanya diwajibkan berkoordinasi dengan
penvidik Pelri pada saat melakukan penangkapan dan penahanan,
koordinasinya adalah indakan berkonsultasi guna mendapatkan banbuan
persomil, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam penyidikan dan
jugza dalam hal FPNS melakukan penyvidikan untuk memberitahukan
dimulainva penyidikan kepada penyidik Polr serta dalam hal pelimpalian
ptﬂ'kara kﬂpa:]a Jaksa Pemuntut Lhmuam.

Sehagaimaﬂa dilansit dalam data hukom online 111.31".}?1;-11?1-;311 lhahwa
mayoritas terdakwa pidana linglungan hidup yang dibawa ke pengadilan
Justru bebas atau hanya dihukum percobaan. Sebagaimana data yang
disampaikan Shaifuddin Akbar (Kasubdif Penyidikan Ferusakan Lingkungan
Hidup, Kebakaran Hutan dan Lahan Kementerian LHE) di depan peserta
simposium Corpaorgle Crisie Bidang Tingkungan Thidup vang diselenggarakan
“ahupiki-FTT Universitas Tambung Mangkurat menvebuthan dar 70 kasus
pidana lingkungan hidup periode 2002-2005, 43 persen terdalowa divonis
bebas; 40 persen hanva hukuman percobaan; 2 persen oxslog ven gevrisde
{lepas dari antuan hukum); dan 2 persen tunbutan ditolak. Tlanya 13 persen
pelaku dihukum penjara dan denda.

Sementara i, menumut data vang didapat dari Kementerian Lingkoangan
TTidup menvebutkan bahwa terhadap kasus tindak pidana di bidang
perlindungan dan pengelalaan lingkungan hidup vang sedang ditangani
oleh Kementerian Tingkungan TTidup sampai saat int adalah 68 kasas,
dengan status 21 kasus dalam tahap PLT.BAKET, tahap penyidikan 27 kasus,
sedanekan 17 kasus telah diserahkan kepada kejaksaan tetap masih dalam
tahap penghkajian oleh Taksa Peneliti (P19, 2 kasos dalam tahap persidangan
dan 1 kasus telah selesal.

YWlemgningat kondist vanyg demikian, antara penyidik lingkungan hidup
dergzan pervvidik kepolisian perlu meningkatkan koordinasi, menyamakan
persepsl dan pemahaman, serta bertukar pengalaman dalam penanganan

kasus pidana linglkungan hidup melalui kordor Kesepakatan Bersama
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untuk memperbaiki kinerja aparatur penegak hukum dalam menegakan
hukum linglamgan hidup.

Dalam hal Penyidik hunggal vang masih kerap ditemui dalam prakiik
penegakan hukum pidana lingkungan hidup di Indonesia, Modusnya: sidik
sendiri lalu laporkan pada instansi penegak hukum lain. Praktik begini jelas
melangzar hukum, Dhisebut penvidik nunggal karena vang melakukan
peryidikan hanya kepolisian saja atau penvidik pegawai negen sipil (PFT'NS)
pada Direktorat Penegakan Fidana Kementerian Lingkungan Thidup dan
Eehutanan saja. Fadahal, Putusan Mahkamah Konstitusi Momor 18/FLUL-
XIT/2014 telah Tnnene.gaﬁkan, hahwa Pm'u—_';:;a:-;an hukim h—n'hﬂ:]ﬂp E_'!'E]H]!C'I,]
Hndak l:riu:].an.a Hngkungﬁn hid up dilaknkan secara I,'E'TJ:_'I-.F.H,,'] u antara pen !.r'ir]ilc
pegawal negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan dibawah koordmasi Menberi.
Tadi, sejak tangizal pubasan ME tersebut (21 Januar 2005, tidak boleh lag
penvidik tunggal dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup
melainkan wajib dilakukan secara terpadu,

Sebelumnya, penyidikan hmggal atau ferpadn sifafmya hanya pilihan,
Hdak menjikat karena adanya kata “dapat” dalam redaksi Pasal 93 Avat (1)
LT B 32 Tahun 2009 vang berbunyi: “Tralam rangka penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan
penegakan hukum terpadu antara penvidik pegawai neger sipil, kepolisian,
dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.”

Setelah keluar Tutusan WE MNomor TSTPTITU-XTL2014 fantzls_fa] 21 Tanuar:
2115, Pasal 95 Ayat (1) ULTFFLIT diubah bunvinya menjadi: “Tralam rangka
penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hiduap,
termasuk Hndak pidana lain vanye bersumber dan pelangraran undang-
undang in, dilakukan penegakan hulkum terpadu antara penyidik pegawa
negreri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinas Menkeri.” (Kata
“dapat” sudah ditiadakan}. Denganmva penyidikan wajib dilakukan terpadu.

[elaslal bahwa yvany dimaksnd oleh redakes bama Pasal 95 Avat (1) T
PTTIT tersebut di atas adalah sebatas pemvelidikan dan pemyvidikan. Yang
terpadu adalah penyelidikan dan penyidikannya. Sedangkan penuntutan
ke pengadilan tetap tunggal dilakukan oleh kejaksaan selaku pemuntut

L.

EE PEAEGA AN HUELM LIHGEUHGA N KEPITANAAR <= Bahmida Friivani



Yang terjadi dalam prakiik di lapangan, sekedar contoh, PFMNS pada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menvidik findak
pidana lingkungan hidup secara hunggal, fanpa melibatkan umsur kepaolisian
dan kejaksaan, Kita patut mempertanyakan kenapa FPPNS5 Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih menvidik tindak pidana
lingkungan hidup secara sendivian, apakah kesulitan koordinasi, belum ada
mernorandum of understanding, atau kesulitan teknis lainnyva,

Ada tendenst kuat penvidik dart PPNS Kementerian Tingkungan TTidup
dan Kehutanan melakukan semacam “trik” akal-akalan agar seolah-olah
telah dilakulan Pm'u_‘_."i:]ikan SECATA ’rer]ﬁar]u, Pa:]aha] kﬂn'}-‘ataﬁnn}'a bdak.
Trik it antara lain, n'.e]al:-urkan ljm'kﬁﬂhangan PeETnanganan 1'.'&'1'1':31’3 [-.'el:lad.a
mstans penegak hukum lain (kepolisian dan kejaksaan), misalnva, pada
saat surat perintah penyidikan telah dikeluarkan oleh Direktorat Penegak
Hukum Fidana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perihal
surat laporan itu biasanya berbunyi: "Pemberitahuan dimulainya
penyidikan”. Setelah surat perihal ini dikivimkan, tak lama kemudian akan
disusul surat lain lagi perihal “pemberitahuan® identitas tersangkanya,

Tadi sama sekali tidak tercermin adanya penvidikan vang dilakukan
secara terpadu antara FPNS, kepolisian dan kejaksaan, Sebagaimana contoh
pembandingnya sudah ada dalam penegakan hukum pemilihan ummam,
yaitu apa vang disebut “Sentra Gakkumdu®™,

FPermvidik ]'n-'j_;awai 11:—*.;_1:—*1'1' Ijil'r'il {T'P™NE) ]inghlnﬂaﬂ 11id11P dan kelhutanan
tak hanya menghadapi tantangan berupa kelurangam sumber dava manusia,
tetapi juga hamus menghadapi beragam masalah di lapangan. [ika salah
lamygkah dalam melakukan penyvidikan, maka tidak akan mendapatkan hasil
yang maksimal. Maksudnyva adalah unfuk menmdak para pelala pencemaran
dan perusakan hngkungan ustro Hdak mencapai flujuanmya.

Beberapa hambatan yani dihadapi dalam penegakan hulkoum linglunggan
kepidanan itu adalah, Perfama, perbedaan pemahaman aparat penegak
hukum dalam penerapan hukum pidana hingkungan hidup. Aparat penegak
hukum masih berbeda persepst tentang siapa vang harus bertanggung
jawah. Apakah direks vang hanya bisa dimintai tanggnungg jawab pidana?
Mengrunakan konsep UL Moo ) Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

direksilah vamer bertangmnimss jawab di dalam dan di luar penggadilan. Mamun
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berdasarkan putusan pengadilan, yang bertanggung jawab tak harus selaln
direksi,

Kedug, pembukfiannya rumit dan ilmiah. Penvidik kasus linglamgan
tak selamanva mempunyai kapasitas untuk mengungkap ha-hal teknis, Ahli
hukum pidana Romli Afmasasmita mencontohkan "baku mutu lingkungan’,
Fenyidik harus meminta pendapat ahli untuk menjelaskan baku muta
lingkungan.

Shaifuddin Akbar, Kasubdit Penyidikan Perusakan Tingkungan TTidup,
Eebakaran Hutan dan Lahan Eementerian Lingkungan Hidup dan
Eelhutanan 111&*nj::.=rl.'.=.|]-c:al'l ]':Hrnbukh'an it bersifat ilmiah, g—u—_-hin;:;;:;a
membulktikan I-;el:erangan alli. FE'H}’id'ik mﬁ'ngh.ada]:-i masalal ketika Para
ahli berbeda pendapat. Apalagi jika ahli vang dihaditkan penyidik dan ahli
vang: dihadirkan perusahaan saling berbeda pandangan saat pembukbian.

Ketrga, kuatmya backing pelaku perusakan lingkungan hidup. Kerporasi
akan berusaha melakukan lobi dan pengaruh agar bisa lolos. Termasuk
kemmmgkinan memberikan suap. Keerpe!, pertangeungjawaban korporasi
untuk pengembalian kerugian negara. Prinsipnya, perusakan lingkungan
hidup dan sumber daya alam merupakan tindakan kejahatan vang
menyebabkan kerugian negara, baik dalam pengertian ekonomis maupun
eholignis, Penyidik harus berusaha mendorong apar kemigian negara
terpulihkan. Namun penvidik juga menghadaps masalah jika kerugian
negara sidah di]:'nﬂih:-:am a]'mkah pproses hukum :'.fir]ana betap :flﬂanjul'kan?
Sejauh i penyidik tetap meneruskan perkara pidana, dan pada saat vang
sama pemerintah melayangkan jagatan ke perusahaan. Misalnya, mogzatan
terhadap perusahaan vangg diduga rembakar lahan.

Penyidik kasus lingkungan juga harus bersiap mendalami mulh rezim
hukum. Penegalan hukum lingkungan mencakup hukum pidana, hukom

perdata, dan hukum administrasi.

2.4 PENUTUP

Secara umum faktor yvang menvebabkan terjadinya pelangraran tindak
pidana hingkungan hidup diantaranva karena dinamika pertumbuhan
prnduduk dengan penvebaran vang tidak proporsional, Hdak adanya

keseimbarszan struktor pendadok, pemanfaatan dan peneelalaan sumber
e | | T n
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dava alam vang ridak bijaksana dengan menguras hasilnya fanpa
memperfimbangkan dampaknya, Selain itn, timbulnyva industri raksasa
vang juga telah menimbulkan pencernaran lingkungan. Benturan tata muang
antara kawaszan reboisasi dengan kawasan industri sehingga terjadinya
tumpang tindih fungsi lahan vang dapat menvebabkan kerusakan
lingkungan,™

Proses penyidikan dndak pidana lingkungan hidup berdasarkan TILT
Mo 32 Tahun 2009 vaitu penvidik kepolisian dan penyidik PPNG yang;
bertugas menumat ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum
]':en':,-'i-rlﬂc: an =selain dil akukan menumt Pasal 949 dan Pasal 95 TIL Mo, 32 Talhan
2 juga dilakukan menrprat ketentuan ELUTHAF, Pelaksaaan pen !.-'id'ikan
dalam rangka penegakan hukum lingkungan hidup di lapangan masih
menimbulkan kendala diantaranya bemburan pemahaman dan kewenangan
aparatur penyidik baik kepolisian maupun PP'NS, Kendala selanjutnya yaitu
proses pembuktian vang dinilai oleh aparatur penegzak hukum masih terlalu

it
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LAMPIRAN

Pedoman dimaksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tenlang Pedoman Penvicikan Tindak Pidana
i Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidug, sblb:

s
s

[ 3
=
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BCERITA WEGARA REPUBLIK INDONESTA

Mo, 429, 29 KEPOTISTAN,
Perkara Pidana.
Penprawasan Pemanganan.

Surat Permtah. Penan ;_Tkal'.lan.

PERATURAN EEFAT A KEPOT ISTAN NEGAREA REPLIGLTK TNTXONESTA
MOROR 12 TATIUIN 2004
TEMNTANG
FEMGAWASAN DAN PENGENDATTAN PEN ANGANAN
PEREARA PIDANA DT LINGEIINGAN KEPOLISTAN
MNEGARA REFURLIE TNTHONESTA
DEMNGAN RATIMAT TUTTAN YANG MATTA TS5A
EEPALA KEMOLISIAN MECATRA REPUBLIE INTZOMNESLA,

Menimbang:  a.  bahwa lugas dan wewenang penanganan perkara pidana
vang merupakan pelaksanaan dari peran kepolisian di
bidang penvidikan vang diemban eleh satuan fungsi
reserse dalam pelakzanaarnva sangal rawan terjadi
penyimpangan yang dapat menimbulkan pelanggaran
hak asasi manusia;

b, bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan
penvidikan dan unluk menghindari terjadinya
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Mengingat:

penyimpangan atau penvalahgunaan penggunaan
kewenangan oleh aparat Kepolisian NMegara Republik
Indomesia selaku penyidik dan penvelidik dari Markas
Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai
kesatuan wilavah terdepan, harus dilakukan pengawasan
dan pengendalian vang efektif;

bahwa untuk meningkatkan fungsi pengawasan dan
pengendalian serta pertanginmijawaban pelaksanaan
tugas dan kewenangan di bidang penvidikan perlu
dissun aturan j,'aﬂl::;]'&[as 5&!113.::;31' pe.:]i_n'n an ]'n;']akﬁana an
pen gﬁﬁda]ian dan ljela ksanaan pen!.-'if]il.'.an:

bahwa berdasarkan perbimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurutf a, huruf b dan huruf ¢, perla
menetapkan Feraturan Kepala Kepolisian Negara
Eepublik Tndonesia tentang FPengawasan dan
Fengendalian Penanganan Perkara Pidana di Tinglamgan
Kepaolisian Megara Republik Tndonesia;
Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang T Tukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomaor 76, Tambahan Tambaran Megara
Fepublik Indonesia Nomor 3209);

Thad anj_;-Uﬁd amgy Mownor 39 Tahon 194949 tentang TTalk
Acvasi Manusia (Lembaran Megara Republik Tndonesia
Tahun 1999 Momor 165, Tambahan Tembaran Negara
Eepublik Tndimesia Nomor 3884);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun ZD02 tentang
Kepolisian Negara Republik Tndonesia (Lembaran
Mewara Republik ITndonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Tembaran Wegara Republik Tnd onesia Nommaor
41a8);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undanyg TTukum Acara
Fidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1983 Momow 36, tambahan Lembaran Megara BMomor
F258);
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Feraturan Pemerintah Momor 2 Tahun 2003 Tentang

Disiplin Anggofa Kepolisian Negara Repoblik ndonesia

(T embaran MWegara Republik Indonesia Talnm 2003

Memor 2, Tambahan Lembaran MNegara Republik

Indomesia Momor 4256);

a.  Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Mo, Pol: 7 Tahun 2006 tentang Kode Btk Profesi
Kepolisian Negara Republik Tndonesia;

7. Peraturan Kepala Kepolisian Megara Republik Indonesia

Mo, Pol: 15 Talwan 20046 tentang Kode Fhk Profes

F'r-_'n],"idik Kel:-qﬂ'i;—:ian T{tega ra Repnﬂ:ﬂik Indonesia;

MEMUTUSE AR
Menelapkan: PERATURAN KEPALA KEPMOLISIAN NEGARA
FEPUBLIE INDOMESLA TENTANG PENCAWASAN
AN PENGEN DALLAN PEMNANUAN AN PEREARA
FIDANA DI LINGEUNGAN KEPOLISIAN NEGARA
FEPUBLIE INDOQMESLA,
BABL
EETEMNTUAN UMUR
Pasal 1 Dralam peraturan ini vang dimaksud dengan:

1. Adminisirasi penvidikan adalah penalausahaan dan segala kelengkapan
ving disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi
pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atan dokumentasi
untuk menjamin kelerliban, kelancaran dan keseragaman adminisirasi
baik unluk kepenlingan peradilan, eperasional maupun pengawasan.

2. Laperan adalah pemberitahuan vang disampaikan cleh seseorang
karena hak atau kewajibaroya berdasarkan undang-undang kepada
pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan
terjadinya peristiwa pidana.

3. Laporan Felisi adalah laporan tertulis yang dibual oleh pelugas Molri
tentang adanya pemberitahuan vang disampaikan oleh seseorang karena
hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang balwa akan, sedang,
atan telah terjadi peristiwa pidana.
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Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak vang
berkepentingan kepada pejabat yang berwenang unfuk menindak
menurut hukum rerhadap seseorang vang telah melakukan tindak
pidana aduan vang merugikannya,

Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan,
Peryelidikan adalah serangkaian Hindakan penyelidik untuk mencari
dan menemukan suabo perishwa yvang diduga sebagail findak pidana
guna menentukan dapat atau Hidaknya dilakukan penvidikan menuruat
CATA Vang diatur aleh un r]ang—undang.

PH'l_‘,."id'-lk adalah pejabar T{qu}lisian Tfegara Repuh]ik Indomesia Yang,
diberi wewenang oleh tndangamdang unhik melakukan penvidikan.
Atasan penyidik adalah penvidik vang berwenang menerbitkan surat
perintah tugas, surat perintah penvelidikan dan surat perintah
penvidikan di wilayah hukum atasan penyidik sesuai peraturan
perundang-amdangan yang berlaku.

Atasan Langsung adalah pejabat struktural vang mempunyai tagas dan
kewenangan melakukan penilaan terhadap kinerja para pejabat atan
angizofa yang berada di bawah lingkup tanggung jawabnva.
Penvyidikan adalah serangkaian tindakan penvidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undangamdang unhuk mencar serta
mengumpulkan bukh yang dengan bukh ihs membuat terang bentang
tindak pidana vang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
Pengawasan adalah rangkaian kegriatan dan tindakan pengawas berupa
pemantanan terhadap proses penyidikan, beritkut tindakan koreks
terhadap penyimpangan vang diternukan dalam rangka tercapainva
proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yange
berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara
dilakukan secara profesiomal, proporsional dan fransparan.

Pengawas penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik
Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputasan/Surat
Permtah untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dani
tinghkat harkas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai

dengran hnghat Kepolisian Sektor.
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Pengendalian penvidikan adalah kegiatan pemantauan, pengarahan,
bimbingan dan petunjuk kepada penvidik agar proses penyidikan dapat
berjalan lebih lancar dan sesnai dengan targer vang ditetapkan,
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan
sementara wakhn kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat
cukup bukti guna kepentingan penvidikan atau penuntutan dan/atau
peradilan dalam hal serta menumat cara vang diatur dalam andang-
undang,

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat
tertenhy oleh Pr;m}'ir]ik atau Pernuntat Umuam atau Hakim c‘lengan
penetapannya dalam hal serta menumat cara Vang, diatnr dalaniind ang-
undang,

Pengalihan [enis Penahanan adalah mengalihkan stabus penahanan dari
jenis penahanan vang safu kepada jenis penahanan vang lain oleh
Penvidik, Pemmtut Thnum atau Flakim.

7. Pemahanan T anjutan adalah menempatkan kembali tersangka yang

permah ditangguibkan penahanammya dengan perhmbangan-pertimbangn

tertentu guna mempermudah penyelesaian perkara.

. Pemhbantaran Penahanan adalah p&-ﬂundaan p&n'lahanan sementara

terhadap tersanyka karema alazan kesehatan (memerhukan rawatjalan/
rawat inap) vang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan

yang hm";ianl::;l-:u’ran din}'e’rakm'l semnbath kemhbali.

. Pemggeledahan rumah adalah tindakan penvidik untuk memasuki

rmumah tempat tingrzal dan tempat rertutup lainnya untuk melakuakan
findakan pemeriksaan danjatan pemyitaan dan/atau penangkapan dalam
hal dan menurnit cara yang diatur dalam undang-undang.

Fenvitaan adalah serangkaian Hindakan penvidik untuk mengambil alih
danfataun menyimpan di bawah penguasaannva benda bergerak atan
tidak bergerak, berwnjud atau tidak berwujnd untuk kepentingan
pembuktian dalam pemyidikan, penuntutan dan peradilan.

Tempat Kejadian Perkara vang selanpuinya disingkat TKF adalah tempat
dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan kempat-termpat lain
di mana tersangka danfatau korban danfatau barang-barang bukt vang

berhubungan dengan tindak pidan‘a bersebut diternu kan.
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. Tersangka adalah seorang vang karena perbuatarnnya atau keadaannya

berdasarkan bukfi permulaan pamir diduga sebagai pelaku tindak

1'.!1'r] ATiA,

- Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang

melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat
tindak pidana it dilakukan, atan sesaat kemudian diserukan oleh
khalayak ramai sebagai orang vang melakukannya, atau apahbila sesaat
kemudian padanva ditemukan benda vang diduga keras telah
dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itn vang menunjukkan
hrahwa 1a adalalh F:-e]akm'l}-'a atan turut melakukan atan membanta

melakukan tindak pidana i,

24, Kesatuan Ke‘-v.'i‘.'a];ahan Opm'a'ﬁiun;ﬂ yang '_-'.Planj'um:,'a 1']151'1131:.4? EEO

adalah Sentra Pelavanan Kepolisian pada hngkat Kepolisian Wilayah
Kota Tiesar/Kepolisian Kota Besar/Kepolisian Resor Metro/Eepolisian

Resorf Kepolisian Resor Kota.

AT ApoTran Haxsil Pm'nj,.'e]idikan yang, I_-zelanjul'r'.:,'a disingkar THT adalah

laporan secara lisan atan tertulis kepada atasan yang memberi perintah
mengenai hasil penyvelidikan.

Surat Perintah Dirmualainya Penvidikan vang selanjutnya disingkat SPLP
adalah surat vang menvatakan berdasarkan bukfi permulaan vang

ﬂ:lkup s11dah r]al'.la’r cilakulcan penﬁdik AT

- Surat Pemberntalhuian Perkemban wrar T Tasil Penvidikan yang selanjutnya

disingkat SP2TIF adalah surat pemberitahuan terhadap s pelapor
tentany hasil perkembangan penyidikan.
FPaval 2

PEH:,.'HIEH}_;EFJTH AN PENEAWASAT dan PE‘HE:H:‘I-F]HHHH pPENanganan ]'n-'rka ra serka

pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di Imgkungan tugas

kepolisian menguunakan asas-asas sebagal berikut:

.

b.

G

legzalitas, vaitu setap tindakan penyidik senantiasa berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

proporsiomalitas, vaitu sehap penyidik melaksanakan hugasnyva sesua
Tegalitas kewenangannya masing-masing:

kepastian hukum, yaitu setiap tindakan penyidik dilalkukan untuk

miemjamin tegaknya hukum dan keadilan;
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kepentingan umum, vaifu setiap penvidik "olri lebih menguramakan
kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau gelongan;
akuntahilitas, yaitn sefiap penyidik dapat mempertanggungjawabkan
findakannya secara yuridis, administrasi dan reknis;
transparansi, yvaitu setiap tindakan penvidik memperhatikan asas
keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
efektivitas dan efsiensi wakta penyidikan, vaitu dalam proses
penyidikan, sebap penvidik wajib renjunjung Hngzgi efekBivitas dan
efisiensi waktu penvidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
kredibilitas, ],'.ail'u setap ]'J-l-_'nvi:]ik mmerniliki kemam[man dan keh—zmmpﬂan
yang prima dalanm melaksanakan hagas P&H'l_‘r"idﬂ{a“.:

Tazal3

Ruangr lin s'_rlknl'.l peMgEawasan dan PeENjzET dalian penanganan 11:—*1']-;;11'?1 Pi:]ana

yang, diatur di dalam FPeraburan Kapulri i1 1'|1r;llipu['i:

d.

b.

2]

penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
penyelidikan;
proses penanganan perkara;
penangkapan dan penahanan;
pemeriksaan;
pemgnreledahan dan penyitaan;
pemanganan barang bukh;
]'n.-n}':-ﬂt-ﬂjaian pl.-'rka Ta;
pencarian orani, pencegahan dan penanghkalan; dan
tindakan koreksi dan sanksi.
Masal 4
Froses penyidikan perkara hamas dilaksanakan sesuai dengan peraburan
perundang-undangan.
Proses penyidikan yvanyg telah dilaksanakan sesual dengan peraturan
perundany-undangan merupakan proses vang Hdak dapat ditnbernsensi
oleh siapapun.
Terhadap penyimpangan yvang dilakukan oleh penvidik dalam
pelaksanaan penyvidikan harus dilakukan tindakan korekst agar

berlangsung dengan benar dan dapat di pertanggungjawablan.
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Terhadap penvidik vang melakukan penvimpangan atau
menvalahgunakan kewenangan harus dikenakan fndakan koreksi dan
direrapkan sanksi administrasi atas tindakan pelanggaran yvang
dilakukannvya secara proporsional,
BABII
FENEREIMA AN AN PERNYALURAN LAPOEAN POLIST
Bagian Kesaha
sentra Pelayanan Kepolisian (5FK)
Fasal &
T aporan atan p:—_ln;_l;ad 1an 1::4-,'113:]3 Pirlisi tentany r!ul::;aan adam va tindak
lﬁidanaJ diterima di SPK ljau:]a setiap kesahian kr;ilml'isian-
Pada setiap SPK vang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan
angizoba reserse krimimal yang difugasi untulk:
a. menjamin kelancaran dan kecepatan pembuatan Laporan Folisi;
k. melakukan kajian awal unbuk menyaring perkara vang dilaporkan
apakah fermasuk dalam lingkup Hulam Fidana atan bukan Hhakum
Pidana;
. memberkan pelavanan yang optimal bajg warga masvarakat yang
melapotkan atau mengadu kepada Poli.
Petagras reserse yany ditempatkan di STE sekorang-kurangnva memilika
kemampuan scbagai berikuot:
a.  berpangkat Bintara untuk satuan tingkat Polsek dan Perwira untuk
satuan tingkat Polres ke atas;
b. telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar danfatan
lanjutan;

<. telah berpengalaman tugas di budang reserse paling sedikit 2 {dua)

tahumn:
d. memiliki dedikosi dan prestast vang fingen dalam tugasnwa;
¢ memiliki keahlian dan keterampilan di bidang pelavanan resorse

kepolisian
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(2]

(2

(4]

(n

(2]

(3

(4]

(1]

Bagian Kedua
Laporan Polisi
Tazalf
Laporan Polisi tentang adanya findak pidana dibuat sebagai landasan
dilakukannya proses penvelidikan dan/atau penvidikan, terdiri dari
Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi
lodel O
Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polr vang mengetalnai
adanya tindak pidana;
T.apm‘an Polist BModel B dibnat oleh pehigas di1 5PE berdasarkan ]epr_wan
atan pengaduan vang dizampaikan oleh seseorang;
Laporan Folisi Model C dibuat oleh penyidik vang pada saat melakukan
penyidikan perkara telah menemukan hndak pidana atau tersangka
vang belum fermasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses,
Tazal¥
Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polr yvang
mernbuat laporan.
Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penerima
laporan di 5PK dan oleh orang vang menvampaikan Laporan kejadian
findak pidana.
Laporan Polisi Model O harus ditandatangani oleh penyidik yang
menermukan hndalk ]'m'] ana atan I'H'I;:anj_fka AT Felunm kermasule dalam
Laporan Polisi yvang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira
Pengrawas Penyidik.
Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C vang telah
ditandatangani oleh pembuat Taporan Polisi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2] dan avat (3), selanjutnva harus disalhkan oleh
Kepala STK seternpat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyvidikan
perkaranya.
Bayrian Kehiyra
Penerimaan Laporan
Tazsal 8
sebap laporan danfatau pengaduan vang disampaikan oleh seseorang

secara lisan atau tertulis, karena hak atan kewajibannva berdasarkan
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undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri vang bertugas di

SPK.

Dalam hal Andak pidana yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang

tempaf kejadiannya (faces deficly) berada di luar wilavah hukum kesatuan

vang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk
kemudian diteruskan/dilimpahkan ke kesatuan vang berwenang guna
proses peryidikan selanjubiya.

FPasal 9

SPK vang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda

Terima T.apm'an (STTL) kepada FE]EPHT}'—FEH&:HE]I] sebagal tanda bukh

tel aly -:Hbuarn}'a T.al:l-r_w.an Pealisi,

Pejabat yang berwenang menandatangani 5TTT. adalah Kepala SPK atan

pehugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat

vang berwenany sehagaimana dimaksud pada ayat (2).

Fasal 10

Dalam proses penerimaan Taporan Polisi, pehagas reserse di SPK wajib

meneliti identitas pelaporfpengadu dan meneht kebenaran informas

vang disampaikan.

Cauna menegaskan keabsahan imformasi sebagaimana dimaksud pada

ayat [1), petugas meminta kepada pelapor/pengadn untuk mengisi

Fowrmulir pernyataan halwea:

a.  perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian
yany sama atau yang lain;

k. perkaranya belum pernah diproses danfatan dihentikan
penyidikannya;

. bersedia dituntut sesuai ketentuan hukom pidana yang berlakn,
bilamana pernyataan atau keterangan vang ditbangkan di dalam
[aporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan
yany sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

Dalam hal pelapor danfatau pengado pernah melaporkan perkaranya

ke termpat Tain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya,

pelapor/pengado diminta untek menjelaskan nama kantor Kepolisian

yang pernah menyidil perkaranyva,
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Bagian kesmpal
TPen _'!.-'HTU Tan I.al_wran FPolisi
Pasal 11

{1} Laporan Polisi yvang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus
sudah diterima oleh FPejabat Reserse vang berwenang untuk

(2]

(2

mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 {satu) hari setelah

T.ap{:-ran Frlisi dibnat.

T.apqn'an Faolisi VAT telaly dikerima oleh lmjaha’r TESETSE YAy herwen ang;

selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B 1.

T.al:u_:ran FPalist 5&!113;:';51'111 ana dimalk=nd a da ayat {21, I,-u-,']an]'ufn ya harus

auidah dizalurkan keltuad.a ]::rr-,ln],'idik vang dimnjuk nnhik melaksanakan

Pm'u}rwli]-:an Per'kara 11;1]':113 lambat 3 {Hga) Tiara .'-_'.e;lak Tap-;:rran Terlisi

cibuat.

{13 Tralam hal Laporan Folisi harus diprozes oleh kesatuan lain

sehagaimana dimakaid dalam FPasal 10 ayat (3), setelah dicatat

dalam register I} 1 sebagaimana dimaksud dalam Paszal 11 ayat (2),

Laporan FPolisi harus segera dilimpahkan ke kesatuan vang

berwenang; menangani perkara paling lambat 3 (tiyga) han setelah

I.ap-;_:uran Palisi dibuat.

2) Tembusan surat pelimpahan Laporan Polisi sebagaimana dimakesud

pada avat {1} disampaikan kepada pihak Pelapor,
Tasal 13

FPejabat vang berwenang menyalurkan Laporan Polisi sebaggamana dimalead

dalam Pasal 11 avat (1} adalah pejabat reserse vang ditunjuk di setiap

tinerkatan daerah hukum sebagrai berikat:

a.
Ta.

Karo Analis pada hngkat Bareskrim Tolr;
Kabag Analis Reskrim pada tingkat Polda;
Kasubbag Reskrim pada tingkat Polwil;
Kaurhinops Satuan Beserse tingkat KEOK
Fepala/Wakil Kepala Folsek.

Rabricla Eelivasyi o« PERESARSS HURLMA LIRS (LR AR EEPIDAMAGH

13



i1}

(2)

(£)

(3

(1)

T4

Bagian Kelima
Klasifikasi Perkara
Fasal 14

Setiap Laporan/Pengaduan harus diproses secara profesional,
proporsiomal, ehjektf, ransparan, dan akuntabel melalui penvelidikan
dan penyidikan.
Sefiap penyidikan untuk sabe perkara pidana Hdak dibenarkan hanya
ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. setap Him ]'u;-nf,-'ir:ik Hl;'kuran;:rl-kuran ETVA terdin dua orang FH-_'H‘_Ji:lI]'i]{_;
. dalam hal jul'nlah Pm'u}"idﬂc: tdak mermadai diband‘ingken dengan

jumlah perkara yang ditangani oleh suahn kesatnan, sato orang

penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling hanyak

tiga perkara dalam wakfu vang sama.

Fasal 15

3 Taporan Folisi untuk Perkara indak pidana luar biasa [exire ordizary)

sepert markotika dan terorisme disalurkan kepada penyidik profesional
dari satuan yang bersangkutan {satuan reserse narkoba dan satuan
khasus ant teror,

Dalam hal penanganan perkara luar biasa (exvive ovdinery) atau fakbor
kesulitan dalam penvidikan, dalam penanganan perkara dan
Pmu:ungkapaﬂ ]'arinls_rlan ]'n-']aku timdals lzli:]ana Tuar kasa narkobka dan
teromisme, ketentuan tentang pembatasan jumlah penvidik sebagaimana
diatur dalam Pasal 14 avat {2) dapat diabaikan.

Nalam hal sangzat diperlukan, pejabat penyalur Laporan Polisi dapat
menugasi penyidik untuk melakukan penvidikan perkara yang
membuhrhkan priorvitas, atas persetujuan dar atasan vang berwenangs.

Fasal T4

Dalam perkara tertangkap tangan atan dalam keadaan tertenta atan
dalam keadaan sangat mendesak vang membutuhkan pemanganan vamge
sangat cepat, penvidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan

seketilka di Tempat Eejadian Perkara tanpa harus dibuat Laporan Polis

terlebih dahula.
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(4]

(1)

(2)

[Dalam hal penanganan perkara yang mendesak sebagaimana dimaksud

pada avar (1) Laporan Folisi dan administrasi penyidikannyva harus

segeta dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan findakan pertama

di temprat kejadian perkara.

Tindakan penyidikan vang dapat dilakukan secara seketika atau

langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:

a.  melatang saksi mata vang diperlukan agar idak meninggalkan TKT;

b, mengumpulkan keterangan dari para saksi di TET;

¢ menufup dan menggeledah lokasi TEL;

d. m en;;::;eh-}rlah orang di TEKFP vang sangat patat :]1'-:'1,11'1'}_;31';

£, 'r'nr-_'1'|@11111:|11ﬂ-:a11, mm'ugamar.kan dan men}rir.a harang Tkt di TET:

f. menangkap otang yang sangat pafub dicurigai;

¢, melakukan findakan lain vang diperlukan untuk kepentingan
penvidikan,

Tindakan langsung vany dilakukan sebagaimana dimaksad pada ayat

i3] harus dilakukan dengan tetap memedomam prosedur penyidikan

menurut KIITTAT.
Pasal 17

Dalarn hal penanganan suatu perkara tindak pidanag vang menvanghkuot

objek vang sama atau pelaku yane sama, namun dilaporkan oleh

beberapa pelapor pada suatu kesatuan atau di beberapa kesatuan vang
berbeda, dapat dilakukan penyatuan penanganan perkara pada satu
kesatuan reserse.

Fenvatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada avat (13

dapat dilaksanakan dalam hal sebagai berikuat:

g, suatu perkara vang lokas kejadiannya mencakop beberapa wilavah
kesatuan;

b, perkaranva meropakan sengketa antara dua pithak atau lebih vang
mazing-masing saling melaporkan loe 5P pada kesatuan vang sama
atan melaporkan ke 5PK di lain kesatuan;

¢ perkaranya merapakan tindal pidana yang dilokukan oleh tersangela
virng sarma dengan beberapa korban vang masing-masing membuoat
Laporan [Molisi di 50K yang sama atau 5PK di beberapa kesatoan
ving berbeda; dan
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d. perkaranya merupakan tindak pidana berganda vang dilakukan
oleh tersangka dengan banyak korban dan dilaporkan di SFE
kesafuan yvang berbeda-heda.

Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada avat (1

perha dilakukan untuk tujuan:

a. - mempercepat proses pemyidikan;

k. memudahkan penjendalian dan pengawasan penyidikan;

. memudahkan pengumpulan, pengamanan dan proses penggimunaan

barang bukti untuk kepentingan penyidikan; dan

memudahkan komunikasi pihak-pihak vang terkait dalam proses

penyidikan.

Fasal 15

Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak vang saling

melapor kepada kantor polisi vang berbeda, penanganan perkaranya

dilaksanakan oleh kesatuan vang lebih Hngnon atan kesatuan vangs dinilai
paling tepat dengan mem perbimbanglkan aspek efekiivitas dan ehsiensi.

Pejabat yang berwenanyg untuk menentukan penvatuan tempat

pervidikan sebaraimana dimakesud pada avat (1) adalah:

a. Fepala Kesatuan Kewilavahan untuk perkara vang disidik oleh dua
atan lebih kesatuan reserse vang berada di bawah wilavah hukam
kusatuannya.

b, Kepala Bareskrim Polr untuk perkara vang disidik oleh beberapa
Molda.

Pejabat yvang berwenang menvatukon penanganan perkara sebagaiimana

dimabesud pada ayat (2] menctopkan kesatuan reserse vang diperintahkan

untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana vang dimaksad pada
ayat (1) berdasarkan hasil gelar perkara vang disclenggarakan dengan
menghadirkan para penyvidik vang menangani Laporan Polist vang alkan
disatukan ponanganannya.

Fasal 19

Dalam menangani suatu perkara yang sangal kompleks, atau jenis

pidananya alau lingkup kejadiannya mencakup antar lungsi alau anlar

wiloyah kesotuan, dapat dibentul: Tim Penviclik Gabungan.
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(2} Lim Fenvidik Gabungan sebagaimana dimaksud pada avat {1} dapat
dibenfuk dalam hal:

8

(1)

(2l

d.

C.

perkara vang ditangani sangat kompleks membufuhkan Hndakan
koordinasi secara intensit antara penvidik, PPNS, instansi terkaif
dan/ atau unsur peradilan pidana {(CT5);

perkara terdiri dari berbagai jenis tindak pidana, berada di bawah
kewenangan beberapa bidang reserse Polri atau kewenangan
beberapa instansi;

kejadian perkara yang ditangani mencakup beberapa wilavah
kesatuan,

Tim CGabungan Fenvidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi

oleh Perwira Pengawas Fenyidik vane ditunjuk oleh pejabat yang

berwenang serendah-rendahnya:

.

Chrektur Reserse/Radensus di Bareskrim Poln vang ditunjuk oleh
Kabareskrim Tolr untuk perkara vany berlingkup nasiomal dan
muncakup beberapa bidang reserse atau perkara vang mencakup
wilavah antar Polda;
Direktur ResersefKadensus di tingkat Polda vang ditunjuk oleh
Kapolda untuk perkara yang berlingkup dalam wilavab suato Polda;
dan
Kopala Satuan/Bagian Reserse di timpgkat Polwil yange ditunjuk
Kapulwil untuk perkara yany berlinekup dalam suatu Polwil.

BAB I

PENYCELIDTEAM
Bayian Kesatu
Penvelidikon di Dalam Wilavah Hulkum
Masal 20

Fagmiatan penvelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan

I:l

alisi vang diterima dan ditangani penyvelidiki/penyidils moerapalkan

tindak pidana vanyg perlu diteruskan dengan tindakan penvidilan.

Terhadap perlara vang secara nyata telab cokop bukt pada saot Laporan

Polist dibuat, dapat dilakukan penyidikon secara Tangsung tanpa melaloi

penyelidilian.
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Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada avar (1) dapat
dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan.
Pasal X1

Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 2 melipuli segala
upava untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti
berkaitan dengan perkara vang dilaporkan, dapat dilkumpulkan tanpa
menggumakan tndakan atau upava paksa.
Kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelidikan antara
lain;
a.  pengamatan {ohservasi);
b, wawancars;
¢, pembunhatan;
d. penyamaran;
e. mengundang/memanggil sesearang secara lisan atau rertulis tanpa

paksaan atau ancaman paksaan guma menghimpun keterangan;
f.  memaotret danfatan merekam gambar dengan videao;
g merekam pembicaraan terbuka dengan atan tanpa seizin vang

berhicara; dan
h.  tindakan lain menurit ketentuan peraturan perundangamdangan.
Kegiatan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan menjgoumakan
Fanhuan peralatan teknis kepolisian meliputi laboratorium forensil,
identifikast forensik, dan kedokteran forensik.

Fasal 22

Dalam halimbak rnemudahkan mencapai sasaran dan pengawasan serta
pengendalian, sebelum melakukan penyvelidikan, penyvelidik membuat
rencana penyelidikan.
Sarana pengendalian dan pengawasan kematan penyelidikan harus
dilengkapt Surat Perintah Penvelidikan vang dikeloarkan oleh Atasan
Penyidik.
Dalam keadaan tertentu atau sangat mendesak termasuk kejadian
tertangkap tangan sehinggra dibuhahkan kecepatan kegiatan penyelidikan,
petugas dapat melakukan penvelidikan secara langsung, dengan
meminta persetujuan atasannya secara lisan, atau dengan sesera
melaporkan kepada atasannya sesaat wetelah melaksanakan tindakan
pervelidikan,
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Bagian Kedua
Pen}'eli{!ikaﬂ i Taar ‘i.-"n."ﬂa}rah Hulkum
Tasal 27

Kegiatan penyelidikan di luar wilavah hukum yang tidak berada dibawah
tangmung jawab pelaksana penyidikan, harus dilengkapi dengan Surat

Perintah Penvelidikan dan Surat [zin Jalan dari Atasan Penvidik.

(1

(2]

(1]

(2]

(2

Paszal 24
Pejabat vang berwenang menandatangani Surat Perintah Penyelidikan
ke Luar Wilayah Hukum dan Surat Izin [alan sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 23 oleh Pa-_'jabal' Atasan Fﬁ,ﬁ.n',-'e]icflik_."}'len'!,-'idik -;ceﬁnﬂka k:
a, ThHrektur/ Wakil THrektur Bareskringg
h. THrekbtur/ Wakil THrektur Reskrim Folda:
c.  Kepala Folwil untuk wilayah di Tuar Polwil;
d. Kepala FPolres untuk wilayah di luar Molres; dan
e.  Kepala Kapolsek unfuk wilayah di luar Polsek.
Ternbusan Surat Perintah Penyelidikan ke Taar Wilayah Hokum dan
Surat Trin Jalan waijib dikirimkan/dibawa oleh petugas kepada Pejabat
vani berwenanyg setemnpat.

Pasal 25
Atasan yvang memberi perintah untuk pelaksanaan penyelidikan di luar
wilayah hukum, dapatmeminta banfuan kepada pejabat vang berwenang
di wilayah dilaksanakannya penyelidilan.
Atas permintaan bantuan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pejabat wilayah setempat wajib memberikan bantuan guna
kelancaran dan keberhasilan penyelidikan.
Dalam hal menghindarkan salah pengertian, pehugas yang melakukan
penvelidikan di luar wilayah hukum wajib memberitahukan kegiatannya
kepada pejabat vang berwenang setempat, terkecuali jika terdapat
petunjuk/arahan dart atasan vang membert perintah untuk merahasiakan

kegratan penyelidikan.
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(2)

[3)

(1)

(2}

(1

(2)

Hagian keliga
TLHP
Fasal 24

Penyelidik yang melakukan kegiatan penvelidikan wajib melaporkan

hasil penvelidikan secara lisan atau terhulis kepada atasan yang memberi

perintah pada kesempatan pertama.

Hasil peryelidikan secara tertulis dilaporkan dalam bentuk THF paling

lambat 2 {dua) hari setelah berakhirnya masa penyelidikan kepada

pejabat vang memberikan perintah.

T ApOTAN PN }-‘lf‘]il.‘]'ikﬁﬁ sarara lisan atau tertulis seba ;-_ll'aim.ana dimalksud

padaavat 1y dapat dikecualikan apabila ada ketetapan lain dari Atasan

Penyelidik.

Fasal 27

LHI sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waki, tempat kegiatan,

hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

T HP yang dilaksanakan oleh Tim Penvelidik dibuat dan dirandatangani

oleh Ketua Tim Penyelidik.

Fasal 25

LHF atas dasar Laporan Polisi dapat dijadikan pertimbangan untuk

melakukan:

a.  Hndakan penghentan penyvelidikan dalam hal Hdak diternukan
informasit atau bukh hahwea ]:'.IF'Tkm'H }’ﬂn;_fr]mi—l]id ki buikan 1'I'|F'1'l]1h'.|k.-11‘|
tindal pidana;

k. tindakan Penvelidikan lanjutan dalam hal masih diperlukan
informasi atan keterangan unfuk mementukan bahwa perkara vangs
diselidiki memupakan tindak pidana; dan

. peningkatan kegiatan menjadi penyidikan dalam hal hasil
penvelidikan telah menemukan informasi atan keterangan yang
cukupuntuk mensmtukan bahwa perkara vang diselidiki memupakan
tindalk pidana.

Proses penentzan Hndak lanjut hasil penyelidikan dapat dilaksanakan

secara langsung oleh pejabat vang berwenang atau melalul mekanisme

gelar perkara, terutama untuk perkars vang cukup komplekes.
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(3

(4]

Dalam hal sangat diperlukan, gelar perkara zebagaimana dimaksud
pada avat (2] dapar dilaksanakan dengan mengundang Amgsi atan
mstansifpihak di luar Polr.

[Dalarm hal telah ditetapkan hasil penvelidikan ternyata bukan merupakan
tindak pidana, Pejabat vang berwenang dapat menetapkan bahwa
Laporan Polisi fidak dapat diproses dan dihentikan penvelidikannya
serta selanfuhva diberitahukan kepada Pelapor.

Bagian Feempat
Pengendalian Penyelidikan
Pasal 20

Malam melaksanakan pen :..relidikan, Pen!,'te]idik dﬂm'ang:

d.

ir

melaksanakan penvelidikan tanpa alasan yang sah untuk hagas
kepolisian;

melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual
untuk mendapatkan informasi, keterangan atan pengakuan;
menyuruh atan menghasut orang lain untuk melakukan tindakan
kekerasan di Toar proses hukum atan secara sewsnang-wenang unhuk
mendapatkan informasiketerangan;

memberitakan/memberitahukan rahasia penyelidikan kepada orang
vang Hdak berhalk;

melakukan penyelidikan untuk kepentingan prikadi secara melawan
hukum;

melaksanakan penyelidikan di luar wilavah hukum penusasannya,
kecuali atas seizin atasan yang berwenang dan dilengkapi dengan Surat
Perintah Pemvelidikan dan Suarat Ten Jalan ke Tuar wilayah ko yangs
diberikan oleh atasan/pejabat yang berwenang atan atas seizin Pejabat
di wilayah hukum di mana dilakukan penvelidikan; atau

menyalahgunakan wewenang penyelidikan.
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(1)

(%)

(1

B2

BAl 1Y
PROSES FEMN ANGAMNAN PEREARA
Ragian Kesatu Perencanaan
FMaragraf 1
Rencana Penvidikan
Pasal 30
Sebelummelaksanakan kegiatan penyidikan, penyidik wajib menyiapkan
adminishrasi penyidikan pada tahap awal meliput:
a.  pembuatan tata naskah; dan
. rencana pen}'i:]ikan.
Pembumatan tata naskah %]jagaimana dirnalesnd lrlada ayaft (1] hurit a
sekurang-kurangnya melipuh:

a. Tlaporan Foliss;

b, LHF bila telah dilakukan penyelidikan;
. Surat Perimtah Penvidikan;

d. SPTT;

e.  Rencana Penyidikan;

f.  Gambar Skema Pokok Perkara; dan

i Matrik untuk Daftar Kronologis Penindakan.
Penyiapan Rencana Penyidikan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huraf b melipub:
A.  TEMCANA ki—!j_-;ial'an;
. rencana kebutuhan:
¢, target pencapaian kegiatan;
. skala prioritas pemindakan; dan
e. target penyelesaian perkara.
Paragraf 2
Batas Waktu Penyelesaian Perkara
Fasal 31
Fatas wakbtn penyelesaian perkara ditentukan berdasarkan kriteria
tingzkat kesulitan atas penvidikan:
a.  sangat sulit;
. sulit

o Hedamgy; atau
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(2}

(3

(h

d. mudah,

Batas wakfu penvelesaian perkara dihitung mulai diterhitkannya Surat
Perintah Penyidikan melipati:

a.  120{seratus dua puluh) hari untuk penvidikan perkara sangat sulit;
b. %) (sembilan puluh) hari untuk penyidikan perkara sulit;

c. B {enam puluh) hari untuk penyidikan perkara sedang: atau

d. 3 {tiga puluh) har untak penyidikan perkara mudaly;

Dalarn hal menentukan ingkat kesulitan penyidikan, ditentukan oleh
pejabat vang berwenang menerbitkan surat perintah penvidikan,
FPenentuan ﬁn;-_';kaf kesulitan Piﬂ'l_‘r"ii]'ikaﬂ sehagaimana dimaksud Pa:]a
avat

() selambat-lambatmya 3 {Kga) hari setelah diterbitkanmya Surat Perintah

(n

(2]

(3

iy

2]

(2

FPenvidikan.
Pasal 32
[alam hal batas waktu penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Fasal
31 ayat (1] penyidikan belum dapat diselesaikan oleh penvidik maka
dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penvidikan
kepada pejabat vang membern perintah melalo Pengawas Penyidik.
Perpanjangan waktu penvidikan dapat diberikan oleh pejabat vang
berwenang; setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari
Pengawas Penyidik,
Dalarn hal diberikan perpanjangan waktu penyidikan maka diterbitkan
surat perintah dengan mencantumkan waktu perpanjangan.
Faragraf 3
Surat Perintah Peryidikan
Masal 33
Sehiap tindakan penvidikan wajib dilenglkapi Surat Perintah Penvadikan.
Surat Perintah Penvidikan wajib diperbaharui apabila dalam proses
penvidikan terjadi pergantian petugas vang diperintahkan untuk
melaksanakan pemyidikan.
Pejabat vang berwenang menandatangani Surat Perintah Penvidikan
serendah-rendahnya oleh pejabat:
g, [hrektur pada Baresknim Polr di tingkat Mabes Toln;
h.  Kepala Satuan Reserse nntuk Tingkat Polda;
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EN

(1)

(2)

[3)

(1)

(2)

B4

<. Kepala Satuan Eeserse untuk fingkat Polres/Poltabes/Tolwiltabes;

atau
4. Kapolsek untuk tingkat Polsek.
Surat Perinfah Penvidikan yang ditandatangani oleh pejabat vang
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusannya wajib
disampaikan kepada Atasan Langsung,

Fasal 34

Penyidik yang telah mulai melakukan bindakan penvidikan wajib
membuat SFLF,
SPDT harus sudah dikirimbkan ke Jaksa Penumbut Unom ([P} sebelum
1:!911}-'1-;11'1: melaknkan Andakan yang hersifat uPava I;:-al::s.a.
SPDIT harus diperbahamai apabila selama dalam proses penvidikan
perkara, penyidik mendapatkan/mengidentifikasi adanya tersangka
barn yang belum termasuk dalam SPDT vang telah dibuat pada awal

pen widikan.

) Pejabat yvang berwenang menandatangani SFTIF merupakan pejabar

yang hemwenang menandatangani Surat Perintah Penyidikan vaiha:
a.  Threktur pada Bareskrnm Poln di fingkat hWMabes Poln.
b Kepala Satuan reserse untuk Tingkat Polda;
o, Kepala Satuan Reserse untuk Tinglat Polres) Poltabes) Polwiltabes;
atan
d. T{'anﬂwk untalk t n;_;kal'l’-"u];—a:—rk.
SPIT vang ditand atanganm oleh pejabat vang berwenang sebaraimana
dimaksud pada ayat (4}, tembusannya wajib disampaikan kepada Atasan
T anyrsumr
FMaragraf 4
Perwira FPengawas Penyidik
Fasal 35

Dalam hal penanganan sefap perkara pidana, Pejabat yang mengeluarkan
Surat Perintah Tenyidikan wajib menmunuk Terwira Tengawas Tenwvidik
dan membuat Surat Perintah Pengawasan Penvidik.
Perwira Pengawas Penvidik merupakan Atasan Penyidik vang ditunjulk

oleh pejabat vang berwenang sebagaimana dimaksud pada avat (1)

PEAEGA AN HUELM LIHGEUHGA N KEPITANAAR <= Bahmida Friivani



Fazal 36

(1) Perwira Pr-_'ngav.'a:-; PE'T‘I_'!.-"iIﬂ'iIl.‘ vang, dinmjuk 5ehagaimaﬂa ditnakzad

dalam TPasal 35 avat (2) bertangmmyg jawab terhadap kelancaran
pelaksanaan penyidikan dan melaporkan perkembangan serta hasilia
kepada pejabat vang memberikan Surat Perintah,
Perwira Pengawas Penvidik bertugas:
a.  memberi atahan dan bantuan unfuk kelancaran penyvidikan;
b.  melakukan pengawasan terhadap Bndakan penyidik;
c.  mencegah terjadinva hambatan penyidikan;
. 111.;'11;_;51351' lhanmbatan vang menvulitkan ]'H-,'n}'i:]ikan;
e, menjamin prinsip transparansi dan akuntalilitas ktnr—n‘ja I;:-en!.-'ir]ik;
f. meningkatkan kinerja penvidik di bidang penegakan hukum
maupun pelayanan Foln;
. membantu kelancaran komunikasi pihak vang berkepentingan
dalam hal ini adalah korban, saksi dan tersangka; dan
h. melaporkan perkembangan dan/atan hasil penyidikan kepada
pimpinan pejabat vang berwenang.
Bagman Kedua
Pengendalian FPerkemnbangan Penyidikan

FPasal 37

F'Pngﬁ'l-r]a]iaﬁ Prﬂ'kﬂmhangan I:M-‘n].-'idik.-'m kerdirt dar:

d.

11.

(1

2]

(3

laporan perkembangan penvidikan; dan
korelest hambatan penyvidikan.

Pasal 38
Laporan perkembangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 hurat a, penyvidik melaporkan secara berkala kepada Perwira
FPenamawas Peryvidik atan pada saat diminta oleh Pejabat vane berwenang
Laporan perkembangan penyidikan terhadap perkara vanyg menjadi
atensi pimpinan atau publik, penyidik wajib membuat laporan kemapian
berkala yany disampai kan kepada pimpinan melaloi Ferwita Pengawas
FPenvidilk.
sehiap laporan perkembangan penyvidikan wajib dilaporkan oleh Perwira
Penwawas Penyidik kepada Pejabat yang mengeluarkan Surat Perintah
Penyidikan.
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(1)

(2)

(3

(1)

(2}

(1)

(2)

()

(1

Fasal 39
Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penvidikan,
penvidik wajib memberikan STTT kepada pihak pelapor baik diminta
atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.
Laporan perkembangan hasil penyidikan dapat disampaikan kepada
pihak pelapor baik dalam bentuk lisan atau tertulis.
Ketemtunan mengenai pemberian wakbn SP2HFP diatar lebih lanjut dengan
Keputusan Kapalri,

Fazal 40
SP2HTP 54—_lbagaimana dimaksud dalam FPasal 39 avat (1) Eit:*kurani.;-
kurangnyva memuat kentang:
a. pokok perkara;
k. hndakan penwvidikan yang telah dilaksanakan dan hasilnya;
¢, masalah/kendala vang dihadapi dalam penyidikan;
d. rencana tmdakan selanjutiva; dan
e. himbavan atau penegasan kepada pelapor tentang hak dan

kewajibarmya demni kelancaran dan keberhasilan penyidikan,

SP2TTF vang dikinmkan kepada Pelapor, ditandatangani oleh Ketua
Tim Penyidik dan diketahui cleh Pengawas Penvidik, tembusannya
wafib disampaikan kepada Atasan Langsung,

Fasal 41
Tlalam hal ’rm‘:]aPa’r keluhanbhailk dan l':-l-!]a]_'mn sk, iﬂrlﬁanirlka A pun
pihak lain terhadap perkara yvang sedang ditangani, penvidik wajib
memberikan penjelasan secara lisan atan tertulis yang dapat
dipertanemimggawablean.
Dalam hal masih terdapat kefidakpuasan pihak yang berkeberatan,
Perwira Pengawas Penvidik wajib melakukan upava klarifikasi.
Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada avat (2) dapat berupa konsultasi,
penjelasan langsung atau melalui penyelengrarasn gelar perkara
denyran memghadirkan para pihak vang berperkara.

Fasal 42
Koreksi hambatan penvidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf b, harus dilakukan dengan indakan koreksi atau pemecahan

masalah demi kelancaran pemyvidilan.
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(1

(2]

(3

lindakan koreksi zebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. arahan Ferwira Pengawas Fenvidik;
b.  penvelengraraan gelar perkara;
c.  penambahan dan/atau penggantian petugas penvidik;
pemberian bantuan/back-up penyidikan oleh satuan atas;
peningkatan koordinasi dengan satuan, instansi rerkait dan/atau
unsur peradilan pidana (C]5); atau
f. pengambilalihan penanganan penyvidikan oleh satuan yang lehih
fingg,
Pasal 43
MNalany hal nerr]al::-al: ternuan akan indikasi ’rr-_'fjadin:_.ra lrlen!.rirnpangan
dalam proses penvidikan, harus dilakukan Hndakan koreksi oleh
Perwira Pengawas Penvidik danjatau oleh Atasan Perwira Pengawas
Penvyidik.
Tindakan koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. arahan dan/atan bimbingan kepada penvidik;
b, konsultasi rerhadap pelapor danfatau para pihak vangberperkara;
r. pemerksaan instensit oleh Perwira Pengawas penvidik;
d. findakan penghentian kegiatan penyidik;
g, fndakan administratif pengrantian penyvidik; atan
f. Hndakan disiplin bagi penyidik,
Dalarn hal terbukh telah terjads pelanggaran hukum, harus dilakukan
penindakan sesvai dengan bobot dan klasifikast pelangimaran menurat
prosadur yang berlaku berupa:
a.  hokum disipling
b, kode ehk profesi; atau
oo proses peradilan umuom.
Bayian Ketiga

Gelar Perkara

Masal 44
Dalam hal kepentingan penyidikan, penvidik dapat melakukan gelar
perkara:
a.  biasa; dan

11.

Tnar lasa.
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(2)
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(2)
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Fasal 45
Gelar perkara Basa sebagaimana dimaksud dalam FMasal 44 humat a
dilaksanakan pada tahap:
a.  awal penyidikan;
k. pertengahan penyidikan; dan
¢, akhir penvidikan,
Gelar perkara THasa diselenggarakan oleh Tim Penyvidik atau pengemban
fungsi analisis di masing-masing kesatuan reserse.
Gelar perkara Biasa dipimpin oleh Perwira Pengawas Penyidik atan
1:!&1'::]::-31 yang lervean ang: HE511A] :]4—_'11::;.=||1 s l::;nﬂm' yang dilaksanakan.
Tlalam lal sangat dipr—_ﬁ'hﬂcam F:-r-_'ru:_.re]eruggaraarn ge]ar perl-.'m'a Riaza
dapat menghadirkan unsur-unsur terkait lainnya dari fangs inkemnal
FPolri, unsur dan CT5, instansi kerkait lainnya dan/atau pihak-pihak vang
melapor dan vang dilaporkan sesuai dengan kebutuhan gelar perkara.
Fasal 44

) Gelar p&rrkara liiasa vang dilaksanakan I:.ahal::- awal ljlen}'idikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 avat (1) uruf a bertujuan:

a.  meningkatkan tindakan penvelidikan menjadi indakan penyidikan;
b menentukan kriteria kesulitan penyidikan;

o, merumuskan rencana penyvidikan;

4. menentukan pasal-pasal vang dapat diterapkan;

e menenhaikan skala ]'.n'im'i tas P:—*J'n'nr]akan dalam PH'I:_.’:t‘]'ik.-‘.lﬁ_;

f.  menentukan penerapan telnmik dan taktk penyidikan; atau

i menentukan target-target penyidikan.

Ceelar perkara Masa pada tahap awal penyidikan dilaksanakan oleh Tim
Penvidik dan dipmmpin oleh Perwira Pengawas Penyidik dan dapat
dihadiri oleh penyidik lainnya atan pihak vang melaporkan perkara.
Dalam hal penanganan Laporan Polisi tentang perkara pidana yang
diperkirakan juga bermuatan perkara perdata, yelar perkara vang
diselemmrarakan pada awal penyvidikan dapat menghaditkan kedua

pihak yvang melapotkan dan pihak vang dilaporkan.
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Ifazal 47
Gelar perkara Biasa vang diselenggarakan pada fahap perrengahan
penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 45 ayat (1) hurufb
bertujuan untuk:
penentuan tersangka;
pemantapan pasal-pasal vang dapat diterapkan;
pembahasan dan pernecahan masalah penghambat peryidikan;
pembahasan dan pernenuhan petunjuk JPLT (T7149);
mengembangkan sasaran penyidikan;
PENAnEAnAn Pe.rkara VAT terlantar;
supervisi pencapaian target penyidikan; dan
percepatan penyelesaian/penumtasan penyidikan.

Ty o oo T @

Ceelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dilaksanakan oleh
Tim Penvidik dan dipimpin oleh Fejabat Atasan Perwira Pengawas
Penvidik dan dapat dihadir oleh:
a. pengawas penyidikan;
b. Tnspektorat Pengawasan Umum Polri;
r. Propam Polr;
d. Pembinaan Hukum FMalri;
g, U5 danfatan
f. instansifpihak terkait lainnya.
Tasal 48
Cettlar pethara Biasa vangg dwselenggarakan pada tahap akhir penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) hurf o berhaan untul:
a.  penvemnasn berkas perkara;
b.  pengembangan penyidilkan;
. memutuskan perpanjangan penvidikan;
d. melanutkan kembali penyidikan vang telah dibentikan; dan
e, memutiskan untuk penyerahan perkara kepada JPU;
Cetlar perkara pada akhir penyidikan dilaksanakan oleh Tim Tenyidik
dan dipimpin oleh Perwira Pengawas Penvidik dan dapat dihadin oleh

penyidik atau pejabat lainnyva vang diperlukan.
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Fasal 49

Gelar Perkara [ uar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Fasal 44 humnaf

b diselenggarakan dalam keadaan tertentun, mendesak, untuk

menghadapi keadaan darurat, atau untuk mengatasi masalah vang

membutuhkan koordinasi intensif antara penyidik dan para pejabat
terkail,

Gelar Perkara Twar THasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan dengan tujuan untuk:

a. menanggapi/mengkaji adanyva keluhan dari pelapor, tersangka,
kelua riza tersan orka, ]'.IE'TIF.IE-'”'IHE]'lllkl]ﬂ'ln}-'ﬁ_, AT P Fﬂ'ua lc-]'n'l'lak lain
yang, terkait dr-_'ngan ]:&-e1'l-.'._=|:ra yang disidik:

k. melakukan findakan kepoelisian rerhadap seseorang vang mendapat
perlakuan khusus menumt peraturan perundang-undangan;

mensnhikan lan gka'h—] angkah penyi dikan terhada P ]::ur;lrln.'a TA 1:!1'{];-111 a

i

vany liar hiasa;

4. memufuskan penghentian penyidikan;

e. melakukan tindakan koreksi terhadap dugaan terjadinya
penyvimpangan; dan/atau

f. menentukan pernusnahan dan pelelangan barang sitaan.

Perkara pidana luar biasa sebagaimana dimaksnud pada ayat (2) burof

o melipub perkara:

a.  atens Presiden atan P:—q'ahaf '|:'H-‘.TI'|F'I"i11‘|'.=l]1_;

b atenst prmpinan Polri;

¢, perhabian publik secara luas;

. maelibatkan tokoh formalfinformal dan berdampak rnassal;

e. berada pada hukum perdata dan hukum padana;

f. mencalupbeberapa peraturan perundang-undangan vangg bompangg
tindih;

i penanganannyva mengakibatkan dampak nastomal di bidangg idiolog,
politik, ekonomi, sosial, budava/agama atan keamanan;

h.  penanganannya berkemungkinan menimbulkan reaks: massal.

Celar perkara luar biasa hanva dapat dilakukan oleh pimpinan satuan

atas pembing fungs dan keputusannya bersifat mengikat dan haruos

dhilalesanakan.
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Masal 50
Gelar Perkara Luar Biasa diselenggarakan oleh fungsi analis di safian
reserse dan dipimpin oleh pejabat vang ditimjuk serta dihadivi oleh
instansi/pihak terkait,
Pejabat yang dapat ditunjuk untuk memimpin Gelar Perkara Luar Biasa
sebagaimana dimaksud pada avat (1) serendah-rendahnya:
a. Threktur/Karo Analis pada Bareskrim Polr;
b. Threkbur Beserse/Radensus untuk Tingkat Talda; atau
c.  Kepala Satuan Reserse unfuk Tingkat Polres/Poltabes/Tolwiltabes.
Malam hal pPenanganan Fe.rkm'a yang sangat Iaar biasa, Gelar Perkara
Tmar Biasa 5&'-]:-agaimana dimak=ad I::-a-;‘]a ayat i1 ';'-e-rendah-rendahn}-'a
dipimpin oleh:
a. Kepala Bareskrim Polr di Bnglkat Mabes Folr.
b. Kapolda untuk Tingkat Polda; atau
c.  Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk Tingkat Polres/Toltabes!

Polwiltabes.

Paszal 1
Tnstansifpihak terkait vanyg dapat dihadirkan dalam Gelar Pekara Tuar
Piasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 avat (1), antara lain:
a. pengawas penvidikan;
b, Tspektorat Pengawasan Limum Polri;
0. 'I'-"Tul'.lam el
d. Pembinaan TTukum Tolr;
g, L5 danfatan
f.  instansifpihak terkait lainnya.
Dalam hal dibutuhkan kenfrontasi antara pihak-pihak yang
berkepentingan di dalam proses penvidikan, Gelar Perkara Tuar Biasa
dapat menghaditkan pihak pelapor dan terlapor beserta penasihat
hukum masing-masing serta saksi ahli yang diperlukan,

Bagian Keempat
Tata Cara Gelar Perkara

Pasal 22

Penvelenggaraan gelar perkara meliputi 3 (hga) tahapan, vaitu:

d. FH-!T'w'i AFATI
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(1)
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b, pelaksanaan; dan

¢, kelanjutan hasil gelar perkara.

Tahap persiapan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a meliputi:

a. penyiapan bahan paparan gelar perkara oleh Tim Penyidik;

b, penyiapan sarana dan prasarana gelar perkara; dan

¢ pengiriman surat undangan gelar perkara,

Tahap pelaksanaan gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufhb

meliputi:

a. Pr;n'nl'.lukaan ge]af ]'H;lﬂcara aleh pimipinan 5:;431' F:-l;"rkara;

T paparan Tim Pen}ridik temfang P-;_ﬂccu-lu 1_1&*1'1.'31'.55 ljlr:']aksanaan
pervidikan, dan hasil penyidikan yang telah dilaksanakan;

¢, tanggapan para peserta gelar perkara;

d. diskusi permasalahan yang terkait dalam penyidikan perkara; dan

B, k-l-l:-iimpn]an sralar Pwkara.

) Tah ap kelaﬂjuran hasil ge]ar Pm'lara l_a.ehagah'n ana dimalksnd Pa da avat

{1} haruf ¢ meliput:
a.  pernbuatan laporan hasil gelar perkara;
b penyampaian laporan kepada pejabat vang berwenang;
o, arahan dan disposisi pejabat vang berwenang;
4. pelaksanaan hasil gelar oleh Tim penyidik; dan
£ penge rekan ]‘.I-i-‘.]E]]-C sanaan hasil l::;:-ﬂm' oleh Perwira PPHj_‘;E".-’t-‘:‘]:’-i
Penyidik.
Bagian Kelima
Keputusan Gelar Perkara
Masal 33
Eeputusan hasil gelar perkara tahap avwal penyidikan dilaporkan kepada
pejabat yang membuat Surat Perintah Penvidikan dan menjadi pedoman
bagi penyidik untuk melanjutkan ndakan penanganan perkara.
Keputasan hasil gelar perkara tahap pertengrahan penyidikan dilapaorkan
kepada pejabat vang membuoat Surat Perintah Penyidikan dan harus
dipedomant bagi Tim Penwvidik untuk melanjutkan langkah-langkah

pervidikan sesuai dengan hasi] gelar perkara.
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(1

(2]
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(4]

Keputusan hasil gelar perkara tahap akhir penvidikan dilaporkan
kepada pejabat yang membuat Surat Perintah Penyidikan dan hams
ditaab oleh Tim Penyidik imhik menyelesaitkan penyidikan sesuai
dengan hasil gelar perkara,
[ralam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan keputusan
hasil gelar perkara, penyidik melaporkan kepada pejabat vang berwenang
melalui Perwira Pengawas Penyidik,

Pasal 34
Keputusan hasil gelar perkara luar biasa dilaporkan kepada pejabat
atasan 111'1'np1'nan ;-_';elar Per'lc:ara.
Pejabat vang berwrenang menerima laporan hasil gelar perkara luarbiasa
mernberikan arahan atan mengesahkan hasil kepuhisan gelar perkara
luar hiasa untuk dilaksanakan oleh Tim Penyidik.
Keputusan hasil gelar perkara luar biasa vang telah dilaporkan kepada
peiabat atasan pimpinan gelar perkara dan mendapat pengesahan dari
peiabat vang berwenang wajib dilaksanakan oleh Tim Penyidik.
Dalam hal terjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kepuhasan
hasil gelar perkara luar nasa, penvidik melaporkan kepada Timpinan
Kesatuan melalui Perwira Pengawas Penvidik.

Pasal 25

F'Fn:..-'i-r]ik yang Rdak melalksanalcan pubisan CGelar Perkara Taar Thasa tanpa

alasan yang svah :]apal‘ dikenalkan sanks admimistrabif ]'H-'!TLJ'P\.F]Z

a.
Tn,

.

(1

pengnrantian penvidik vang menangani perkara;
pemberhentian sementara penyidik dar permgasan penyvidikan perkara;
pemberhentian tetap atqao pemindahan pemyvidik dan fongesd penmvidikan;
atan;
penerapan sanksi hukuman disiphin atan etika profesi
BAB WV PIMMANGGILAN
Bayian Kesatu
Pemanygerilan Tahap Penyvelidikan
Pasal 26
Dalam rangka penyelidikan untuk mendapathan keterangan terhadap
perkara yang diduga merupakan tindak pidana, petugas penvelidily

penvidik bervwiemamngr untuk memangszl orang mma diminta keteranggan.
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Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan
secara lisan, melalui felepon atau dengan pengiriman surat,
Fasal /7

Pemanggilan secara lisan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 36 avat

{2) harus dilakukan dengan cara:

a. disampaikan secara sopan;

b Hdak boleh memaksakan kesediaan pihak yang dipanggil;

o penentuan tentang waktu dan tempat untuk pelaksanaan
pemanggilan serta pemberian keterangan berdasarkan kesepakatan
antara pehigas rle:ngan ]'.uih.-'uk yang, dipanj_;i.;ﬂ;

A, hdak kolelh ada 1?'4:'17‘131:53671 atan ancaman kepada pihak vang,
dipanggil yang menoclak panggilan; dan

e. sebelum melakukan pemangeilan secara lisan, harus meminta ixin
kepada atasan penvelidik/penvidik.

Pemanggilan secara terhulis sebagaimana dimaksud dalam Masal 36 avat

{2) dilakukan dengan cara:

a. pengiriman panggilan dalam bentuk surat undangan; dan

. maten surat undangan harus memenuhi persyvaratan sebagaimana
dirnaksud pada avat (1),

substansi surat undangan atau sutat pemanggrilan unbuk penyelidikan

sekurang-kurangnya melipuh:

a.  dalam benhok surat lnasa:

b, mencantumkan nama dan alamat pihak vang divndang;

¢, penjelasan singkat perkara yang sedang diselidiki;

d. maksnd serta tuan undangran;

e. mencantimkan nama dan alamat yang menmmdang;

f. pencantuman tempat dan wakbo pelaksanaan pemangoilan dany
atau termpat pemeriksaan;

i pernyataan bahwa apabila pihak yvang dipangel tidak bisa hadir
pada waktu dan tempat vang direncanakan, dapat menentukan
alternabif ternprat dan wakha pelaksanaannya; dan

h. pernyataan bahwa pelaksanaan pemerksaan terganbung kepada
kesediaan pthak vang diundang tanpa disertai catatan sankei apabila

}'n'hak vany divndany Hdak bersedia hadir atan diperilkea.
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Bagian Kedua
Pernanggilan Tahap Fenyidikan
Faragraf 1
Fengiriman Fanggilan
Fasal by

Surat panggilan kepada saksi dalam tahap penvidikan merupakan bagian

darin pava pak sa dan lhan va d apat dilat sefelah SFDF dikinimikan 1::1-_'113 da
TFIT

(1

(2]

(3

(4

(2

(1

(2]

Pasal 29
Surat panggilaﬂ c]al:-a’r dibuat 1‘|’-,'1'|"Ia|_'].31,'l h-_-rsfn'lgl.'a yang dil_'}erkira[-.;an
fidak alan mielarikan diri.
Surat panggilan kepada tersangka sebagaimana di maksud pada ayat
{13 hanva dapat dilakukan setelah penvidik melakukan pemeriksaan
terhadap para saksi dan/atau gelar perkara untuk menenhikan tersangka.
Dalam hal tersangka yvang diperkirakan akan melarikan diri,
menghilangkan barang bukh, atau menyvulitkan penvidikan, dapat
dilakukan penangkapan tanpa harus dilakukan pemanggilan terlebih
dahulu,
Dalam hal tersangzka vany tidak ditahan, yuma kepenbinggan pemeriksaan
penyidik hanva dapat melakukan pemanggzilan paling banvak 3 (Hga)
kali
Dalam hal masih diperlukan pemeriksaan terhadap tersanglka vang telah
dipangeil 3 kali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemanggilan
terhadap tersangka harus mendapat persefujuan dan pejabat yang
berwenangpejabat yang mengeluarkan surat perintah penvidilean.
Fasal @l
Surat panygzilan kepada sakesi atau tersangka wajib diberikan tenggrang
waktn paling singthat 2 (dua) hari setelah panggoilan diterima oleh orang:
vang dipangeil atau keluarganwva.
Dalam hal orang vang dipanggil Bdak dapat memenuhi panggilan,
FPenvidil wajib memperhatikan alasan yang patut dan wajar dari orang

vang dipangeil puna menentukan tindakan selanjutnva.
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Dalam hal tersangka/saksi vang dipanggil tidak dapat hadir dan
memberikan alasan yang pahaf afau wajar inmuk ridak mememihi
pangizilan, penyidik dapat melakukan pemeriksaan di rumah atan di
ternpat di mana dia berada setelah mendapat persefujuan tertulis dari
atasan penyidik.

» Penvidik vang telah melaksanakan pemeriksaan tersangka/szaksi di

ternpat lain sebagaimana dimaksud pada avat (3} wajib melaporkan
kepada Perwira Pengawas Penyidik paling lambat 2 {dua) hari setelah
pelaksanaan pemeriksaan.
Maragraf 2
F‘anggﬂan Kel:rada AR
Fasal 1
surat panggrilan kepada Ahli dikinim oleh penvidik kepada seseorang
vang memiliki keahlian khusus tentang hal vang diperlukan untuk
membuat terany suatu perkara pidana guma kepenfingan pemeriksaan.
Sebelum surat panggilan kepada ahli dikirimkan, demi kelancaran
pemeriksaan penyidik wajib melakukan koordinast dengan saksi ahh
yvang dipangizil suma keperluan:
a. memberikan informasi tentang perkara vang sedang disidik;
b memberikan informasi tentang penjelasan yvany diharapkan dari
ahli;

¢ unfuk menentuokan walchs dan temipat 'l'?-i-‘.TI‘lF:I'”-!:.HH am ahli.
Pasal 2

Malam kal saksi atan ahl bersedia hadi anfuk mernberikan kt—':rt-!ranj_;an

tampa surat pangrilan, surat panggrilan dapat dibuat dan ditandatangan

oleh penyidik dan saks: atau ahli, sesaat sebelum pemeriksaan dilakukan.

(1

FParagraf 3
Tanda Tangan Surat Fanysilan
Faual i
Surat Tangprilan kepada saks, tersanghka danfatau ahli dibuat oleh
penyidik dan ditandatangani cleh pejabat vang berwenang/atasan
penvidik serendah- rendahnya setingkat:
a.  [Drekiur di Bareskrim FPolr;
k. Kasat di Threktorat Polda;
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i3
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(2]
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c.  Kepala/Wakil Kepala Subbag Feskrim di Folwil;
d. Kepala/Wakil Kepala Satuan Reserse di Polwiltabes/Poltabes, Tolres;
e.  Kapolsek/Wakapolsek.
Surat Panggilan kepada seseorang vang karena statusnya memerlukan
prosedur khusus dibuat oleh penyidik, setelah mendapatkan persetujuan
tertulis dari pejabat sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan,
dan ditandatangani oleh pejabat vang berwenang/atasan penyidik
serendah- rendahnya sebingkat
a. Dhirektur/Wakil Direktur pada Bareskrim Polri;
b. THrekturMWakil THrektur Reserzse/Kadensus Malda;
C. Kt;‘-pa]a,-"lr".-'akil Kel:-ala KEesatuan T{ewﬂa}'ahan T1'1'|glc:ar Perlswil; atan
d. Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres.
Surat Panggilan yany ditandatangani oleh pejabat sebagaimana
dimaksud pada avyat (1) dan ayat (2), fembusannva wajib disampaikan
kepada Atasan Tangsung.
Bagian Kefiga
Surat Perintah Membawa
Pasal &d
Dalarn hal tersangka/saksi vang telah dipanggzil 2 (dua) kali fidak hadir
tanpa alasan vang pabut dan wajar, dapat dibawa secara paksa oleh
penyidik ke tempat pemeriksaan dengan surat perintah membawa.
Surat Permtah WMembawa I_wlmj_;aimana dimalksud Pada avat {1]
ditandatangani oleh atasan penvidik serendah-rendabnya setinghat:
a.  [hrektur/Wakil Dhirektur pada Bareskrimn Polr;
b, ThrekturWWalkil Threktur Reserse/Kadensus Polda;
c.  Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polwil;
d. Kepala/Walal Kepala Kesatuan Kewilayahan Tingkat Polres; atan
e, Kepala/Wakil Kepala Kesatuan Kewilyahan Tinghkat Polsek.
Surat Perintah Membawa vang ditandatangami oleh pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tembusannyva wajib disampaikan

kepada Atasan Langgsung,.

Rabricla Eelivasyi o« PERESARSS HURLMA LIRS (LR AR EEPIDAMAGH ﬂ?



Bagian keempat
Pr-_'ngawasﬁn Nalam Peman ggi]ar'l

Fasal 05

[ralam hal melakukan tindakan pemanggilan, sefiap Petugas dilarang:

a.

b.

<,

(1)

(2)

(3)

melakukan pemanggilan secara semena-mena/sewenang-wenang
dengan cara yang melanggar peraturan vang berlaku;
tidak memberi waktu vang cukup bagi vang dipanggil untuk
mempersiapkan kehadiranmya;
membuat surat panggilan yang salah isi dan/atau formatnya, sehingga
menmnimblkan keranoian l;l.a;-_'l'i vang :]iFan {-;g'i];
melakulkan ljemar'lggi]an dr—_-ngan ‘,'ujuan unmk menaku-naknt yang
dipanggil atau untok kepentingan pribadi vang melanggar
kewsnangannya;
menelantarkan atau fidak segera melayani orang yang telah hadir atas
pemanrilan; dan/atan
melecehkan atan tidak menghargai hak dan kepentingan orang yang
dipangzl,
Bagan Kelima
Penentaan Status Tersangka
Fasal i#h
Statas sebagal tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada
SEHEOTATY sebelah hasil P:—*.n':,-'i:hkm'l waT dilaksanakan rnn.-1'|1:'.~|.-'1'(_ﬂ:-]1
bukti permulaan yanyg cukup vaite paling sedikit 2 (dua ) jenis alatbukb.
Untuk menentukan memperoleh bukt permulaan vang cukup yaite
paling sedikit 2 {dua) jenis alat bulkeh sebagaimana dimaksad pada avat
{1} ditentukan melahii gelar perkara.
Pejabkat yang berwenang untuk menandatangani surat penetapan
sesenTany berstatus sebagai tersangka serendah-rendahnya sebagai
herikut:
a.  Threktor Reserse/Kadensus pada Bareskrim Tolrl dan melaporkan
kepada Kabareskrim Foh;
b, Kasat Reserse pada tingkat Polda dan melaporkan kepada Dhinekctur

ReserseTadensus Polda;
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c.  Kepala Bagian Reskrim pada tingkat Polwil dan melaporkan kepada
Kapolwil;
d. KepalaSatuan reskrim pada tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres;
e, Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.
Surat penetapan seseorang berstatus sebagai tersangka sebagaimana
dimnaksud pada avat (3] wajib ditembuskan kepada kepada atasan
langsung.
Fasal 67
PBulkt ]':t;-t'r'nulaan yang -:'1.11-:1]11 mi—_'rul'.lakan dasar unfuk menenhalkan
SESPOTATE 1'|'I&'-1'1j.a|.']i I_'ersangkaJ pr—,'naﬁgkapan ’rersangkaJ Penahahaﬂ
terzangka, selain tertangkap tangan,
PukH permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud pada avat (1),
sekurang-kurangnya adanya Laporan Folisi ditambah dengan 2 {dua)
jemis alat bukti sebagai berikut:
a. keterangan saksi vang diperoleh oleh Penyvidik;
b. keterangan ahli vang diperoleh oleh Penyidik;
. surak;
d.  petunjuk,
Pasal &&
Pementuan stabus tersangka untuk perkara biasa dilakukan melahai gelar
]‘.Ii-"l:’]-!’.HTH yang dilaksanakan oleh Tim Pvn:,ndik di hawah 1‘:—:111]:11'1".311
FPerwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pimpinan kesatuan
atau pejabat vang berwenanyg untuk mendapatkan pengesahan.
Pejabat yany berwenany untuk menerima laporan dan mengesahkan
hasil gelar perkara dan mengesahkan status tersangka dalam suatu
perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnva
sebagai berikut:
a. Mhrektur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polr dan melaporkan
kepada Kabareskrim Toln.
b. Kasat Reserse Hngkat Polda dan melaporkan kepada Direktur
Reserse/Kadensus Polda;
v, Kepala Bagian Reskrim tingkat Polwil dan melaporkan kepada

Kapolwil;
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d. Kepala Satuan Reskrim tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres;
e. Kepala Polsek dan melaporkan kepada Kapolres.
Fasal &Y
Penentuan status tersangka untuk perkara tertentu atau perkara luar
biasa dilakukan melalni gelar perkara vang dilaksanakan oleh Tim
Peryidik dengan menghadirkan fimgs rerkait,
Gelar perkara guna menentukan stabus tersangka dalam perkara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya dipimpin
oleh ]'Jejal;lat VAT bl;'1'1.‘.-'if!1'|.31'|§:'|’ 5&*113331’ herikut:
a. Direktur Reserse/Kadensus/Eadensus Fa-:!a Barvezskrim Polri dan
melapotkan kepada Kabareskrim Folr;
k. Dhirekhur Reserse/Kademsus/Kadensus finglkat Polda danhMelaporkan
kepada Kapelda:

-
4

Kabay Reserse fingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
d. Kasat Reserse fingkat Polres dan melaporkan kepada Eapolres.
BARYT
PENANGREKATPAN TIAN PEN ATTAN AN
Bagrian Kesabu
Penangkapan
Paragrar 1
Masar FPen an;_ﬂr.al'.lan
Fasal 7
Tindakan penangkapan terhadap seseorang hanya dapat dilakukan
denpran cara yamer diatur dalam peraturan penumdang-undangan.
Setiap indakan penangkapan wajib dilengkapt Surat Perintah Tugas
dan Surat Perintah Penangkapan yang sah dan dikeluarkan oleh atasan
pervidik vang berwenang.
Fasal 71
Dalam hal perkara tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat
dilakukan oleh petugas dengan tanpa dilengkapi Surat Perintah
Penangkapan atau Surat Perintah Tugas.
Tindakan penangkapan dalam perkara tertangkap tangan sebagaimana

dimaksud pada avat (1) wajib dilaksanakan dengan memperhatikan
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ketenfuan peratuiran penundang-und angan dan penvidik wajib membuat
Perita Acara Fen a11gkapan aetelah melakukan penan gkapa‘r‘l.
Fasal 72

I'indakan penangkapan terhadap tersangka dilakukan dengan pertimbangan

sebagai berikut:

(n

(2]

(1

(2]

a. tersangka telah dipanggil 2 (dua) kali bertumat-turat ddak hadir
tanpa alasan yang patut dan wajar;
b.  tersangka diperkirakan akan melarikan diri;
c. ftersangka diperkirakan akan mengulangi perbuatannya;
. ['erﬁanf;ka diperkirakaﬂ akan 111.;*1".;-_I;hﬂanﬂka11 1':-31'311.::; bukt;
£, rerﬁangka diperkirakan mempm"ﬂu[itpen}'i dikan.
Paragraf 2
murat Perintah Pemangkapan
Fasal 73
Surat perintah penangkapan hanya dapat dibuat berdasarkan adanya
bukf permulaan yang cukup dan hanva berlaku terhadap satu orang
tersangka yang idenbtasnya tersebut dalam surat penangkapan.
Dalam hal membantu penangkapan terhadap seseorang yan terdaftar
di dalam Daftar Pencarian Orang (TP, sefiap pejabat vang berwenang
di suabin kesatuan dapat membuat Surat Perintah Penangkapan.
Pasal 74
FPejabat yang E‘H—!Tw»i-!nm'lg rn:—':1'|anda’r.=m5_rlan1 Surat Perintah Tl]:.’:ﬂ:‘i dan
Surat Perintah Penangkapan serendah-remdahnyva:
a. [hrektur Reserse/Kadensus/Kadensus pada Bareskrim Polr;
b, Thmektur Reserse/KadensusFademsus di binglaat Polda;
c.  Kepala 5atuan/Bagian Reserse di tingkat Folwil;
d. Kepala Satuan Reserse di Hinglaat Polres; atan
g, Kepala Kewilayahan tingkat Polsek.
Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penangkapan vang
ditandatangani oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada avat (11,

tembusannya wajb disampaikan kepada Atasan Tangsung,
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"aragraf 3
Tindakan Fenan g]{ apam

Fasal 75

[ralam hal melaksanakan findakan penangkapan, setiap petugas wajit:

a.

<,

(1)

(2)

memahami peraturan perundang-undangan, terutama mengenai
kewenangan dan tata cara untuk melakukan penangkapan serta batazan-
Fatasan kewenangan tersebut;
memiliki kermampuan teknis penanghapan vang sesuai hukum;
menerapkan prosedur-prosedur vang harus dipatuhi untuk tindakan
lzlar'ﬁiapan, Pelal\;:;aﬂaarl dan findakan sesudah F:-l-_'nanf,:;ka pan; dan
bersikap profesional dalam menerapkan fakhs penangkapan, sehingga
bertindak mamisiawi, menvangkut wakhn vang tepat dalam melalukan
pemangkapan, cara-rara penangkapan terkait dengan kategori-kabegor
vang ditangkap seperti anak-anak, orang dewasa dan orang fua atau
golomgan laki-laki dan perempuan serta kaum renfan.
Fasal 74
Dalam hal melaksanakan penangkapan, petugas wajib
mempertimbangzkan hal-hal sebagrai berkut:
a.  keseimbangan antara tindakan vang dilakukan dengan bobot
AMCATAAT
k. senantasa menghargai/menghormat hak-hak tersangka vang
ditangkap; dan
. tindakan penangkapan bukan merupakan penghukuman bagn
tersangrhka.
Tersangka vany telah tertangkanp, tetap diperlakukan sebagai orang
bkelum fembu bersalah samipai terbukb bersalah &1 pemgadilan.
Paragraf 4
Fengawasan Penangkapan

FPazal 77

Dialam hal melakukan penangkapan, setiap pehugas wajib untulk:

102

memberitahu menunjukkan tanda idenbitasnya sebagai pehagas Tolr;
menunjukkan surat perintah penangkapan keoali dalam keadaan
tertanghkap tangan;

memberitnhukan alasan penanghkapan;
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(1

(2]

menjelaskan tindak pidana yvang dipersangkakan termasuk ancaman
hukwman kepada tersangka pada saat penangkapan;
menghormati stahas hulkanm anak yang melakukan tindak pidana dan
memberitahu orang fua atau wali anak yang ditangkap segera setelah
]_'.II':_"I_'IETngﬂ]_'.IETI_:
senantiasa melindungi hak privasi tersangka vang ditangkap: dan
memberitabu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak
tersebut, bemupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/
atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai
KLTHAF,
Pazal 7a
Dalam hal orang yang ditangkap Hdak paham atau Hdak mengerh
bahasa vang dipergunakan oleh petugas maka orang tersebut berhak
mendapatkan seorang penerjemah tanpa dipungut biaya.
Dalam hal orang asing yvang ditangkap, penangkapan tersebut haruas
segzera diberitahukan kepada kedutaan, konsalat, atau misi diplomatik
negaranya, atau ke perwakilan organisasi internasional vang; kompeten
jtka vang bersangkutan merupakan seorangg pengunggsi atau dalam
lindungan organisasi antar pemerintah,
Paragrat 5
Tersangka Anak dan Perempuan

Tasal 70

Dalam hal anak vang ditangkap, petugas wajib memperhatikan hak

tarmnbahan bagi anak yang ditangkap sebagai berikut

d.

Th.

hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali;

hak privasi untuk fidak dipublikasikan idenfitasnya agar anak Hdak
menderita atau disakib akibat publikas: tersebuat;

hak untuk mendapatkan petugas pendamping khusus untok anak;
diperiksa di ruang pelavanan khsus;

dipisahkan penempatannya dar ruang tersanghka diewasa; dan
penerapan prosedur khusus unbuk perhindungan dan peradilan anak.

Fasal &)

Dalam hal perempuan yang ditangkap, petugas wajib memperhatikan

perlakuan khusus sebagral berikat:
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sedapat mungkin diperiksa oleh petugas perempuan arau perugas yang
berperspekif gender;
diperiksa di ruang pelayanan khusus;
perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;
hak mendapat perlakuan khusus;
dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki: dan
penerapan prosedur Khusus untuk perlindungan bagi perempuan.

FMaragraf é

Tindakan Setelah Penangkapan
Fasal &1

3 Betelah melakukan 1:!911ang1c: apan, pehigas wa]"ih mernbat berita acara

penangkapan vang berisi:

a. mama dan identitas petugas vang melakukan penanghkapan;

b mama identitas yang ditangkap:

¢, tempat, tangiral dan waktu penangkapan;

d. alasan penangkapan dan/atau Fasal vang dipersangkakan;

e.  ternpat penahanan sementara selama dalam masa penangkapan;
dan

f.  keadaan kesehatan otang yang ditangkap.

setelah melakukan penangkapan, penyidik waijil:

a. menyerahkan selembar surat perintah penangkapan kepada
tersangka dan mengirimkan bembusannya kepada keluarganya;

b owajib memeriksa kesehatan tersanghka; dan

¢, terhadap tersangka dalam keadaan luka parah, penvidik wajib
miernber pertolongan kesehatan dan membuoat berita acara tentangs
keadaan tersangka.

Fasal &2

Dalam hal seseorang vang tertanekap tangan, haros segera dilaksanakan

pemeriksaan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam mina

mimentukan perlu Hdaknya dilakukan penahanan.

TTasil perneriksaan terhadap tersangha yang tertangkap tangan segera

dilaporkan kepada pejabat vang berwenang untuk melakukan penahanan

teriangka atau pembebasan tersanygka.
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(4]

]

Mazal 83
Dalam hal tersangka vang telah ditangkap, penyidik wajib segera
melakukan pemeriksaan guma menentukan apakah tersangka dapat
ditahan atau dibebaskan, paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh
empat) jam untuk perkara biasa, 3 x 24 {figa kali dua puluh empat} jam
untuk perkara narkotika dan/atau tndak pidana lain sesuai ketenbuan
peraturan perundang-undangan, terhitung mulai saat tersangka dapat
diperiksa oleh peryidik di kantor penvidik.
Dalan hal tersangka tidak bersedia diperiksa, penyidik wajib membuat
berita acara Penu]akan FH-_"TDH"H{SH an yang :]':’ran:]al'm'l;:;ani aleh e :-,-'1'-r.'1'1c:J
’rersangka dan 8 halk lain vang 11'.91'._*_.-'31:: uikan,
Faragraf 7
Fermbebasan Tersangha
FPaszal 54
Dalam hal tersangzka vang ditangkap termyata salah orangnya atau fidak
cukup bukh, penvidik wajib membebaskan tersangka dengan membuat
berita acara pernbebasan yang ditandatangani oleh penvidik, tersangka
dan pihak Tain yang menyaksikan.
FPembebaszan tersangka wajib dilengkapi dengan Surat Perintah
Pembebasan tersangka dalam hal pemeriksaan telah selesai atau karena
masa penangkapan kerakhir,
Surat Perintah 11?11111?113:=i311 diserahkan ]n;:-r]'mda h—':rljan;._;ka dan
tembusannyva dikirimkan kepada keluarganva.
Pejabat vang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembebasan
Tersanyka adalah pejabat sebagai berikut:
a. Kanit di Bngkat Bareskrim Polri;
b, Kasat Serse di inghkat Polda;
r.  Kepala/ Kepala Bagian Reserse di tingkat Polwil;
. Kepala Kesatnan Beserse di tingkat Polres; atau
e, Kapoliek/Wakapolselk.
surak Perintah Pembebasan Tersangka vang ditandatangani oleh pejabat
sebagaimana dimaksud pada avat (1), tembusannyva wajib disampatkan

kepada Atasan Langsung.
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Bagian Kedua
Penahanan
FMaragraf 1
Prinsip Penahanan
Faszal 85
Dalam rangka menghormati HAM, tindakan penahanan harus
memperhabkan standar sebagai berikut:
a. seHap orang rempunyai hak kemerdekaan dan keamanan pribadi;
b tidak secrangpun dapat ditangkap ataupun ditahan dengan
sewenang- wenang; dan
tidak SEOTATIE]ILIT hleh -:Ii1'ar'np35 kmﬂerdekaaﬁﬁ}'a kerali dengan
alasan-alasan tertentu dan sesual dengan prosedur seperh vang
telah ditentukan oleh hukum.
Tindakan penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan

i

menurut tata cara vang diatur di dalam peraturan perundang-undangan.
Tahanan yang pada dasarnya telah dirampas kemerdekaannya, hamas
tetap diperlakukan sebagai orang vang tidak bersalah sebelum ada
keputusan hukum vang berkekuatan tetap.
Maragraf 2
Surat Perintah Penahanan
Fasal 84
TPenahanan wajih d 1']:—*.111;1-‘.;1]:'.!1' Surat Perintah Penahanran vang dikeluarkan
oleh pejabat vang berwenani,
Surat Perintah Penahanan dikehaarkan setelah melalui mekanisme gelar
perkara vang dilaksanakan oleh Tim Penvidik, dibawah penrawasan
Perwira Pengawas Penyidik dan dilaporkan kepada pejabat yang
berwenany mengeluarkan Surat Perintah Penahanan.
Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Penahanan
adalah pejabat serendah-rendahnya sebagai berikut:
a.  Threktur ReserseyKadensus pada Baneskrim Poln;
b Direkfur Reserse/Kadensus di timgkat Tolda;
o, Kepala Satuan/Bagian Reserse di finglat Polwil;
d. Kepala Satuan Reserse di tinglkat Tolnes;
e, Kepala Kewilavahan tinglat Polsel.
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(4

Surat Merintah Penahanan yang ditand atangani oleh pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat {3), ternbusannya wajib disamipaikan kepada Atasan
Langsamg.

Pasal 87
Pernahanan terhadap seseorang yang mendapat perlakuan khusus
menurut peraturan perundang-undangan dilaksanakan setelah
mendapatkan persetujuan tertulis dari pejabat sesuai ketentaan
peraburan perundang- perundangan.
Pejabat vang berwenang menandatangani Surat Perintah Fenahanan
I_-H-_ll;lagaim ana dimaksad Pada ayat {11adalah Pn;rjaba’r '5&‘!1'1;"1".(]3]1—T+_':1da|'|n_'!.-'3
sebagai berikut;
a. Kabareskrim Polri untuk tingkat Mabes Polri;
b. Dhirekbur Reserse/Radensus untuk ingkat Polda;
c.  Kepala 5atuan Kewilavahan untuk tingkat Polwil;
d. Kepala Satuan Resort unfuk fingkat Polres;
Surat Ferintah Penahanan yvang ditand atangani oleh pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), ternbusannya wajib disampaikan kepada Atasan
Tansuamg.

Paragraf 3
Penangpouhan Penahanan

Pasal =55
Ten me;uh an Penahanan wajib dﬂ:—*nj_;kaf'ﬁ r]:—*.ﬂ_gm'n Surat Perintah yang
dikeluarkan oleh pejabat vangg berwenang.
surat Perintah Penanggihan Penahanan dikeluarkan setelah melahai
mekanisme relar perkara secara infemal di kesatuan fungs masinge-
masing unhik menenfukan perlu atau Bdaknya dilakukan pemangguihan
penahanan terhadap bersanerka.
Setiap penanggruhan penahanan wajib dilaporkan kepada atasan pejabat
vani berwenang menanggruhkan penahanan.
Pejabat yvang berwemang menandatangani Surat Penintah Penanggmuban
Penahanan serendah-rendahmya:
a. Threktur Reserse/Kadensus/Fadensus pada RBareskrim Polri dan

melaporkan kepada Kabareskrim Tolrn;
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b, Direkiur Eeserse/Kadensus/Kadensus di tingkar Polda dan
melapotkan kepada Kapolda;

c.  Kepala Sabuan/Bagian Reserse di fingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;

d. Kepala 5atuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres;

e Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapalres,

FParagraf 4
Fencabutan Penan ;-rh::p:lhan Ferahanan Fasal 84

) Tr-,'rhar]ap rersangka VAT relaly dilberikan lrler'langglhan PH'l.F.lhﬂﬂﬁﬁ_,

dapat dilakukan penahanan kembali melalni penerbitan Surat

FPencabutan Penangguihan Penahanan.

Pencabutan Penangguhan Fenahanan wajib dilengkapi dengan Surat

Perintah Pemcabutan Penangguhan Penahanan yanyg dikeluarkan oleh

Pejabat vang berwenang,

Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan dikeluarkan

berdasarkan pertimbangan adanya kekhawatitan tersangka akan

melarikan diri dan/atan mengulangi perbuatannya danfatan merasak/

memnyhilangkan barang buki.

Pejabat vang berwenang menandatangani Suratb Perintah Pencabutan

Penangguhan Penahanan serendah-rendahnva:

a. Direktur Reserse/KadensusFKadensus pada Bareskrim Paolr dan
melapotkan kepada Kabareskrim Polr;

k. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan
melapotkan kepada Eapolda;

. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Fapilmis;

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada

Kapolres,
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Faragraf &
Fengalihan Stafus Penahanan
asal 4
[alam hal kepentingan penyidikan dan dengan mempertimbangkan
kondisi bersan gk a, dapal‘ dilalulkan pen ga!iha 1 jenis tahanan.
Pengalihan Jenis Tahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah vang
dikeluatkan oleh pejabat vang berwenang,
surat Perintah Pengzalihan Jenis Tahanan dapat dikeluarkan berd asarkan
pertimbangkan:
a.  perm phonan dar kersan t;ka,-'kel na r'g:;an:r'a."ku asa hukumn va;

—

1. hasil p-::*l'l-l.’]il'iflﬁ Lomdisi h_lrsangka;

. saran dari Perwira Pengawas Penyidik berdasar hasil gelar perkara;

d. faktor keamanan/keselamatan tersangka; dan

e. faktor kelancaran penyidikan.

Pejabat yvang berwenang menandatangani Surat Perintah Pengalihan

Tenis Tahanan serendah-rendahnya:

a. Threktur Reserse/KadensusFadensus pada Bareskrim Polri dan
melaporkan kepada Kabareskrim Polr;

b. THrektur Reserse/Kadensus/Kadensus di tingkat Polda dan
melaporkan kepada Kapolda;

o Kepala SatuanTagian Reserse di Hngkat Polwil dan melaporkan
k:—*}'&ada Ka ]'m]wﬂ;

d. Kepala Satuan Reserse di tinglat Polres dan melaporkan kepada
Kapaolres;

e, Kepala Kewilavahan tingkat Poluek dan melaporkan kepada

T{apr_ﬂrt-'ﬁ.

Paragraf &
Pemindahan Tempat Penahanan
Masal 91
Pemindahan Tempat Penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka

untuk kepentingan:
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a. ftersangka akan dipindahkan ke rumah tahanan negara lainnya
karena peralihan stams tersangka sesuai dengan tahap perkembangan
perkara;

b, pertimbangan keamanan;

¢, pertimbangan efisiensi penyelesaian perkara.

Pemindalan Tempat Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah

vang dikeluarkan oleh atasan atan pejabat vang berwenang,.

Pejabat vang berwenang menandatangani Surat Perimtah Pemindahan

Temipat Penahanan serendah-rendahnya:

a. Direkhnr Reserse/Kadensus/Kadensus pa:]a Rareskrim Palr dan
melapmﬂcan k-el:-.au:]a Eabareskrim Folri;

k. Direktur Reserse/Kadensus/Kadensus di tfingkat Polda dan
melapotkan kepada Eapolda;

i

Kepala Satuan/Bagian Eeserse di tingkat Polwil dan melaporkan

kepada Kapolwil;

d. Kepala 5afuan Reserse di fingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapalres;

e, Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada

T{apqﬂreﬁ.

Paragraf ¥
Fermbantaran Fenahanan
Fasal 42
Dalam hal tahanan vang karena kondisi kesehatannyva mermbutuhkan
perawatan yang infensif danSatan rawat inap di rumah sakif, r]al_'lal:
dilakukan pn—,-mban’raran.
Pembantaran Penahanan wajilk dilengkapi dengan Surat Perintah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
Surat Perintah Pembantaran FPenahanan dikeluarkan berdasarkan:
a. pertimbangan dokter yvang menyatakan terhadap rersangka perln
dilakukan perawatan di rumah sakit;

b, permehonan dari tersangka/keluarga/penasihat hukumnya.
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Pejabal vang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantaran

FPenahanan serendah-rendalimya:

a. Threkhir Resersed Kadensus pada Bareskrim Polr dan melaporkan
kepada Kabareskrim Melri;

b, Threktur Beserse/Fadensus di fingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;

c.  Kepala Satuan Tagian Reserse di Hngkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Ka pl_ﬂwﬁ; atau

£, Kepa]a Kewila}'ah an tingkat Porleek dan me]apurk an kepada
Kapolres.

Pasal 93

[alam hal tersangka yvang telah diberikan pembantaran penahanan dan

termyata kondisi kesehatanmya sudah sehat kembali tetapi masih

diperlukan tindakan penahanan, harus dilakukan Pencabutan

Permnbataran Penahanan dan selanjutnya dilakukan penahanan lanjutan.

Fencabutan Pembantaran Penahanan wajib dilengkap dengan Surat

Perintah vang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan dikeluarkan

berdasarkan pertimbangan dokter yang menvatakan kondisi kersangka

talah Fuhh kembali kesehatannva.

Pejabat yane berwenany menandatangant Surat Perintah Pencabutan

Pembantaran Penahanan serendah-rendahnva:

a. Dhmektur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Paln dan melaporkan
kepada Kabareskrim Poln;

b, Threktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapulda;

. Kepala Satuan/Tagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwail;

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres; atau

. Kepala Kewilayvahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada

Kapolres.
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aragraf &
FPenahanan Lanjutan Pasal ¥4
Penahanan Lanjutan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,
Surat Perintah Penahanan Lanjutan dapat dikeluarkan dalam hal:
a. tersangka yang diberikan pembantaran telah sehat kembali
sedangkan tindakan penahanan masih diperlukan; dan
b tersangka yang diberikan pembataran melarikan din dan berhasil
ditemukan kembali,
Pejabat vang herwa—,'nm'l::; e anda’ranﬂani Surat Perintah Penahaman
Lanjutan serendah-rendahnyva:
a.  Direkfur Reserse/Eadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Fohr;
b Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Folda dan melaporkan kepada
Kapalda;
¢, Kepala 5afuan/Bagian Reserse di fingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapaolwil;
Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada

Ll

Kapolres; atau
2. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada

Kapolres,

FMaragraft
Pengeluaran Tahanan Fasal 95

Pengeluaran Tahanan dapat dilakukan terhadap tersangka dengan
pertimbanran:
a. masa penahanan tethadap rersangka sudah habis;
b tersangka akan dipindahkan kerumah tahanan negara lainmya;
o, tersangka ditangeuhkan penahanannya;
.  tersangka dibantarkan penahanannva karena sakit; danfatau
e, tersanggka telah selesal dilakukan pepmernbkesaan.
Pengeluaran Tahanan wajib dilengkapt dengan Surat Perintah vang
dikeluarkan oleh pejabat yanyg berwenang.
Pejabat yane berwenang menandatangani Surat Perintah Pengeluaran

Tahanan serendah-rendabnya:
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a. Direktur Keserse/Kadensus pada Bareskrim Pelri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;
b, Threkhir Eeserse/Radensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;
c.  Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;
d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapaolres; atau
e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Ka pl_ﬂwﬁ.
Serelalh dilakukan Fﬁ'ugeh:araﬁ Tahanan wajih dilbatkan Derita Acara
Pengeluaran Tahanan dengan substans sekurang-kurangnya melipuf:
a. mama dan identitas tersangzka vang ditahan;
b. tempat dan tanggal pengeluaran tahanan;
. keadaan kesehatan tahanan yvang dikeluarkan; dan
d. ftanda tangan saksi dan pejabat yvang mengeluarkan tahanan.
Bagian Kebga
TFerlakuan Tersangka/ Tahanan
Faragraf 1
Tahanan Mewasa

Fasal 94

Timndakan P:—*nah anan harus semanfiasa menghormati dan men 5_1]1 arjzai hal-

hak tervangka yanyg ditahan mehputi:

d.

Ta.

sernua orang yangy kebebasannya dicabut haras tetap diperlakukan
secara manusiawi dan permh hormat karema martabatnyva vane melekat
sebagzai mnanusia;

setiap orang vanyg ditudouh telah melakukan tindak pidana harus
dikenakan asas praduga tak bersalah sebelum terbukti bersalah oleh
suatn keputusan peradilan;

tersangka/tahanan berhak mendapat penjelasan mengenai alasan
penahanan dan mengenai tuduhan yang dikenakan kepadanya;
sebelum persidangan dilaksanakan, seorang tersangka dimungkimkan
untuk tidak ditahan dengan jaminan dan alasan tertentu seperh:

1. #tidak akan mengulang kejahatan lag;
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2. fidak merusak atau menghilangkan barang bukti; dan

3. hdak melarikan diri,

tahanan tdak boleh disiksa, diperlakukan dengan keji dan bdak
manusiawi, mendapat perlakuan dan hukuman yvang merendahkan
martabat, atau diberi ancaman-ancaman lainnya;

tahanan hanya boleh ditahan di ternpat penahanan resmi, keluarga serta
penasihat hukum hamas diberikan informasi tentang tempat dan stahas
penahanan;

tahanan berhak untuk mendapatkan bantuan hukuny

tahanan berhak untuk berkomumikasi dan 1111;-11:]31}31']{311 akues untuk
br—,lrhubuﬁgan clengan kehlarga;

tahanan berhak unfuk memperaleh pelayanan mediz yang memadai
dengan catatan medis vang harus disimpan;

tahanman harus mendapatkan hak untuk berkomunikasi dengan
penasihat hukum;

tahanan yvang tHidak begini paham dengan bahasa vang digumakan oleh
pihak berwenang vang bertanggung jawab atas penahanannya, berhak
untuk mempercleh informasi dalam bahasa yanyg dia pahami. Tika
mungkin, disediakan penerjemah, tanpa dipungut biava, untuk proses
pengradilan selanjutnya;

tahanan anak-anak haras dipisahkan dari tahanan dewasa, perempuan
dari laki-laki, dan tersangka dari terpidana;

lama penahanan serta sah atau bidaknyva penahanan seseorang
diputiuskan oleh hakim atau pejabat yang berwenan;

para tersangerka mempunyal hak untuk berhubungam dengran duma loar,
menerima kunjungan keluarga dan berbicara secara pribadi dengan
penasihat hukumnya;

para tersangka harus ditempatian pada fasilitas-fasilitas vane manusiawi,
yamy dirancany dengan memenuhi persyaratan kesehatan vang tersedia
sepert air, makanan, pakaian, pelavanan kesehatan, fasilitas untuk
berolah raga dan barang-barang untuk keperluan kesehatan pribads;
tahanan berhak mendapatkan kesempatan menjalankan ibadah menurit

agama/kepercavaan atau kevakinannya;
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sefiap tahanan berhak hadir dihadapan pemugas pengadilan untuk

mengetahui keabsahan penahananya;

hak dan status khusas perempuan serta anak-anak harus dihormat;

tahanan fidak dapat dipaksa untuk mengaku dan memberikan kesaksian

vang memberatkan dirinya atau orang lain;

harus ada pengawasan terhadap pemmenuhan hak-hak tahanan;

tahanan tidak boleh dijadikan bahan percobaan medis atau ilmiah yang

dapat mengakibatkan permmuman kesehatamnya meskipun atas kesediaan

vang bersangkutan;

situasi dan suasana 1'111'er'-;_:-ga51' harus dicatat secara rina;

tahanan harns dipeﬂakukan d&-ﬂgan 13}'31-; dan dipisahkan dari

narapidana;

wawancara antara seorang vang ditahan dan penasithat hukumnya boleh

diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh petugas penegak hukum;

apabila seseorang yang ditahan atau di mimah tahanan [nutan) meminka,

dapat diternpatkan i tahanan atau romah fahanan yang cokup dekat

dengan daetah tempat Hnggalnya, jika memungkinkan; dan

waktu besuk tahanan ditentukan aleh kepala kesatuan masing-masing.
Pasal 9¢

Dalam melaksanakan tindakan penahanan, petugas dilarang:

d.

11.

menyalahgunakan kewenangan investHgasi untuk melakukan Hndakan
stksaan badan f:-l-!ﬂ'ladap SESEOTATIY
melakukan ancaman atau tindakan kekerasan fisik, puikis dan/atau
seksual terhadap tersangka untuk mendapatkan keterangan/ pengakuan;
melakukan tindakan pelecehan, penghinaan atan tindakan lain vang
dapat merendahkan martabat manusia; dan/atan
meminta sesuatu atau melakukan pemerasan terhadap tahanan.
Paragraf 2
Tahanan Anak dan Perempuan

Tasal 45

Dalam hal anak yang ditahan, maka wajib diperhatikan hak tambahan bagi

anak sebagai bertkut:

.

hak untuk didampingt oleh vrang tua atau wali;
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c.
d.
L=
f.

hak privasi untuk tidak dipublikasikan identitasnva agar anak tidak

menderita atau disakiti akibar publikasi tersebut;

hak unhuk mendapatkan petugas pendamping khusus antuk anak;

diperiksa di ruang pelavanan khusus;

dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa; dan

penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan anak.
Faszal

Dialam hal perempuan yang ditahan, maka wajib diperhatikan perlakuan

khusus sebagai berikut:

.

T oA T

T

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

116

se] apat rnu11glc1'n r:ipe.ﬁ ksa olel pehugas perempuan atau pehugas vang
berperspekbf gender;
diperiksa di ruang pelavanan khusus;
perlindungan hak privasi untuk hdak dipublikasikan;
hak mendapat perlakuan khusus;
dipisahkan penempatannya dari ruang ersangka laki-laki; dan/atan
penerapan prosedur khusus unfuk perlindungan bagi perempuan.
BAR VT PEARERIKSAAN
Ragian Kesatu
Pemeriksaan Saksi

FPasal 17
Perneriksa terhadap saksi dilaksanakan di kantor kesatuan penvidik
HEes11a1 r]ﬂn;_rlaﬂ vang din:r'a’rakan di dalam surat pan E;j_;'i]ﬂn.
Pemeriksaan terhadap saksi dapat dilaksanakan di tempat lain sesua
dengan kesepakatan antara saksi dengan penyidik sepanjang Hdak
memnrszanimt kelancaran pelaksanaan pemeriksaan.
Pelaksanaan pemneriksaan saksi di bemipat lain sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) harus seizin Pengawas Pervidike.

FPasal 101
Dalam hal pelaksanaan pemeriksaan, saks dapat didampingi oleh
penasihat hukom.
Peryvidik fidak boleh menolak penasihat hukum vang mendampingi

saksi,
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Bagian Kedua
Femeriksaan Tersangka

Tasal 102
Perneriksa terhadap tersangka dilakzanakan di kantor kesatuan penvidik
sesuai dengan vang dinvatakan di dalam surat panggilan.
Setiap pemeriksaan terhadap tersangka dapat didampingi oleh penasihat
hukurnya,
seHap pemeriksaan terhadap tersangka sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilakukan perekarman melalui video visual atau camera digital
vang :flihlanj_;kaﬂ dalam herita acara.
Malam hal rersangl;a memvinta galinan hazil herita acara ljemeriksaam
penyidik dapat memberikan salinan kepada tersangka setelah
mendapatkan persetupuan darn Perwira Pengawas Pemadile.
Salinan vang diberikan hanva untuk kepentingan tersangka dan fdak
dibenarkan unfuk dipublikasikan agar tidak menggangeo kelancaran
penyidikan.

Pasal 103

Dalam hal petugas melakukan tindakan pemerksaan terhadap tersangghka,

waj':l:'l:

d.

Ta.

memberikan kesempatan terhadap tersangka untuk menghubungi dan
didampingi pengacara sebelum pemeriksaan dimmualai;

SETETA melakukan 1‘.!4-!111:—*1'1':-:55311 Les1Ial :flt—tnj_;an waktn yang telah
direncanakan;

memulai pemeriksaan dengan menanyakan keadaan kesehatan dan
kesiapan yvany akan diperikesa;

menjelaskan stabus keperluan tersangka dan tujuan pemeriksaan;
menajukan pertanyvaan secara jelas, sopan dan mudah dipahami oleh
tersangrka;

mengajukan pertanyaan vang relevan dengan fujuan pemeriksaan;
memperhatikan dan mengharizai hak tersangka untuk memberkan
keterangan secata bebas;

menghormati hak tersangka untuk menolak memberikan informasi

mengenal hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
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melaksanakan pemeriksaan dalam wakim yang secukupnya dengan
memperhatikan kondisi dan kesediaan yang diperiksa;
mernberikan kesempatan kepada kersangkauniuk isbirahat, melaksanakan
ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya sesuai peraturan yang
Terlaku;
membuat berita acara pemeriksaan semua keferangan yang diberikan
oleh tersangka sesual dengan hojuan pemeriksaan;
membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada vang diperiksa dengan
bFahasa vang dimengert, sebelum pemeriksaan diakhiri;
membulbuhkan tanda Eangam Pr;*merik-_ea, fﬂq;m'ikgaa dandatan CTANE yang
nﬁfn}raklﬂikan ja]annya pem eriksaan: dan
memberikan kesempatan kersangka untuk memberikan keterangan
tambahan sekalipun pemeriksaan sudah selesai.
Bagian Ketiga
Pengawasan Pemeriksaan Paragraf

Pemeriksaan Saksi/ Tersangka Fasal 14

Malam hal melakukan pemeriksaan terhadap saksiftersangka, petugas

dilarany:

a.

b.

.

18

memeriksa saksiftersangka sebelum didampingi oleh penasihat
hukummnya, kecuali atas persetujuan vang diperiksa;

memunda-mmda wakbu perneriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga
1111-!111511:: an ]'.u:lhak ';iﬂ]-!’.'_-il,"l':i-'!T.'-iﬂﬂ:.'_flk a;

memanvakan keadaan kesehatan dan kestapan vang diperksa pada awal
pemeriksaan;

tidak menjelaskan status keperluan saksiftersangka dan tujuan
pemeriksaan;

mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami saksiftersangka, atan
dengan cara membentak-bentak, menakuti atan mengancam salesiy
tersanka;

memgajukan pertanyaan-pertanyvaan vang tdak relevan dengan tojuan
perneriksaan;

melecehkan, merendahkan martabat danfatau tidak menghargai hak

sa kst tersanglka;
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melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan baik bersifat fisik atan
peikis dengan maksud unuk mendapatkan keterangan, informasi atau
pengakuan;

memaksa saksiftersangka untuk memberikan informasi mengenai hal-
hal wang berkaitan dengan rahasia jabatannya;

membujuk, mempengaruhi atan memperdaya pihak vang diperiksa
unbuk melakukan Hndakan atau ddak melakukan Hndakan yang dapat
merngikan hak-hak saksi/tersangka;

melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh
]'n;'n.a-s.iha’r hukum dan/atau tanpa alazan varg sal;

fdak memberikan ke-,-'.r-,-mparan kr;-l:rada 53 1;51,-"?:;'1'-;131151:3 untak isHrahat,
melaksanakan ibadah, makan, dan keperhuan pribadi lainnva fanpa

alavan yang sah:

. e anil:lu]asi hasil :;&Eﬂ'ueriksaan dengan rara tidak mencatat sebagian

keterangan atau mengubah keterangan vang diberikan saksiftersangka
vang menyimpang dati fujuan pemeriksaan;
menolak saksiftersangka unbok mengapkan saksi yang mervingankan
untuk diperiksa;
menghalangi-halangi penasihat hukum untuk memberikan bantuan
hukum kepada saksyy tersangka yang diperikesa;
melakukan pemeriksaan di kempat vang melanggar kefenbian hukuam;
fidak membacalkan kembali hasil ]'.q-'m:-*.ri:-::-iam'u L‘:—!]'.mr]a Ha k:—i'iln'fﬂ'ﬁﬂﬂj_;k.-'.l
dengan bahasa vang dimengert, sebelum pemeriksaan diakhin; dan
melalaikan kewajihan tanda tangan saksi/tersangka vang menvaksikan
jalannya pemeriksaan.

Faragraf 2

Femeriksaan Anak dan Perempuan
Tasal 105

Dalam hal melaksanakan tindakan pemeriksaan terthadap anak, petugas

wajib mempertimbanghkan:

d.

1a.

hak untuk mendapatkan pehagas pendampingg khusus unbuk anak;
hak untuk didampingt oleh Balai Pemasvarakatan (Rapas);
hak untuk didampingt oleh vrang tua atan wals; dan

penerapan prisedur khusus untok perhindungan dan peradilan anak.
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Faszal 104

[ralam hal melaksanakan findakan pemeriksaan terhadap perempuan,

pehugas wajib memperbimbanghkan:

a.  diperiksa di ruang khusus perempuan;

k. perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan;

. hak didampingi oleh pekerja sosial atau ahli selain penazihat hukum;

dan

d. penerapan prosedur Khusus untuk perlindungan bagi perermpuan.

GAT VI
TEF
Bagian Kesaha
Tindakan Fertama Jdi TET
Fasal 107

(1; Dalam hal melakukan tindakan pemeriksaan di TKF, pefugas wajib:

&

“i

£

120

melaksanakan tindakan pemeriksaan di TEP sesuai peraturan
perumdang-undangan;

melakukan pemerksaan dengan telib untuk mencari keterangan,
mengumpulkan bukt, menjaga keutuhan TET dan memeriksa
sernia objek vang relevan dengan fujuan pemeriksaan pengolahan
TEF;

memitup TEF dan melarang orang lain vang Hdak berkepenbingan
memasuki TKF, r]:—':ﬂgan cara yang 1-.'.-'|ja1', bexgran tﬂ’ra]:':-i sopan;
mencari nformasi vang penting untuk pengungkapan perkara
kepada orang vangr ada di TEFP dengan sopan;

melakukan tindakan di TKP hanva untuk kepentingan touggas vangs
di dalam hatas kewenanganmya;

memperhatikan dan menghareai hak-hak orang untuk memberikan
keterangan secara bebas;

milaksanakan pemeriksaan dalam wakbho yang secukupnya dan
membuka kembali TR setelah kepentingan pengolahan TET
selesan;

mencatat semuoa keterangan dan informasi vang diperoleh di TRP

dan membuat berita acara pemernksaan di TEF; dan
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membubuhkan randa tangan saksiftersangka vang menvaksikan
pemeriksaan di TKT.

(2} Dalam hal melakukan pemeriksaan di TET, petugas dilarang;:

(1

a.

melakukan tindakan vang dapat merusak keutuhan TKF dan
merusak barang lainnya;
melakukan tindakan penunipan TKFP secara berlebihan (dalam
komteks wakhn dan batas-batas TKP) dan/atan tindakan yvang Hdak
reelevan dengan kepentingan pengolahan TET;
melakukan tindakan yang arogan, membatasi hak-hak seseorang
atau kealom pr_mk sacara berlehilan yang tidak relevan den &ran tujuan
F«emeﬁksa an di TKF;
melakukan hndakan di TKF di luar batas kewenangannya;
mengambil barang-barang di TKF vanyg tidak ada hubungannya
dengan penvidikan;
tidak memperhatikan/menghargai hak-hak orang vang berada di
TET: dan
sengraja mempetlama waktn pemeriksaan di TKT dan/atan tidak
membuka kembali TET walaupun kepentingan peniolahan TEF
telah selesai,
Bayian Kedua
Permeriksaan Kendaraan
Tasal TOH

Dalam hal melakokan tindakan pemeriksaan kendaraan, petugas waijib:

a.

h.

menunjukkan identitas dan memberitahukan kepentingan
pemeriksaan kemdaraan kepada pemiliknya secara jelas dan sopan
serta disaksikan oleh pemilik kendaraan;

menyampaikan permintaan maaf dan meminta kesediaan pemilily
pengemudi/penumpang atas terganggunya kebebasan akibat
dilakukanmya pemeriksaan;

melakukan pemeriksaan dengan telifh untuk mencari sasaran
pemeriksaan yang diperlukan demgzan cara vanyg simpatik; dan
melakukan tindakan pemeriksaan sesuai dengan telnik dan taktik
pemeriksaan untuk kepentingan tupgas vang di dalam batas

keweman A LRIRY
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(2)

122

e. memperhatikan dan menghargai hak-hak orang vang berkaitan
demgan kendaraan, pemilik, penumpang, pengemud;i;
f.  melaksanakan pemeriksaan dalam wakho yang secukupnya dan

mempersilahkan kendaraan berlalu setelah pemeriksaan selesai;

g menvampaikan terima kasih atas terlaksananva pemeriksaan; dan

h. mencatat semua keterangan dan informasi fermasuk barang bukt
yang diperoleh ke dalam berita acara.

Dalam hal melakukan pemeriksaan kendaraan, pehagas dilarang:

a. melakukan pemeriksaan tanpa memberitahukan kepentingan
Pmﬂﬂﬂkﬁﬁﬂn kendaraan kepa:]a }wmihk,fpeﬁgﬂmudi;
T bers.ik.ap arogan Par]a wakf melaksanakan Pmﬂeriksaan;

i

melakukan pemeriksaan dengan bertindak sewenang-wenang

dengan alasan untuk mencari sasaran pemeriksaan sehmgga

menimbulkan kerugian bagi pihak vang diperiksa;

d. melakukan tindakan pemeriksaan vang menyimpang dar teknik
dan rakhk pemetiksaan dan atau di luar batas kewenangammya;

e. melecehkan atau Hdak menghormati/menghargai hak-hak orang
yanyy berkaitan dengan kendaraan: pemilik, penumpang dan
pergemdi; dan

f. sengaja memmperlama wakbn permeriksaan sehinga mengpan g
atau merugikan pihak yang diperiksa dan/atau merampas
kebebasannya.

BABTX
PFEMGGELEDA AN T AN PEMYTTA AN
Ragrian Kesatn
Fengrgeledahan
Paragrarf 1
Surat Perintah Penggeledahan
Pasal 109

Pemggreledahan wajib dilengkapi dengan Surat Merintah Pengnmeledahan

yvang dikeluarkan oleh pejabat vang berwenang,

Pengereledahan rumah/alat angkutan serta tempat-tempat tertutup

lainnyva hanva dapat dilakukan setelah mendapat an dan Ketua

Pengzadilan Megen setempat, kecuali dalam keadaan mendesalk.
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3

(1

Pejabat vang berwenang menandatangani Surat Permintaan lzin
FPengzeledahan rumah/alat angkutan serta fempat-tempat terhunap
lainnya dan Surat Perintah Pengzgeledahan serendah-rendahmya:
a. [iirektur Eeserse/Kadensus pada Bareskrim Felri dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;
b.  Dhirekrur Beserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;
. Kepala SatuanTagian Reserse di Hnglkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;
. Kepa]a Satuan FResersa di fini;kat Folres dan ml;-]al;n;_:urkan kepar]a
Kapolres; atau
e. Kepala Kewilayahan Hngkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapaolres.
Tazal 110
[Dalam hal keadasn sangat perlu dan mendesak bilamana penvidik haras
segera bertindak dan Hidak rmungkin untuk mendapatkan Surat Trin
Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahula, penyidik dapat
melakulkan Femjpreledahan dengan Surat Perintah yanyg ditandatangani
oleh Perwita Pengawas Penvidik.
setelah dilaksanakan pengeeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Penyidik wajib segera membuat Terita Acara Penggeledahan dan
m:—*]ap;:r kHPa:]a FPerwira Pi-'!n:.’_’la'l.‘.-'a'_-i Penvidik serta rn:—*nj_;'iﬁrnkan surat
pemberitahuan pelaksanaan pengreledahan kepada Ketua Pengadilan
Megrari setempat,
Dalam hal melakukan pengereledahan sebagaimana dimaksud pada
ayvat {1} dan ayat (2} wajib disaksikan oleh Ketua RT/RW atau tokoh
masvarakat setempat.
Paragraf 2
Penyrmeledahan Chrany
Tasal 111
Dalam melakukan tindakan penggeledahan orang, petugzas wajib:
a. memberitahukan kepentingan tindakan penpeeledahan secara jelas

dan sopan;
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meminta maaf dan meminta kesediaan orang vang digeledah atas
tergangeunya hak privasi karena harus dilakukannya pemeriksaan;
memimukkan surat perintah hagas danfatau identitas pehugas;
melakukan pemeriksaan untuk mencari sasaran pemeriksaan yang
diperlukan dengan cara vang teliti, sopan, etis dan simpatik;
melakukan tindakan penggeledahan sesuai dengan teknik dan taktik
pemeriksaan untuk kepentingan hugas yang di dalam batas
kewenanganmya;

memperhatikan dan menghargai hak-hak orang vang digeledaly;
melaksanakan PH'I,::I?_','EJEIJH]‘IHH I'q-zrha:]ap perempuan alels pehigas
PETET IATY,

melaksanakan pemeriksaan dalam wakh yang secukupnya; dan

memvampaikan terima kasih atas terlaksananya pemggeledahan.

(2 Dalam melakukan penggeledahan orang, pefugas dilarang:

&

melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan
tindakan penggeledahan secara jelas;
melakukan tindakan penggeledahan secara berlebihan dan
mengakibatkan terganggnimya hak privas yanyg digeledah;
melakukan penggeledahan dengan cara vang tidak sopan dan
melangizar etika;
mielakukan Hindakan pengeeledahan vang menyimpang dari keknik
dan kakhk l‘r:—ln‘l:—*rikg-caan, danSatau tindakan vang di Tuar hatas
kivwemangannva;
melecehkan danfatan tidak menghargai hak-hak orang vang
diyreledah;
memperlama pelaksanakan penggeledahan, sehingga meragikan
vany digeledah; dan
melakukan penggeledahan orang perempuan oleh petugas laki-laka
ditempat terbuka dan melansgrar etika.

Taraygraf 3

Penggeledahan Tempat
Pasal 112

(17 Dalam hal melakukan tindakan pengegeledahan tem patframah, petugas

wijibe

124
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T,

melengkapi administrasi penvidikan;

memberitahukan ketua lingkungan setempat rentang kepentingan
dan sasaran penggeledahan;

memberitahukan penghuni tenfang kepentingan dan sasaran
pengzeledahan;

memumjukkan surat perintah fugas danfatan kartn identitas petugas;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang atan orang
dengan cata vang teliti, sopan, etis dan simpatik dan harus
didampingi oleh penghuni;

melakukan tindakan }1&1.115::111;-]&!:] ahan sesu1a1 denj_;an tebonile dan takbk
pemertiksaan untuk kepentingan tugas sesuai dengan batas
kewenanganmya;

menerapkan takbik penggeledahan untuk mendapatkan hasil
seoptimal rmungkin, dengan cara yang sedikit mungkin menimbulkan
kerugian atau gangguan terhadap pihak vang digeledah atau pihak
lain;

dalam hal petugas mendapatkan benda atan orang vang dicar,
tHndakan untuk mengamankan barang buktb wajib disaksikan oleh
pihak vang digeledah atan saksi dari ketua lingkungan;
memyamipaikan terima kasih atas terlaksananya penggreledahan; dan
mermbuat berita acara penggeledahan vang ditandatangani oleh

petugas, pihak vang digeledah dan para saksi.

Dalam hal melakukan penppeeledahan tempat/rumah, petugas ditarangs

a.
h.

ol

tanpa dilengkapi administrasi penyidikan;

tidak memberitahukan ketna lingkungan setempat tentang
kepentingan dan sasaran penggeledahan;

tampa memberitahukan penehuni tentang: kepentingan dan wasaran
pemirgeledahan, tanpa alasan yang sah;

melakukan pemgieladahan dengan cara yany sewsnang-wenang,
sehingriza mernsak barangg atau memagikan pihak yany dipeledah;
melakukan tindakan penggeledahan yvang menvimpanyg dari

kepentingan tugas vang di luar batas kewenangannya;
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f. melakukan penggeledahan dengan cara berlebihan sehingga
menimbulkan ketugian atau gangguan terhadap hak-hak pihak
vang digeledah;

g melakukan pengambilan benda tanpa disaksikan oleh pihak yang
digeledah atau saksi dari ketua lingkungan;

h.  melakukan pengambilan benda vang tidak ada kaitannya dengan
tindak pidana yang terjadi;

i, berbndak arogan atau Hdak menghariai hatkat dan martabat orang
vang digeledah;

- melakukan findakan menjebak I-:urhan,-"tq-ﬁ.rsangkﬁ mhak mendspa tkan
hm'ang vang direka vasa menjadi ]::-m'ﬂng bukti; dan

k. Hdak membuat berita acara penggeledahan setelah melakukan
pengeeledahan.

Bagian Kedua
Penyitaan
FMaragraf 1

Surat Perintah Penyitaan
Pasal 113

Penyitaan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Penvitaan vang

dikeluarkan oleh pejabat yany berwenang.

dalam hal penyitaan terhadap benda Hdak bergerak, surat, maupun

tulisan lainnya harus r]ih-'n;_ﬂc: al'.n' d:—tngan i=in danyatan atas 171n khusas

Ketua Pengadilan Meger setempat.

Pejabat vang berwenang memandatangani Surat Perintah Penyitaan dan

Surat Permintaan Tein Penvitaan kepada Ketua Pengadilan Newen

sebempat serendah-rendahnya:

a. Dhirektur Reserse/Kadensus pada Bareskrim FPolrt dan melaporkan
kepada Kabareskrim Polri;

b Dhrektur ReserseRKadensus di tingkat Polda dem melaporkan kepada
Fapolda;

¢ Kepala Sabuan/Bagian Reserse di fingkat Palwil dan melaporkan

kepada Kapolwil;

d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolras; atan
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e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.

Taxal 114
[Dalam keadaan sangaf perlu dan mendesak bilamana penyidik harus
segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan Surat Tzin
Ketua Pengadilan Negeri setempat terlebih dahuly, penyidik dapat
melakukan Pervyitaan hanva atas benda bergerak dengan Surat Perintah
Penyitaan yang ditandatangani oleh Perwira Pengawas Penyidik,
Setelah dilaksanakan penyitazn sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
maka Penwvidik wa]'ib SETETA membuat Berita Acara Penvitaan dan
me]al,'lcﬂ'l-;an kepada Perwira F-:engawaﬁ Pﬁ‘l}"idﬂ{ werka mermberitalnmkan
kepada Ketna Pengadilan Negeri setemipat nnfuk mendapatkan Surat
Penetapan Penvitaan terhadap benda sitaan.

Faragraf 2

Pengawasan Penvitaan
Tasal 115

Dalam hal melakukan penyitaan, penyidik dilarang:

(1]

melakukan penyvitaan tanpa dilengkapi administrasi pemyvadikan;
Hdak memberitahu fujuan penyitaan;
melakukan penvitaan benda yanyg tidak ada hulunmgannya dengan
penyidikan;
melakukan penyitaan dengan cara yang bertentangan dengan hukuam;
tidak menverahlkan tanda tertma barang vang disita kepada vangberhak;
fidak membuat berita acara penyitaan setelah selesai melaksanakan
pemyitaan;
menelantarkan barang bukt vang disita atan fidak melakukan perawatan
barang bukti sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
mengambil, memiliki, mengeunakan, dan menjual barang bukt secara
melawan hak.
BAR X
PEMANGANAN BARANG BUUKTT

Pasal 116

Baranyg bukt dapat disita merupakan benda vang diduge ada sanghkut

pautva dengan }'.li-:rlr.ar'r:l pidana vane sedange diselidikifdisidik dan
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dapat digunakan sebagai pendukung alat pembuktian di dalam proses

persidangan perkara.

Jenis barang bukh vang dapat disita anfara lain:

a. benda atau tagihan fersangka/ terdakwa vang diduga dari tindak
pidana atau sebagai hasil dari findak pidana;

k. bendayang telah digunakan secara langsung untuk melakukan atan
mempersiapkan Hndak pidana;

a

benda vang dipergunakan untuk menghalangi-halangi penyvidikan;
d. benda khusus vang dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak
Pir]anﬁ; dan
e, benda lain {termasulk serat ml::-tﬂc:} vang m-empun}'ai huhungan
langsung demgan tindak pidana yang dilakukan.
Ketentuan mengenai prosedur penanganan barang bukh diatur lebih
lamjut dengan Perafuran Kapaolri.
BAT KT
FFMYFILESATAN PERKARA
Tiagrian Kesaho
Fenghentian Penyidikan
Paragrar |
Nasar Penghentian Pemadikan
Pasal 117

Pertimbangan unbuk melakukan penghenban penvidikan perkara terdin
dari:
a.  hdak cukup buk;
k. perkaranya bukan perkara pidana; dan/atan
. dernt hukum.
Pengthentian penyvidikan perkara demi hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:
a.  tersangka meninggzal dunia;

perkara telah melampaui masa dalawarsa;

Ao

pengaduan dicabut bagi delik aduan; danfatan
nefE m e (Hindak pidana memperoleh putusan TTalam vang telah
burkekuatan hukum tetap).

-
-
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Faragraf 2
Pﬁﬁghenrian FE'I'I':L-'i-i_']'ikHH
Tasal 118

Pelaksanaan penghentian penyidikan oleh penyidik, dilakukan dalam
bentuk:

i,

Th.

(1

(2]

penerbitan Surat Pemberitzhuan Penghentian Penvidikan (SP2) oleh
pejabat vang berwenang;
pernbuatan Herita Acara Penghentan Penyidikan vang dibuat oleh
penyidik dan disabkan oleh Pengawas Penyidik; dan
pen ;-_rliriman gurat pembert’rahuaﬂ pen ﬂha-_'nl'i an Pifﬂ'l‘_;ﬂl.‘]'ikaﬂ lzler'k ara oleh
penyidik kepada tersangka/kelnarganya dan [PLL
Paszal 1149
Pejabat yang berwenang menandatangant 573 sebagaimana dimaksud
dalam Fasal 115 hurut a serendah-rendahnya:
a. [hrektur Beserse/Kadensus pada Bareskrim Polr;
b. Threktur Reserse/Kadensus di ingkat Polda;
. Kepala Kesatuan Kewilavahan sebngkat Polwil; atan
d. Kepala Kesatuan Resor setingkat Polres.
Pejabat yang berwenang menandatangani SP3 metupakan pejabat vang
mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan sebajaimana dimaksnd dalam
Pasal 119 huref a adalah:
a. THrektur Reserse/Kadensus par]a Bareskrimn Tolr wetelah
mendapatkan persetuppan Kabareskrim Poln;
b, Dhrektur Reserse/Kadensus di fingkat Polda setelah mendapathan
pereehijnan Kapolda;
. Kepala Safuan/Bajian Reserse di fingkat Polwdl setelah mendapathkan
persetijuan kepada Kapolwil; atan
d. Kepala 5atuan Reserse di tingkat Polres setelah mendapatkan
persehijuan Kapolres.
Masal 120

Berita Acara Penghenbian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

118 huruf b harus dibuat oleh penvidik paling lambat 2 (dua) har setelah
diterbitkannya 5735
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"aragraf 3
Prosedur Penghentian Penyidikan

Pasal 121
Penghentian FPenyidikan hanya dapat dilaksanakan setelah dilakukan
tindakan penvidikan secara maksimnal dan hasilnya ternyata penvidikan
tidak dapat dilanjutkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 116,
Keputusan penghentian penvidikan sebagaimana dimakud pada ayvat
{13 hanva dapat dilaksanakan setelah melalui 2 (dua) tahapan gelar
ltler'kar.a Iuar hiasa.
Gelar F-erkara 1ntnle 1'.-911g[1r;'n’rian F:-en}"idikan dipiml:l'in olel lrlejabal:
vang berwenang serendah-rendahnya:
a. Karo Analis pada Bareskrim Polri;
b Direkfur Keserse/Kadensus di fingkat Molda;
¢, Kepala Satuan/Bagian Reserse di ingkat Polwil; atau
d. Kepala 5aluan Reserse di fingkat Polres.

Pasal 122
Gelar perkara luar biasa tahap pertama untuk pengthentian penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1271 avat {2} dihadiri sekurang-
kurangnva:
a.  Penyidik dan Pengawas Penyidik;
T Pﬂiahaf atasan Perwira F‘Hngawaﬁ P:—':n:.'i:]ik atau F:—*jal‘m’r vang

mernbuat Surat Perintah Penvidikan;

o, Ttwas Polri;

. Binkum Puolri;

e.  Propam Polr;

f.  saks Al

g, dapat menghadirkan pithak pelapor; dan

h.  dapat memghadirkan pihak terlapor.

Gelar perkara luar biasa tahap kedua ontuk penghentian penyidikan

sebajaimana dimaksud dalam Pasal 121 avat (2) dihadiri sekuarang-
kurangnya:

a.  Tenyidik dan Pengawas Penvidil;
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(3

b. pejabat atazan Merwira Pengawas Penvidik atan pejabat vang
membuat Surat Perintah Penyidikan;

Thweas Polm;

- Binkum Polri

Propam Polri;

pihak pelapor beserta penasihat hukuamnys;

pihak reﬂal_'l-:_:nr heserta 1:-911.%;-:ihar ]1111.'1111111}'.3,: dan

o o2 oo

pejabat TH bila sangat diperlukan.
Fasal 123
FPelaksamaan gﬁ]m' ]'n;'rkm'a luar hiasa untuk pengha—;n[‘ian 1‘.!&!11'_;-'1'-:']1'[-:311
Pr-_'rfa.'a Ta melil,'lur'i:
a. pembukaan gelar perkara oleh pimpinan gelar;
b. paparan Tim Penyidik tentang pokok perkara, pelaksanaan
penvidikan, dan hasil penvidikan vang telah dilakzanakan;
c.  paparan penyidik tentang alasan penghentian penyidikan;
d. tanggapan dan diskusi para peserta gelar perkara; dan
e, kesimpulan hasil gelar perkara.
Tahap kelanjutan hasil gelar perkara meliputi:
a.  pembuatan laperan hasil gelar perkars;
b, penvampaian laporan kepada pejabat vang berwenang dengan
melampirkan hasil nobalen;
. arahan dan l.']'i:’-,i-]:'.ll;'l-:ﬁi-'i'j-'i 'E'H-!Jahat j_.'an;_'l'hwvﬁ-m angT;
d. pelaksanaan hasil selar oleh Tim Penyidil; dan
e pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan hasil gelar
oleh Perwira Penrawas Pemyidik.
Tasal 124
TTas1l srelar perkara penghentian penyidikan dilaporkan kepada pejabat
atasan pimpinan gelar perkara untuk mendapatkan arahan dan
kepubisan tindak lanjut hasil gelar perkara.
Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara menyetujui untuk
dilaksanakan penghentian penyidikan penvidik wajib segera
melaksanakan penghentian penvidikan.
Dalam hal pejabat atasan pimpinan gelar perkara fidak menvetujoi hasl

putusan gelar perkara maka atasan penyidik membuat sangrahan
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tertulis terhadap hasil gelar disertai alasan yang cukup vang diajukan

kepada pimpinan kesanian aras.

Pengawas Penyidik kesatnan atas melakukan supervisi terhadap

sanggahan hasil gelar,

Paragraf 3
Prosedur Melanjutkan Proses Penyidikan Pasal 125

Dalam hal perkara vang telah dihentikan penvidikannya, dapat

dilanjutkan proses penyvidikan berdasarkan:

a.  kepubhuzan pra peradilan vang menvatakan balwa penghentian
Pm'l'_.ridikan tidak sah dan Peﬂ'l}"::]ik wajib m e]anju[‘kan pen vidikan;

b, diketemukan bukt bam (rooom) yang dapa[’ SEFETA diselesaikan
dan diserahkan ke JFLT; dan

¢, hasil gelar perkara Tuar iasa yang; dihadin dan dipuhaskan oleh
pejabat yang berveenang untuk membatalkan kepuhazan penghentian
penvidikan yvang diduga terdapat kekeliruan, cacat hukum, atan
terdapat peryimpangan;

Pejabat yvang bervwenang untuk melanquatkan proses penyvidikan serendah-

rendahmya:

a.  Kabareskrim untuk perkara vang ditangani di tingkat Mabes Faoli;

b Kapelda untuk perkara vang ditangani di tingkat Polda dan
jajarannya; atau

. T{apqﬂwﬂ untulk P:—ﬂ'kara vang dih—'m_gam' di tin H]n;.-‘r’r Pirlwnl dan Tolres
jajarannya.

Gelar perkara luar biasa unfuk melanjuthan penyidikan sekurang-

kurangnva dihadiri oleh:

a. penyidik dan Perwira Pengawas Penvidik vang menghentikan
penyidikan;

b, pejabat vang mengeluarkan keputusan penghentian penvidikan;

¢, Atasan pejabat yanyg mengeluarkan keputusan penghentian
penyidikan atau yany mewakili;

d. Thwas Poln;

2. Binkum Polrn;
f. Propam Palr;
i pihak pelapor; dan
h.  pihak terlapor.
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Bagian Kedua
Fernberkasan Perkara

Tasal 126
Seluruh dokumen hasil pelaksanaan tindakan penyidikan wajib
dikumpukan di dalam Terkas Perkara sesuai dengan Tata Naskah vang
telah ditentukan,
Derkas Perkara hanya diperuntukkan unbtuk menghimpun selurah
dokumen administrasi penyidikan dan Berita Acara sefap Hndakan
dalam proses penvidikan,
]1.=n'.=|r|t; lnalH vang disita hm'u]’:a dokumen tHdak dibenarkan :]1'51'1111'.!311
di dalam Berkas Perkara, tetapi harua di ke pat Elvsnus penyimpanan
Barang Bukt sesual ketentuan perahuran perundangamdangan.
Berkas Perkara wajib disimpan di muang kerja penyidik atau disimpan
pada defebase elektronik dan setiap saat harus dapat diperiksa oleh
Perwira Pengrawas Penyidik dan/atau Atasan Penyidik.

Tasal 127
Berkas Perkara sekurang-kurangmya berisi:
a. sampul berkas perkara;

b, daftarisi;

. berita acara pendapabTesume;

d. laporan polisi;

e, herita acara seh ap hndakan p«i—!n'g,-'if]ik;
f.  sorat-surat admimistras penyvadikan;
o, daftar saksi;

h. daftar tersanghka; dan
1. daftar harang bukfi.
Berkas Perkara untuk penyidikan vany telah diselesaikan, wajib disegrel
untuk menjamin keutuhan dan keashian Berkas Perkara.
Bagian Ketiga
FPemelitian Berkas Perkara
Pasal 128
Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penvelesaian perkara,
setiap Berkas Perkara yang telah selesal penvidikannwa wajib ditelit
aleh Perwira Pengawas Penyidik melipubl susunan dan isi Berkas
Perkara.

Rabricla Eelivasyi o« PERESARSS HURLMA LIRS (LR AR EEPIDAMAGH 133



(2)

(1)

(2)

(3)

134

Penyidik vang telah menyelesaikan seluruh kegiatan penyidikan, wajib
segera melaksanakan pemberkasan dan menyerahkan Berkas Perkara
kepada Perwira Pengawas Pemyidik unfuk dilaksanakan penelitian yang
mencakup susunan dokumen dan substansi Berkas Perkara.
Penelitian terhadap substansi berkas perkara meliputi persyaratan formil
dan persvaratan materiil untuk setiap dokumen yvang dibuat oleh
penvidik.
Persyvaratan formil sebagaimana dimaksud pada avat {3) mencakup
masalah persyaratan fermat pembuatan surat atan Derita Acara melipufi:
pencantuman nama dan tempat kesabuan, P j|1_:|51'1'['i.=:r judul surat,
pencmoran, tempat dan tanggal pembuatan, nama dan randa tangan
penvidik/penyvidik pembanto serta pengesahan oleh atasan penyidik/
pemaidik pembantu.
Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud pada avat (3) mencakup
persyaratan materi surat atau Berita Acara melipuhi: Dasar pembuatan
surat, uraian tentang fakta-fakta, pembahasan, analiza perkara, analisa
yuridis dan kesimpulan.
RBagrian Keempat
Fenyerahan Perkara
Pasal 1259
Gerkas perkara vang dinvatakan telah selesai dan telah diteliti oleh
Terwira P:—-nj_;awaﬁ F"Hn!.-'idik_. wajib BETETA dﬂapl;rkm'l kﬂpa:]a Peqalat
yan berwenany untuk menyverahkan Berkas Perkara kepada JPLL
Pejabat vang berwenang; menentukan dan menandatangani penyerahan
berkas perkara memipakan pejabat vang berwenany menandatangani
Surat Perintah Penyidikan, serendah-rendahnya:
a. Dhirektur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polr;
b Dhirektur Reserse/Kadensus di tingkat Polda;

o, Kepala Satnan/Bagian Reserse di finglkat Polwil;

d. Kepala Satnan Reserse di fingkat Polres; atau

e.  Kepala Kewilavahan tingkat Polsek.

surat Penverahan Rerkas Perkara wajib ditembuskan kepada Atasan

Langsung Pejabat yane berwenang sebagaimana dimalksud pade avat

12},
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Paszal 130
Surat pengantar bersama Berkas Perkara diserahkan oleh Penvidik
kepada [T dan wajib dicatat di dalam Tiuka Fkspedisi.
Penverahan Berkas Perkara kepada JFU sebagaimana dimaksud pada
avat {1} wajib dicatat dengan keferangan yang jelas mengenai nama,
jabatan, tanda tangan pefugas dan cap kesatuan dari petugas dari
kesatuan Polri vang menverahkan dan petagas kejaksaan yang menerinia
penyerahan.

Fasal 131
MNalam hal kerkas pnﬂ'km'a vang digerahkan knel'.la-r]a JPLT -:']in!.-'a’rakan
helnm 19r1g1::ap, pen }'irl'i]-.' wajib SETETA me]r-,'ngkapi kelon TATIZAT Nerkas
Perkara sesuai dengan pehmjuk [P dalam wakhe yang sesuai dengan
ketenbuan peraturan perundang-undangan.
[Dalam hal berkas perkara dinyatakan lengkap oleh [PL, penyidik wajib
sejzera melaksanakan penverahan Berkas Perkara tahap kedna berikut
terzangka dan barang buktinya.

Pasal 132
Surat Fenverahan Berkas Perkara tahap kedua ditandatangam oleh
Pejabat vang mengeluarkan Surat Perintah Penvidikan,
Dalam keadaan yang sangat perla dan mendesak, surat penyerahan
berkas perkara tahap kedua dapat ditandatangani oleh Atasan Penvidik
setelaly 111:-*.111']?11151 }mr&i—!h]iuan dari Pejabat vang m:—mg:—rh:lm'km". Surat
FPerintah Penvidikan.

Bagian Kelima
Pengendalian Penvelesaian Perkara
Faragraf 1
Sarana Pengendalian/Pengawasan Pasal 133

Dalam hal menjamin kelancaran dan ketepatan pelaksanan penvidilan,
setap proses pemyadikan perkara harus dilakukan pengawasan dan
prngendalian oleh Perwdra Pemggawas Penyidik dan Pejabat Atasan secara
berjenjani.
sarana administrasit pengawasan dan pengendalian penvelesaian

wrikars sebaraimana dirnaksud pada avat 01 meliputs:
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a. penyiapan Buku Register untuk pembuatan setiap surat-surat
administrasi penvidikan;

k. pencatatan dan penomoran sefiap pembuatan surab administrasi

penyidikan pada luku Register vang telah disiapkan;

pencatatan setiap indakan yang dilakukan oleh penvidik ke dalam

i

daftar kronologis penindakan;
d. pembuatan laporan kemajuan penyvidikan vang dibuat secara
msidentl atan berkala;
e pembuatan rekapitulasi data tentang kegiatan dan hasil penyidikan;
dam
F. analisis kernampuan Pm'nj,'e]esaian Pen}"idik 1_'I.F.||.ﬂ.3 setiap ik,
Paragrar 2
Mekanisme Pengendalian/Pengawasan
Faz=al 1354
Buku Register Administrasi Penyidikan wajib dibuat, disiapkan dan
ditsi secara tertib oleh sefiap kesafuan reserse.
Setiap pejabat reserse wajih melakukan pengecekan terhadap kesiapan,
pencatatan dan ketertiban serta pemanfaatan bulu regnster perkaral
btukn kontrol perkara dalam rangka pengawasan penvidikan sesuai
dengran lingkup tangeung jawabnya.
Pasal 135
Dalam hal pengawasan dan pengendalian tindakan penyvidik, di seHap
Berkas Perkara wajib selalu tersedia Daftar Kronolosis Kegiatan
Penyidik dalam bentuk matrik dengan kolom terdivi dar nomor, tangeal
keyriatan, keyriatan yanyr dilakukan, hasil kegriatan dan keteranggan.
Sefiap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik wajb dicatat
oleh peryidik ke dalam Daftar Kromologis Kematan Penyidik.
Perwira Pengawas Penyidik melaksanakan pengawasan kegiatan
penyidik melalui pengeoekan terhadap Daftar Kromelogis Kegiatan
Penyidik secara insident] dan secara berkala.
Dalam hal terdapat kekeliruan atau penerapan urutan tindakan
penvidikan vang kurang tepat, Perwira Pengawas Penyidik wajib
memberikan arahan dan tindakan koreks untok menjamin kelancaran

dan ketepatan indakan penyidikan.
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Paszal 136

Dalam hal kepentingan pengawasan dan pengendalian penvelesaian

perkara, sefiap Tim Penyidik wajib membuat laporan kemajuan (Tapju)

penyidikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali kecuali
ditentukan lain oleh Perwira Pengawas Penvidik atau dalam hal diminta
oleh Atasan Pengawas Penvidik.

Perwira Pengawas Penvidik melakukan pemeriksaan Lapju sebagai

bahan evaluasi terhadap kinerja Tim Penyvidik untuk menyelesaikan

perkara.
Fa mgraf 3
Fraluasi Kinr-_'rja F‘er.}'id'i]-;
Tasal 137

Dalam hal kepentingan evaluasi kinerja para penyidik di sefiap umitf

satuan reserse, harus dibuat rekapitulasi data tenfang kegiatan

penyidikan dan hasil penyidikan berupa:

a. jumlah perkara vang dilaporkan, diproses dan diselesaikan;

b. rincian jumlah sebapjenis penindakan yang dilaksanakan oleh unat/
satuan reserse meliput pemangzilan, pemeriksaan, penangkapan,
penyitaan, penahanan, pengeluaran tahanan, penverahan berkas
perkara tahap pertama dan penyerahan berkas perkara tahap keduoa.

Rekapitulasi data kegiatan dan hasil perindakan harus dievaluasi secara

herkala dan hm]vnjanj_; dari unit reserse l'i1'|g]n:a’r TPoluel -_-:ampai sahian

resprse tinrkat Bareskrim Polr paling sedikit sehap | (satu ] bulan sekali
dan dirangkum dalam Laporan Bulanan Reserse.

SehHap satuan reserse di kewilavahan mulai dard fingkat Polsek sampai

fingzkat Bareskrim Folr wajib mernbuat laporan bulanan secara berjenjang

dengan jadwal penmriman setiap bulannya sebagai berilout:

ga. Laporan dan Polsek paling lambat tangeal 5 (tiga) sudah diterima
Pialres;

b. Taporan dar Polres paling lambat tanggzal & (delapan] sudah
diterima Polda;

v.  Laporan dari Polda paling lambat tanggzal ‘13 (Biga belas) sudah
diterima Mabes Tolr.

laporan bulanan digmakan sebagal bahan untuk:
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a. pemantauan perkembangan situasi di bidang reserse;

b evalunasi kinerja satuan reserse secara berjenjang; dan

. bhahan masukan data unmk Pusat Tnformasi Kriminal ™asional.

Faszal 134

Analisa dan evaluasi {Anev) kemampuan penvelesaian penvidikan pada

sefiap satuan reserse dilaksanakan secara periodik vaita:

a.  analisis kinerja reserse semester pertama sefiap tabun; dan

k. analisis kinerja reserse seHap akhir taln.

Anev kinerja reserse per semester dan tahunan dibuat oleh satuan reserse

di kewilavahan '_-'»-I;'1'E!H|I]H]'I-TE‘11|.‘]F.I|'I1'I_‘:,-‘H ﬁngkat Fiolres :]nené:an jadwal

1:!911511":11'.311:

a.  Anev hemneter Pertama dari Polres paling lambat tanggzal 10 Juli
sudah diterima di Tolda dan Anev Semester Fertama dar Folda
paling lambat tanggal 13 Juli sudah direrima di hMabes Polri; dan

k. Anev Akhir Tahun dar Polres paling lambat tanggal 10 Janmari
sudah diterima di Polda dan Anev Akhir Tahun dari Polda paling
lambat tanggal 15 Januari sudah diterima di Mabes Polri.

BAR XTI
PEMCARIAN ORANG, PENCEGAHAN AN PEM AMGRKATAN
Ragian Kesatu
Daftar Pencarian Crang (TIT'C))
Tasal 134

Tersangka vang telah dipangeil untuk pemeriksaan dalam ranglka

pernvidikan perkara sampai lebih dari 3 (Hga) kali dan ternyata tidak

jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam T dan dibuatkan Surat

Pencarian Chrang;,

Pejabat vang berwenang menandatangani TP serend ah-rend almya:

a.  Dhrektur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polr dan melaporkan
kepada Kabareskrim FPolr;

b Threktur ReserseRadensas di tingrkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;

. Kepala Satuan/Bagian Reserse di inghkat Polwil dan melaporkan

kepada Kapolwil;
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d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres; atau
e. Kepala Kewilayahan Hngkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.
Pasal 140
Dalamn hal tersangka dan/atan orang yang dicari sudah diternukan atau
tidak diperlukan lagi dalam penyidikan maka wajib dikeluarkan
Pencabutan TP
FPejabat vang berwenang menerbitkan Pencabutan DO serendal-
1'9.11:]3]111}-‘5:
a. Dhrektur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polr dan melaporkan
kepada Kabareskrim Poln;
b, Threkbur Eeserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada
Kapolda;
c.  Kepala Satuan /Tiagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan
kepada Kapolwil;
d. Kepala Satnan Reserse di tinggkat Polres dan melaporkan kepada
Kapolres; atau
e. Kepala Kewilayvahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada
Kapolres.
Bagian Kedua
Pencegahan dan Penangkalan
Tasal 141
Dalam hal tersangka vang fidak ditahan dan diperkirakan akan
mielarikan din dari wilavah MWegara Tndomesia, dapat dikenakan tindalan
pencegahan.
Dalam hal setiap orangg vang berada di Tuar negert dan diduga akan
melakukan tindak pidana di Tndonesia, dapat dikenakan tindakan
penankalan.
Dalam keadaan mendesak atau mendadak, untuk kepentingan
penyidikan, penyidik dapat mengajukan permintaan secara langsung
kepada pejabat imigrast vang berwemang ditern pat ppmenksaan imiggrasi
untuk mencerah danfatau menangkal orang vang disanghka melakukan

tindak pidana.
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Pejabar vang berwenang mengajukan surat permintaan pencegahan
danfatau penangkalan zesuai Hingkafan daerah hukum penyidikan
sehagai berikut:
a.  Direkfur/Wakil Direkifur pada Bareskrim Polri;
b Divektur/Wakil Divekfur Reskrim di tingkat Molda;
¢ Kepala/Wakil Kepala Polwil; dan
4. Kepala/Wakil Kepala KEOL
Pejabat yang mengajukan sutat permintaan pencegahan dan/atan
penangkalan sebagaimana dimaksud pada avat (1), wajib melaporkan
kel:la-r]a T{apr_ﬂri pa]inlfr_; lambat 20 {dua puh]h]l har untualk meﬂ:]apal'
e Luhan melaln T':fel:-umsan Kal,'lc-]ri.
RATR XTIT
TINDAKAN KOREKST DAN SANEST
Bagian Kesafu
Pengmrolongran Sanksi
Fasal 142
Setiap Pegawai Negeri pada Polr, jika terbukb melakukan pelangizaran
terhadap ketentuan Peraturan Kapoln ini, diberikan sanksi sesuai
dengan pelanggaran menurut golongan jenis:
a.  hukum pidana;
b peraturan disiplin Polr; dan
. ehka :'.‘I:'L‘I-Fi-‘!'_-ii k:—*}'ﬂ;]iﬁiaﬁ.
Dalam hal tindakan pelangraran yanyg dilakvkan termasvek dalam
pelanggaran administrasi, dikenakan sanksi penindakan secara
administrabif bemipa:
a.  pemeriksaan instensif oleh Perwira Pengawas penyidilk;
k. pembuatan pernvataan tentang timdakan vang telah dilakokan oleh
Penyidik;

o, tegmuaran tertulisg

£

tindakan penghentian kesratan penyvidik dan penanganan perkara;

e.  hndakan skorsing/larangan untuk melakukan kegatan penyvidikan
dalam periode tertentu;

f. tindakan pengeoguran {grevmdiy dari tugas penvidilkan;

i permbebanan kesajiban memgikub kegiatan pembinaan; dan
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h. pembebanan kewajiban menyelesaikan tugas lain.
Tazal 143
(1) Pegawai Megeri pada Polri yang sengaja melakukan pelanggaran
terhadap Perkap ini dapat dijatuhi hukuman disiplin berupa:
a. pemundaan mengikut pendidikan dalam jangka waktu tertentha;
b,  penundaan kenaikan pangkat;
c. mutasi yang bersifat demosi; dan
d. pembebasan dari jabatan
(2] Pegawai Negeri pada Polri yang sengaja melakukan penvimpangan
etika ]:,'ITI;,TFE:E-'i ke}wliﬁian :].apa’r dikenakan hukunian ]_'H-_'TLJFFJZ
a, Hndakan PETEENZUTAT (Sl'(lz.:rmi:'.‘] dar hagas 1:-911_1:5:111::.311; dan
b, pembebanan kewajiban mengikuh kegiatan pembinaan.
Bagian Kedua
Tata Cara Penjatuhan Sanksi
Taxal 144
Sanksi administrast unfuk pelanggaran administrazi dapat dijafuhkan oleh:
a. Atasan Penyidik terhadap Penvidik vang di bawah pengawasannya; dan
. Atasan Perwira Penvidik terhadap Perwira Pengawas Pemndik atau
tethadap Penyvidik.
Pasal 145
manksi Pelanggaran Disiplin danfatan Kode Frik Profesi Polr dapat
dijatuhkan oleh P:—*jaha’r VAT ]w.rw:—rnang LerE11 Al I.']HI'I:.’;.HI!'I Perabaran Dmilﬂm
Anmota Polri danfatau Kode Bk profes Polri.
Pazal 146
Tata Cara pemjatuhan hukuman Disiplin dan/atan Kode Fhk Profesi Tolr
dilaksanakan sesuai dengan ketenhian perahuran perundang-undangan.
Tasal 147
Dalam hal Penvidik vang diduga melakukan pelangearan disiplin atau kode
etik profesi Polri, sebelum diproses melalui mekanisme acara hukuman
disiphin, harus dilakukan pemenksaan pendahuluan aleh Perwira Pemggawas
Penyvidik atan Pejabat Atasan Perwira Pengawas Penyidik.
Tasal 145
Dalam hal Perwira Pengawas Penvidik atan Pejabat Atasan Perwira

Penpawas MPenvidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 telah
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mendapatkan petunjuk bahwa telah rerjadi pelanggaran disiplin atan
pelanggaran kode etik profesi Polri vang fidak cukup dibukum dengan
pemberian sanks administrasi, pemeriksaan selanjumya diserahkan kepada
hungsi Propam Felri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh} hari setelah
dilaksanakan pemeriksaan,

BAD XTIV

KFTENTLU AN PENUTLF

Fasal 144
Dralam hal alasan geografis dan kondisi tertentu sehingga tidak dapat
melaksanakan peraturan imi, bukan m erupakan ltlel.anl::;;-_l;a TAM.

Pasal 150
Eapolda dapat menjabarkan pengawasan dan pengendalian penanganan
perkara pidana secara teknis terlebih dahulo setelah mendapat persetujuan
Eapolr vang diajukan dan/atau diusulkan melalui Kabareskrim Folri,

Fasal 151
Eetentuan vang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian
penanganan perkara pidana yang telah ada sebelummya, dimyatakan masih
tetap berlaku sepanjanyg tidak bertentangan denjgan peraturan ini.

Fas=al 152
Peraturan Kapolri ini moulai berlaka pada tanggal ditetapkan, Agar setap
orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini divndangkan dengan

penempatanmnya dalam Hernta N{-'j_;am RE’leth Trdymesia.

Lhitelapkan di Jakarta

pada Langgal 30 Oklober 2009

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDOMESLA,

BAMBANG HENLDARSO DDANLUIRL

Diundangkan di Jakarla

prada tangeal 13 Movember 2004

MENTERIHUKUM DAN HAK ASASIMANUSLA EEPUBLLE INDOMNESLA,

PATELIALIS ARBAE
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BAB 111

PENEGAKAN HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN TERPADU

3.1.PENDAHULUAN

Masalah penegakan hukum lingkungan memang merupakan masalah
cukup rumit dan selaln menarik, karena selain secara teoritik bermasalah,
sevara praktikal pgra bermasalah, Secara teoritk karena ilma lingkungan
adalah tergolomg ithmu vang eksak sementara penegakan hukum tergolong
atau dapat digolomgkan ilmu sosial, sehingga prinsip-prinsp penegrrakan
hukum umumnya mendapat kesulitan untuk masuk dalam pensgakan
hukum lingkungan, kemnudian secara prakbikal masalah lingkungan Hdak
hanva monopoli pada satu instans saja melainkan banyak Tembaga
pem erintah yang dihern we WETIAT untuk melakukan pi—!n:;;{-l]qﬂ aan
lingkungan sehingiza tidak bisa hanva diselesaikan secara sepihak oleh
aparat penegakan hukum saja yvang selama ini kita kenal, tetapi seharuh
pihak yany terkait harus berperan aktif. Oleh karvena thr dalam Pasal 85 ayat
YU M, 32 Tahum 2009 Tentang Derlindungan dan Pengrelolaan Lingkuongan
TTidup telah memerintahkan bahwa dalam ranghka penegakan hukum
terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan
penegzakan hukum terpadu antara penyidik pegawai neygen sipil, kepolisian,
dan kejaksaan di bawah koordinas Menteri.

Foemudian Mahkamah Konstitust dalam dikbom Motusannya Momor 18/
PLTI-XTT/ 201 4 telah memutuskan bahwa dalam Tasal 95 avat (1) TITT Mo, 32
tahun 20109, kata ‘dapat’ bertentangan dengan UL 1945 dan tidak
berkiekuatan hukum mengikat. MWahkamah Konstitusd dalam putasannya

s memvatakan, frasa ‘tindak pidana lingkongan hidop” bertentangan
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dengan LU 1945 dan tidak mempunyai kekuaran hukum mengikat,
sepanjang fdak dimaknai “rermasuk findak pidana lain yang bersumber
dari pelanggaran imdang-undang im”,

Implikasi dari putusan Mahkamah Konstifusi ini, maka Pasal 45 avat
(1) UL Mo, 32 Tahun 2009 saat ind menyatakan balwa para penegak hukum
lingkungan hams saling koordinasi terutama seperti PPNS dan Kepolizian
dengzam lembaga Kejaksaan dalam penyvelidikan, pereidikan atau pemanhatan
trndak pidana lingkungan hidup. Tengan menghapus kata “dapat™, maka
memberi tafsir inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "tindak pidana
]tnk;kur'.;-_l;m'l 111'1']1,11'.!” dalam Masal %5 avat 1) UL Mo, 32 Tahuoan 20005 separjang
Fidak dimaknail “termasuk Andak l:ﬁrlaﬁa lain vang, lersunmber dari
pelanggaran indang-undang imi. Dengan demikian, Pasal Y5 ayat (1) UL
Tor 32 Tahum 2009 selengkapnya menjadi “Tlalam rangka penegakan hukum
terhadap pelaku findak pidana lingkungan hidup, termasuk findak pidana
lain vang bersumber dari pelanggaran undang-undang ini, dilakukan
penegakan hukum terpadn antara penvidik pegawai negen sipil, kepolisian,
dan kejaksaan di bawah koordinasi henteri ®

3.1.PERMASALAHAN

Ap.—'u VAT dimaksnud :‘]E’T‘IEHH 11eﬂegak.=m Tk m 11-1'1'].=|na Ierl'.lar]u
terhadap pelaku tndak prd ana lingkungzan hidup, dilakukan secara terpadu
antara penyidik perawai negert sipll, kepolivian, dan kejaksaan di bawah

koordimast Wentert dan hal::;airnm'la imph—lm:—!r‘ll‘.—'uﬁin],'a?
3. 3.PEMBAHASAN

131 Konsep

Penegakan hukum lingkungan berkailan dengan berbagai aspek yang
cubup kompleks, dengan tujuan tetap mempertahankan dan menciptakan
lingkungan vang baik dan sehal untuk kepentingan keberlanjutan kehidupan
marusia. Dalam mengusal dan menindak para pihak yang merupakan
pelaku perusakan dan pencemaran ling kungan lelabh ditetapkan berbagai
peraluran perundang -undangan baik bidang lingkungan itu sendind mawpun
darl berbagai bidang scklor vang lerkail.
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Dalam penegakan hukum lingkungan dimaksud bisa dalam hal
penegakan hukum yang bersifat represif maupun penegakan hulam vang
bergifat preveriif terhadap terjadinya pelanggaran hukum lingkungan,
sehingga dalam hal ini melibatkan seluruh aparat penegalk hukum, termasuk
peningkatan kesadaran masyarakat vang mencakup kegiatan penyuluhan,
pervebarluazan informasi, pendidikan baik formal maupun non formal
tentang hukum dan lingkungan.

Demgan demikian, dapat dikatakan balvwa penegakan bukum lingkungan
sangat rumit dikarenakan hukum lingkungan merupakan suatu bidang
ilmu ki Varg ban_‘,'ak 59.&;1'11_1,'.%. Pem—_-gakan Talenm |1'11;:;k1,1n:::a11 melahai
upava ;J,P.ﬁmr;lt,f,r' dan n!prn:;'f.‘juga heranska FAFATI, milai dari Pr—,'n]r"u]u]'nan
hukum sampai pada penerapan hukuman vang bemapa sanksi, baik sanksi
admimistratif maupun sanksi pidana termasuk juga gantb kenzgian dalam
keperdataan. Sedangkan melalui penyvuluhan hukum dengan cara sosialisasi
dari mediamassasampai padaceramah dan diskusd serta pemanggnilangannya,
juga harus dimulai dari diri sendiri sampai pada masyarakat secara
keselaruhan.

Deh karena itu, dalam kerangka penegakan hukum lingkungan di
Indonesia mencakup penataan dan penindakan (compliasnce aind enforcemenf]
vany bersifat prevemtif dan represif mencakup hidang hukuom administrasi,
hukum perdata, dan hukum pidana, Tindakan yvang bersifat represifdengan
pengeunaan mstramen hukum dalam ljﬂm-!j_;a};an lukum ]i115_1k11nj_;an
meliputi hukum administrasi, hukoum perdata dan hukum pidana vang
diyakini umbuk saatini paling efekbt bahkan kefiga instrumen tersebut dapat
diterapkan sekaliyus Sesnai dengean TITN Moo 32 Tahom 2009 rienggenal Ha
mstrumen hukum dalam penegakan hukum lingkungan, yaitu hukum
adrnimistrasi, hukum perdata dan hukum pidana.

Terkait dengan penegakan hukum pidana lingkungan, penyidik tunggeal
masih banyak diternukan karena pihak penyidik hanva melakukan sendin
lalu melaporkan pada instanst penegak hukam lain, Dhsebut penvidik
tungizal karena yang melakukan penyidikan hanya kepolisian saja atau
penyidik pegawai neger sipil (PPN5) pada Thirektorat Penegakan Midana
Kementerian Lingkungan idup dan Kehutanan saja. Padahal sebagaimana
disebutkan di atas Puhisan Mahkamah Konstitus Nomor T8 TTUT-XIT2014

Rabricla Eelivasyi o« PERESARSS HURLMA LIRS (LR AR EEPIDAMAGH 11'5



telah menegaskan, bahwa penegakan hukum terhadap pelaku findak pidana
lingkungan hidup dilakukan secara ferpadu antara penyidik pegawai negeri
sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.

Dalam Futusan MK, antara lain, menvatakan kata “dapat” dalam "asal
93 Avat [1) UL Neror 32 Tahun 2009 fidak mempunvyai kekuatan hukum
mengikat,

Sebelum lahir pubesan ME Nomer T8PUL-XT204, penyidikan hnggal
atau terpadu sifatnva hanva pilihan, Hdak mengikat karena adanvya kata
“dapat” dalam redaksi Pasal 5 Avat (1) UL Mo, 32 Tahun 2009 vang
bn;'rhun_'_.ri: “Taalam t'a11gk.=1 piﬂ.l'u-,';-_';alcm'l hukum fHT]'IHlI]H]:'.I Pe.laku Hrcdal Pi:]ana
1111gk1:11ga11 hidup, dapat dilakukan ljenegakan Taknima I_'erpadu antara
peryidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinas
Mlenber.”

Setelah keluar Futusan MK Nomaor 1T8/PUL-XTE2014 tanggal 21 Januari
2015, Pasal 95 Avat (1) UL Mo, 32 Tahun 2009 diubah bunyinya menjadi:
“Mralam rangka penegakan hukum ferhadap pelakn tindak pidana
lingkungan hidup, termasok tindak pidana lain yang bersumber dari
pelangzaran undang-undani ini, diakekan penesaten ekum terpeda antara
peryidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi
Menmten.” {Kata “dapat” sudah ditiadakan). Dengzan demikian penyidikan
wajib dilakukan terpadu.

Telaslalh kahwa yanyg dimaksud oleh redals bara Pasal 93 Awvat (1) LTI
Mo 32 Tahun ZO09 tervebut di atas adalah sebatas penyelidikan dan
penyidikan. Yang terpadu adalah penyelidikan dan penyidikanmyva.
Sedanglkan penuntutan ke pengadilan tetap fungral dilakukan oleh
kejaksaan selaku perumbut umum.

Dalam praktiknya sering terjadi pihak PPNS pada Kementerian
Lingkungan TTidup dan Kehutanan dalam menvyidik tindak pidana
lingkungan hidup sendirian, tanpa melibatkan unsur kepolisian dan
kijaksaan. Alasan pithak PTG Kementernan Lingkungan TTidup dan
Eehutanan melakukan penyidikan indak pidana nglungan hidup tanpa
melibatkan kepolisian dan kejaksanaan karena belum ada koordinasi yvang
dituangkan dalam bentuk memorandum of understanding, atau kesulitan

tekmis latnnva vane terjadi di lapanean. Sehinees ada aneeapan amom
e ] i A i
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bahwa penyidik dari FI'NS Kementerian Lingkungan Hidup dan Kelmfanan
melakukan penyidikan secara terpadu hanva formalitas tetapi sesumggnhnya
pihaknva hanya sendin melakukan penyidikannya. Kemudian melaporkan
perkembangan penanganan perkara kepada instansi penegak hukum lain
(kepolisian dan kejaksaan), misalnya, pada saat surat perintah penvidikan
telah dikeluarkan oleh Direktorat Penegak Hukum Fidana Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Laporan awal vang disampaikan adalah: “Permberitahuan dimulainya
penvidikan™ atau SPDI, Setelah laporan dikirimkan, kernudian akan disusal
surat b:—n'iku’m}ra periha] "F.‘-!mbm'il'ahuan" idenbtas I'eraangkan}'a. Cleh
karena it sama wekali adak rercermin adan}'a 1,'H;‘r‘|:_;-"if]'”~;a1'l vang dilaknukan
secara terpadu antara FPNG, kepolisian dan kejaksaan.

Akibat hukum yang timbul dari penvidikan hunggal tanpa dilakukan
secara terpadu sebagaimana telah diminta oleh Putusan VK tersebut di atas
apakah penyidikan tersebut dapat dibatalkan atau dinyvatakan tidak sah
oleh hakim pengadilan.

Ada beberapa kemungkinan dapat terjadi yaitn perfese jika dakwaan
Taksa disusun Hdak memenuahi ketentuan KIUTTAT, maka dapat dinvatakan
tidak sah oleh hakim maka berarti bahwa proses peradilan pidana tidak
berjalan. Penegrakan hukum menjadi sia-sia vang sudah mempeluarkan biaya
tak sedikit unfuk penyidikan perkara, karena harus berakhir sebab berkas
]'::-tn':,-'i:]ﬂ-:an 1'.!4-!1'L'ara dm:,.'al'aka:'l tidalk sah. Kﬂmnn;_;kinan kedue adalah
penyidikan tungggal vanyg dilakukan PPMNS sah, namun dalam proses
selamjuinya seringkali pada tahap pembuktan di muka pengadilan Hdak
sinkron antara alat bukt vange dikumpulkan oleh PPMNS dengan pemahaman
Taksa Penunbut Lnmam sehinggza gajzal menghukum pelaku kasus-kasus
lingkungran.

Penvidik pegawai negert sipil {PPANS) lingkungan hidup dan kehutanan
tak hanya menghadapi tantangan berapa kekurangam sumber dayva manusia,
tetapi jugza haris menghadapl beragam masalah di lapangan. Tika salah
lamgkah dalam menghadapi masalah, vang terjadi adalah tujuan penegakan
hulkum lingkungan tdak tercapai. Pelaku perusakan dan/atau pencemaran
lingkungan tak kesampaian dihukom. TTal ini terjadi lantaran disebablkan,

Pertume, perbedaan pemahaman aparat penegak hukom dalam penerapan
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hukum pidana lingkungan hidup, Aparat penegak hukum masih berbeda
perseps fentang siapa vang harus bertanggung jawab dalam kasus yang
dilakukan oleh korporasi sebagaimana sudah diuraikan panjang lebar
tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tindak pidana lingkungan
pada uraian terdahulu, Kedua, pembuktiannya rumit. Penvidik kasus
lingkungan tak selamanya mempunyvai kapasitas untuk mengungkap ha-hal
teknis, Mengenai soal pembukfanini juga telah dikemukakan dalamoaraian
sebelummnya, Sebab alat bukb dalam kasus linghkungan bersifat ilmiah, Beliga,
kuatnva backiing pelaku perusakan lingkungan hidup. Korporasi akan
herusaha melakukan lobs dan penﬁaruh agar hisa lolos. Termasuk
kemungkinan e berikan sUAP. Hal imi liza dililhat kasus vang 1:!13111.1|'i,5
umgkap pada halaman terakhir yang herthasil di OTT cleh KPK yang terjads
Prowvingt Kalimantan Temgah. Keemnpal, pertanginimgjawaban korporasi imiuk
pengembalian kerugian negara. Prinsipnya, perusakan lingkungan hidup
dan sumber daya alam merupakan tindakan kejahatan vang menyebabkan
kerugian negara, baik dalam pengertian ekonomis maupun ekologis.
Penrvidik haris berusaha mendorong agar kerugian negara terpulihkan,
Mamun penyidik juza menghadap masalah jika kemugian negara sudah
dipulihkan, apakah proses hukum pidana tetap dilanjutkan? Sejauh ini
penyidik tetap meneruskan perkara pidana, dan pada saat yang sama
pemerintah melavangkan gugatan ke perusahaan. Misalnya, gugatan
terhadap perusahaan vang diduga membakar lahan.

Selain ity pentingmya menghilangkan kata dapat dalam redaksi Pasal
B3 ayat {1) UL No. 32 Tahun 2005 dapat dilihat dani dalil Fernohon Yudisial
Feview vaitu hahwa Pasal 85 avat (1) TTT Mo 32 Tahun 2009 menyatakan,
“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelakn tindak pidana
lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara
penyidik pegawai neygeri sipdl, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi
benteri®. Pemahon mendalilkan bahwa dengan adanya kata “dapat”
koordinas penegakan hukum tersebut menjadi suatu kebijakan pilihan,
sehingiza dalam prakbknva berjalan sendiri-sendir. Selam b, Pemohon
mengajukan permohonan konstitusionalitas norma vang menjadi mater
muatan pada frasa “tindak pidana lingkungan hidup®, vang seharusnya

termasuk tindak pidana lain sebagai pelanggraran terhadap T Mo, 32 Tahun
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209 supava sesuai dengan semangat UL Mo, 32 Tahun 200%, Bahwa dalam
rangka memberikan perlindungan hukum rerhadap masvarakat dan
lingkumngan hidupnya ULTNo. 532 Tahun 2004, sebagaimana diperfimbangkan
di atas, mendavagunakan berbagai ketenfuan hukum, baik hukum
administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana adalah suatu
keharaszan, Oleh karena ifg, UL Mo, 32 Tahun 2004, antara lain, dalam
penegakan hukum pidana lingkungan mempergunakan keterpaduan
penegakan hukum pidana dengan tetap memperhatikan asas wltimum
remeediun vang mewajibkan penerapan penegakan hukwum pidana sebagai
upaya teraklir sekelaly penerapan Penel::;:qkan hukum adminizbrasi :]iaﬁl::;::;a =
tidak berhasil, F‘tﬂ'neral}.an asas wibmunn resed u ind hal'l}-'a herlakn bag‘i
timdak pidana formil tertenha, vatha pemidanaan terhadap pelanggaran baku
muta ait limbah, emis, dan gangguan [Penjelasan Umum LT Moo 32 Tahun
2004]. Bahwa berdasarkan pertimbangan fersebut, pelanggaran terhadap
hukum hngkungan adalah Gdak bersirat fungal, karena di dalamnya
terdapat pelanggaran hukum vang bersifat administratif, perdata, maupun
pidana,

FPelangiratan tersebut juga terkait dengan permasalahan sosial dan
ekomomi atan kesejahteraan vang diamanatkan oleh Pasal 33 LLTY 1945,
(Neh karema ihg koordinas dalam penegakan hukum lingkangan menjadi
suahn yang niscaya. Keniscayaan koordinasi tersebut didasarkan pada Fakta
tentang; r]ampak humak limbah T3 ﬁvhagaimana :fli]':w’r:mhanj:kan dr atas.
Menmreneralisasi pelangzaran hukum lingkungan vang Hdak tungeal
sebagai suatn kejahatan juga sebagai tindakan ketidakadilan. Untuk it
torum koordinasi memastikan kategor pelangraran terhadap holorm
lingkungan tersebut. Dengan koordinasi, ketidakpasban hukum dan
ketidakadilan dapat dihindari dan bersamaan dengan itu terdapat peluang
untuk mewujudkannva. Berdasarkan pertimbangan hukom tersebut
permicthonan pengnijian konstitusionalitas norma dalam Pasal 95 avat (1)
LTI 32 Tahun 2009 beralasan menumit hukum, yaitu mengenat norma vang
terdapat dalam kata “dapat”; Kemudian permohonan Femohon mengenai
trasa “tindak pidana lingkungan hidup”, tindak pidana yang bersumber
dari UL N, 32 Tahun 2009 tidak saja tindak pidana hingkungan hidup,

tetapi puga tindak pidana lainnya, misalnya tindak pidana korups seperh
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kasus yang dimehenkan oleh Pemohon Mahkamah menilai fujuan dari
hukum acara pidana, antara lain, adalah unfuk memberikan perlindungan
terhadap hak-hak asasi warga negara dari kesewenang-wenangan negara
dalam penegakan hukum, Oleh karena penegakan hukum ferpadu yang
diatur dalam Undang-Undang a quo hanva terhadap tindak pidana
lingkungan hidup, padahal dapat saja tindak pidana lain, seperti tindak
pidana korapsi, terjadi sebagai akibat pelanggarvan terhadap ULD Mo, 32
Tahbun 204 maka adalah Hdak adiljika penegakan hukum terpadu tersebut
hanva mengenai tindak pidana lingkungan hidup, tidak mencakup tindak
Fi:flana 131'11n_1_r'.=r- (Heh karena ihg, frasa "tndak ]'J'::]aﬂa ]ingkunl::;an 111':]11p"
dalam 1;:-35.3] termiasuk ugza tindak Pidana lain wbaga'imana dizelnitkan di
atas.

3532 Implementasi Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu

Sebelum divraikan pelaksanaan penegakan Hukum Lingkungan
Terpadu di daerah, maka i sind dikemukakan secara umum beberapa
masalah yvang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan terpadu.
Dralam prakick pelaksanaan penegakan hukum selama ind lerutlama dalam
penanganan terhadap tindak pidana khusos banvak teejacdi kendala aldbat
tidak adaanva koordinasi antar lembapa penegakan hukum. Akibatnya vang,
lerjadi saling melempar langgung jawab alaau perebulan kewenangan.
Kehendak untuk menerapkan sistem peradilan pidana terpacdu menjadi isw
senlris®

Dengan adarya sisteimn peradilan pidana vang teepadu (ieeraicd ceimina
fwstive syslen) dalam penanganan perkara pidana akan teedapal koordinast
anlar penegak hukum dengan lelap mengedepankan independensi dari
kowenangan masing-imasing lembaga poenegak hukum terschul, Istilah
sistem peradilan pidana (crisinal justice spstew) menunjukkan mekanisme
kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar
pendekalan sistem. Beminglon dan Ohlin mengemukakan balvwa ceimival
instice sysiem dapal diartikan sebagal pemakaian pendekalan sislem
terhadap mekanisme adminisieasi peracdilan pidana, dan peradilan pidana
sebagai suatu sislem merupakan hasil inleraksi anlara peraturan perundang-

o Ida Feemzla feunya, Feamusan Ketenman Fidana dalam U0 S, 20600008, EARLUS Mo 2000 Degsmmber2 00,

hlrm. 0z7r
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undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
Pengertian sistern it sendin mengandung implikasi suaha proses interaksi
yang dipersiapkan secara rasiomal dan dengan cara efisien imhik memberikan
hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.® Sedangkan Mardjono
Reksodiputro, memberikan batasan sistemn peradilan pidana adalah sistem
pengendalian kejahatan vang terdivi dari lembaga-lembaga kepolian,
kejaksaan, pengadilan dan pemaasyarakatan terpidana ™ Crimina! fustice
systent adalah juga sisten dalam suahs rasyarakat untuk menanggulang
masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan
kejaharan agrar berada dalam katas-hatas toleransi ma sva rakat. Tujuan dari
diad akam1}ra gigtem Pr-_'radi]an Piu:] ana adalah men m;lgah masya rakat menjadi
korhan kejahatan, menvelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga
masvarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah
dipidana serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan
kejahatan tidak mengmilangi lagi kejahatannya. Thmgan demikian berdasarkan
fujuan fersebut, dapat disebutkan dengan dimasukkannya sistern peradilan
pidana dalam UTT Tingkungan TTidup dapat dimimimalisit kenadinya tindak
pidana lingkungan hidup dan penanganan serta penyelesaiannya dapat
dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua komponen penegakan
hukum pidana.

sebagal wujud dari penegakan hukum lingkungan secara terpadu, maka
telah :]il‘andafan;:ani k:—tg—::—*}}aka’ran hersama antara Nenten T.1'11Er,k1:|nls_rlan
TTidup, Kepala Kepalisian Republik Tndonesia, dan Taksa Agung Republik
Indiomesia Momer TIMMENT DS Z01T, Nomor BR205GTT2000 dan omor
EFP-136/ A A07 2011 temtang: Penegakan TTukum Tingkungan Terpadu
pada ranggal 240 Tuli 20017 (unhuk jelasnya Kesepakatan Bersama ini
dilampirkan padabagian belakang hab ini). Pasal angka | dalam Eesepakatan
Bersama disebut bahwa Penegakan TTukum Lingkungan TTidup Terpadu
adalah upava yvanyg dilaksanakan secara sinergi dan integral untuk
meningkatkan efektivitas dan efisiens pemegakan hukom pidana lnglaomngan
hidup oleh unsur Kementerian Linglungan Thidup Republik Tndonesia,
Kepolisian Negara Republik Tndonesia, dan Kejaksaan Eepublik Tndonesia
vang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Lingkungan Thidup. Maka

= Homll Atmcsasmetz, 2000, Sistem Ferad-lan Midong Bocteonporer, Kencana, Tizark, hin 2.

o Thid
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dengan adanya Kesepakatan Bersama ini berrujuan uniuk mengoptimalkan
penegakan hukum linglangan hidup dalam menangani kasus linglamgan
hidup melahai:

a. koordinasi antara Kementerian Lingkungan Hidup Eepublik
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan
Republik Indonesia;

b harmonisasi pemaknaan hukumikesamaan persepsi dalam
menghadapi kasus lingkungan hidup antara Kementerian
Lingkungan Hidup Repukblik Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, dan T'ifl-_'jakl,-:a.an Rﬂpulﬂi}; Indonesia;

i

]:'.ll';"1'|'i1'|g|-|:._=|l,'F.|T'| I-;apas-iras dan kq:nmpermu-:i dalam Pr—,'negakaﬁ huknm
lingkungan di ingkungan Kementerian Tingkongan Thdup Republik
Tndomesia, Kepolisian Megara Republik Tndonesia, dan Eejaksaan
LRepublik Indonesia;

d. pertukaran data dan informasi; dan

B, ljm'nhn-_'n fakan Tim F'rﬂ'uegak an TTukum Tan gkungan T T1'-:']1:|1'J Ter]:na .

Tang dimaksud dengan Tim Penegakan Hukwm Lingkungon Hidup
Terpadu adalah tim yang dibentule dan unsur Kementerian Lingkungan
Hidup Eepublik Indonesio, Kepolisian MNegara BEepublik Indonesio, dan
Kujaksaan Republik Indonesio untulk memingkatkon cheldivitas dan chsicens
pencgakan hukum pidana lIngkungon hidup, Selain ite juga dibentul Tomn
Labungan Penanganan Pockara Tindak Micana Lingkungan Hidup, acalah
tim vang dibentuk dart unsar Penvidik Pegawal Negeri 5ipil Kementerian
Lingkungan Hidup Republils Indonesia, Penvidik Kepolision Megara
Fepublik Indoncesia, dan Jaksa vang ditetapkan oleh Moenteri Nepara
Lingkungan Hidup untuk menangani perkara tindak pidana lngkungan
hidup.

Tim Pencgakan Hukum Linglungan Hidup Terpadu sebagoimaona
clisebutkan di atas terdird atas:

a pengarabh yang berasal dart unsur punpinan di Kemoenterian
Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kepolisian Negara Bepublik
Indonesia, dan Bejaksaon Republik Indonesia vang menvelenggarakan
tugas con tungsi di bidang tindak picdona lnglangan hidep;
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b. pelaksana vang berasal dari unsur pelaksana teknis di Kementerian
Lingkungan Hidup Republik Indomesia, Kepolisian Megara Republik
Tndomesia, dan Kejaksaan Republik Tndonesia yang menyelengizarakan
fugas dan fungsi di bidang tindak pidana lingkungan hidup;

. sekretariat yang berasal dari unsur unit penegakan hukum pidana
lingkungan hidup Kementerian Lingkungan Hidup Republik
hdomesia,

malah satu point penting dan kerjasama ini adalab dalam rangka
kelancaran pelaksanaan operasional penegakan hukom lingkungan bidup
terpadu, Kemontenan Linglungan Thidup Republik Indonesia, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, dan Eejaksaan Republik Indonesia bekerja sama
untuk saling memberikan data dan informasi yang terkait dengan bindak
pidana lingkungan hidup.
Felaksanaan di dacrah dapat kita ambil contah yvang dilalkokan oleh
Pemerintahan DRI Jakarta. Schagai pelaksanaan dari Peraturan bersama
tentang penegakan hukum lingkungan hidup dibentuk Tim Fenegalkan
Hulkum Lingkungan Hidup Terpado Dacrah,
Tim Penegokon Hukum Lingkungan Hidup Terpado sebagaimana
dimaksud terdiri dari:
g, Satwan Tuges Penyelesalan Permasalahan Lingkungan Hidup
(=TI2LH];

b Sotwan Tugas Mencegakan Hukum Linglkungan (STIPHL); can

¢ Sekrotariat Pembentukan Tim Penegalian Hukum Lingkungan
Hidup Terpadu sebagaimona dimaksud di atos ditctapkan dengan

Kiputusan Gubernur.

SatuanTugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STF2LH}
lerdiri dari:

1. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

2. EKelompok Kerja Penelitian;

3. Eelompok Kerja Teknis;

4. Kelompok Kerja Hukum,

STPZLIT mempunyai tugas antara lain yaitu:
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a. Verifikasi hasil pengawaszan afan pengaduan yvang selanjutnya
memberikan rekomendasi penegakan hukum administrasi dan/atan
penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atan penegakan
hukum pidana kepada instansi terkail danfatau tim terkait yang
tergabung dalam satuan tugas sesuai dengan kewenangan masing-
mMasing

b Penyusunan dan pengajuan gugatan ganti kerugian untuk
pervelesaian senghketa lingkungan hidup melaloi pengadilan atau
menyelenggarakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Tuar
Pr;ml::;adﬂan.

Apabila telah terbentuk Lembapa Penyedia Jasa Pelavanan Penyelesaian
Sengleta Lingkungan Hidup di Loar Pengadilan, maka mediator pada
lembapry tersebut merupakan bagian dari STP2ZLH.

Satuan Tugas Pencgakan Hukom Linglungan (STUHL) terdind dari:

ay TINS5 Lingkungan Hidop;

bl Penyidik LR

¢l Jaksa/Tenontut U,

Saluan 'Tugas Penegakan Hukum Lingkungan (STPHL) mempuanyai
lugas melakukan penvelidikan (PULBAKEL), penvidikan, penuntulan dan
supervisi terhadap suatu kasus vang memeruhi kriteria telah terjadinya
perwermnaran danatan perusakan Lingkungan {bukt permulaan yang cuka)
alau adanva dugaan lindak pidana Mekanisme pelaksanaan tugas STPHL
sebagaimana dimaksud di atas dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
perundang-undangan vang berlaku, Dalam rangka pelaksanaan operasional
penegakan hukum lingkungan hidup terpadu dibentuk/ditunjuk Badan
Fengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Propinsi DKI Jakarta sebagai
Sekrelarial, vang berlugas memperlancar pelaksanaan operasional (im
penegakan hukum lingkungan hidup terpadu.

lata Cara Pengaduan apabila diduga telah terfadi adanya pencernaran
dan atau perusakan lingkungan hidup akibat suatu kegiatan, seseorang atau
sekelompok orang dapat melaporkan baik lisan atau terhulis kepada instansi
pemerintah terdekal misalnya Kelurahan, Kecamatan, [nslansi vang
bertanggung jawab di bidang pengelelaan lingkungan hidup, Kantor
Eepolisian terdekat atau langsung kepada Satuan Tugas Penyelesaian
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Permasalahan Lingkungan Hidup (SIT2LH) vang ada di BFLHD Propinsi
KT Takarta.

SeHap orang vang mengadukan dugaan adanya pencemaran dan atau
kerusakan lingkungan harus memberikan keterangan secara rinci beberapa
hal vang meliput:

al Idenfitas pengadu.

by Thagaan sumber pencemaran dan afau perusakan lingkungan,

o) Wakhu terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan,
dy Akibat yang terjadi.
g]  Keterangan lain.

Instanst pemoerintah yang menerima pengadoan adanva dugaan
pencemaran danfatan perosakan linglkongan hidup mencatat semua
keterangan yvang telah disampaikan baik secara lisan ataopun tertulis.
Apabila dugaan pencemaran dan atan perosakan linglungan hidup
dilaporkan kepada Instans pemerintah vange ada di wilavah Kabupaten/
Eota, instanst yang bersangkotan wajib membuat laporan berjenjang kepada
Bupati/walikota dan tembusanya kepada Gubernur melalul Satuan Tugas
Penyelesaian Dermasalahan Lingkungan Hidup (STPZLH) vang ada di
BPLHD sckarang namanya menjadi Dinas Lingkungan Mropinst DEL Jokarta.,
Satuan Tugas Penyelesaian Permasalaban Linglkungon Hidup (STP2LH)
vang mencrima laporan pengaduoan langsung atou tembusan sclanjutnya
melakukan veritikasi dan rapat koordinasi dengan anggota tim dan instansi
terkait untuk menentukan tindakan penanganan lebih lanjut.

Setelab diadakan verifikasi don rapat koordinasi STP2ZLH selanjutnyva
moembuerikan rekomendasi penegakan huokom administrasi danfatau
penyelesaian sengketa lingkungan hidup danfatau penegakan hukom
pidana kepada instansi lerkail danfatau tim terkait vang tergabung dalam
satuan tugos Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup ter padua.

Sekarang lanjut denpon uraian tahap penegakon hukomonya sebagai
brerikut:

i, Penegokon Hukum Administras

Sanksl Administrasi dijatubkan oleh Gubernur/Bupati/Walikola

berdasackan veribilas hosil pengawasan atau pengaduan oleh Pejabat

Pengawas Lingkungan Hidup yang tergabung dalam STI2LH.
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Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan vang melakukan
pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup akan dikenakan sanks administrasi sesnai peraburan
perundang-undanganyang berlaku.
Penegakan Hukum Pidana, vang terdiri dari:
- Tahap Penvidikan
1. Penyidikan terhadap indak pidana lingkungan hidup dilakukan
apabila telah ada bukii permulaan vang cukup sesaat penmdang-
undangan.
2, Pﬁn}'i:]ikan dilakukan olel F"H'l_‘,.’i!l!]'ik POLET dan atau P'ejabar
Ten !.ri-dﬂc F‘r-_'gawai f\:egtﬂ'i E‘ipi] yang, ?eTga]nmg dalam STFPHI.,
3. Apabila dalam pelaksanaan penyvidikan dilapangan mengalami
hambatan, maka Penyidik POLRT wajik memberikan hantuan
penvidikan dan pengamanan baik terhadap barang bukti
maupun keamanan pehigras, vang sedang melaksanakan mgas
penyidikan di lapangan,
4. Tralam hal Penyidik POT RTmelakukan penyidikan, STPTTT waiib
memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka percepatan
penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup,
2. Bantuan penyidikan dan pengamanan Kepolisian diberikan
kepada:
Petugras STPTIL vang akan dan sedang melaksanakan proses penyidikan
CHah TEP, termasuk kegiatan pencarian dan penyitaan barang bukt
sorta mencart tersangka maupun pengumpulan bahan keterangan dari
para sabksi-salke.
Petugas STIHL vang akan dan sedang melaksanalan tuges penyvidikan
tindak pidana hingkungan hidup.
Metugas STPHL vang akan dan sedange melaksanakon tindakan penyvitaan
barang maupun danfatau mombawa barang bukti dari tempat kejadian
ke Tempat Penvimpanan atau Rumah Menyimpanan Benda Sitaan
Mepara (RLTBASAMN).
Dalam upaya menuntaskan proses penyidikan, maka Petogas STPTIL
wajib melaksanakan koordinasi dengan Penyidik POLRDsesuai peraturan

crundang-undanean vane borlaloo.
3 Ll .lr (]
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g, Hvaluasi Koordinasi antara Petngas STPHL dengan Penyidik POLRL
dan Pihak Kejaksaan (Jaksa Penunfut Umum) dilaksanakan secara
berkala minimal 3 (Hga) bulan sekali. Sebelum berkas perkara Tahap
Pertama diserahkan kepada Penuntut Lomum, Penvidik Waijib melakukan
(zelar Perkara.

- Tahap Pemmitutan

a)  Pemuhatan indak pidana lingkungan hidup dilakukan terhadap
perkara hasil penyidikan vang telah dinvatakan mememihi
syarat formil dan materiil oleh Permunbut Lmum dan telah diikué
den Fan pen :.-'491'511 an tarsan ;-_';[v: a saerta haran i hulkt kel'.l acda
Fermmbut Llnanema,

b} Perumbutan sebhagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Jaksa
Fermnbut Umam baik vang bergaumngg di dalam maupun di Tuar
STFHL sesuai perafuran perundang-undangan.

o} Jaksa yangtergabung dalam STPHIL dapat melakukan koordinasi
pemnitan ferhadap Jaksa Penumbat U di luar STPHT yangs

menangani perkara.

Dalam rangka pelaksanaan operasional penegakan hukom lingkungan
terpadu, Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kejolksaan Tinggl, dan Kepala
Pusat Pengelolaan Lingkungon Hidup REegional Jawa bekena sama untuk
saling membernkan data dan informast yang diperlukan vang boerkaitan
dengan perkembangan masalah-masalah pencemaran dan perusakan
linglkungan.

Sclain itu dalam rangka pengembangan sistem penaatan, Gubernur,
Eepala Eepolisian, Kepala Kejaksanan Tingel, dan Kepala Pusat Pengelolaan
Lingkungan Hidup Fegional Jawa bersepakat melakukan sosialisas dan
penyulubhan Penegakon Hukum Ling kungan Hiclup.

Demilian pula Gubernur, Kepala Kepolisian, Kepala Kojaksaan Tinggi,
dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Begional Jawa bersepakat
melakukan pengembangon sumber davi manosia melalui pendidikan dan
pelatiban dalam rangka pembentukan sistem Menegakon Hukum Lingkungan
Hidup Terpadu, Pendidikan dan pelatihan dapal disclenggarakan oleh
Eepala Pusat Penpgelolaan Linglungon Hidup Begional [awa dan atou
masing-masing instansi.
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3.4.PENUTUP

Berdazarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa karena tindalk
pidana lingkungan bersifal kompleks maka penegakan hukum lingkungan
dilakukan secara lerpadu. Oleh karena telah dilakukan kesepakalan
krsepakatan bersama antara Menteord Lingkungon Hidup, Kepala Kepolisian
Fepublik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Momor 117
MENLH/OZZ011, Momor B0V 12011 dan Noemor EEP-156/ A/ A0 2011
lerlang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada langgal 26 Juli 2011,
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Barda Nawaswi Ariel, 2007, Masalal Penegaken Hukuw dan Rebiiakan Hukaw
Pidana datgar Penangpwlaagan Keishaban, Kencana Prenacla Media Group,
Jakarta.

Dikdik b, Ariel Mansur dan Elisalris Gultom, 2007, Lirgensi Peelindurnizan
Korban Eejahelan Aniara Nora dan Realita, P Kaja Grafindo Persada,
Jakarta.

Eddy 0.5 Hiarie] (ed), 2006, Bunga Bawmpai Hikuw Didena Khisus, Pena,
|akarta.

Ida Eeumala Jeumpa, feraonusan Kelenlvan Pidana dalam LLD No, 322009,
KANLN Mo, 532 BEdisi Desember 2010,

buladi dan Dwidja Privatne, 2010, Perigrggiingisegoan Pidana Korpoeasi,
Kencana 'renada Media Group, Jakarta,

Fomli Almasasmila, 2010, Sisten Ueradiian Midana Kolemporer, Kencana,
Jakarla.

LAMPIRAN

kesepakalan bersama antara Menleri Lingkungan Hidup, Kepala Kepolisian
Eepublik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Momor 117
MEMLHAOF 2011, Momor B205 1172011 dan MNaomor KEP-156/ A TA 072011
tentang Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu pada tanggal 26 Juli 2011
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BAB IV
BARANG BUKTI
TINDAK PIDANA HASIL HUTAN

4.1 PENDAHULUAN

Permasalahan barang bukti darl lindak pidana penggunaan kawasan
hitan atai dizga! logaing dengan perlimbangan silalnya cepal rusak/busuk
dan blava penvimpanan Unggl, maka pihak Kejaksaan vang menangani
perkara memoehon barang silaan tersebutl untuk dilelang, Sesual dengan
kelentuan vang berlaku Baliwa barang bukli sitaan memerlukan ijin dari
Eelua Pengadilan lempal perkara berlangsung dan wang hasil lelang
dipergunakan sebagal bukli dalam perkara itu,

Dalarn kaitan ini karena menvangkut soal hukum acara, maka hukom
acara vang dipergunakan di dalam pemeriksaan kasus lindak pidana illegal
logaing di pengadilan didasarkan pada KUHAP, Hal ini dikarenakan
Undang-Undang Kehulanan tidak ada mengatur hukum acara lersendiri
sehingga hukum pembuklian vang dipergunakan adalah pembuklian vang
ada dalam KUHAL

Sebagaimana dimaksud dalam Masal 11 dan Pazal 12 Keputusan Jaksa
Agung Bl Mo, KEP-UBYLAYEE lenlang penyelesain barang bukti, yakni
apabila dalam sualu putusan Pengadilan terhadap barang bukti yang
dirampas untuk Negara dapal dilelang untuk di jadikan barang bukli i
pengadilan,

Pengelolaan barang silaan selama ini masih menjadi urusan masing-
masing inlansi penegakan hukum, Pada pemeriksaan di tingkal penyidik,
barang sitaan disimpan di kanter Pelisi dan setelah diserahkan kepada
penuniul umum barang sitaan disimpan di kantor Kejaksaan. Koordinasi
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vang rerjadi hanya dilakukan secara perorangan antara penyidik Polri vang
menangani perkara dan penuniat urmam, pada saat penverahan berkas
perkara oleh penyidik FPolr vang dilanjutkan penyerah barang bukt
pembalakan liar (illegal logging),

Selanjuinya, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48/
Menhut-I1/2006 tentang petunjuk Pelaksanaan Pelelangan hasil Huran
Temmian, sitaan dan Rampasan dinyatakan™
1. TTasl TThatan Temuan adalah hasil hutan yang; berdasarkan pemeriksaan

ditemukan di dalam dan atau di luar hutan yang tidak diketahui

identitas vang memiliki atan vang menguasai atau vang mengangkul‘_.
haik nama manpun a]amal‘n}ra;
2. TTasil Thitan Sitaan adalah hasil hutan vang disita berdasarkan hukom

acarta pidana sebagai barang bukh dalam pekara pidana;

i

Hasil hutan Rampasan adalah hasil hutan yang dirampas untuk negara
berdasarkan keputusan Pengadilan vang telah mempunyai keknatan

hurkum tetap.

Penanganan kayu hutan berupa kavo hasil hotan bemoan® kayuo hasil
sitaan®™ dan kayu hasil rampasan ¥ agar tidak rusak sehingga nilai
chonominyva tidak berkurang,

Mengacu pada peraturan Kemenberian Kehotanan terscbut di atas, maka
mekianisme pelelangan terhadap hasil hutan temuoan, sitaan dan rampasan
dilaksanakan Jdi kantor lelang negara dengan cara pemohonan lelang
mengajukan penawaran. Setelah proses lelang selesal, pemohon lelang
melaporkan pelaksanaan pelelangan seeara lenglap dan berjenjang ke paca
Kementerian Kehuotanan, Kementerian Kenamran, Jaksa Apung, dan Eepala
Foepolisian Republik Indonesta, Fermohonan lelang untuk obyvek lelang hasil
hutan acdalah Kepala intansi vang mengenal bidang kehotanan setempat.
IMermohonan lelang untuk obyek lelang hasil hutan sitaon adalab Penvidik

¥ Lihen Pasal Cangbor L2l F Peeadoran Menbiz: Exbutanzn Homiee PG 2denbot-05 2008 Lelang pebaniuk 2k
Frlelamgzan hasd Hoven Temuem, shaan dan Eaopaen

B Eaveuw Besil bermooe adalel kayvu bussil yacgle Berdeackon pemenbesen ditemucsan & delam daz di buar vang ek

dikzbon idenlias varg memliki ko menguasal slao meogakol biak name monpam alamaloys,

Ezzeu hassil hutan sibaen adfaled koo hzsd Balen vang clisils beodasarkan hukam avare, pudaca sebagai bamng ukl

delam ceeckaz prdanz

Ezpu Bl mampasaz adalan kayu kasil buien vang dimampas uiok cegars bendasarkan pulusan progadilan vaog

leah mermpunyal kebalan hukum el
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apabila kasus dalam proses penyidikan atau Fenunhat Lmum apabila berkas
penyidikan telah berada di penuntan umam, Pemohon lelang ook obvek
lelang hasil pembalakan liar ({llegal logying) hasil rampasan negara adalah
Kepala Kejaksaan Megeri.*

Dengan demikian dipercleh pemahaman bahwa eksekusi Bejaksaan
vang menyebabkan lelang adalah berupa karang temuan dan sitaan,
rampasan Kejaksaan yang berasal dari swatu barang bukH dalam perkara
pidana, Eksekusi lelang Kejaksaan tersebut dapat merupakan barang bukb
vang berasal dar penvidik maupun intansi-intansi lain antaranya Direktorat
Bea dan Culiail atan T Perhutani,

“en gingar bm'ang hukA hasil huran inimasih bisa dimanfaatkan unimk
Lepentingan sosial daripada dimusnahkan dalam KTTTATP Hdak ada
pengaturannya. Oleh karena itu penulis melakukan kajian beberapa

pera mran perundang-undangan YANg terkait.

4.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas permasalahannyva adalal hagaimana

F h i
prosedur permanfaatan barang bukt tindak pidana penggEunaan kawasan
hutan untak kHPthng'rm sisial?

4.5 PEMBAHASAN

4.3.1.Dasar hukum pemanfaatan barang bulkti:

i, U Ned 41 Tahun 1999 tenlang, Echutanan
Drazar pemantaatan barang bukli lindak pidana ada pada Pasal 78 ayal
i(15) Undang-Undang Nomor 41 Lahun 1999 lenlang Kehulanan,
menentukan: “Semua hasil hatan dari hasil kejahatan dan pelanggaran
dan alau alat-alal lermasuk alal angkulnva vang dipergunakan unluk
melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam pasal ini dirampas untuk Megara™,
Eetentuan ini menunjukkan semina sarana yang lerkail dengan kejahalan
dan pelanggaran lindak pidana kehulanan dirampas, lelapl lidak
disebulkan kegunaanya.

# Lihar Fesal 7 beparhusan Perabarar Menber) Belvotanzn bommor Badidenbor 00200 sekang petursak Pelaksinacn
Pelelangar: Basil Dlutan Temuan, sitaan Care Bampasan.
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LU Mo, 15 Tahun 2013

Pasal 21 TLT Mo, 18 Tahun 2013 jelas ada larangan vaiho:

Sefiap orang dilarang memanraatkan kayn hasil pemmbalakan liar dan/
atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah vang berasal dari
hutan konservasi,

ULN Mo, 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Fatan HHK berabnya adalah semangat untuk mencegah dan
memberantas perusakan hutan, TTal ini rengingat sernakin canggzih dan
sermakin kompleksiya tindak pidana di bidang kehutanan, Dewasa ini
peru gakan hutan tidak ]agi sekaedar dilakulean oleh OTATI PRTSROTAN AN,
retal,'li telah melibhatkan E;q:nrpq}r.a 51 dan dilakukan secara tr—,n‘mrganiﬁir.
Upava menangani permsakan hotan seamgenhnya kelah lama dilakukan,
tetapi belum berjalan secara efekbif dan belum menunjukkan hasil yang
optimal. Hal itu antara lain disebabkan oleh peraturan perundang-
undangan vang ada belum secara tegas mengatur tindak pidana
perusakan hutan yang dilakukan secara terorganizasi. Oleh kavena i,
diperlukan payung hukum dalam bentuk indang-undang agar
perusakan hutan terorganisast dapat ditemgani secara efekhif dan efisien
serta pemberian efek jera kepada pelakunva. Termasuk juga penanganan
barang bukt hasl kejahatan tersebut di atas.

e T M. 28 Tahon 1993 tentang Derlindungan Hotan,

Perlindungan hutan berdasarkan T Mo 28 tabun 1985 dilaksanakan
dengan muoksud menjaga kelestarian hutan agar dapat buerjalan sesuai
dengan fungsinya. Untuk itu, dilakukan vusaha-usaha, kegiotan, tindalkan
untul mencegah kerusakan-kerusakan hutan dan hasil-hasil huotan,

Dalam pelaksanaan perlindungan hutan, terdapat beberapa aspek
pendekatan vang harus diperhatikan vakn aspel yaridis, aspek fisik,
serta dilakukan secara fisik, preventif, dan represif. Tindokan
perlindungan hutan pada aspek pendekatan vuridis dalam hal ind lebih

cenderung dilakukan sebarat vpaya peneegahan atas gangpuan hutan.

ol Peraturan Menter? Lingkungan Hidwp Cran Kehutanan Republik Indonesia
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Momor P26/MENLHESETIEN/KUM. 142017 Tenlang Penanganan
Barang Bukti Tindak Pidana lingkungan Hidup Dan Kehutonan,
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e. Meraturan Menteri Kehutanan Nomor PAas/Menhut-112006 tentang
pefunjuk Pelakzanaan Pelelangan hasil Hutan Temuan, siraan dan
Rampasan.

. Keputisan [aksa Agung Nomor: KEP US91AE198E dan Surat Bdaran
Taksa Agnang Nomor: SE 03T/-5/471%88 tanggal 6 Agushus 1988, tentang
Penvelesaian Barang Rampaszan.

4.3.2, Status Barang Bukt Tindak Pidana Penggunaan Kawasan Hutan

Berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Momor: KEP 05871 AR 1985
dan Surat Edaran Jaksa Apung Momor: 5E -D3/B/E-5/8/ 1988 tangpal 6
Agustus 1988, tentang Penvelesalan Barang Rampasan balvwa Peruntukan
pemantfaatan barang bulkti dilakukan terhadap barang bukti temuoan
clitujulaan wntulk:

i, kepentingoan pembuktion perlara;

b.  pemantaatan bagi kepentingan pengembangan o pengetabuan;

clanalan

C. kepentingan publik atau sosial.

Perunbukan pemanfaatan barang bukti ternuan dilakukan berdasarkan
izin peruntukan dari ketua pengadilan negeri setempat. Permohonan izin
peruntukan dilakukan oleh penyidik, dengan melampirkan:

a. laporan kejadian;

b.  berita acara remuan barang bukt;

¢ pengumuman barang bukti temuan; dan

d. laporan kemajuan hasil pengumpulan bahan dan keterangan

(Pulbaket).

Permohonan tein peruntukan dilakokan setelah 14 (empat belas) han
sejak penvidik mengumumkan baranyg bulti temuoan pada media lokal
setempat. Berdosarkan permobonan iin peruntukan, ketua pengadilan
nuegzert setempat menetapkan icin peruntukan pemanfaatan barany bukh
paling lama 3 (Hea) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Cleh karena o pemanfastan barang bukh tidak sembarang ataw sesuka
hati para penyidik atao penuntut umum melainkan berdasarkan isin

perantulan oleh Ketua Mengadilan nogeri sctempat agar sebelum diberd izin
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dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan vang cukup untuk menenmikan
pemantaatan unhuk apa barang bukf hasil kejahatan kehutanan tersebut,
Geberapa yurisprudensi ferkait dengan barang bukh menvatakan: skahas
barang bukti dan persoalan kepada siapa barang bukti harus dikembalikan
adalah termasuk kebijaksanaan judex Factie kecuali kalan ditentukan lain
olehidang-undang (Putusan Mahkamah Agung BNo. 100 KR 197 tanggal
6 Mei 1975). Apakah diserahkan kepada pihak vang paling berhak {saksi
korhan atan pihak keliga) dilampirkan dalam berkas perkara vang terpisah
atau dirampas untuk negara. UL Momor 7 Tahun 1955 dan Pasal 39 KUHAP
peTampasan tidaklah dihariskan (Fufuzan Mahkamah A;{ung Mo, 22 Kf
Er 1004 r.angga] 22 Desemiber 1961). Te?al,'li hm'ang Pukti vang terdivi dari
barang vang diperoleh dari Bndak pidana koropst hanas ditampas untok
negara {Fufusan Mahkamah Agung Moo 20 E/E 1970 tangeal 1 Tuli 1978).
Futusan pengadilan tentang status barang bukt merupakan wewenang
fudex factie majelis hakim (Putusan Mahkamah Agumg No, 107 KR 1977
tamggal 16 Okiober 1975). Tlalam hal rerdakwa dibebaskan dari segala
tunfutan hukum, maka semua barang bukb hams dikembalikan kepada
terdakwa (Futusan Mahkamah Agumg Moo 87 K ER1970 tanggzal 5 Waret
19725 Putusan ME Mo, Q21 PUL-TI200522 vang menclak permohonan
pemilik barang yang Hdak terlibat kejahatan dalam dissenting opinion
menyatakan bahwa apakah barang bukh memupakan milik terpidana atan
milik orang lain yvang digunakan terpidana untuk melakukan kejahatan
haruis dilihat dar legal construction kepemilikan barangg tersebut. WE jugga
menyatakan bahwa penjatuhan pidana apakah barang akan dikembalikan
pada pemilik, dirampas onbuk negara, dirampas untuk dimosnahlan atan
tetap disita unhuk perkara lain diserahkan pada kebijaksanaan judex fackie.
[adi hakim vang akan mermutuskan mengenat skatus barang; bukb tersebut.
Terhadap adanya barang rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan
vany dibiarkan msak dan hanour sehingza tidak mempunyai nilai elkonomis
adalah sangat disayanykan, maka dengan menggrunakan legal comstrochion
vang ditentukan dalam putusan ME Mo, 21PUL-T2005 dan Pasal 3
Feputusan Taksa Agnungg BT Mo, KRP-I08% T AT 558 tentang Penyelesaian
Baranyg Rampasan yang menvatakan: “Penyelesaian barang rampasan

dilakukan denggan cara dijual lelang. Flbekusi Barang Rampasan Tlasil
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I'indak Fidana Kehutanan FPasca Pubusan Mahkamah Konstitusi Nemeor 021/
PLIL-TIZ0X05 melalui Kantor Lelang Megara atan digunakan bagd kepentingan
negara, kepentingan sosial atan dimusnahkan atau dirnsak sampai bdak
dapat digunakan lagi”, maka perspektif eksekusi puhusan pengadilan barang
rampasan hasil tindak pidana di bidang kehutanan adalah sebagai berikut:
1. Kejaksaan MNegeri meminta penetapan pengadilan nntuk menambah amar
pufusan pengadilan tentang status barang bukH yaitu “barang divampas
untuk negara dan digunakan untuk kepentingan sosial”, 2. Potusan
pengadilan negeri pada waki vang akan datang dalam amamyva dapat
membuat putusan yang bE‘Tbl]ﬂ_‘:,-"i “harang i.'l'iTF.I1'|1FF.I'_-T. untuk TEgara dan
dig‘unakan unhalk kr;-lje:'ll_'ingan woial”, Oleh karvena KUH AT menmiberikan
kebijaksanaan tentang stahus barang bukf yang diserahkan pada judex
factie, maka demgan amar putusan pengadilan di atas, ekselusi puhusan
pengadilan terhadap barang rampasan hasil tindak pidana di bidang
kehutanan dapat dilaksanakan oleh jaksa dengan menyerahkan balok atau
papan dari hasil kejahatan di hutan lindung unfuk pembangunan sekolah,
rumah-mamah ihadah, dan lain-lain yang sangat membutuhkan material -
material tersebut, sehingga nilal ekonomis dari barang tetap dapat
dimanfaatkan.

Berdasarkan vraian di atas, perspekbf eksekust putusan pengadilan
terhadap barang rampasan hasil findak pidana di bidang kehutanan adalah
ol ETIgEAT hakim mi—!ng;._ruﬂakan tercthosan berdasarkan huakam ]:'.ITI,:I:.'_’ITH'_-\.'i f, waiha
mermutuskan dengan amar putusan pengadilan vang berbunyi “Barang
bukt dirampas untuk negara dan digunakan unfuk kepentingan sosial”.

Selebibmya barane-barang rampasan dari beberapa putusan pengzadilan,
dapat dijual bersama-sama apabila pengiabungan tadi diperkitakan akan
mernberi hasilvang lebih batk dari pada jika dijual sendini-sendin. Ataujika
barang-barany tadi dijual sendiri-sendirt tidak mungkin ada pembelinya
karema jumlah barang terlalu sedikit. Dalam hal ini 1jin menjual lelang
diajukan sendiri-sendin, tetapi pelaksanaannva dilakokan bersamaan.
setelah diberikan kepubasan ijin untuk menpal lelang barang rampasan,
segrera dilakukan pelelangan dengan perantara Kantor Lelang Megara sesuai

ketentuan vang berlakn.

Rabricla Eelivasyi o« PERESARSS HURLMA LIRS (LR AR EEPIDAMAGH 1?5



4.4 Tata cara Femanfaatan Barang Hukti Iindak Pidana Penggunaan

Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Sosial

Rerdasarkan ketentuan Pasal 48 TIL Moo 18 Tahuon 2003 vangg menentukan
bahwa ketentuan mengenai tata cara penyimpanan barang bukt hasil
perusakan hutan vang disita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat
(2} dan tata cara peruntukan barang bukb sebagaimana dimalkeud dalam
Fasal 44, T'asal 4b, dan Fasal 46 diatur dengan Ferabturan henteri.

Tata cara peruntukan vang diatur dalam Pasal 4 1) T Mo, 18 Tabhun
2013 adalah barang bukt kayu hasil pembalakan liar danfatan hasil dar
pemmunaan kawasan hutan secara tidak sah yvany berasal dari hutan
konservast dimusnahkan, keouali untuk kepentingan pembukban perkara
dan penelitian.

Dalam hal int untuk ketentuan Pasal 44 ayat (1) T Moo 1B Tahun 20035
sebapaimany dikemukakan di atas diajukan aji materi] ke Mahkamah
Fonstitusi. Beberapa pihak keberatan dengan ketentuan avat int karena
dimusnahkan padahal barang bukh tersebut selain menvangloat soal
lingkungan uea dapat dimanfaatkan untulk kepentingan umum,

Eetentuan Pasal 44 avat {2} TULT Moo 18 Tahun 20003 panye menyatalan
barang bukti kayu temuan hasil pembalakan lhar vang berasal dard luar
hutan konservasi dimanfaatkan untuk kepentingan publik atan kepentingan
sovsial

Ketentuan Pasal 44 avat (2) LT7 Moo 18 Tahun 2003 inilah vang dibahas
dalam tesis ini. Tujuan ketentuan ayvat ini baik tetapi barang bukti untuk
kepentingan publik, namun savangnya kiova yang disita berasal dard luar
hutan kimservas.

A, Barang bukhb kayvu sitwan hast]l pembalakon lar yvanyg berasal dan
luar hutan konservas dapat dilelang karena dapat cepat rusak ataw
bBiava penvimpanannya terlalu tingei vang pelaksanaannya sesoai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Hasil lelang kavo sitaan sebagaimana dimaksad pada ayvat (3)
disimpan di bank pemerintah sebagar barany bukti perkara di

pengadilan.

1?5 PEAEGA AN HUELM LIHGEUHGA N KEPITANAAR <= Bahmida Friivani



€. Peruntukan barang bukfi perkara sebagaimana dimaksud pada ayat
(4} dilaksanakan sesuai dengan puhizan pengadilan yang mempunyai
keknatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 avat (2, ayat (3) dan avat (4) di atas jelas
dilakukan demgan cara lelang. Demikian pula demgan ketentuan Pasal-pasal
borikutnvi.

Pagal 45

i1 Barang bukb temuan hasil kebun danfateu hasi] tambang beserta
sarana prasarana pendukungnyva dari hasil tindalk pidana
pengrunaan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan
hastlnya dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan
s0s1al.

i2) Barang bukti sitaan hasil kebun danfatan hasil tambang beserta
sarana prasarana pendukungnyva dari hasil tindale pidana
penmrunaan kawasan hutan secara idak sah dapat dilelang karena
dapat copat rusak atau binva penyimpanannva terlalu tinggi.

31 Hasillelang barang bukti sitzan hasil kebun danfatau hasil tambang,
beserta sarana prasarana pendukungnya scbagaimana dimaksuod
pada avat (2) disimpan di bank Pemerintah sebagoi barang bukt
purkara di pengadilan.

i4) DPeruntukan barang bukt perkora sebagaimana dimaksod pacda ayat
i3) dilakukian sesunn dengan putuzan pengadilan yang mempunyvii
kckuatan hukam tetap.

Pasaldé

(1) Barang bukti berupa kebun dan/atau tambang dari penggunaan
kawasan hutan secara tidak sah vang telah mendapat pubusan
pengadilan berkekuatan hukum telap dikembalikan kepada
Pemerintal untuk dihutankan kembali sesuai dengan fungsinya.

(2) Barang bukt berupa kebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimanfaatkan paling lama 1 (satu) daur sampai selesainva proses
pemulihan kawasan hutan,

(31 Dalam hal barang bukti kebun dimanfaatkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Pemerintah dapat memberikan penugasan kepada
badan nsaha milik negara vang bergerak di bidang perkebunan,
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{1} Barang bukfi berupa tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapaf diberikan izin sesiai dengan Leteriman Peraturan penmd ang-

1l anEan.

Dari apa yanyg disebutkan di atas ada avat yvang menarilk untuk dikap

lebih mendalam vaitu:

a. Fetentuan Pasal 44 ayat (2) UL Moo 18 Tahun 2003 vanyg menyatakan
babvwa barang bukb kavu termuan hast] pembalakan har vang berasal
dari luar hutan kinservast dimanfastkan untok kepentingan publik
atan ko pentingan sosial.

b, Ketentuan Pasal 45 ayat (1) UL Mo 18 Tahun 2003 vanyg menyvatakan
bahwa barang bukt temuan hasil kebun danfatan hasi] tambang
beserta sarana prasarang pendukungovi dan hasi] tindak pidana
pengerunsan kawasan hutan secara tidak sah dapat dilelang dan
hasilova dimantantkan untuk kepentingan publik atan kepentingan

sowial.

Dua ketentuan di atas vaitu ketentuan Pasal 44 avat (2} dan ketentuan
Fasal 43 ayal (1) tidak sama prosedur pemanfaatannva. Untuk kelenluan
Fasal 44 avali2) lanpa lelang, sedangkan kelenluan Masal 43 ayat (1) dengan
lelang.

Selanjutnya kita perhatikan peraturan menteri sebagai peraturan
pelaksana dari ketentuan Pazal 44, 45 dan 46 UL Mo, 15 Tahuon 2013 adalah
FPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehulanan Republik Indonesia
Ioomor P2GMENLHESETI EN/KLNL L2017 Tentang Penanganan Barang,
Bukti Iindak Pidana lingkungan Hidup Dan Kehulanan,

Pazal 7 huaraf | Permenihk Mo, P26 Tahun 2017 balowea tata cara
penanganan barang bukti dilakukan dengan cara pemuntukan,

Lebih lanjut unluk penanganan barang bukli dilakukan dengan cara
peruntukan ini diatur dalam Pasal 35 Permnenlhk No. .26 Tabhoan 2017, yai b

{1} Peruntukan pemanfaatan barang bukli sebagaimana dimaksud

dalam Masal 7 huruf | dilakukan terhadap barang bukt temuan,

{2) Peruntukan pemanfaatan barang bukt temuan sebagaimana

dimnaksud pada aval (1) ditujukan untuk:
a. kepentingan pembuktian perkara;
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(3

(4]

b. pemanfaaran bagi kepentingan pengembangan ilmn pengetahuan;
dan/atau

c. kepenbingan publik atau sosial.

Peruntukan pemanfaatan barang bukti temuan vang ditujukan

untuk kepentingan publik atan sosial sebagaimana dimaksud pada

avat (2) huruf C berapa:

a. kantuan penanggulangan bencana alam;

b. infrastruktur umum bagi masyarakat; atau

c. infrasbruktur ramah dan sarana prasarana bagi warga miskin.

Feruntukan 1'.|+_'1'|1.=:1'|Faa’ra11 barant; bkt temuan Hebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kerentuan

I_'H-"TH hiran PE‘T'.'H'I-:']H'I'[E'I'-'IJTII.']ETIj-_';HT'I-

Pasal 0

(1)

(2

i3

(4)

Peruntukan pemanfaatan barang bukti tomuan sebagaimana

dimaksud dalam Masal 38 dilakukan berdasarkan sn peruntukan

dari ketuw pengadilan negen sctempat.

Permohonan icin peruntukan scbagaimana dimaksad ayat (13

dilakukan cleh penyidik, dengan melam pirkan:

. laporan kejadiang

b, berita acara temuan barang bulds;

¢ poengumuman barang bukb temuoan; dan

. laporan kemajuan hasil pengumpulan bahan dan kelerangan
(Mulbalocet).

Permohonan izin peruntukan sebagaimana dimaksad ayat (2],

dilakukan sebelah 14 (ermpat belas) har sejpk penyvidil mengumuomban

barang bukt temuan pada media lokal scetempat.

Bercdasarkan permohonan izin peruntukan sebagaimana dimaksucl

pada ayat {23, ketun pengadilan negeri setempat menctapkon izin

perintukan pemantaatan barang buktl paling lama 3 {tiga) kali 24

fdua puluh cmpat) jam.

Pasal 4

(2

Berdasarkan izin peruntukan pemanfaatan barang bukli dari kelua
pengadilan negeri setemnpat sebagaimana dimaksud dalaim Pasal 349

Rabricla Eelivasyi o« PERESARSS HURLMA LIRS (LR AR EEPIDAMAGH 1?9



avaf [4), Direkiur Jenderal atas nama Menteri dapat memberikan
perunfukan pemanfaatan barang bukh remuan.

{3) Perimtukan pemanfaatan barang bukhb femuan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) diajukan melalui permohonan vang
disampaikan oleh:

a.  lembaga penelidan pemerintah;
lembaga sosial;

lembaga keagamaan;

e T

pemerintah dasrah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/
kosta; atan
&, PErgurnan tHin ggl
{4) Permohonan pemanfaatan barang bukh temuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh
Direktur Tenderal.
{3) Dalam hal verifikasi permohonan pemanfaatan barang bukh temuan
sebagaimana dimaksud pada avat (30
a. diterima, Tirektur Jenderal atas nama Menfer menerhithan izin
peruntukan pemanfaatan barang bukh; atau
b, ditolak, Direktur Jenderal mengeluarkan surat penolakan

peruntukan pemantaatan barang bukh.

Selain barang buktl kejphoatan kehotanan i segera dilelang untuk
kepentingan negara, maka ada pula peimanfaatan barang bukti hasil tindak
pidana kehutanan untule kepentingan sosial tanpa melalua lelang, karena
ticlak memiliki Rupbasan, maka terhadap kayo-kovu vang diproses oleh
Penyidik, hanya ditcmpatkan di s halaman depan atau samping kantor
Krpolisian. Konsckuensinya, kayo-kayu tersebut akan cepat rusak kanena
kondisi hujan dan panas, vang pada gilirannva berpengaruh techadap
ponurunan kualitas kayu dan harga lelong. Alasan vang lain adalah untuk
melaksanokan lelang techadap barang buktl kove vang menjocl barang,
sitoan sebagaimana dimaksod Masal Pasal 45 ayat (1) dan ayvat (2) KUHAD
maupun yang ditetapkan dirampas untuk Negara oleh pengadilan
sebagaimana dimaksud Pasal 273 aval (3) danaval (4) KLHALD, membutubkan
witltu vang cukup panjang dan capat menurunkan kualitos serta hoarga
kavu vang akan dilelang.
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4.5 Ruang Lingkup Pemanfaatan Barang Hukh lindak Pidana
Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Sosial
Terhadap pemanfaatan baranig bukb int memanyg ada pembatasan

sebaraimana disebutkan dalam Pasal 44 T Mo, T8 Tahun 2003, waibu:

(1) Barany bukt kavu hasil lwl'nha]akan liar dan/atau hasl danri
pemynrinaan kawasan hutan secara Hdak sah yangs berasal dari hutan
komservast dimusnahkan, kecuali untuk kepentingan pembulktian
perkara dan penelitian.

i(2) Baranyg bukti kayu ternuan hasil pembalakan liar vang berasal dari
Iar hutan komservasi dimanfaatkan nntuk kepentingan publik atau
kepentingan sosial.

(3] Barang bukh kayu sitaan hasil pembalakan liar vang; berasal dan
Iuar hutan konservasi dapat dilelany karena dapat cepat rusak ataw
biaya penyimpanannyva berlalu tingge yang pelaksanaannya sesuaai
dengan ketemtuan peraturan perundang-undangan.

4] HMasl lelang kayua sitaan schagaimana dimaksud pada avat (30
disimpan di bank pemerintah sebagai barang bukti perkara di
penradilan.

i5) Peruntukan barang bukt perkara sebacaimana dimaksod pada ayat
iy dilaksanakan sesuai dengan putosan pengadilam vang mempunyai

kckuatan hukom tetap.

Eetentuan UU Mo, 18 Lahun 2013 di atas menghendaki dengan lelang,
tetapl Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP D39/LAB/ 1988 dan Surat Edaran
Jaksa Apung Nomor: SE -02/B/B-5/8/19588 langgal 6 Aguslus 1985, lenlang
Penyelesalan Barang Fampasan asal ada Izin Kelua Pengadilan lelapi khusus
untuk kepentingan sosial. Kemudian kepentingan sosial ilu hanya terhadap
Barang bukli kavu lemuan hasil pembalakan liar yang berasal dari luar
hutan konservast dimandaatkan untuk kepentinpgan publik atau kepentingan
snslal,

Peruntukan pemanflaatan barang bukli temuan vang ditujukan unfuk
kepentingan publik atau sesial Kepulusan Jaksa Agung Nomor: KEF
DHY1AGS958 dan Sural Bdaran Jaksa Agung MNomeor: S5E -03/B/B-5/5/1955
langpal 6 Apusiuzs 1988, lenlang, Penyelezaian Barang Rampasan diperinci
berupa:
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a) bantaan penanggulangan bencana alam;
b} infrastrukifur umum bagi masyarakat; afau

¢) infrastrukifur mimah dan sarana prasarana bagi warga miskin.

Dengan demikian untuk kepentingan sosial ini jugs tidak semuoa hal

bisa tetapi hanya ditentukan sebagaimana tiga vanyg disebutkan di atas ind.

il

182

Bantuan penanggulangan bencana

Seliap bencana alam vang lerjadi di mana-mana, akan diikuli dengan
pemberian bantuan dari berbagai pihak. Sejak langgap darural sampai
proses rehabilitasi, masyarakat kerban bencana diceritakan felah
menerima berbagai bantuan dari mana-mana. Pemerintaly dan
pemerintah daetah yang bertanggung jawalb untuk menanggulangai
bencana di daerah bencana juga disebutkan memberikan bantuan. Hal
serupa juga terjadi di Sumatera Barat. Pasca gempa 30 Seplember lalu,
masvarakat korban bencana felah menerima bantuan dari berbagai
pihak, sejak dari perorangan, perusahaan swasta, organizasi non
pernerintah (NGOY atan lembaga swadava masyarakat sampai kepada
dunia profesional, Fihak-pihak tersebul memang lavak dizebut telah
memberikan bantuan kepada para korban gempa. Karena, mereka
datang dengan sukarela untuk membantu tanpa ada vang mewajibkan.
Bagaimana dengan pemerintah dan pemerintah daerah? Agaknyva, isfilah
pemberian bantuan eleh pemerintah dan pemerintah daerah perla
dikritisi. Pemerintah dan pemerintah daerah, kapasitasnva bukan
sebagai pihak vang membantu, Namun, ssbagai pihak vang bertanggung,
jawab untuk melakukan penanganan dan penanggulangan bencana.
Hal ini termuat di dalam Undang-Undang Nermor 24 tabun 2007 tenfang,
Pﬁ'ﬂﬂﬂg&'ﬂ]langﬂﬁ Tiencana. Pasal R TIL im meﬂegaﬁkaﬁ, hahwa Pemerin Fal
dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam
penyelengraraan penanggulangan beneana. Pasal 6 UL fersebut merinci
tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan penangalangan
becana tersebut, melipuh:

a) Penjurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko

bencana dengan program pembangunan.
b} Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
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c)

d}

]

g)

Penjaminan pemenuhan hak masvarakat dan pengungsi vang
ferkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayvanan
TNATHTIIT.

Pemulihan kondisi dari dampak bencana,

Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APTN
vang memadai.

Pengalokasian anggaran penanggualangan bencana dalam benhuk
dana siap pakai.

Pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman
dan :]arnpak lhencana,

Sementara, I_'anggl_mgf.awah I;:-emm'inr.ah daerah dalam 1:!911_1,.'9It;-ngga1'aan
Pﬂnanggu]angan Tercana disshutkan dalam 11-;1531 = rne]ipuﬁ:

a)

)
C)

d}

Penjamman pemenuhan hak masvarakat dan pengungs vang
ferkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimmam,
Perlinchmygan masyarakat dari dampak bencana.

Pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko
bencana dengan program pembanguman,

FPengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APRD vang
memadai, Penjelasan pasal 5 bahkan juga menegaskan tangiung
jawab pernerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggartaan
penanggulangan bencana roeliputi bencana alam, bencana non alam,
dan hencana sosial. Ketentuan-ketentuan tersebuot m:—!nj:-r]aﬁkan
kepada kita, bahwa posisi pemerintah dan pemerintah daerah vang
menurut UL tersebut dilaksanakan oleh Badan Masional
Penamgmmulangan Bencana (BNPR) dan Badan Penangprrulangan
Bencana Tlaerah (BFRIY) dalam penanggulangan bencana adalah
penangeung jawab, bukan pembert bantuan. TTal ini amat penting,
karena vang selalu terdengar pasca bencana, pemerintah dan
pemerintah daerah setempat ikut-ikutan menyebut divi memberikan
bantuan dalam penanggulangan bencana. Pemerintah dan
pemerintah daerah masih ada vang Hdak sadar, bahwa keberadaan
mereka mengelola penangmulangan bencana bukan memberikan
bantuan, tapt merupakan kewajiban alias tanggung jawals jabatan.

Maka, tak heran hila ada kepada daerah vang memimpin daerah
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bencana menyebut dirinva sudah memberikan bantuan kepada
korban bencana. Padahal jelas<jelas selain hal rersebut memang
tanggnang jawabnya, dana untuk ‘bantuan” tersebut juga diambil
dari nang negara, Penegasan kembali antara "bantuan’ dengan
“tanggung jawab’ ini perlu kembali diutarakan, karena ini terkait
dengan paradigma penanggulangan bencana vang tdak sepenubinya
dipahami oleh pejabat pernerintah di daerah, Korban bencana,
selama ini selalu identik denjan ‘orang malang vang perlu
dikasihani’, Maka, para dermawan pun membantu, termasuk
permerin tah. Madahal, VAN SesUne E'|1'|_1,'a terjadi, korban bencana
miemniliki lalke ntak dinms aleh Pt;-merinrah dan pemeriﬁ’rah daerah
dengan sehaik-kaiknya. Karena, begitu terkena bencana, haknya
sebagai korban bencana harus dipenuhi. TTak korkan bencana,
melekat seiving dengan tangmung jawab vang melekat di jabatan
pemerintah dasrah vanyg bertanginmy jawabh mengumis bencana.
FParadigma lain vang lebih luas yvang mest diluruskan dan terkair
dengan masalah ini adalah soal penanggulangan bencana.
Penangiulangan bencana selama ini selalu identik dengan
penanganan saat tanggap darurat dan pasca bencana, Padahal, vang
lebih penting dari iha adalah pada masa pra lemeana berupa mitigasi
dan pencegabhan bencana, Tha arfinva, hak-hak masyarakat untuk
terhindar dari bencana, juga menjadi tangmang jawab dan kewajiban
dari pemerintah sehingera, sejak sebelum bencana, tto pun hars

-:iipi—':nuh'i.

Dalam Undang-Undang Momor 24 tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagal peristiva atau
rangkaian peristivea vang mengancam dan mengganggu kehidopan dan
penpghidupan masvarakat yang discbabkan, baik oleh faktor alam dany
atau fakbor nen alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan
timbulnya korban jiwa manusia, kerosakon lingkungan, kerugian harta
benda, dan dampak psikologiz. Dalam Undang-Undang ini pun, sclain
delinisi bencana secara umum, didelinisikan pula 3 (Liga) jenis pengerlian
Bencana, vaitu bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial,
Dalam Undang-Undang Penangpulangan Beneana, bencana alam
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didefinisikan sebagai bencana vang diakibatkan oleh peristiwa atau
serangkaian peristiwa vang disebabkan oleh alam antara lain berupa
gempa bumi, lsunami, muoing meletus, banjir, kekeringan, angin topan,
dan tanah longsor, Selanjutnya, bencana non alam menurut Undang-
Undang Penanggulangan lencana adalah bencana vang diakibatkan
olel peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain
berupa gagal keknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah
penyakit, Sedangkan bencana sosial, dalam Undang-Undang it
didefinisikan sebagai bencana yvang diakibatkan oleh peristiwa atau
-_-ner.anf,:;lcaian peristiva yang diakibatkan oleh mannasia yang n'ueliF:-uH
Lok sosial antar ke]-:_:-r‘nprjk atau antar komunitas 1‘|'IF.|5_1,'.F.|TF.|1¢.,=|I_'|. dan
feTOT.

TFada prinsipnya, bencana dapat disebabkan oleh alam dan tindakan
manusia. Bencana yang disebabkan oleh alam salah satunya seperti
sempa bumi dan tsunami. Sedangkan bencana akibat tindakan mamasia
adalah disebabkan terjadinva degradasi lingkungan yang dapat dizsebut
sebagzai salah saha faktor kunci penyebab bencana.

Faktor-faktor vang dapat menyebabkan bencana antara Taim:
= [Bahaya alam (natural harards) dan bahava karena ulah manusia

iman-made harards) vang menurat United Nations nternational

Strategny fon Disaster Reducton (UN-TSTIR]) dapat dikelomipokkan

menjadi ]':-aha:r'a 5_7:—*.:3] r_1j_;i [g:—*rﬂ |_15_;1' ral harzards), bahava

hidrometeorolog (hydrometeorolisrical hazardu], bahaya biolog

(Fological hazards), bahava teknologi (fechnological harards) dan

penurunan kualitas lingkunean fenvironmental desradation).
= Kerentanan {(vulnerabilify] yang ingei dari masyarakat, mfrasbrukhor

serta glemen-elemen di dalam kota/ kawasan vang berisiko bencana.
«  Kapasitas yang rendah dari berbagai komponen di dalam masyarakat.

CH Indonesia, risikoo bencana dapat discbabkan oleh faktor geologis
(rempa, tsunami, letusan gununge berapi), Hydrometeorologis (banjr,
tunah longsor, kekeringon, angin topan), biologis (wabah ponvakit,
penyvakit tanaman, penyalat ternak, hama tanaman], kegaralan tekoolog

ikecelakaan industri dan transportas, radiasi noklir, pencemaran bahan
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kimia), dan faktor sesial politik (kenflik horisontal, terorisme, ideologi,
religi).

selanjuimya, dalam hal pemaparan konsep pengelolaan bencana.
Undang-Undang Penanggulangan Dencana, tidak secara tegas
menijelaskan definisi pengelolaan bencana, namun tergambarkan dalam
beberapa definisi vang sejalan dengan pengelolaan bencana, vait
melatii definisi penyelenggataan penanggulangan bencana, kegiatan
peneegahan bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini, mitigasi, tanggap
darurat bencana, rehabilitasi, rekonstruksi, pemulihan, pencegahan
Fencana, dan bantuan dararat, TDalam tataran k:_mgiep, Per'l;:';ell_ﬂaan
rencana didefinizikan wbag,a'i suaha il ljengerahuﬁﬁ terapan {ap]ikaﬁ fi
yang rnencari, dengzan ohservasi sistematbis dan analisis bencana, untuk
memingkatkan tindakan-tindakan {measures) terkait dengan preventif
{pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, dan
pemulihan ({Carter, 1991).

Faze utama dan imgsi pengelolaan bencana ferdin dar 8 {delapan)
tahapan meliputi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing),
kepemimpinan (direching), pengkoordinasian {coordmating},
pengendalian {controlling), pengawasan (supervisingl, pengangizaran
{budimeting), dan financial. Pada prinsipnyva terdapat beberapa substans
yvang perhi dalam Rlosof pengelolasn bencana, melipuh:
=  Bencana membern :flampak milai vary samggat Lol -;:arnpm' yang

sangat besar, terggantung dar antara lain jenis bencana, Toas areal

vany terkena, land-use.
= Kerugian baik jpiwa manpun materi (harta) dialami oleh semua
lapisan masyarakat, stakeholders maupun pemerintah.
=« Dar dua hal tersebut maka penangruny jawal utama penjgelolaan
bencana ada di Pemerintah yang berperan dominan sebagai emabler.
= Pemerintah dibantu oleh stakeholder terkait,
=  Apabila dibentuk institosi pengelola bencana, maka:
a. hdak duplikasi dengan tupoks institust vang sudah ada;
b, tidak berdir sendiri, sangat tergantung dengan mstitusi vang

sudah ada;
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. bukan sebagai badan pengontrol institusi lain vang sudah ada;

dan

d. hempa -:_:1-'&'-1'15111 vang 51'11:-11'515-

Selanjutnya dalam pengelolaan bencana, seharusnva diperlukan
suatu pengelolaan bencana terpadu, vang merupakan penanganan
integral vang mengarahkan semua pihak darl pengelolaan bencana
sub-scktor ke scktor silang. Pengelolaan bencana terpaduo sendir,
didefinisikan sebagai suatu proses vanyg mempromosikan koordinasi
pengembangan dan pengelolaan bencana dan pengelolaan aspelk lainnya
yvany terkait langsung maupun fdak langsung dalam rangka tujuan
untuk mengoptimalkan resultan kepentingan clomaormi dan kesejahberaan
sucial khususnya dalam kenyvamanan dan keamanan terhadap boncana
dalam sikap vang cocok/epat tanpa mengranggy kestabilan dari

chosistem-ckosistem penting.
infrastrukitur umum bagi masyarakal

Ifrastrukbur merupakan istilah yang digumakan ook menggzanibarkan
selnpulan fasilitas vang sengaja dibuat untuk mendukung aktivitas
kehidupan manusia, Infrastruktur biasanva sengaja dibangun untuk
bisa membantu dan mempermudah suatn kegiatan tertentu seperti
fransportasi, pendataan penduduk, dan berbagai macam kegiatan
lainnya.

[frastrukiur publik biasanya dibangun oleh pemerintah dari hasil
uang rakvat vang dikumpulkan melalui pembayaran pajak. Geberapa
comtoh infrastruktur publik vang dibangun oleh pemerintah vaiba jalan
rava, bandara, stasiun, gorong-gorong, kantor polisi, dan berbagai
macam infrasbmlkhar P kRlik ]ainn:,.': .

lenis-jenis Infrastrukiur:

1. Infrastrukfur Keras (Fhysical Hard Infrastructure)

Infrastrukbur keras merupakan infrastrukior yang memiliki benhik

fisik yang nvata dan kegunaannya memang berasal dari bentak Asik

vang dimilikinya tersebut. Infrastrokiur keras merupakan
infrastruktur yang paling banyak berkaitan dengan kepenfingan

umum masyvarakat. Kebanyvakan masvarakat juga mengartikan kata
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infrastruktur sebagai infrastruktur keras. Beberapa contoh
infrastrukiur keras vaim bandara, kereta api, pelabuhan, dermaga,
saluran irigasi, gob, bendungan, jalan rava, dan lain = lain.
Infrastrukhur Keras INon - Fisik (Non - Physical Hard Infratruchure)
Infrasfruktur keras non fisik merapakan infrastrukbur keras vang
tidak memiliki bentuk fisik vang nyatadelas akan retapi berguna
darn mendukung keberad azn infrashukbur keras lainnya, Infrastrukbur
kezras nom fisik sangat berkaitan erat dengan permasalahan kepuasan
publik, Infrastruktar keras non fisik biasanva hanya bisa dirasakan
kl;-ll:;unaann:,'a ketika :]1'55111,|1".;-_';ka|1 ataupun :]i:::unal'an lhersama-
gama d engan in Frastruktnr ]ﬂi1'|1'|}-'.,=| gepert in Frazirakir keras
ataupun infrashuktur himak. Tieberapa contoh infrasbrukbur keras
non fisik vaitu pasokan listrik, ketersediaan air bersih, jaringan pipa
penyalur, jaringan komunikasi seperti internet dan telepon,
ketersediaan salhuran gas, pasokan energi, dan lain — lain.
Infrastrukiur Tunak (Soft Infrastrachre)

Pengertian infrastrukhar lunak adalah infrastrokhor vang berbentuk
kelembagznan ataupun kerangka institusional. Tnfrasturktur lunak
pada dasamya harus dibangun dengan mermperhatikan berbagai
macam nilai dan nerma sepert nilai budaya, norma agama, norma
asusila, norma hukum dan berbagai nilai dan norma lainnya.
Tnfrastrulkkhar Tanak hiaﬁan}'a herkaitan erat :flt-rl'lj;an akhwvitas
pelavanan masyarakat vang disediakan oleh pemerintah. Beberapa
comtoh infrastrukbor hmak vaitn pelayanan kantor pos, pelayanan
poelisi, pelayanan pembuatan surat ijin mengemudi, pelayanan
kantor kecamatan/kelurahan, dan berbagai infrastrukhar lunak

lainmya.

[tulah pengertian infrastulstur dan beberapa joenis imfrastruktor vang

banyal digunakan, dalam infrastrokioe memiliki peranan yang penting

scbagal roda penggerak pertumbuohan ckonomi nasional. Komponen

indrastrukiur yang meliputi transpoctast, kommunikasi dan informatika,

cnergi dan listeik, perumahan dan permukiman, dan air merupakan

clemen sangat penting dalam proses produlkst dan scbagal pendoaliung

ulama pembanguinan nasional, terulama dari sektor-seklor ckonomi
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C.

seperti perdagangan, industri, dan pertanian. Infraztruktur juga
berperan dalam penvediaan jaringan distribusi, sumber energi, dan
mput produksi lainmya, sehingga mendorong terjadinya peningkatan
produktivitas, serfa mempercepat pertumbuhan nasional, Peran
infrastrukbur dalam bidang sosial budayva mavnpun lainnya berfungsi
sebagai pengikat dan pemersann wilayah Negara Kesatuan Republik
Tndonesia (NKRT), Infrastrukibur bransportasi berperan penting dalam
pergerakan orang, barvang, dan jasa dari satu lokasi ke lokasi lain Ji
seluruh penjuru dunia, sementara peran jaringan komunikasi dan
informatika 1'|1em1.111331~;1'|1|-:.-111 pnﬂ'm}caran informas €secara cepat [Teal
time) menembus bhatas raa ng dan walkhy, Peran S:Eq']uan}ra sangat penting
dan saling melengkapi baik dalam proses produksi maupun dalam

TI'!-P1'|1:TIjF.|Tl§T distribust komoedif ekonomi dan ek ST

infrastrukiur rumah dan sarana prasarana bagi warga miskin.

Eetersediaan inlrastruklur, sepertd jalan, pelabuhan, bandaca, sistem
penyediaan enaga listrik, irigasi, sistem poenyedisan aic beesih, sanitasi,
dan sebagainya yang merupakan social overhead capilal, memiliki
keterkaitan vang sangat kuat dengoan tinglat perkembangan wilavah,
vang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuban ekonomi dan
kesejahleraan masvarakal. Hal tersebul dapal dilihal dari kenvalaan
bahwa dacrah vang mempunyal kelengkapan sistem infrastrukiur yang
lebih Baik, mempunyal lingkal laju perlumbuhan ckonomi dan
kescjuhiteraan masyarakal yang lebih baik pula, dibandingkan dengan
daerah yang mempunval kelengkapan inlesieuklur vang lerbalas,
Dengan demikian dapal dikalakan bahwa penvediaan inlrastrukiur
merupakon laklor kunel dalam mendukung pembangunan nasional
i Bappenas, 2002),

Maodernisasi ekonomi memerlukan infrastrokiuy vang mocern pula,
Berbagal kegialan ekonomi memerlukan inlrastrukier unluk
berkembang, lalan dan jembalan, lapangan terbang, pelapuhan, kawasan
perindustrian, irigasi dan penyediaan air, listrik, dan jaringan lelepon
perlu dikembangkan, Perkembangan infrastrukiar haruslah selaras
dengan pembangunan ekonomi, Pada tahap pembangunan vang rercdal,
nlrastruklur yang diperlukan masih lerbalas. Pada tingkal ini
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4.6

penumpuan perkembangan adalah untuk membangun jalan, jembatan,
irigasi, listrik, dan infrastruktur lain dalam taraf yang sederhana.
Semakin maju suah perekonomian, semakin banvak infrastrukhar
diperlukan. Dengan demikian mengembangkan infrastrukiur haras
secara terus menerus dilakukan dan harus diselaraskan dengan
kemajuan ekonomi vang telah dicapai dan vang ingin diwujudkan pada
masa depan (sukimo, 2004, hal 442},

FPada periode 80 an ini pula, lahir shrakegsi nasional pembangunan
perkotaan (3MFF) sebagai upava untuk mewujudkan sistern kota
masional vang efisien dalan konteks pl;ln;{:ﬁrnbﬂnﬂﬂﬂ wi[ayah nasional,
Taalamn Pr—,lrja:fn'uaﬂn],'a ST i 1,11113 1119111'3-;]1 rikal hakal 13111'111_1,.'3 kmﬁsr-_ll:-
program pembangman prasarana kota terpadu (F3KT) sebagai upaya
sisbernabis dan menyelumuh untuk mewupudkan fungsi dan peran kota
vang diarahkan dalam SMNFF. Fada era %0 an, konsep pengembangan
wilayvah mulai diarahkan unfuk mengatasi kesenjangan wilayah, misal
antara KTT dan KB, antara kawasan dalam wilayah pulan, maupun
antara kawasan perkotaan dan perdesaan.

Denyzan pemanfaatan kebiga bidang di atas tidak relevan hasil hutan
di arahkan kesana sehingga ketenfuan i menimbulkan kebingungan

tentany pemanfaatan barang bukt tersebuat.

PENUTUP

Dari uraian di atas ditarik kesimpulan sebagai berikut

Pada dasar prosedur pemanfaatan barang bukt tindak pidana
pengmmaan kawasan hutan dapat dimanfaat selain unhik dimusnahkan
akan tetapt dengzan lelang. Untuk pemanfaatan kepentingan sosial dapat
tanpa lelang namun dengan syarat harus mendapat tein Ketua Pengadilan
Mewreri setempat.

Barang bukti Hindak pidana penggunaan kawasan hutan dapat
dimanfaatkan untuk kepenfingan sosial vaitu berupa barang bukt Layu
termuan hasi] pembalakan liar yany berasal dan luar hutan konservas
dan dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau kepentingan sosial

pada Hea keyriatan, yatha:
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a.  Bantan penanggulangan bencana alam;
b, Tnfrastrukiur umum bagi masvarakar; atan

. Tafrastrukanr maimah dan sarana prasarana hag‘i wWarga miskin.
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BABV
PIDANA LINGKUNGAN
ADMINISTRATIF

budak Pidana Lingkungan adalah begisi norma peeintab dan larangan
oleh undang-wndang kepada orang dan alaw badan hukum, di mana
jika crang dan atau badan hukum ifu melanggar norma tersebult
diancam dengan sanksi pidana, antara lain dengan pidana penjara dan
denda, dengan lujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara
keseluruhan maupun unsue-unsur dalam lingkungan hidup sepert] media
lingkungan berupa lanah, udara, dan air ataw makhluk hidup lalnnva vang,
merupakan bagian lingkungan hidup seperti binatang, tunbuh-tumbuahan
serla manusia itu sendirl. Oleh sebab ilw, dengan pengertian seperll ind,
lindak pidana ling kungan hidup tidak hanya berupa kelentuan pidana vang
dirwmuskan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahan 2009 lenlang
Perlindungan dan Mengelolaan Lingkungan Hidup, letapi juga ketentuan-
keteniman pidana vang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan
lingkungan vang lain seperli LU beberapa sumber dava alam sepanjang
rumusan kelentuan pidana itu ditujukan untuk melindungi lingkungan
hidup secara keseluruhan alau bagian-bagiannya.™
Eetentnan hukum pidana dalam Undang-Undang lNomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dari
Pasal 97 sampai dengan Pasal 120, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas
menetapkan babhwa lindak pidana lingkungan hidup merupakan kejahatan.
Kejahatan adalah rechiladslicien, vaitu perbuatan-perbuatan vang meskipun
tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, relah

A Takdir Bahnad:, Chikurs Linghkurgan di Indeeesiz, Cakame. 2T, Raje Grafinde Persada, 20110, Elm 221
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dirasakan sebagai anrechil, sebagai perbuatan vang bertentangan dengan

tata hukum,*

i dalam ilmu pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, diantaranya
Pertamg, delik materil {ingleres! delict) delik vang dianggap telah selesai
dengan timbulnya akibat vang dilarang dan diancam dengan hukuman cleh
undang-undang, Dalam hal ini akibat vang dmbul dard akibat atas tindakan
atau atas perbuatan tersebut, Kadwa delik formil (forsel deflicf), adalah delik
vang; telah dianggap selesai dengan dilakukan tindakan yang dilarang dan
diancam dengan hukuman oleh undang-undang,. [alam hal ini perbuatan
atau tindakan vang dilarank;. Ketrgo, delik commisionis [Delta commisomis)
adalal delik-delil ]_'-tﬁupa I)ﬁ']angga ran rerhad ap laram g.aﬁ-]a rangan di dalam
imdangamdang. Keesmpat, delik omnissionis (Delicha omissionis) adalah delik-
delik berupa pelanggaran terhadap keharmisan menurut undang-undang.
Keltma, Dolns dan cudpa (Opzettelyke delicten dan eulpooze delicken). Dolus adalah
tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan culvo adalah
Hrndak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau kealpaan, Dian kesnam,
delik Aduan {Kiectdelicteir) adalah tindak pidana vangzhanya dapat ditunbuat
apabila ada pengaduan dar orangg vang diruggikan.™

Dalam ULT N, 32 Tabun 2009 ditermukan beberapa pasal indak pidana
vang terkait dengan administrasi linggkungan, darn Pasal 109 sampai Masal
111, waiha;

1. TPawal 108 .‘q:—*HaP DTATY yang melakukan usaha dan/atau k-l-'giatan tanpra
memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 36 avat
{1}, dipidana dengan pidana penjara paling singzkat 1 {saha) tahun dan
paling lama 3 (figa) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1T.000D00.000,00
{saha miliar rupiah) dan paling banvak Tp. 300000000000 {fa maliar
mapiah).

2. Pasal 11 Setiap orang vang menyusun amdal tanpa memiliki serbifikat
kompetens penyisun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (11 hunaf 1, dipidana dengan pidana penjara paling Tama 3 (tia)
tahun dan demda paling banvak Rp. 3.000.000.000,00 {tiga miliar rupiah).

4. Pasal 111

“ Rodyatno, Aras Azas lokom Pidang, fakasz Dina aksara butare, 19221, bl v

syemsul Arific, ol Perhndungan dan Pangelolazn Linglaegan Didan di Dndoeesiz, (lakarta. PTL Soft Mdediz,
0L lm s 2Ly

L1

194 PEAEGA AN HUELM LIHGEUHGA N KEPITANAAR <= Bahmida Friivani



(1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan
fanpa dilengkapi dengan amdal aran UKL-L'FL sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Ep,
3000000000, {figa miliar rapiah).

(21 Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin
usaha danfatau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan
sebagaimana dimaksud dalam Fazal 40 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (Higa) tahun dan denda paling banvak
Rl'.l. A0 000,00 (tijza miliar r'|,1111'ah}.

4. Fasal 112 Sedap pejabat berwenang vang dengan sengaja Hdak melakukan
pengawasan ferhadap ketaatan penanggnmg jawab usaha dan/atan
kegnatan tethadap peraturan perundang-undangan dan izin linglamgan
sebagaimana dimaksud dalam Fasal /1 dan Fasal 72, yang mengakibatkan
terjadinya pencemaran dan/fatau kerusakan lingkungan vang
mengakibatikan hilangnyva nyawa manusia, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 [satu) tabhun atau denda paling banvak Rp.

ROCLDMLOGD.O0 (Tima ratus juta rumah).

Dard pasal-posal yang dischbutkan oi otas babwi suatu tindak pidana
lingkungan terjadi bukan pada obvek linglungan seperh berodi penocmaran
atau kerusakian lingkungan scbasaimana discbutkan ciatas, tetapi perbuatan
vang dilarang schagai suatu porbuatan tindak pidana terkail dengan
instrument pencegahan pencemaran dan kerasakan lingloungan borupa
LUEL-UPL, Amdal dan porizinan vang merapakan produk administrasi
pemerintah. Tkelab sebaboya maka pidana di sini discbut pidana sdministrasi
lingkungan.

Menurut Hadin Muhjad babwa dalam disiplin ilmo hukom adanyva
hukum pidana sudoah dikenal lama dan tidale asing lagi, demikian pula
dengon bidang hukum acdministrasi, Adanyva hukum pidana administensi
(redmimrsdrafive penal biw) adalah sesuatu yang baru untuk Indonesia,
walaupun konsep admindsteatioe poal e pertama kali sudah dikenalkan
oleh Jares Coldsolimidi's secorang sarjana Jerman labhun IT9I2, Sepengelahuan
sava pemikiran tentong hukoum pidong administeasi vang dikoji dalam
disertasi pertama kali dilakukan oleh Andhi Nirwante pada saat
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mempertahankan gelar Doktor [Imu Hukum di Universitas Madjadjaran
liandung dengan judul "Kedudukan dan penerapan aszas kekhususan
sistematis pada hukum pidana adminishrasi dalam penanganan perkara
Hpiker di Indonesia®, Bersamaan dengan itu dalam dasa warsa rerakhir ini
pembentukan peraturan perundang-undangan bidang hukum administrasi
ternvata diikuti dengan sanksi pidana, Berdasarkan data sampai bulan
Oktober 2004 dari 30 (Hga puluh) bidang akum sebanyak 147 (serahas
empat puluh tujuh) yang memuat sanksi pidana dan didominasi oleh
ketentuan vang bersifat hukum pidana administrasi.*

Lebih lanjut Hadin T'.-Tuh]'a:] Tn-i,ﬁ.ﬁlf,_;emukakaﬂ Aridlii Mirwanto
1114;1ngr;'m111.'a kzar 1w halenm Fangmuﬁnﬂ dalam lhukum 1:-1'-:!.311.3 adriniztrasi
aritara lain kefidakseragaman pola formulasi kebijakan penal baik sepi
peristilahan, ruang linglkup permasalahan, maupun dari sudut fungsional,
vang menyangkut masalah hukum pidana secara dogmatis (findak pidana,
kesalahan, pidana dan pemidanaan). Dalam realistasnyva produk admies ot
perol lap, menentukan secara beragam tentang kualifikasi delik, termasuk
penentuan subyek dan pertanggungjawaban pidananya. Sementara yang
menyangkut substansi pidana dan permidanaan masalahnya adalah
ketidakseragaman dalam hal batasan maksimal sanksi pidana vang
dijatubkan terhadap pelako tindak pidana. Terlebih lagi dalam beberapa
undang-undang di bidang administrasi tertenta, terdapat adanya
kecenderim ran untuk mernuat sanlksi p::]an.—‘: rang 1'i11~::;§_'|'iJ haile n1-i=.11_1_.ra11ls_7k1:|1'
sanksi pidana badan maupun sankst pidana denda.

Menurut Andhi Mirwanto rumusan ancaman sanksi pidana dalam
undang-undang hukum pidana administrasi belom menunjukkan
perumusan ancaman pidana yang sistematik, rerstrukhur, logik, demikian
juza dalam merumuskan ancaman sanksi pidana minimum khusos dan
maksimum kKhusus, Bondis tersebut setidaknya mengeambarkan semakin
kaburnya perbedaan antara hukum pidana dan hukum administrasi,
termasuk pula antara sanksi pidana dan sanks administrasi. Talo Andha
Mirwanto menunpuk pada pengalaman praktk bahwa penegakan hukum
kerap kali memperlihatkan terjadi polemik, khususnya terkait dengan

adanva ketentuan pidana dalam berbagal produk hokum di bidang

¥k MMadis Muyad, *20 Andba Beowaneo, Pemekic 1ckom Bdane Acminiskrast di Inderesia™ Falkaltas 10akon:
Crrversias Danjzzmnzsin, L5 Seprember 2005,
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administrasi, Pada sam sisi, ketentnan pidana dalam produk hukum di
bidang administrasi menyvimpang dari asas-asas hukum, vang selama ind
telah diatur dalam Thuku T KUTTP. Sementara pada sisi yang lain,
penyimpangan asas-asas hukum dari Bukua [ KUHFP itu fidak ditentukan
dan diatur secara tegas dalam ketentuan Unnum Undang-undang di Bidang
Adminizstrasi,®

Fidana administrasi tersebar di berbagai undang-undang sektoral di
Tndonesia. Pidana ini merupakan bagian dan sanksi administrasi karena
dikenakan kepada pelanggaran-pelanggaran atas hukum administrasi.
“emumat Barda Maweavel Arvief, hukum adninisbrasi ]'Jada dag—:m'n}-'a adalah
hulkum men catur atau huknm penganaran [r'(#g uf.i:'.*:n'll_.l raofes), }raim Takinmn
yang dibuat dalam melaksanakan keknasaan mengahn/pengahoan maka
hukum prdana administras sering disebut sebagrai hukum pidana pemgaturan
atau hukum pidana dari aturan-aturan (pranungstrofrachtiordeningstrafracht).
Selain ity, kata Barda, istilah hukum administrasi juga terkait dengan tata
Pmnerinrah an, 59111'11553 istilah hukunm ljin']ana administrasi ju A ada yang
menyebutnya sebagal hukum pidana pemerintahan (peram!bugsstrafrelct!
mestigersstrarehet). Dengan demildan, hukum pidana administrasi merupakan
perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana
untuk melaksanakan atan mensgakan hukum administrasi. Jadi, pidana
administrasi merupakan bentuk Amgsionalisasifoperasiconalisasi hukum
]'m'] ama i tadan & hulom adiminmistras.™

Wenurut Arief Barda Mawawie, semua katepori kejahatan yang
dirumuskan di atas adalah sanksi pidana vang sebetulnyva adalah sanksi
administrasi. Barda selanjutnea memeprackan bahwa sanksi administrasi bisa
mengrunakan kekuatan pidana unbuk menimbulkan efek jera yang lehih
tinggz * MWamun dalam undang-undang ind, rumusan-rumusan tindak
pidana masuk dalam bab tentang Ketentuan Pidana. Artinya, darni segi teknik
perancangan undang-undang, ketentuan-ketentuan ini secara senyaja

ditermpatkan sebagai delik pidana, bukan sanksi administrasi. Seharusnya,

" Ihid.

Jemda Mawne Aried. Kapiea Selelma Tulem Frdara, Cita Adicva Bakb, Dendung, 2006, bl 1) 15

Praservteea Marde Newawie Aried dalam Dislos: Palzar “3rodi ates Fejahaoae Lingkucgan [idep dae Sember Dava
Alamn dalam Gesbagat Undang Unedang dan Trsiznif Bodifilast e dalam Bancangan Perubahan KOO Dokl
Arcadiz, [akarta, 30 lznwart 2007, 2% daerak, pejabat dasrah mazopur pasat sering kel soras mengganakon
ksvrenarganny anbaz mengaluarzan bepte bamyals i fanpe mempertimbargizan fstae hngkongea hidup dan
kenrdlik pecevatan sunser doys alen
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berdasarkan perbedaan bidang hukum, kerentuan-ketentuan sanksi
adminisrasi Hdak dicanhimbkan dalam baby/bagian tentang ketenfuan pidana
tetapi dalam sanks: administrasi. Selain b, Hindak pidana ini hanya
ditujukan kepada pemegang izin. [Yalam hal ini, jika pemegang izin, vang
berdalih telah memiliki izin, melakukan suatu tindakan vang melawan
hukum, seperti membuka hutan dengan cara membakar maka vang
bertangmmg-jawal atas Hndakan tersebut adalah semata-mata perusahaan
vang bersangkutan. T sana sama sekali Hidak diperhitungkan
pertanggungjawaban pidana pemberi izin.

Eﬂbagai cortoh :]apa’r :]':P:;-ThaHka dalam UL Mo, 22 Tabon 20001 Yang,
mengahar mengenai Hrdak lj'ir].ana administrasi. ]'E1'|'i,';i-jr-,'-1"|'i&i lrlerbuatan vang
dikenakan Hndak pidana administrasi dalam imdang-amdang ind adalals:
melakukan kegiatan eksplorasi danfatau eksplottasi dengan idak memilila
kontrak kerja sama, melakukan pengolahan usaha hilirmigas tanpa memilika
izin usaha pengolahan, melakukan pengangkutan usaha hilir migas tanpa
izin usaha penganglkutan, melakukan penyimpanan usaha hilirmigas tanpa
izin usaha penyimpanan, dan melakukan niaga usaha hilir migas tanpa 17in
usaha niaga.*

Sebagaimana pengaturan dalam undang-undang pokok pertambangan,
und angr-undany kehutanan, undangundang sumber daya air dan undang-
undang sumber daya air sepert yang sudah divraikan sebelummya, subjek
hulkim hindak Pir]ana administrast dalam 1111:]3111;-111".-.‘]311 o im, han:r'a
pemesans 1. Sementara pejabat pemberi ixin tidak akan dikenai
pertangimmggawaban pidana

Pertanmnigavwaban Mdana Pejabat dalam Penerbitan Tan Tingkoangan
disebabkan karena adanya tindakan mal administrasi pejabat vang
memmbulkan cacat vuridis, sehinggza melahirkan mplikasi hukom beropa
pertangurungjawaban pidana pejabat vang bersangkutan, baik secara
administras, pidana, maupun perdata.

Nalam kaitan dengan TTukum Mdana mensyaratkan adanya 3 (tiga) hal
dalam rangka pertanggungiawaban pidana (crirminal responsibility), vang

secara konsepsional oleh Saver disebut sebagai Trias dalam TTulkum Pidana.

¥ Darradimus 3enl, Suslan ingtias, *Tiedek Pidana Langkurgan [idep dan Somber Dayve Alam dalam Gerbagar

Crdeg Undang Sektoral den Upava Hedifikesrma ke dalemn RECUIIF Sani Fosteian Paper Refarnzast CUTIE Ba
LA W [ak._".'. 2007

o Tked

193 PEAEGA AN HUELM LIHGEUHGA N KEPITANAAR <= Bahmida Friivani



Ketiga persoalan tersebut adalah: tindak pidana, pertanggungjawaban
pidana, dan pidana.™ Tlalam istilah vang lainmya, Barda Mawawi Arief
menvebut sebagai 3 (Hga) persoalan dasar dalam hukum pidana, vaiho
konsep Ferbuatan (F), kensep Crang [, dan konsep Pidana (), vang
disingkat PO,

Sesuai dengan taksonomi vang dikemukakan Saver dan Barda Nawawi
Arief, siskernatika pernbahasan pertangmungjawaban pidana pejabat dalam
kaitannya dengan mal administrasi dalam penerbitan izin di bidang
lingkungan akan dilakukan®

Pertoma, Klasifikast dan Fumusan Tindak Pidana. SEbal::;airnana telal di
kemmkakan 5*3]:!&\]1_“1'.11];5, hahwa rerdal:-at 4 [empat] macam Hridakan mal
administrasi, yang mempmmyvai implikasi fethadap pertanggungjawaban
pidana pejabat, yvaitu pelanggaran terhadap prosedur dan persvaratan
penerbitan izin. Jenis pelanggaran ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua)
macam yaifu: Pelanggaran tethadap prosedur dan persyaratan penerbitan
izin linglkungan. Ketentuan vang mengahir jenis pelanggaran ini adalah
Pasal 117 ayat {1}, Terdasarkan formulasi Pasal 111 ayat (1) tersebut dapat
didentifikasi adanva Zunsur utama dar tindak pidananya, yaitu menerbitkan
izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan AMDAL, atau UKL-UPL
sebagaimana dimaksud Pasal 37 avat (1) UTTTPLIT dan pelanggraran beripa
pengabaian terhadap kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan,
Sﬁlanjutn}'a,p-'mﬁ ]:'.li—ﬂaﬂg.s_rla ran kedua vaitu ]'H.-']ang_ﬁ_;amn I'Hrha:]al'.l 111'q1ﬁ91‘]111'
dan persyaratan penerbitan ixin vsaha dan/atau kegatan. Ketenbuan vang
mengatur jenis pelanggaran ini adalah Pasal 1171 ayvat (2}, Berdasarkan
tormulasi Pasal 111 ayvat (Z) tersebut dapat dikemukakan adanya 2 [dua)
unsur utama dari hindak pidananya, yaihs menerbitkan i7in usaha danfatan
kemiatan, dan tanpa dilengkapt dengan izin lingkungan, sepert yange
dimaksud dalam Pasal 40 avat (1) UUTPLIT

Ada 2 {dua) macam pengawasan vaihy a. pengawasan atas ketaatan
penanprungawab usaha danfatau kegiatan terhadap persvaratan iein
lingkungannya. Larangan terhadap pengabatan terhadap pengawasan jenis
i diatur dalam Fasal 1120 Pasal Y2 UTTPFLIT. Berdasarkan rumusan Fasal

(Sodarta, Dok Prdara 1 Cetakan ke 0. Yavasan Sodarto. Seoaarang. Faladas [hakom Unnerstes Diponegons,
Ly, bl Ba

Tachrera Albar [idavat, Ahooad Basukt, Perixinen Zongkongan Dideg Dar Sacdas Pidaa Do Peaber Pembern
Trtz, PERSPTETIC Voluree XI5 Bo 2 Telvon 2004 Tdist e, hlon, 100 L.
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112 jo Fasal 72, maka dapat disimpulkan bahwa unsur utama dari tindak
pidana rersebut adalah dengan sengaja, dan hdak melakukan pengawasan
terhad ap ketaatan penanginimgjawab usaha dan/atau kegiatan atas peraharan
perundangan dan izin lingkungan, serta mengakibatkan terjadinya
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan sehinggza menvebabkan
hilangnya nvawa manusia; b, yaitu pengawasan terhadap ketaatan
penanggungjawakb usaha danfatan kegiatan atas ketentuan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang lingkungan. Larangan tersebut diahar
dalam Pasal 112 jo Pasal 71 LUPFLH. Dari Pasal 71 maka dapat disimpaalkan
halwwa unsur ukama dan Bndak E‘!"il!]ﬂTlF.l tersehut adalal Hengan 5e.|'|ga]'a_.
Adak melakulkan PETIEAWASAT] I_'te-rhau:]al} ketaatan 1:!:;'-11anggungjawah 1gaha
dan/atau kegiatan atas peraturan penmdangan di bidang perlindungan dan
pengelolaan linglkungan, serta mengakibathan terjadinya pencemaran dan/
atau perusakan lingkungan sehingga menyebabkan hilangnva nyvawa
TATIHIA.

Kedug, Subvek vang dapat dipertanggungjawabkan, Memperhatikan
bumyi Pasal 117 dan Pasal 112 TTUPPLIT, maka terlihat sekali bahwa adressat
norma dari pasal tersebut adalah ditujukan kepada pejabat yang berwenangg
mengeluarkan izin (kaik izin lingkungan maupun izin usaha dan/atan
kegiatan) serta melakukan pengawasan terhadap ketaatan atas persyaratan
perzinan maupun peraturan perundang-undangan. Adapun pejabat yang
diberi wewenang unbuk iha, secara atribubif Pasal 37 ayat (1), Pasal 71 avat
(13 maupun Pasal 72 memberikan kewenangan kepada Menteri, Gubernur,
atan Walikota/Bupat. Ini berart, bahwa yang harus bertangmmygjawab
secara pidana terhadap sefiap bemtuk pelanggaran atau pemyvimpangan yang
bersifat mal administrasi dalam kaitannya dengan penerbitan izim dan
peraturan perundangan adalah henter, Gubernur, atau Bupat) Wahkota
seaual dengan porsi dan hingkup kewenangan masing-masing. Prinsip
pertangiungiawaban secara pidana sebagaimana yany telah dinyatakan di
atas Hdak berlaku, dalam hal pejabat itn mendelegasikan kewenangannya
dalam hal pengawasan kepada aparat atau pejabat teknis di bidang
perhndungan dan pengelolaan lingkungan hidup. TTal int dimungkinkan
sebagaimana tertera dalam Pasal 71 ayat (2) TTUPFLIT.
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Eeliga, Pertanggungjawaban pidana. Pembicaraan ftentang
pertangeungjawaban pidana, fidak dapat dilepaskan dari pembahasan
tentang tindak pidana. Demikian pula sebaliknya, fidak akan terjadi
pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, kalau aspek pertanggungjawaban
pidana pelaku fidak terpenuhi, Artinya, dalam rangka pemidanaan konsep
tindak pidana dan konsep pertanggungjawaban pidana adalah dua anasir
yang terpisah (dualism) fharat dua sisi mata nang, terpisah tetapi berifat
komplernenter (Sudarto, 1990k45).

Sesecrang tidaklah cukup alasan untuk dipidana apabila erang itu telah
melakulkan :;:-l-_lrhual'.-'rn yar; talal b&r’rentan;:';aﬂ den £ Ik atan bersifat
melawan hukum. Jadi, mt;-:;'-lc:ipun ljerbuar.ann}ra telaly mermnenmhi mamasan
delik dalam undangamdang dan Hdak dibenarkan (an elyechime breach of a
penal propisin g, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk adanya
penjatithan pidana. Untuk penjatuhan pidana masih diperlukan adanya
syarat hahwa orang vang melakukan perbuatan itn mempunyai kesalahan
atan bersalal (sxbisctine guilt]. Thengan perkataan lain, orang rersebut haros
dapat dipertanggumgjawablkan atas pebuatannya, atan fika dilihat dari sudut
perbuataannva, perbuataannya harus dipertangrungkan kepada orang
tersebut, Dalam konteks inilah berlaku adegium tiada pidana tanpa
kesalahan {Kenne Strafe ofnwe Sehodd afon Geen Steaf ZonderSchuld ohene Nulla
Poens Sime Crlpa], vang juga disebut ajaran culpahbilitas, Secara komsepsional,
kesalahan m :—mgan:hmﬂ I:'l:-rl'l:-*ral'm UNSUT yang terleatt, vaitu adanva
kemampuan bertangirungjawab dalam diri s pembuat (schuldfahickeit),
artinya keadaan jiwa s pernbuat hamis normal, dan adanya hubingan batin
antara si pembuat dengan perbuataan vany dilakukamya (batk vang bemapa
kessmgajaan atau kealpaan), serta Hdak adanya alasan penghapus kesalahan,
atan alasan pernaaf. Thalam hal ketiga unsor tersebut terpenuhi, maka orange
vang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunvyai
pertangimingiawaban pidana, sehingea bisa dijatuhi pidana. Pengertian dan
pemahaman tentanyg pertangungawaban memotret perumusan unsur
kesalahan yangg dilukiskan dalam Pasal T1T dan Pasal 112 dapat dikemukakan
bahwa Pasal 111 tdak merumuskan secara elplisit (begas/bertulis) unsur
kesalahannya {kesengajaan atau kealpaan), sehingga secara teontis

menimbulkan konsekuens telnis yundis dalam proses pembukiian di
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pengadilan, maksudnya Penuntut Umum fidak mempunyai keharasan
untuk membuktikan unsur kesalahan pelaku (bersifat fakultatify; dan
sebaliknya Fasal 112 memamuskan unsur kesalahan secara tegas, terbaca
{eksplizit), yaitu dengan kalimat “... dengan sengaja”. Perumusan unsur
kesalahan dalam bentuk kesengajaan tersebut menunjukkan dianumya
prinsip lability based on fault ipertanggmmgjawaban berdasarkan kesalahan
atau asas culpahilitas) (Achmad Basuki, 2011:257), Bertolak dari asas
culpabilitas ini, maka dalam pertanggungjawabannya tidak dapat
diberlakukan tanggung jawab seketika (s¥frick responsibiliiy), Artinya secara
reknis ],'1_:|1'1'-r]1'l,-:r Penrnuntut Umum 111:;']11,Jr1_1_r'a1' kewajiban untuk :]apar
membnkakan nnsur kesalahan 1_1-r-_'1ak1| di dalam proses pmﬂm'iksaan i
Fergzadilan, sebab dalam hal ini unsur kesengajaan sebagaimana dimaksnd
merupakan unsur utama dehk (kestand deel). Tidak terbukbnva unsur im
bisza mengakibatkan tidak dapat dipersalahkannya pelaku. Keempat, Sanksi
Fidana. Berdasarkan perumusan sanksi pidana vang diabor dalam Pasal 1711
dan Masal 112, maka dikemukakan sebagai berikut: 1. Bahwa ditinjau dari
jenis sanksi pidana (strafsoort), Fasal 117 mennmuskan adanya 2 {dua)
macam sanksl pidana, vaitu pidana penjata dan pidana denda. Wamun
demikian kalau dicermati secara seksama, balvwa kedua jenis sanksi terselbst
dinmmuskan dengan kata-kata .. dengan pidana penjara ... dan pidana
denda .7, hal satu sankst yang ditawarkan kepada hakim vaifu pidana
penjara dan pidana denda secara bersamaan [komulatif). Berbeda dengan
vang dianut dalam Pasal 112 vang merumuskan sanksinya dengan kata-kata
... dengan pidana penjara atau pidana denda 7, hal ini memumjukkan
bahbwa undang-undang memberikan kebebasan bag TTakim unbuk memilib
salah sata dar 2 {dua) macam sanksi vang ditawarkan oleh undang-undang
vaibu, pidana penjata atau pidana denda {alternative); 2. Tika dilihat dari
senri beratringannya sanksi pidana (strafmaat), ruomusan Pasal 111 maupun
Pasal 112 dapat diketahui, bahwa kedua pasal menganmut peromusan sanks
pidana maksimal, artinva hakim diberikan kebebasan untuk menakar berat-
ringannya pidana yang dapat dijabuhkan sesuai dengan kesalahan pelaku
asalkan tidak melampaui batas maksimal yanyg telah ditetaplan oleh Tasal
11T dan Pasal 112 UTUPTPLH; 5. Apabila dibandingkan antara sanks pidana
vang diatur dalam Pasal 1171 dan Pasal TI2ZTIUPPLT ], maka dapat diketahn
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bahwa sanksi pidana vang diancamkan dalam Pasal 111 jauh lebih berat
dibandingkan dengan sanksi pidana dalam Masal 112 ULTPPT.H. Hal ind
menimbulkan pertanyaan besar, mengapa demikian? Padahal kalau ditinjan
dari segi beratnva tingkat pelanggaran dan rumitnya pembuktian di
Pengadilan, seharusnya (secara ius constituendum) sanksi yang ada dalam
Pasal 112 L'UTPLH lebih berat dibandingkan dengan sanksi vang ada dalam
Pasal 111 ULTPLH.
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BAB VI
PERTANGGUNGIAWABAN PIDANA OLEH
KORPORASI LINGKUNGAN HIDUP

6.1 PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di bidang lingkungan hidup
lelah diatur calam Undang-Undang Moo 32 Tabwn 2009 teatang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup., Memang hal ini merupakan
perkembangan baru yang bersamaan dengan perkembangan ilmo hukum
pidana, di mana manusia bukanlah salu-salunya subjek hukum, karena
masih ada yang lain menjadi subjek hukum pidana vang bukan manusia,
Selama ind vang dikenal subjek hukum ilu hanya manusia saja, lernvala
selain manusia ada juga subyek hukum lain vang disebul dengan badan
hukum alau korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum tidak dikenal di
dalam Kilab Undang-Undang Hukum Pidana (KL HFP), karena di dalam
KL HF menganul asas “liada pidana tanpa kesalahan”, Asas ini mengandung
konsekuens? balvwa vang dapal dimintal perlanggungjawaban pidana haya
manusia saja, sedangkan badan hukum atau korporasi tidak memiliki hati
miaka lidak dapal dimintai perlanggungjawaban pidana. Badan hukom atau
korporasi diakui sebagai subjek hukum di dalam Undang-Undang Momor
32 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Fengelelaan Lingkungan Hidup
vang lerdapal pada Pasal 1 angka 32, di mana disebutkan bahwa:"seliap
orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan
hukum maupun vang lidak berbadan hukum, Lndang-Undang MNeomor 32
Lzhun 2009 lentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
mengakui tentang pertanggungjawaban pidana korporasi seperti diatur
dalam Masal 116 sampal dengan Pasal 120, Ketentuan Fasal 116 UL Mo, 32
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Tahumn 2049 mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal findak
pidana dilakukan oleh, unfuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan
dengan pertangmumgjawaban pidana ini maka hamas jelas terlebih dahbule
mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, Artinya, harus terlebih
dabulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat tindak pidana
tersebut, Mengenai siapa yang dinvatakan sebagai pembuat tindak pidana
(subjek Hndak pidana) pada dasarnya sudah dirumuskan oleh pembuat
undang-undang. Thalam Pasal 116 LT M, 32 Tahun 209 memanjuk kepada
pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual.
Fen;_rl'[:lru;;i hadan usaha dapa’r dimintakan Pﬁrranl::;f,_';'l:lrlgjawa]::-M'l F:-1-:']a11a
secara individual, al:-.a]_'-'i]a findak P'i.:.’an.a |i1'|glc:|.11'|ga1'| h'ir]ul:l dilakukan alelh,
atan atas nama badan usaha. Secara vmum vang dapat dimintakan
pertangmungrawaban vaifu s pembuat, namun Hdaklah selalu demikian
terlebih dalam hal pertangzunjawaban korporasi dalam hukum pidana.
Fertanginmgjawaban korporasi dalam hukum pidana terganting juga pada
cara atan sistem perunmmisan perfanggungjawaban yvang diternpuh oleh
pembuat undang-undang, Model pertanginmgjavwaban pidana korporasi
dilihat dan kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggnunggawabanmyva,
dapat disebutkan sebagai berikuf: pergnurus korporasi sebagai pembuat dan
pemgmutuslah vang bertanginumgijawab, korporasi sebagai pembuat dan
penguarus yang bertangrungjawab dan korporasi sebagai pernbuat juga
seha 5_1511' vang lrertan A Jnj_‘;ia walr.

Dengan demikian perlulah kita kaji secara mendalam makna vang
sesumgmrnhnyva ketentuan Fasal 116 UL Mo, 52 Tahun 2009 berkaitan siapa
vang dapat diminta pertanggrungawaban pidana korporast dalam kasns

Tim gkun}_;m'n.

6.2 PERMASALAHAN
Ragaimana konsep pertangiuinggawaban pidana korporast dalam kasas
lingkungan hidup vang termuat dalam Pasal 116 TITT Mo, 32 Tahun 200597
6.3 Pembahasan
6.3.1 Istilah dan pengerlian pertanggungjawaban pidana korporasi
Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Kitab Undang-Lndang Hukum
Pidana {KL'HF} vang berlaku di Indonesia tidak menganut
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pertanggungjawaban pidana korporasi.™ KUHFP Indonesia hanva
mengenal manusia (ratuprlik persoor) sebagai subjek hukum pidana, ™
Kata korporasi berasal dar kata korporasi (coporatie, Belanda), corporation
{Inggris), corporaiion {Jerman) itu sendiri secara efimelogis berasal dari
kata “corporatio” vang diambil dari hahasa latin, Seperti halnya dengan
kata-kata lain vang berakhir dengan “Ho”, maka corporatio sehagai kata
benda {substantivun), berasal dar kata kerja yakni corporare, yang
dipakai oleh banvak orang; pada raman abad pertengahan dan sesudah
" Corporare sendiri berasal dari kara “corpus”yang berarti badan.
MNalam kaitan i E-Hl'ii:]:'.lh_il Rahardjo, menvatakan bahwa kur};u_:-rasi
mempakan guatn hadan vang, dicil:ll:akan olel hukum. Badan vang
diciptakannya ito terdiri dari “corpus”, vaih sbruktur Rsiknwva dan
kedalammya hukum i memasukkan unsur animus yangg membuat
badan hukum iha mempunyai suatu kepribadian. Oleh karena korporasi
tha merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptanya, kemahannya
pun juga ditentukan oleh hukam. ™

Pengertian korporasi dalam hukum pidana, dapat diambil dari
beberapa pendapat para safana hukum perdata sepert Rudi Prasetyo,
vang menyatakan bahwa korporasi meripakan sebutan yang lazim
dijpumakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menwvebut apa vang
biasa disebut sebagal badan hakum atau recliltspersoon dalam bahasa
Belanda dan I.ﬂ:gu! erttibies ataw corporatiom dalam bahasa T1'I!._’.§_'I1'1:=i Pa:]a
bidang hukum lain khususnya hukom perdata. ™ Dard pengertian
korporasi dalam hukum perdata, bahwa apa vang dimaksud korporasi
itu adalah badan hukom, maka terhadap korporasi memiliki definisi
tersendin. K. Subekt mendefnisikan badan hukum pada pokoknya
adalah suatu badan atau perkumpulan vang dapat memiliki hak-hak

dan melakukan perbuatan seperti manusia, serta memiliki kekavaan

eeliatnn, KUILF Bab Undang Lodasg Clukuon Pldana, coo 20 (lakata, Bame Aksaa, 1595

1Ll Int meropalaan pangaruls doet 2savanbsarses Jalegaere non potzsbrong hereml lnrpores tiéak dapae nealalulan
tindak pdana deo socieras dengquese om podess yaog hesard karporic tidelz dogar dipodara ferdadap KUITLF vang
Eerlala: é1 Indomesta.

Suladi dan Desdia Privatnn, Pertanggengasaban Prdara Korporast Dalam 10:2zam Fidans ce s [akarea: Kencana
Pranadi Mediz Group, 2012, hin 235

Sentipto Rahardo, Jlme iz, andung, Shamesd, 9860, ki, 100

Muladt, Tweidia Privatss, Opit, blme 27 mengutp dan Zod: Prasaove, Perkanbasgan Koarpares dalae Prosas
Sodsrmisast dan Perempangan penmvpanganny, nakalah disampatzan pada Sennar Nasioral Eeaharan
Hocparast de TILUNDIE, (Remarasg 23 24 Movemkber 25895, klm. 2
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sendiri, dapat digugar atau menggugat di depan hakim. " lerhadap apa
saja yang dianggap sebagai badan hukum punva pengaturannya
tersendiri. Karenanya terhadap korporasi dalam hukum perdata
subjeknva lebih dibatasi. Conteh korporasi dalam hukum perdata vang
secara umum dikenal merupakan badan hukum adalah Perseroan
Terbatas, Koperasi, dan Yavazan.

Terkait dengan pertanggumngjawaban pidana, maka ada asas pidana
sebagaimana disebutkan di atas vaibu "Hada pidana tanpa kesalahan™
merupakan asas vang fundamental dalam hukum pidana. ™ Bahkan
sedemikian I"l]1'||!]F.I1'|'H;'1‘|‘|‘H|1".}'H.. asas im telah meresap dan mengTema
dalam hampir SETNE ajaTan dalam huakinm Pil_'].aﬁa.'”"' Avag i juga
terdapat dalam hukum pidana Belanda yang dikenal dengan istilah
“geen straf zonder schuld® dan di Jerman yang dikenal dengan ishilah
“keine straf ohne schuld™.* Dalam hukum pidana di Inggris juga
terdapat asas yang semupa yany dalam bahasa [ atin berbunyi: “achus
non facit reum nisi mens sik rea”atan diterjemahkan kedalam bahasa
Tngrirris sebagzal an act dows not make a person guilty unfil the mind 15
gilty ™ henurut Moeljatno, asas “tada pidana tanpa kesalahan™
metupakan asas Hdak tertulis dalam hukum vang hidup dalam
angizapan masyarakat dan tidak kurang keberlakuannya dari pada asas
vang terhulis, seperh asas legalitas " Tanumya, ia mencontohkan balwa
apahﬂa ad a sesepran s yang dil'.ti:]ana tanpa ar]an}'a kesalahan, tentunya
akan melukai perasaan keadilan.®! Tlalam perkembangannya, R
Achmad 5. Soema THpraja menyatakan bahwa asas ini bukan sekedar
asas tidak terhalis lagh, karena telah menjadi dasar bagi hakim dalam
menjatuhkan pidana,’* di mana asas tersebut termuat dalam Tndang-
Undang MNomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan
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0B Saxtorius, Jet schaldbeginsed @ cozer e de Vadanten Lozwan, desjemahkon cley Wancssiondn, Galan
Fesataras Lokuns Fldana Aoglsatan 1 tanggal & 28 Agusbas 1587, [sanarasg F15USDLEY, hle, 1 Sebagomana
Jikurip aleh Muladl, Credia Prosao, Uipeie, hlon, D0

[ked

Koalach, Tiwidia Privaeno, 1ktd, R, Loz

Falzjaine, Asas Aszs Dol Pidana, {lakarta., Diea Alz=ara, 19270, hilnz 5

[bed

Tked

K. Achonad & Soemadi Frod)a, Geberapa Tingeaar Tencaeg Dok Fréana den [akon Aczara Fudaca, [Mandeng
CW Armzen, 19450, Elm, 21
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Lndang-Lindang Momor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman,
Fada Tasal & ayat {2) Lindang-Undang Kekvasaan Kehakiman,
menentukan:'~ “Tidak seorang pun dapat dijabuhi pidana, kecuali
apabila pengadilan, karena alat pembukfian yang sah menurut undang-
undang, mendapat kevakinan bahwa seseorang vang dianggap dapat
bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan vang didakwakan
atas dirinya”™™ Dalam perkembangannva, B-KUHFP revisi 2015 juga
sudah mengatur secara tejgas mengenai azas "Hada pidana tanpa
kesalahan™ di dalam Pasal 38 avat (1), vang mengatur:
“Tidak seorangpun yang melakukan tindak pidana dipidana tanpa

kesalahan™.

Halint semakin menunjuldean pentingnva unsur kesalahan scbagat
penentu apakah subjek hukum dapat dipidana atau tidak, di mana
norma ini sebelumnyva hanya berlako sebagai suato asas yang tidak
tortulis, vang kemudion dituangkan secara konkrit dalam suatu pasal.

Mengapa asos "tada pidana tanpa kesalahan® intscbagai suato asas
vang penting? Menurot E.Ph. B Sutorios: © pertama-tama haros
diperhatikan Bahwa kesalaban selalu hanve mengenai perbuatan vang
tidald patat, vaitu melakukan sesuata yang scharosnya tidak dilakokan
dan tidak melakukan sesuatu vang scharusnyva dilakukan, Ditinjan
stcara lebih mendalam, bahwa kesalahan memandang hobungan antara
perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikion rapa, schingga
perbuatan itu dalam arti kata vang sesungpouhnva moerupakan
perbuntannya. Perbuatan ini tidak hanvio objektit tidak patut, tetapd juga
dapat dicelakan kepadanya. Dapat dicela itu bukanlab inti dari
pengertian kesalahan, imelainkan akibat darn kesalahan, Sebab hubungan
antara perbuatan dan pelakonya ite selalu membava celaan, maka orang,
dapat menamakan sebagai “dapat dicela™. Sehingga, kalao dirangkumbkan
alcan menjadi bahwa asas tiada pidana tanpa kesalahan mempuanyal arti
bahwa agar dapal menjatubkan pidana, tidak hanva disvaratkan bahwa
sesvorang telah berbuat tidak patut secara objektif, tetapi juga perbuatan
ticlak patut itu dapat dicelakan kepadanya™." Asas “liada pidana tanpa

‘Undang Uidamg tentang Belmaszan Xehakiman Bomar @ Takean 200, L3 Mo @ Taboe 2000, TLN Mo, 4058
‘Undang Urdang bentang Belzassan Xehakiman Mamar & Taboan 2004, LA Roc 8 Tavon 20604, 70N Rla 4iins
LoPhRL Smterius, Opee, hlea 2 Szhagainana dikuterp aleh Sfuladi, Dracha Preoratne, Opezit, hles, L,
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kesalahan” pada dasarnya fidak menghendaki terjadinya pemidanaan
terhadap seseorang tanpa adanva kesalahan, meski vang bersanghkutan
secara nyata telah melakukan snaha pelanggaran ahiran.-* Sebagaimana
dijelaskan pada bagian pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan
atan schrld guna menentukan pertanggungjawaban pidana atau
toerekeringsvatbaarkeld sebagail dasar penjafuhan pidana memiliki
kedudukan yang penting, Linsur kesalahan menjadi penentu apakah
seseorany dapat dikenakan pertanginmgjawaban pidana terhadapanya
atas suatu perbuatan pidana.'” Bahkan beberapa Sarjana memandang
1msar kesalalan ine 5&*]:-55331' unsur konstitug B

&Ianju tva, Hrnlin ] pertanyaan rerkaik [PEMeTapan asas ini rerh.ar]al:l
komporasi. TTal ini dikarenakan, umsur kesalahan sangat berkaitan erat
dengan sikap jiwa (kesengajaan atan kelalaan) dani manusia sebagai
netunrliike persom™. Unsur kesengajaan atau kelalaian muncul karena
adanvaunsur kejiwaan (menstipke psychey danunsur paikis (e paycliseliz
bedtandideler), vang mana hanya terdapal pada manusia sebagai subjek
bk (patordihe persoon). Dengan demikian, korporasi dapat dikatakan
tidak memiliki kesalahan '

Memang ada beberapa Sarjana hukum yvang menvatakan bahwa
kirporast tetap dapat memiliki kesalahan. Salah sabiya Thalsman, Guarn
Gesar TTukun Pidana dar Roterdam, dalam preadvisnya Jdi depan
P{-lrkurnpu]an Yruris Pada tahun 1966, menvatakan bahwa unsur
kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) dapat diadakan aleh organ-organ
dari korporasi atau pekerja lainnya yang menetapkan kebijakan
organisast.”™ Lebih lanmuk, memnanitnya ansor kesalahan ind terkadang
muncul dari kerjasama secara sadar atau Hdak sadar dari orang-orang
yvang disebutkan di sini.™ Maka, terhadap persibiwa-peristiva dernikian,

harus ada sangkut-paut tertentu antara tindakan dari orang-orang

Ibed..

[ atmans, Kitab Palearae Clolacs Pldane (Learbaevar ee Nedarlanches Staftrechel oot 1L andueng. U Planls
loyn, 194827, hlon, 1535

sar)era Faog dieaksud adalaks vare Hasel, Simees, Zevenberges, din Scbwper. Mkl donsikia peedapat ol Snalal:
alsh Benevaa Saana Lalerwa, vaknl Aooape Can Clazewiniel soringa. Ciescd, Dpaie, hlio, 285,

LB, vien Derarselen, Dulaen Pidanz 1 Telaes Pidana Sazeotal Ragiae Omues, Deedueg Dimacyte, 1960, hlnw 222
Koalach, Tiwidia Privacnn, Cpocrt., Slme 105

Terhadap pendengansrs tersebut, erancal krik dez Zegislatf varg eaerganggap nemusan tersebut teclah sempit
Jelam hil mengadakon vovrar kesalaban pada bocporas). deceza berpesdapat, bahwa anhelz hodalzan tecnenta, pomut
ditzrinza darm desereakan kan pandangan babeea selaen maslalun ticd zan fusgsonens pengurus, melaickan jugz
melalu sincakan pegawes rendahin Rasalahan korpares dapat diadcZzan, [an Bemamelink;, Cipacte, i, 104

Led. van Germmelzn, Op.cc, kim, 207
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tersebul,** Yan Bemmelen, dalam memandang kezengajaan dari
korporasi, berpendapat bahwa pengetahuan bersama dari sebagian
beszar anggota direksi dapat dianggap sebagai kesengajaaan dari
korporasi ih, jika mungkin sebagai kesengajaan bersvaraf, ™ Selain itu,
kesalahan ringan dari setiap orang vang bertindak untuk korporasi ita,
jika dilkannpulkan akan dapat membentuk kesalahan besar dari korporasi
tha sendin, "= Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Jan Remmelink.
YMemumat Jan REemmelink korporasi akan selalu dikatakan berbuat atau
fidak berbuat, melalui atau diwakili oleh perorangan.™ Oleh karenanya,
*.'E:rhar]al': kurpn;_:-raﬁi_. unsIr keg—:engaiaan d apat diadakan d eTIgan
feq‘:-enu]‘n'ﬂ}ra unsur-unEur delik Vang dilakukan oleh 54_=j111'|1[.ah Orang
vang betheda ™ Unsuramsurini hams memiliki keterkaitan satu sama
lain, sehingea dapat digabungkan vang secara keseluruhan akan
memenuhi pola tindakan yvang digambarkan dalam suatu delik.'®
suprapto, dalam menanggapi pendapat-pendapat tersebut, sepakat
bahwa kesalahan korporasi dapat diambil berdasarkan kesengajaan atau
kelalaian vang terdapat pada orang-orang vang menjadi alatnya.'™
Kesalahan tersebut tidak bersifat individual, karena berkattan dengan
suati badan vang sifatnva kolektif ™~ Dengan demikian, korporasi tetap
dapat memiliki kesalahan vanyg diambil dan penguras atau direksi
dalam menjalankan hugas fungsionarisnya. TTal ini dikarenakan
]-;c,n']jmra.ﬁn' dalam herlbat atan sidak berbuat, melahn atau diwakili oleh
perorangan. Karenanva asas “Hada pidana tanpa kesalahan®™ tetap dapat
diberlakukan terhadap korporasi. Hal int merapakan bentuk jaminan
atas hak asasi manusia yany harus dilindungi. Akan tetapi dalam
perkembangannya muneul dokirin-dokirm yang mengesampingkan

asas “Hada pidana tanpa kesalahan® tersebut.

(hid

(hid

hid

Jan Rk, Crpoeit, hlon, 106 Renemediok, fan, Dok Frdana: Bomentar Koonersar fdes Fosal Fosal Terpeozing
Zlari Kikab Crdarg Undang 1lakam 2dena Delanda den Pedaransra Dalam

Ihid., kil Lu=

hid

Suladi, Dredia Provatro, Qpecie, hlm, 10
hid
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6.3.2 Kajian Teorikis

6.3.21 I'erbandingan dengan Pertanggungjawaban Korporasi pada

Beberapa UL Sumber Daya Alam

{1} Pertanpggungjawaban Korporasi menurul UU No. 41 Tahun 1999
lentang Kehulanan
Pertanggungjawaban korporasi dijumpal dalam Pasal 78 ayal (14)
LU Mo, 41 Tahun 1999, untuk tlindak pidana kehutanan yang,
“dilakukan oleh dan ataw atas nama badan hukum alaw badan usaha,
lunlulan dan sanksi pldananya difaluhkan techadap pengureusoya,
baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama...”. Penjelasan Pasal 78
ayat (14) menyatakan bahwa “vang termasuk badan hukum dan
alau badan usaha, antara lain perseroan lerbkalas, perseroan
kemandiler (comandiler venooischaap), firma, koperasi, dan
sEjenisnya.”

Eetentuan lindak pidana korporasi menurut UL No. 41 lahun

199 dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut: Pertama, dalam
mendelinisikan korporasi, UL ini mengikuli model Perancis, yailu
melalui penentuan jenis korporasi macam apa saja yvang dapal
dimintal perlanggungjawaban Dalan hal ind, korporasi didelinisikan
sebagal "persercan terbatas, persercan komanditer {comanditer
vensolschaar), frma, koperasi, dan sejenisnya”. Keduna, LL Mo, 41
Tahun 1999 lidak menyediakan sanksi pidana bagi kerporasi.
Dengan demikian, UL ini tidak menganut pertanggungjawaban
korporasi baik alas perbualan orang maupun atas perbuatan sendiri.
Ketiga, sebaliknya, LU Mo, 41 Tahun 1999 justru menganut indizidia!
viraricus fability, di mnana pengurus korporasi akan berfanggumgjawab
atas perbualan dari bawahan, dirinya sendiri. atau bahkan perbuatan
korporasi. Hal ini ferlihat dari ketentuan yang menvatakan baliwea
apabila tindak pidana dilakukan oleh korporasi maka “tuntutan
dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusmya™, ™!

= Andr . Wibeana, “Eejahatan Lingkongas Cleh Koarperan. Mencari Renbzk Pertangeungjowzban Barporasi Dan
FecningandFeogarns Barporasi Onhelz Kejahara Divglaongan T Indoanesad,” Farnal Dokun B Pabangunare 46
Foo 2 220067 kL, 14% 195
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{2) Pertanggungjawaban Korporasi Menurut UL No. 18 T'ahun 2013
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hukan
Eumusan pertanggumgjawaban korporasi dalam UTLT Mo, 1s Tahun
2013 tentang Pencegahan dan Memberatasan Feruzakan Hutan cukup
mernbingungkan. Pada Pasal 82 ayat (3}, ULT No, 18 Tahun 2003
menyatakan:

Korporasi vang:
a)  melakukan penebangan pohen dalam kawasan hutan vang Hidak
sesuai dengan izin pemanfaatan hutan ..
by melakukan p«l—_ﬂnel;lan;-_';an Pc_:uh-:_:n dalam kawasan lhutan tanpa
memiliki izin ..., danfatau
c}  melakukan penebangan pohon dalam kawasan lutan secara
Hdak wah ...
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama 15 {lima belas) talnm serta pidana denda paling
sedikit Rp. 5.000L000.000,00 (ima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rapiah).
Perumusam sankst pidana bagn korporasi tersebut kemudian diulang
lagi di dalam berbagai ketentuan pidana dalam UL Mo, 18 Tahun
23
Dengan cara perumusan tersebut, LU sepertinva hendak
menvatakan bahwa ]'m:]a :]aaam:.’a semua tindak F-u'];m.a terkatt
pembalakan liar vang dapat dilakukan oleh manusia, diangrap
dapat pula dilakukan cleh korporasi™ Sehingga dalam rumusan
Hndak pidana di vini dapat dikatakan bahwa T Mo T8 Tabon 2003
telah memganut bahwa korporasi dapat dijahshkan pidana penjara.
Eetentuan yvang memenjarakan korporasi adalah sebuah
kekeliruan fatal. Anehnya, kekeliruan ini sendiri tampalknva disadari
oleh pembuatundang-undang, karena dalam Pasal 109 ayat (5) TITT
Mo 18 Talhun 20005 menyatakan bahwa “Tidana pokok vang dapat
dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda sebagaimana

dimaksud dalam Pasal B2 sampai dengan Pasall0E." ™

" Lihaz perumusan saks pedang weduk korperos dalam. U0 Jay 16 Tahus Gc s

™ Ando GLWiktsanz, O Cie Tl 122
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Dengan demikian, Ayat ini mencoba menganulir zanksi pidana
bagi }.'m'pﬂra 5 sebagaimana relaly dirmmuskan Pa da Pazal 52 sampai
dengan Fasal 103, yang relah memuat sanksi penjara dan denda.
Fersoalannya, apabila kemudian dianulir pada Pasal 10%, maka
untuk apa pembuat undang-undang tetap mencantumkan sanksi
perjara bagi korporasi di dalam Pasal 82 sampai dengan Masal 1057

Lekih jauh lagi, Pasal 109 avat (1) ULT No. 18 Tahun 2013
menyatakan apakila tindak pidana terkait pembalakan liar
“dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, tunbutan dangatau
114-,'11j.=:t1_:|]'|a11 pi dana dilakukan h—:rha:]ap kmrp-;_:-ra:ai dansatan
ljmﬁgunl-,-m:..ra."

Selanjubnya, Pasal 109 avat (2) TUTTTMe. T8 Tahum 200 5 menyakakan
bahwa tindak pidana terkait pembalakan liar dianggzap dilakukan
oleh korporasi “apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang
perarangan, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan
lain, hertindak dalam lingkungan korporasi fersebut baik secara
sendiri maupun bersama-sama”. Sedangkan Pasal 109 ayat (3) TIL
M 18 Tahun 2013 menyatakan bahowa jika tuntutan pidana dilakukan
terhadap korporasi, maka korporasi tersebut divakili oleh penguras,

Dari mumusan Masal ind, dapat disimpulkan babwa UL Mo, 18
Tahun 2013 memungkinkan sanksi pidana untuk dijabshkan kepada
kigrl'n_n'a B maupun P:—'-nj_;111'L1-51-:qn']1r_1ra:i1. ]’Jm'll::;an l.']ﬂ]jﬂtt']'ir!"ii]ﬂ'l'lﬂ'l'l‘!.-'ﬂ
penguTus korporas atas perbuatan seseoranye di dalam linglkup kerja
korporasi, sebagaimana tercermin dalam Pasal 109 avat (1) dan (2)
LTI Mo 18 Talhum 20035, maka terlihat babowa TTT ini mengramt
indipidual meartous Uability. Thalam hal ini, pengurus korporasi
bertanggrungjawab atas Hindak pidana yang dilakukan oleh siapa
pun vanyg berada di bawah lingkup kerja korporasi. Selain itu,
dengan dapat dipidananya korporasi, maka terlihat bahwa UL No.
[% Tahun 2013 membuka diterapkannya berhbagai teor
pertangmungjawaban korporasi, mulat dari corporets moarious
Ftohalsty, teori ayregoss, teor identifikas, ataupun teor budava

krporas.
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{(3) Pertanggungjawaban Korporasi Menurut UL No. 39 T'ahun 2014

tentang Perkebunan
Eumusan pertanggumgjawaban korporasi dalam UTLT Mo, 3% Tahun
2014 tentang Perkebunan ditemukan Fasal 113 avat (1) LL No. 349
Talm 2014, hr;'rl:lun:.-'i:
[ralam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal
104, Pasal 1003, Pasal 104, Pasal 107, Pasal 108, dan Fasal 109 dilakukan
oleh komporas, selan penguimasnya dipidana berdasarkan Pasal 105,
Fasal 104, Pasal 105, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, dan Pasal 1049,
l-:qn'pu,\rasin}-'ﬁ :]il'.li-r]ana dengan pi:]aﬂa denrda maksimumn ditambah
13 f:;'-epr-,'rl'iga} dari 1_11'r]a1'|a denda dari masing-masing tersehuat,
Memurut Andr G, Wibisana bahwa ketembian singkat di atas
justru mernpakan ketenbuan vangg lebih jelas mengenail iindak
pidana korporasi. Pertama, jelaslah bahwa UL No. 3% Tahun 2074
menganut indinidue! weerious Tebility, demgan adanya pemidanaan
kepada pengurus atas findak pidana yang dilakukan unmk
korporasi, Tindak pidana ini dapat saja dilakukan oleh pengnarus
sendin, aleh pegawail bawahan, atau bahkan oleh korporas ita
sendivd, Kedua, LU Mo, 32 Tahun 2004 membuka pula kemungkinan
dijatuhkarmya sanksi denda kepada korporasi. Karena UL Hdak
membatasi, maka pertanggungjawaban korporasi ini dapat
didasarkan Pa:]a teori corporate pivarions Iéukﬂi!&.‘, Bl 5.-?.’”-'}:“35- team

ulentifibest, atau bahkan teort budaya korporasi. ™

#3.2.2 Pertanggungjawaban korporasi dalam Kebijalkan Penegal
Hukum

Penegak hukum memberikan penjelasan lerkail lindak pidana dan
perlanggungjawaban kerporasi dengan menerbilkan Sural
Eeputusan Fetua Mahkamah Agung dan Peraturan aksa Agung,

Ui dalam Lampiran darl Kepulusan Kelua MA Mo 036/KMA/
SES1L2013 tentang Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan
Hidup, dijelaskan bahwa apabila lindak pidana lingkungan hidup
dilakukan oleh, untuk, alau alas nama korporasi, maka lunlulan
clan sanksi pidana dijatubkan kepada:

tIhd
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a} Rorporasinya,

bl Orang yang memberikan perintah, vaitu orang dengan jabatan
yang sesuai afan Pengumis/direksi sesuai Anggaran Dasar;

¢l Pemimpin badan usaha.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini tidak menjelaskan apa
perbedaan antara pertanggungjawaban untuk orang vang
memberikan perintah, vang diartikan sebagai pengums/direksi;
dengan pertangimgawaban oleh pemimpin badan usaha. Justru
sebalikinva Keputusan Eetua Mahkamah Agung ini menguraikan
l':-l;-]::-n;-rapa hal sebagai bahan Pe.:'nk'u-,']aan aleh terdakwa di dalam
kairann}ra f]-engan }wrranggungjafp;ahan 1:-1'1']3113 3;:}1'1'::11'351', antara
lain:

i, Direksi menerima laporan bahwa pengelolaan inglamgan hidup
sudah sesuai dengan peraturan atau izin ;

. Direks Hdak menerima laporan dari operator mengenai kegiatan
yang ferkait dengan findak pidana;

1. Threks membukbkan telah melakukan tindakan-tndakan sesua
dengzan 50T tetapi diabatkan oleh bawahannya;

iv. Operator dapat membuktikan bahwa dia sudah melaporkan
kepada atasan dan diteruskan kepada direksi dan Bidak
ditanggapi.

Badan Usaha Tindak pidana lingkungan hidup akibat dari
berbagai kegiatan pembangunan (pertambangan, kehutanan,
perkebunan, perindustrian, perikanan dan lainnya}, kegiatan-
kegniatan illegal di bidany pertambanggan, industr, kehutanan, dan
perkebunan serta tindak pidana pelanggaran tata ruang yang
dilakukan oleh badan usaha atau korporasi, diatur dalam Undang-
Undang Momor 32 Tabhun 2009 tentang Merlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, UL seléoral dan UL Tata Ruang. Scebagai contoh
tindal pidana lingkongan hidup vang dilakukan oleh badan usaha
atun koorporasi vang diatur dalam Pasal 116 dan T1E UL Mo, 32
Tahun ZOM9 sebarai berikuot:
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(1) Apabilatindak pidana lingkungan hidup dilakukan cleh, unhik,
atau atas nama badan usaha, hmfakan pidana dan sanksi pidana
dijatuhkan kepada:

i,

Ladan usaha (Fasal 116 ULndang RI Momor 22 Tahur 2008

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup);

danfatau Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
liadan usaha terdiri dan:

1) Badan usaha yvang berkadan hukum (PT, Yayasan,
Koperasi, BLMMN, dan benfuk usahan lain vang AD nyva
dizahkan oleh menteri dan divmumbkan dalam BNET).
Pemiml:-iﬁ hadan vzaha dibukbdkan dengan peran
meteka sebagai pemimpin atau yang memerintahkan
terjadimya findak pidana (memiliki kewenangan/power,
mendorong, dan melakukan pembiaran/ acceptance).

2} Badan nsaha yang nen Badan Fukom (UTY, T, Firma,
CV, Persekuhian Perdata) Lnhuk badan usaha yang
tidak berbadan hukum pemiliknya vang bertangmmyg
jawah.

Orang vang memberikan perintah (Pasal 116 Undang-

Undang BRI Nomor 32 Tahun 2009 tentanys Perlindungan dan

Pengelolaan Tingkungan Tlidup). Yang Memberikan

Perintah atau nﬁ:—rrnimp:n Timdak Tidana kila dilakukan oleh

Badan Usaha vang berbadan hukum dengan pembultian

sehagral berikut:

1. Jabatan yvane wesuai dengan jenjangnyva, mualai dar
direksi sampai dengan operator vang didukung alat
bukti 5K [abatan;

2. Penguorus/direksi dibuktikan dengan Anggraran Dasar
dan keterkaitan dengan tindak pidana yang didulamg
alat bukt.

Pemimpin badan usaha (Pasal 118 Undang-TIndang RT

Momor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Thidop dan penjelasanmya.
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Sementara itu dalam Peraturan Jaksa Agung Kl Mo, Per-U28/Af
[ASD2014 rentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana

rhe-ngan Eubjelu T Tukum Kr_np«l_:urag-:i dalam ‘I.ampiran dari PerlA

Tahun 2014 tersebut antara lain dijelaskan beberapa tindakan
korporasi vang dapat dimintakan pertanggungjawaban, di

antaranya:

a}
k)
)
d}
e)

i)
hj

sernua perbuatan yang didasarkan pada keputusan
PETEITUS;

berbuat atau tidak berbuahya seseorang unfuk kepentingan
kt_u']'u_n'asi;

peﬂ_:nu atan vang menggun akan sinmler d awamanu sia, dana,
atan dukungan/fasilitas korporasi;

perbuatan yang dilakukan oleh pthak ketiga atas permintaan
atau perintah dari korporasi atau pengurus korporasi;
Perbmatan dalam rangka menjalankan kegiatan sehari-hari
korporasi;

perbuatan yang menguntungkan korporasi;

tindakan yvang biasanya diterima (accepted) oleh korporas;
Korporasi yang secara nyata menampung hasil findak

pidana.'™

Selain iha, PerTA 2014 juga menenfukan beberapa perbuatan

penguTIs km‘tx_ﬂ'aﬁ: vamg d apat dirnintakan 11&1'ta|1;;kplngfaiurahan

pidana, di antaranya:

al

L)

setiap orang vang melakukan, turat serta melakukan,
menyurinh, mengranjurkan, atau membata tindak pidana;
sehiap orang vang memiliks kendali dan wewenang untuk
mengambil langkah pencegahan bindak pidana, namun
tidak mengambil Tangkah vang seharsnya; dan

oranygg vang memiliki pengetahuan akan adanya risiko vang
rukup besar dan mengetabui bahwa tindak pidana akan

dilakulcan oleh kur'[.luraai. e

" Peraturan Tl Agang B ko Per 24040 A0 2004 tentang Padoran Penzoganan Peckara Fidana dengar: Subjel:
[Cakun: Kerporast, Lampizan hal. 2 4.

" Peraturan T Agang B o Per 24040 AT 2004 fentang Padoran Pencoganan Peckara Fidana dengar: Subjel:
[Caknn: Keorparast, Lampean hal. 5.
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Lralam Per]A 2014 juga memuat Formulir 1 yang berisi format
unhik ferdakwea berupa korporasi, Formuliv 2 vang berisi format
untuk terdakwa pengurus korporasi, dan Formulir 3 jika
terdakwa korporasi dan pengurus disatukan dalam satu berkas.
Pernbedasn vang dilakukan oleh Per[A 20014 patut diapresiasi,
karena menunjukkan bahwa PerlA dapat membedakan
pertanggungiawaban korporasi dengan pertanggungiawaban
pribadi dari pemimpin/pengurus korporasi, Apresiasi lebih
perlu pula diberikan kepada Per[A 2014 ini terkait dengan
kriteria untuk mentukan pl-_'rhusl'an penguTs kuq‘.lm'al;ﬁ yarg
dal_'l.a‘r memic pertanggun gawahan pr‘il‘.-ar]i- Pt 1:-9111|]i-,—1,
kriteria ini sedikit banyak lebih dekat dengan herbagai teor
vang sudah dijelaskan pada Bagian 1.2, Persoalannya, kenh saja,
apakah Per[A 2014 dapat diterapkan untuk tindak pidana
korporasi di bidang lingkungan hidup mengingat perumusan

i dalany UL Mo 32 Talmam 2005 vang {1:1::111'.! e bin gungkan- 1z

6.3.2.3 Pectanggungjawaban Korporasi dalaim Praktek Peradilan
Kasus Lingkungan Hidup dalam Putusan Pengadilan.

Kasusvang perlu mendapat perhatian sebagai contoh dard penerapan
perlanggungjawaban korporasi adalah kasus Fepublik Indonesia
v. 'L Bvowmont Minahasa Kava dan Hichard Broce MNess (2005).
Dalam kasus ind, |PU membagl perlang gungjawaban ke dalam
pertanggungjawaban oleh badan hukom (T NBE) dan
perlanggungjawaban pribadi pemimpin/pengurus korporasi
(Richard Bruce Mess). Dalam kasus ind, secara cukup konsislen |PU
menentukan bahwa Terdakwa © adalah badan hukum, vaitu I'1.
Mewmonl Minahasa Kaya, dan lerdakwa Il adalah orang, wailu
Richard Bruce Mess,"™ Dalam kasus Ind, [IPL juga telah sangal balk
dalam menjelaskan mengapa Kichard Bruce Ness, seorang diveklur,
menjadi terdakwa, Dalam dakwaannya, secara koensisten |FU
menjelaskan bahwa lerdakwa I berkontribusi dalam lindak pidana
vang disangkakan. lerkail hal ind, JPL misalnya menyatakan bahwa

T Ando GLOWiktsanz, O Cie Tl 150
" Lihaz: Pubzsan B Monado Mo, 280 FR D00 s'F MU o, Bepublil: [ndanesiz o FT Rawmons Minchasa Bava dan
Aichiad Truca Mass 2o, kal. L.
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Terdakwa I “memiliki ugas dan tanggung jawab unthuk mengawasi,
mengendalikan, dan memerintah staf di bawahnya supava dapar
melaksanakan higas sesuai dengan ketenfuan yang berlaka,, 1
Mada sisi lain, JFLT juga menyatakan bahwa Terdakwa [l “ternvata
tidak melakukan upayva untuk mencegah”, atau “tetapi tetap saja
membiarkan/tidak memerintahkan untuk dihentikannya™ tindak
pidana vang didakwakan,"" Dalam kenstruksi ind, TPLD mendakwea
Richard Bruce Ness karena adanya kegagalan sebagat pemimping
pengurus korporasi untuk menjalankan kewenangan pemimping
peEnguris guna rntfn'n:egah terjadinva tindak pidana, dan bukan
han:_.ra karena kedudukan Richard Grace Mess seha gai 134;11111'1311}111,-"
pengumis. Puhasan PN vang membebaskan para Terdakwa tidak
menunjukkan adanya kekelirnan TPLD dalam merumuskan
pertangmungjawaban korporasi dan pemimpin/ pengurus, melainkan
karena persaalan pembuktian kausalitas dan juga penafsiran asas
subsidiaritas.

Sementara ih, pada talunm 2010, MA mengeluatkan sebuah
putusan vang sangat penting terkait bagaimana pertangrunggawaban
korporasi diterapkan intuk kasus pencemaran linghungan. Putasan
imi adalah Puhusan MA dalam kasus Republik Indonesia v, Kim
Young Woo (2010}, Kim Young Woo adalah direktur dari FPT.
Dnn;;v.'r_'n;_:u Ernvirommental Tndonesia, sebuah 1]1-!1'1].'53]1.-13“ yang
berwerak di bidang pengolahan limbah B3 dan telah memperoleh
izin pengolaban limbah B3 berdasarkan 5K Kepala Bapadal Mo,
KEP-T34BAPEDATAZ2ZN tangyra 107 Desember 2000, dan telah
diperpanjang berdasarkan SK Menteri TITMNo, Wo 79 Tahun 20051
Dalam kasus ini, terdakwa vaitu Kim Young Woo didalowa
berdasarkan Pasal 41 (1) T Wo. 23 Tahun 1997 {(untuk dakwaan
primair), Pasal 43 (1) UL Mo, 23 Tabun 1997 T Pasal 45 U7 N, 23
Tahun 1997 funtuk dalowaan subsidair), Tasal 42 (1) T Mo, 23 Tabun
1997 (untuk dakwaan lebih subsidair), dan Pasal 44 (1) TITT Mo, 23

™ Purnsae P Manado Me 2R N 2000 P LR, Bepebli Indonesa v FT hewmaont Minahasa Baya dan Bachesd
[ermee Mese (2005], hal, o7

"1 Purnsae B Manado Me 28 2es P LU, Bepebli Indonesa v BT Revmomt Minahasa Baya dan Bachesd
[enzee Mess (2005], hal, 6d
takkzanah Ageng, Pubezan Moo KPid Sas o2o00, Zecablik ndonesiz v B roung Woo (2010), bal, 2.
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Tahun 1997 {untuk dakwaan lebih subsidair lagi).'"? Mahkamah
Agung menvatakan bahwa “perbuatan Terdakwa dilakukan dalam
kedudukan sebagai Presiden Direkhor TT. Dongweon Fnvironmental
Indonesia vang bergerak di bidang Pengelolaan Limbah B3,,..7*"
Atas dasar itn, MA menvatakan bahwa “Terdakwa PT, Dongwoo
Environmental Indonesia dalam hal ind diwakili oleh Kim Young
Woo telah terbukH secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
tindak pidana pencemaran lingkungan secara berlanjut”, dan
karenanya “menjatubkan pidana denda sebesar Ry, G50,000.000.-
(emam ratus lima F:q.ﬂuh juta 1'1Jp1a|'| 7 dan al'.lal;lﬂﬁ denda tersebut
Fdak di]_‘la}rar maka {]iganri .:Ii;'-ngan Fidaﬁa kurungan zolama f
(emam) bulan™. ™

Fukusan MaA dalam Republik Indonesia v Kim Young Woao
(2000) menggambarkan adanya perscalan dalam penafsiran
pertanggmmgiawaban korporasi di Indonesia. Dalam kasusini secara
jelas disebutkan pada halaman pertama bahwa vang menjadi
terdakwa adalah Kim Ymumg Woo. Akan tetapi, di dalam amar
putusan disebutkan bahwa terdakwa adalah FT. Thngwoo
Envirommental Indenesia, Menumat perulis, antara Kim Young Woo
sebayal subjek hukum oranyg, dan PT. TDongpweon Envirommental
Tndenesia sebagai badan hukum, mernpakan dua subjek hukum
vang; berbeda. Karena ibu, kedua suljek hukum ind tidak kisa begita
saja bertukar kedodukannya. Artinva, apabila pada halaman
pertarna disebutkan bahwa terdakwa adalah Kim Young Wono, maka
dalam amar pun terdakwa seharsnya Kim Young Wono, dan bukan
TFT. Dongwoo Fnviremmental Indonesia,

Easus lainnva vang perlu diperhatikan adalah Putusan WA
dalam kasus RT w. Tbrahim Lisaholit (2012). Dalam kasus ind,
terdakwa adalah Thrahim Tisaholit, yaitn manajer kebun {estate
manager) dan sebuah korporasi, yaitu T'T. Kalimantan TTamparan
Saveit {(PT. KT15). Dalam perbimbangarmya, MA menvatakan bahwa
“PT. KALIWMANTAN TTAMPARAN 5AWTT (PT. KT15) telah lalai

" Mahkamneh Apung, Pumusan Re RSB s S, Bepublls Indeozsia v Kim Young Yoo (20007, hal. g,
* dahkaazh Agung, Fumusan Mo RSP Sus Sl Bapublcs Indocesia v Kim Yoeng Weo (20007, hal. Sl

" Mahkamne Apung, Fumusan Mo RSB us Saonn, Bepublls Indeczsia v Kim Young Wea (20007, hal. s5.
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menvediakan alat-alat pemadam kebakaran/sangat minim... ", " [4
gisi lain, MA menyatakan pula bahwa “Terdakwa selaku Manager
Futate PT. KATIMANTAN TTAMTARAN SAWTT (FT. KTT3),
bertanggung jawab secara fungsional untuk FT, KALINANTAMN
HAMFARAN SAWIT (PT. KHS) {(funchionsle daderschap dalam
korporasi} sehingga korporasi tersebut (PT, KHS) harus bertanggung
jawab terhadap terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, sekalipun
[aksa/Penuntut Umum bidak mendakwakan korporasi vang
bersangkutan™,'"" Kelalaian inilah vang dianggap sebagai tindak
Pid ana, 5:4-'511'115::33 MA me11_1,'arak.-‘r11 hahwa terdakwea terbukti “karena
kea]paanﬂ}'a mr—,-ﬂgakﬂ:larkan PENCEMATAT dan/atan pf—,'rul,aakan
lingkungan hidup™."

Matusan WA dalam RT v. Terahim Lisaholit memperlihatkan
bahwa MA sepertinva fidak membedakan antara subjek hukum
korporasi dan dengan terdakwa {orang). Sepertinya kedua subjek
hukum ini dianggap sama dan karenanya perbuatan san subjek
hukum mengindikasikan pertanggungjawaban subjek hukum
lainmva. Kesan sepertt ini terlihat pada satu sis1 dan kesimpulan WA
yvang menvatakan bahwa terdapat kelalaian dari PT. KHS padahal
yvany menjadi terdakwa adalah subjek hukum orang; dan pada sis
lain dari kesimpulan vang menyatakan balvwa karena subjek hukum
aTang [terdakwa) berta ngEunja waly maka k-::rP orast harus
bertangmuingjawab pula.

Terakhir, Putusan PN Pelalawan dalam Kasus Repuhblik
Indvmesia v. Adet Plantation and Tndustry (20033, layak pula untuk
diperhatikan. Tralam kasus ini, vang menjadi terdakwa adalah
korporasy, yvaitu PT. Adei Flantation. Selama persidangan, vang
duduk sebagai wakil terdakowa adalah Tan Kei Yoong (subjek hukum
orany), vang merupakan direkfur dan terdakwa korporasi, Dalam
amar putusannya, penygadilan menvatakan bahwa “terdakwa TT
ADET PTLANTATION AND TNDMISTRY telah terbukh secara sah
dan mevakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena
kelalatannya mengakibatkan dilampauinya kriteria bako kerusakan

lingkungan hidup® dan karemanya “menjatuhkan pidana kepada

Ha

kak karah 'I'5r'-" ng. Tulcesn Mo 265 BEYPITCETISSL2, Repablib Indvosesin v Threosim Lisabeorn (00025, Bal, 52

Hr kb bamah J-:P_ ng. Talcn Mo |35 EPPITCETISSILE, Republik Indvasesin « Thraaim Lasabeon 20025, Bal, 53
E'Ea-“dlﬂﬁﬂﬁlﬂ%'iﬂlMhﬁlrWHJm.mm:". NRphblidd Addgands v Throaim Lisabeon (20120 Fal 5



terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Kp,
1.5000.000.000,-... dengan ketentuan apabila denda tersebut fdak
dibayar diganh dengan pidana kunumgan yang diwakili oleh Sdr,
Tan Kei Yoong selama 3 (lima) bulan”. Dengan demikian, jika
terdakwa tidak mampu membayar denda, maka Tan Kei Yoong,
vang sebenarnva tidak pernah dijadikan terdakwa, akan dikenakan
pidana kurungan, Jika ini terjadi, maka Tan Kei Yoong dapat
dipidana tanpa pernah diadili!

t3.53 Pertangpungjawaban Korporasi menurut Pasal 116 UL No. 32
Tahun 2008

Pasal 116 UL Mo 32 Tabwun 2009 menentulkan:

(D Apabilatindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untulk,
atau atas nama bacdan usaha, tuntutan picana don sanksi pidana
clijatuhlkan kepada:

a. badan usaba; danfalau

b, orang yvang moembern perintah untuk melakokan tindak
pidana lersebul alau orang yang bertindak scbagal pemimpin
kegiatan dalam tindak picdana terscbut.

(21 Apabilatindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud
pada ayal (1) dilakukan oleh orang, vang berdasarkan hubungan
kera atau berdasarkan hubungan lain vang bertindak clalam
ling kup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatubkan terhadap
pomber perintab atau pemimpin dalam dncdak pidana teesebut
lanpa memperhatikan Lindak pidana lesebul dilakukan secara
senclird alau bersama-sama.

Penjelasan Pasal 118 UL Mo, 32 Tahun 2009:
Cukup jelas.
Berdasarkan ketentuan Mfazal L1e UU Mo, 32 Tahwn 2008 oli atas vang
mengalur lenlang perlanggungjawaban pidana dalam hal lindak
pidana dilakukan oleh, untuk dan alas nama badan usaha alau
tindak pidana korperasi nampaknyva agak jelas dengan menentukan
siapa vang dapal diperlanggungjawabkan. Arlinya, siapa yang
dinvalakan sebagal pembual lindak pidana tersebul sudah
dirwmnuskan oleh pembual undang-undang,

Rabricla Eelivasyi o« PERESARSS HURLMA LIRS (LR AR EEPIDAMAGH 223



Dengan menyimak secara seksama ketentuan Fasal 114 UL Ko,
32 Tahun 200%, maka findak pidana lingkungan dilakukan oleh,
untuk dan atas nama badan usaha. Jika diperhabikan dari sudur
pelaku tindak pidana lingxungan adalah dilakukan:

1. oleh badan usaha;

2. untuk badan usaha;

3. atazsnama hadan usaha;

4. oleh orang yvang berdasarkan hubungan kerja yang berbindak
dalam lingkup kerja badan usaha;

A, aleh orang herdasarkan h'ul;n,m;‘_rlan lain vang hertindak dalam
1i11gl;111:- ]-JEI'__iEl adan nsaha;

Apakah memang ada perbedaan antara oleh, unhik dan atas
nama sebagaimana dikemukakan oleh Alvi Syahrin 1% yang
menguraikan bahwa Cizh badan usaha berarti badan usaha sebagai
pelakn, badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan
pelaku aktifnya seperti: para pengurus badan usaha atan para
manejer badan nsaha melakuan perbuatan tersebut oleh karena
jabatanmva. lTntuk badan usaha berarti badan usaha dinvatakan
sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana
tersebut sebagrail suatu perbuatan sesuail demgran fujuan, maksud
atau badan usaha menerima perbuatan tersebut yang dilakukan
oleh para pengurus badan usaha atan para manejer hadan usaha.
Atas namin badan usaha berarti badan vsaha sebapai pelako oleh
karena perbuatan it dilakukan oleh para pengurnis badan nsaha
atan para manejermya badan usaha. Badan usaha mendapatkan
manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para
pengurus badan usaha atau para majener badan usaha.

Badan usaha sebagai pelako tindak pidana lingkungan walaupun
perhi diterapkan dengan memperhatikan kasus per kasus (kasuistis)
sesnal demgran sifat kekhasan tindak pidana tertentu vang bisa

berupa Hndak pidana fungsional vang lebih bersifat administrahf

Al Svabvrin, ¥omentar Techadap Pasal 116 UUFRPLLL Trasa “"Ovang Yang embert Perineah Uiduke Mel'zizan
Tondelz Fréans”, *Orang Yang Gereind ek Szhegen Peminpon Keguatan Dalans Tindek Prdana”, *Gerdesarkan [ faangan
Feona” Zlam “Terdesarkan Tubongar Laie™ htp ot poodd e blogepaod comic 0 15006 pagal 116 undarg endang
namar 52 tahurbkiml, Sabon, 20 Febonart 2008
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dan tindak pidana non-fungsional yang lebih bersifar fisik, perlu
]uga dipedomani atau memperhatikan bahwa:

perbuatan darl perorangan dapar dibebankan kepada badan
usaha, apabila perbuatan-perbuatan tersebut tercermin dalam
lalu lintas sosial sebagai perbuatan-perbuatan badan usaha;
apabila sifat dan tujuan dari pengaturan telal menunjukkan
indikasi untuk pembuat pidana, untuk pembuktan akhir
permbuat pidana, di sampaing apakah perbuatan tersebut sesuai
dengan fujuan stabuta (anggaran dasar dan anggaran rumah
tangeal dart hadan usaha dan atau sesnai :]en;‘_';an kehijak LANAAN
badan uzaha, dalam arfi findakan atau perbuatan tersebut sesuai
dengan ruang lingkup pekerjaan dar badan usaha;
perbuatan vang terlarang vyang untuk
mempertanggungjawabkannya dibebankan kepada badan usaha
dilakukan dalam rangka pelaksanaan fugas dan atau pemeapaian
hjuan-tujuan badan nsaha tersebut;
perbuatan penguris badan usaha dianggap sehagai perbuatan
badan wsaha itu sendin dalam hal pengurus badan usaha
mempunyai kewenangan atau kekuasaan dalam hal funtuk)
menentukan apakah perbuatan o dilakukan atan tidak, dan
perbuatanihu hamas memapakan bagian dar perbuatan-perbuatan
varg; menuruk kenvataan diterima atau larimnyva diterima oleh
badan usaha. **
Syarat kekuasaan {mechtspereisiz] mencakup: wewenang
mengatur/menymasal dan atan memerintah pihak vang dalam
kenvataan melakukan tindak pidana lingkungan; mampu
melaksanakan wewenangnva dan pada dasammya mampu
mengambil keputusan-keputusan tentang hal bersanghkutan;
dan mampu mengupayvakan kebijakan atan tindakan
pemiamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindak
pidana linglkungan.
S5elanjutnya, svarat penerimaan atau akseptasi
[eomiaierdingrsoeretste ) berqadi apabila ada kaitan erat antara proses

pemyambilan atan pembentukan keputosan di badan usaha

Thinl
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.

dengan findak pidana lingkungan vang dilakukan termasuk
juga ﬂ{iﬂn}'ﬂ kem ATNHIAT PENEAWas5a1 SeCara ku P
Diengan demikian, perbuatan karyawan badan usaha hanya akan
dipertimbangkan sebagai perbuatan pimpinan korporasi,
apabila:
a. perbuatanmyva dalam kerangka kewenangannya untuk
menentukan pegawal tersebut untuk berbuat; dan
b, perbuatan karyawan masuk dalam kategor perbuatan vang
accepted oleh badan usaha dalam kerangka bisnis vang
normal,
T{E';'-H'ugajaaﬂ hadanuzaha teTja i dalan hal ktf-ﬁm'ugajaan in1 Pa da
kemvataannya tercakup dalam politik atau hojuan badan usaha,
atau berada dalam kegiatan vang nyata dari badan usaha
tersebut. Kesengajaan badan usaha juga bisa timbul dalam hal
kesengajaan dari perorangan (natuurlijk persoon) vang berbuat
atas nama badan usaha:
Kesengajaan suatu organ dari badan usaha dapat
dipertangiungjawabkan secara hukum. Tralam hal tertentu,
kesengajaan dar seorang bawahan bahkan dari orang/pihak
ketiga, dapat mengkibatkan kesengajaan badan usaha. Artinya,
tidak hanya tindakan sengaja fungsiomars pimpinan badan
usaha yvang dapat diatribusikan pada badan usaha, tetapi juga
termasuk findakan pegawaifkaryawan rendahan.
Pertangpmimggawaban pidana juga berganhmy kepada organi sasi
internal dalam badan usaha dan cara bagaimana
pertangiungjawaban dibagi, demikian juga halnya dengan
kealpaan;
Pengetahuan bersama dari sebayian besar angerota direksi ataw
pengurus badan usaha dapat dianggap sebagal hesengajaan
badan vsnha, bahkan sampai kepada kesengajaan berinsyaf
isadar akan) kernungkinan atau spzed bef mogeliibhesds herusizin

atau dolus sprfuals

ke
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Sekarang vang masih menjadi masalah dalam ketentuan Pasal
116 UL Mo, 32 Tahun 200% berkenaan dengan “bherdasarkan
hubungzan kerja® dan frasa "berdasarkan lhabungan lain®, sehingga
diperlukan penafsiran hukum terhadap frasa tersebut. Menurut
Sutan Remy Sjiahdeini, vang dimaksud dengan orang “vang
berdasarkan hubungan kerja maupun berdasar hubungan lain®
memunjukkan ada dua kelompok orang, yaibu pertama; “orang-
orang berdasarkan hubungan kerja™ dan vang; kedua: “orang-orang
berdasarkan hubungan lain”™. Hubungan yang dimaksud dalam
kedua frasa tersebut harmis ditafsirkan 5&1;!.-‘-;‘_731' “hubumngan :]ﬂn;.jan
km'l'-m'a'-n xangber&anbkuran” -
kerja” adalah orang-orang vang memiliki hubungan kerja sehagai

Chan g-r_:urangbm'd asarkan ks ngan

penguTas atau pegawai, yatha:

a. berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,

b.  berdasarkan pengangkatan sebajai pegrawai dan perjanjian kerja
dengan korporasi,

. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai, atau

d. berdasarkan “perjanjian kerja sebagal pegawar”.

Sedangkan “orang-orang berdasarkan hubungan lain® adalah orang-

orang vany memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan

korporasi. Mereka antara lain vang mewakili korporasi untuk
melakunkan p:—*rl'l:].al'an hulkum untulk dan atas ama kurpur‘am'
berdasarkan:

a. Pemberian kuasa;

b.  berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa [pembearian
kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa rersendiri, tetapi
dicantumkan dalam perjanjian tu sehingea merupakan bagian
vang tidak terpisahkan dar perjanjian tersebut); atan

r.  berdasarkan pendelegasian wewenang,.

Walaupun sudah diketabui pelaku tindak pidana dalam UUTTPTIT

vaif

a. badan usaha,

b, vrang vang berdasarkan hubungan kena yanyg bertindak dalam
lingrkup kerja badan vsaha, atau
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o, orang yvang berdasarkan hubungan kerja vang bertindak dalam
lingkup kerja badan usaha, namun dalam kenyaraanmya untuk
memastkan siapa sebagal pembuat Hdaklah mudah.
Demikian juga, sefelah pembuaf ditenfukan, hal lain yang

mumeul yaitu hagaimana selanjutnya mengenai pertangeungjavaban
pidananya? Masalah pertanggungjawaban pidana ind merupakan
ser lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari
masalal si pernbuat atau yang melakukan tindak pidana, dan siapa
vang dapat dipertanggungiawabkan.

Secara umum, yang :]HFaI' dimintakan Fa—,'r’rm'lgﬁungjaw.-'ul'lan
yaih i PH‘I‘I]JU.HI,‘_, namun Hdaklah selalu dernilian rerlebih dalam
hal pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana.
Pertanggnmgjawaban korporasi dalam hukum pidana terganbung
juga pada cara atau sistem perumusan pertanggungjawaban vang
ditempuh oleh pembuoat indang-undang.

Maodel pertanggungjawaban pidana korporasi di lihat dari
kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawabanmya,
dapat disebutkan sebajzai berikut:

a.  Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang
bertangningjawah,

b, Korporasi sebagai pembuoat dan pengurus yvang
lhertan :Lr,;_pm;j'ia wal, dan

o Korporasisebarai pembuatjoga sehagai vanbertanmmimigaseab -

MNeh Sutan Remy Sjahdeini ditambah satu model lagi, vaito:

Fuorporast dan pengurus sebagat pembuat, maka korporast dan

pengruslah vang bertangmmgjawab. '™

Berdasarkan Pasal 116 ayvat (1) TTUPPLIT, dalam hal tindak
pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan wsaha, yang
dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman, vaitu:

. Badanusaha danorang yang memben penntah imtuk melakoukan
tindak pidana lingkungan;

2. Badan usaha dan orang vang bertindak sebagal pemimpin

kegiantan dalam tindak pidana hingkungan;

Thad.

L=

Sten By Sabkdeie, 2007, Pertanggungjoweban Hdana Kerporast, Srafit Pers, lalzarta,
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3. Badan usaha;

1. Orang yang memberi perintah unfuk melakukan tindak pidana
lingkungan;

5. rang vang berfindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak
pidana;

Berdasarkan Pasal 116 avat (2 ULPPLH, dalam hal findak
pidana dilakukan oleh, untuk dan atas narna badan nsaha dan Hndak
pidanaitu dilakukan oleh orang yamg berdasarkan hubungan kerja
atau hubungan lain, vang dapat difuntut dan dijatuhkan lukuman,
vaifi
a, Pember perinrah dalam rindalk ljidar'la ]iﬂgkungan tanpa

memperhatikan Andak pidana tersebut dilakukan secara sendin

atau hersama-sama;

b. Femimpin dalam tindak pidana lingkungan tanpa
memperhatikan findak pidana tersebut dilakukan secara sendimi
atau hersama-sama.

Fumusan Pasal 116 ULPPLITmencantumkan frasa “orang yang
mermbert perintah untuk melakekan tindak pidana”™ dan “orang
vang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana”™ namun
penjelasan Pasal 116 ULITPLIT fdak ada memberikan penjelasan
terhadap makna tersebut. Frasa “orang yang memberi perintah
untuk melakukan indak ]:':-i-;']ana"" dan "'4,:11'.-'.I1'|§_’:' vany hertindak H-Hhairlai
pemirnpin kegiatan dalam tindak pidana” whagaimana tercantum
dalam Pasal 116 ULIPPTH merupakan sebagai orang vangy dapat
dimintakan pertanireumgnawaban pidana.

Fenjelasan Fasal 116 UUPPLIT menyatakan: “cukup jelas”,
sehingra perha penafsran untuk mengetahul maksud dari frasa
“oranyg vang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana®
atau “orang vang bertindak sebagai pemimpin®. Pasal 16 TIUTTFLIL
merumuskan: .. jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh,
untuk atau atas nama badan usaha maka funbutan pidana dan sanksi
pidana dapat dijatuhkan kepada ... orang yang membern perintah
untuk melakukan tindak pidana”, maka “orang yang membern

perintah untuk melakukan tindak pidana® diartikan sebagzai orang
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yang bertugas menjalankan dan melaksanakan "pengurusan” badan
usaha. Dengan kata lain, frasa “orang vang memberi perintah uniuk
melakukan fndak pidana®™ atau "orang vang bertindak sebagai
pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” dalam pertanggungjawaban
pidana badan usaha adalah untuk mengungkapkan tanggung javab
penpurus atau imgsionaris dari badan usaha, Artinva frasa "orang
yang mermberi perintah untok melakukan tindak pidana atau orang
yvang berbindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana®
sebagaimana dalam Pasal 114 UUPPLH, menunjuk kepada
l'u-_'T’ra1'|;-'|';-rlung]'a1.x-'.=|ha11 F:-i-:‘lana pengurus hadan uzaha secara
individual. Fen gUrs hadan u=saha dalj aft dimintakan
pertangmmgjawab pidana secara individual, apabila indak pidana
lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan
usaha.!*

Ketentuan Pasal 116 ayvat (1) ULTPPLH membuka kemumgkinan
apabila suahi badan wsaha melakukan perbuatan pidana, fidak
hanya vang dituntut badan usahanyva saja, tetapi juga orang yvang
telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang vaniy memimpin
sendin secara nyata perbuatan vang dilarang, Artinva, pengurus
sebagai pember permtah dan/atan pemimpin tindakan nvata dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan ¢leh badan
nusalha.

Pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang
yamg; memberi perintah untuk melakukan tindak pidana®, atan
perygirus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang
bertimdak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana™.
Artinya, keadaan seorang penmiros badan usaha vany bisa dalam
keadaan sebagai pernberi perintah untuk melakokan tindak pidana
dam pugra bisa dalam keadaan sebagai orangs vang bertindak sebagan
permimpin kegtatan dalam tndak pidana.

Keadaan seorang pengurus “sebagal pemberi perintah untuk
melakukan tindak pidana dan juiga bisa sebagai orang yang bertindak

setbagrai permimpin kiggiatan dalam tindak pdana” akan menvebablaan

ke
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pengurus rersebut dapat ditunhat dua kali. Menunbut pengurus
sebagai pemberi perintah unfuk melakukan findak pidana dan juga
bisa sebagai orang vang berfindak sebagai pemimpin kegiatan dalam
findak pidana, akan bertentangan dengan rasa keadilan dan juga
asas ne s in ider akan menjadi penghalang unfuk memuntut dua
kali orang (penguris) vang sama dalam keadaan berbeda-beda
("sebagai pemberi perintah untuk melakukan indak pidana dan
juga bisa sebagai orang vang bertindak sebagai pemimpin kegiatan
dalam tindak pidana™), artinya terthadap pengurs tersebut cukup
i 1'.!1'11']1 keadaan ';H:‘hﬂj:';ﬂ'i ]_'.H;'ﬂ'l],'hl—_'ﬁ Perin’rah mntuk melakukan indak
pidana atau keadaan sebagai orang vang bertindak sebagai pemimpin
kegiatan dalam tindak pidana.

Seseorang yang dalam fungsinya sebagai dalam organisasi
badan usaha harus melakukan findakan untuk mencegah terjadinya
tindakan terlarang, namun ia tidak melakukannya, 1a tidak
kehilangan posisi kepemimpinannya dalam konteks memberi
arahan bagi indakan badan usaha {yang secara fakhual perbuatan
it dilakukan oleh pegawai lain). Tralam kondist ini arang tersebut
dapat juga dikatakan sebagai orang memimpin, Seseorang juga
dapat dikatakan sebagai secara faktual meminpin dalam tindak
pidana badan usaha/korporasi jika ia mengetahui kerjadinva Andak
'E'n':]ana Vang hm'g-im'lgl-:u’rm-l, namun 1a hdak mﬂn;;amhi] 13115kah-
langzlah untuk mencegah perbuatan yvang terlarang dan secara
menerima keadaan terjadinya perbuatan yang dilarang tersebut,

Furnusan Pasal 116 ayat (1} huraf b dan Pasal 116 ayat (2)
mengeumakan kataffrasa “atau” diantara frasa “orang vang memberi
perintahuntuk melakukan fndak pidana®™ dengan frasa “orang yang
bertindak sebapai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana®
merupakan penegasan untuk meneegah dituntutnya dua kali
seOTANY penguTus atas satu tndak prdana linglkoungan vangs terjadi.

Memnut Remmelink, di dalam praktek vang dimaksud sebagai
“vang memberi perintah” atau “yang memimpin” adalah para
pengurus, Stseotany dapat dikatakan secara faktual memimpin

dilakukanmya tindak pidana korporasi jika ia mengetahui terjadinya
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tindak pidana tersebut, atan secara faktual dikatakan ada perbuatan
memimpin tindak pidana vang terjadi apabila pejabat vang
bersangkutan fidak mengambil langkah-langkah apapun unfuk
mencegal dilakukannya perbuatan terlarang oleh para pegawainya,
sekalipun ia berwenang untuk melakukan hal it dan secara dapat
melakukan pencegahan dimaksud, dan bahkan secara sadar ia
membiarkan perbuatan terlarang itu rerlakzana sekalipun ada
kesempatan untuk melakukan pencegahan kerlaksananya perbuatan

terlarang tersebut, 1!

F‘q-,'nﬂurm-: ]n;n;_'n']':r_wal_-ci Jhadan usaha METPA kan imndividu-individu
yang 1'n-|_=n'|1}u11}r.31' kedudukan atan kekuasaan sosial, seridakn}ra
dalam linglup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka
vang dapat dikategorikan sebagai pengumus badan usaha yvaihn
1]‘ mereka Vang meanurut angEaran dasamn Ya Lecara formal

menjalankan pengurusan badan usaha;

2} mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha
bukan pengnirus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan
untuk melakukan perbuatan vang mengikat badan usaha secara
hukum berdasarkan:

a} pengangkatan oleh pengurus untuk memangko suatu

jakatan dengan pemberian kewenangan mmbuk mengambil

k:—t]ﬂ:l’rl.u-:m'l sendir dalam hatas Taang |1'115k1:|p hagras dan
kewajiban yang melekat pada jabatannva itu untuk dapat
melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha; atan

b)  pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana
dimaksud a)unfuk dapatmelakukan perbuatan vang secara
hukum mengikat badan usaha.

Jr oleh oranyg lain vang diperintahkan oleh mereka yang disebut
dalam huraf 1) dan 2), untuk melakokan atan menjalankan
pengurnsan badan usaha.

Pengurus merupakan organ korporasi vang menjalankan
kepengurusan korporast vangg bersangkutan sesuai denggan angearan

dasar, termasuk merecka vang dalam kenyatsannva memiliki

0 ked
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kewenangan dan ikur memutuskan kebijakan korporasi/badan
uzaha vang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan
demikian, sehap individu yang dihimjuk sebagal memiliki fangmmg
jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau vang
memiliki keveajiban unfuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan
usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana
diatur dalam Pasal 68 UUPPLIT dapat dimintakan
pertanggungjawaban pidana atas terjadinya tindak pidana

lingkungan.

6.4 PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Fasal 116 UL No.
32 Tahun 2009 menganut bahwa koorporasi dapat diminta
pertangeumgiawaban pidana, dengan beberapa kualifikasi vaiho berdasarkan
ileh, untuk dan atas nama badan hukum serta berdasarkan hubungan kerja

dan hubungan lainnya.
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LAVIPIRAMN:
Fedoman Fen anganan
Perkara Lingkungan Hidup

PENDAHLLUAN

Prosedur beracara di pm'l_—:idm'l_;-_;an dalam pPeETnanganan 1'1:—*.1'1::?11'3 Ptﬂ'da['a_.
pidana dan tata usaha negara telah diatur dalam berbagai hukum acara
masing-masing serta dalam berbagai PFREM A, demikian pula substansi
perlindungan dan pengelelaan lingkungan hidup telah diatur dalam
Undang-[lndang “omor A2 Tahuan 20049 tentang Perlin r]1,11'|g.=m dan
Fengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan perundang-undangan
sektor terkait. Namun demikian, dalam praktik beracara masih terdapat
perbedaan pemahaman dan penerapan di antara para hakim.

Dalam menangzani perkara lingkungan hidup para hakim diharapkan
bersikap progresif karena perkara linghungan hidup sifatnya rumit dan
banvak diternui adanva bukb-bukt ilmiah (st ceidence), oleh karenanya
hakim linglunganhamslah berani menerapkan prinsip- prinsip perlindungan
dan 1;4;111ge.hﬂaan Iingkungan h'iu:]ul:b antara lain prinsip kehati-lharian
[rrecaretionery prinaples) dan melakuken fuediviaed actimsm, sehingnea Mahkamah
Agmang perla menyusun dan memberlakukan Pedoman Penanganan Perkara
Lingkungan Tidup ini,

Terkara 11'n_gk:1nj;an hitih:p- TI"|i-‘.TI:‘IF1]1‘|_‘9.’H'i Larateristik tertentu vang
berbada dengan perkara lamnya. Ferkara lingkungan hidup merupakan
suah perkara atas hak vang dijamin di dalam kemsitusi, dalam hal int adalah
hak atas lingkungan hidup vang baik dan sehat, Th samping itu, perkara
lingkungan hidup uga dapat dikategorikan whagai perkara vany bersifat
struktural vang menghadapkan secara vertikal antara prhal yane remililka
akses lebih besar terhadap sumber dava dengan pihak vang memiliki aloses
terhatas.

Pedirman Penanganan Perkara Lingkangan HMidup int dingukan ahak:
1. Membantu para hakim, baik hakim pada peradilan fingkat pertama,

tingkat banding, dan Mahkamah Apung dalam melaksanakan tugasnya

untul memeriksa dan mengadili perkara linglkungan hidup;
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Memberikan informasi terkini bagi hakim dalam memahami
permasalahan linglamgan hidup dan perkembangan hukum lingkungan;
Melengkapi hukum acara perdata yang berlaku yakni HIRTBG, BUKL
1T dan perabiran lainm ¥a vang herlaki dalam Fr’ak Fexbe eTA dilan,

PEINSIF — FRINSIF PENAATAN DXAN
PENEGAKAN TIUKTM TINGRIINGAN

Dalam memerikss dan mengadili perkara lingkonean hidup, hakim

terlebah dabulu haros memahami asas-asas kebijakan hnghkongan (gronciples

o erviroreren bl policy) vang meliput:

Pringip Substanst Hukum Lingkungan (Subsfantive Legal Prncipies:
Prinsip-prinsip Proscs (Prmeiples of Process!

Prinaip Keadilan (Coustaile Princples)

Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (Substautive Legel
Principles)

Beberapa prinsip subtansi hukom lingkungan vang perlu antuk menjadi

dasar perlimbangan hakim dalam memerikza dan mengadili suatu perkara
lingkungan hidup adalah: (1) Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan, {2}
Prinsip Kehati-hatian, {3} Prinsip Pencemar Membayar, serta {4) Prinsip
Pembangunan Berkelanjutan.

AL L Pencepahan Bahaya Lingkungan (Prévention of Huarm).

Prinsip ini memandatkon adanya penvesuaion aturan ditingkat nasional
derean aturan don standar internasional untuk mencosab, mengurangt,
dan mengontrol kerugian negara fain akibat soata kegiatan di dalam
negert. Untuk menghindan kerogion nepgara lain terscbut, suatu negara
wajibr imelakukan due ditiverice, yailu upayva yang imemadai dan didazarkan
pada itikad baik untuk mengatur setiap kegiatan vang berpotensi
merusak lingkungan, antara lain dengan membatist jumlab poletan
viung masul ke media lingkungan, salab satunyva dengan menctapkan
stondar: Prinsip ind beranglkat darl pemikiran bahwa masing-masing
bapgian dori ekosistem saling tergantung satu sama lain tanpa memandang
batus-batas negira.

Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mckanisme
antara lain melalal perizinan (termasulk penetapan svarat operasi dan
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konskuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan
emisl, serha pengemaan bes! oneilobls technigues. Selain ihu, penerapan
prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian
fesseszmeit) awal, moni ['m'ing, dan ljlembeTi an informasi atas
dilakukannva suatu kegiatan vang berpotensi menimbulkan dampak
terhadap lingkungan.

Prinsip ini penting dipahamicleh hakim terutama dalam memahami
hrahwea ]inj_;kungaﬂ meTupa kan sabi kesatunan ekosistemn yang mennliks
keterkaitan satu dengan yang lam tanpa mengenal batas wilayah.
Pencernaran dan/atan perusakan lingkungan pada suatu wilavah atan
komponen ngkungan hidup rertentu akan mempengaruhi wilavah
atau kf_::'npmn-en lin gkungan |1idup ]ainn}'a. Dalam konteks demikian,
perizinan lingkungan hams dipandang bukan sekedar formalitas
administrasi belaka akan tetapi merupakan instrument pencegahan dan
comirol penfing dalam pengelolaan lingkungan hidup, Dengan demikian,
makna penting perizinan bukan hanva terletak pada keberadaan

formalnya semata, akan tetapi pada substansi dan implementasinya.

A, 2. Prinsip Kehati-hatian (Precanlionary Principle).

240

Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Bio: "Uniuk melindiing?
lingligigan, peinsip befiadi-fintion Narus aiferaplane 0F sediap negars sesusi
QRN KENETETRR NegTrs yang terseneliitan, Apalila ferdapaf ancaman
NEFLANT W et abao Hdak dmeat dipadililian, Retiodaad buaichi dloiall tdak
drpal difad ik alazan ek mMevENga WRIET-UINTER PeHCIgRRan PERITENGR
Siingsi lingkuagan.” Dalam menerapkan prinsip kehali-hatian ind, maka
hakim wajib memperlimbangkan situasi dan kondisi vang, lerjadi dan
memuluskan apakah pendapal ilmiah didazarkan pada bukli dan
metodologi yvang dapal dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah
dan valicd). Mahkamah Agung dalam Putusan Noo 1479 E/Pid/ 1989
dalam perkara pencernaran Kali Surabava, mendelinisikan balhwa sualu
alat bukti dianggap sah apabila proses pengambilannya dilakukan
dalam rangka pro yuslisia dengan prosedur acara yang lelah dilelapkan
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Sedangkan alal bukl dianggap valid apabila proses pengambilan dan
pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang,
paling sahily, terbaru, dan diakui oleh para ahli dalam bidang ilmu vang
bersangkutan, Prinsip ini dikenal pula dengan istilah lv Dubio 'ro
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Maiure, terutama dalam penerapan unfuk perkara perdata dan lata

[lsaha Negara di bidang lingkungan hidup.

Penerapan prinsip ini dapat dilakukan dengan mendayagunakan
];uerftragai instrimien, mil_aa]nj,.'a dalam menmentalkan 1:!91'?3111;31111}_1;_iawa]:-a11
(haepility rule) pihak yang diduga melakukan pencemaran dan/atan
perusakan lingkungan, Tlalam menenfukan pertanggungiawaban, ada
dua hal yang penting untuk diperhatikan, vaitu (i} kealpaan dan {ii}
strict lainlity.

i, Kealpaan; Terkait dengan kealpaan, orang yang menyebabkan
kerusakan tersebut harus bertanggungjawab apabila vang
bersangkutan menerapkan prinsip kehati-hatian di bawah standar
atau menerapkan Hdak sebagaimana meshinya.

g Steict Hability; Thalam hal sivict Gability, orang vang mengakibatkan
kerusakan lingkungan tersebut bertanggungjawab untuk
memberikan kompensasi terhadap kemasakan vang ditimbulkan
r_ﬂi—*.hn:,'a. TH sini, aa va aoial hamas diktan Akl ceh 'F-I-!]ijﬂ. Limhik
menceyah agar pelaku Hdak menangguimg biaya sosial vany besar,
maka seharusnya pelaku melakukan Andakan-indakan pencegahan.
Dalam strict Dability ini. pelaku tetap harus bertanggungjawab

veal apn sudah secara r_11'.-l."i mal mFr‘lPralﬂc: an prin L T kelati-hatan.

AL 3 Prinsip Pencemar Membayar (Pofluter Pays Principle),

Prinsip ini merupakan bagian darcl instromen pencegahan (preenkit!
dalam penaatan dan penegakan hukum lingkungan, Dalam prinsip ini,
mereka vang memiliklilikad baik untuk melakukan upava pencegaban
pencemaran danfalau perusakan lingkungan, anlara lain dengan
memilih dan menerapkan teknologl danfatau kebijakan vang lebih
ramah lingkungan scharusnyva memperoleh insentil ckenomd, misalnya
melalul mekanisme pajok, reteibusi, keringanan pajak impor can
sebagainya. Sebaliknva, mereka vang melakukan usaha lanpa ilikad
baik unluk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup harus memperoleh “disinsentil”.

Banvak kesalahlahaman dalam memahami prinsip ind, sehingga
dianggap balvwa siapa pun boleh mencemari asalkan mau membayar,
Dleh karena itu, Hakim dalam memeriksa, mengadili perkara lingkungan
hidup diharapkan dapal menempalkan prinsip ini secara lepat,
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.

khususnva dalam menentukan faktor-faktor pemberian dan peringan
hukiuman.

4. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainahile Development).

Prinsip int menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan

menpghendaki terjaminnya kualitas hidup vang baik bagi penerasi

sckarang dan penerast vang akan datang melalui pelestarian daya

dukung ckosistem. Artinva dalam proses dan capaian pembangunan

harus terdapat kescimbangan antara kepentingan ckonomi, sosial dan

pelestarian dan perlindungan ckosistem agar generasi vang akan datang

mmermiliki kemampuan vang sama untuk mencapatkan kualitas hiduopiya.

Adapun tujuan pembangunan berkelanjutan itu sendiri adalah:

al Mempertahankan pertumbuhan ckonomi namun mengubah
kualitasnya schingga tidak merusak ling kungan dan kondisi sosial;

b1 Memenuht kebutuhan akan pekerjooan, pangan, cneegl, air, dan
Garnkbasi;

<) Memastikan perlumbuhan penduduk agar lidak melebihi daya
dukiung bumi;

) Melindungl dan mening kalkan sumber dava alam;

2] Reorentasi teknolopl dan manajemen risiko;

1) Memadukan kepentingan ckonomi dan lingkungan dalam setiap
tahap pengambilan keputusan.

Prinsip-prinsip Proses (Principles of Process)

Ketika seorang hakim memeriksa dan mq-_'nﬁadﬂi sk Farkara

lingkungan, maka pada saat i ia sedang memastikan beralanmya prises

penaatan dan penegakan hukum lingkungan yang baik. Beberapa prinsip

vanis harus menjadi pertimbangan hakim untuk memastikan proses

penaatan dan penegrakan hukum lingkoungan berjalan dengan baik adalah:

(1) Prinsip Pernberdayaan Masyarakat, (2) Prinsip Pengakuan Tethadap

Diaya Thikung dan Keberlajutan Fkosistern, (3) Prinsip Pengakuan TTak
Masvarakat Adat dan Masyarakat Sekitar, serta (4) Prinsip Dava Penegakan.

B. 1. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

242

Prinsip ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pengelolaan
lingkungan hidup (termasuk penaatan dan penegakan hukum) harus
mengakui aspek pemberdavaan masyarakal (peopie’s empoinermien()
melalui berbagal peluang agar masyvarakal mempunyai akses dalam
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proses pengambilan keputusan. Untuk ifu pemenuhan akses informasi
dan partisipasi masyarakat harus dijamin. Pengaturan ini imtuk
menjamin hak masvarakat, khusustiva masyarakat vang menggantungkan
hir]upn}'a dari sumber r]aj,-'a alam dan ekosistenin ya akau yang poten u1al
terkena dampak akibat suafu kegiatan, memperoleh akses keadilan
apabila haknya dilanggar serta memperoleh perlindimgan hukum ketika
memperjuangkan haknya atas lingkungan hidup vang sehat, Untuk
mvnm'al'.lkan komser ini, U11d.=|1'|;:;—1 Indang Momor 32 Talnm 2005 tenrtang
Perlindungan dan Pengelolaan Tingkungan TTidup Fasal &6 mengahar
bahwa setiap orang vang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup
vanyg; baik dan sehat fidak dapat dituntat secara pidana maupun digugat
secara perdata.

B. 2 Prinsip Pengakuan Terhadap Dayva Dukung dan Keberlanjutan
Eknsistem
Pringip ini sangat penting untulk melindungi sumber daya alam tertentu
vang rentan lerhadap eksploitasi, kerusakan dan kepunahan, Pengakuan
ni lidak terbatas pada penpakuan lekstual lelap juga secara konsisten
pengakuan lersebul harus diterapkan kelika memeriksa dan mengadili
perkara untuk memperjelas langkah-langkah pencegahan serta
penanggulangan perusakan danfalau pencemaran sumber daya alam
dan lingkungan melalul piranti manajemen lingkungan, insteuimen
chonomi, instrumen dava paksa, sanksi moral maupun kontrol publil.
Dralarn hal ini, penling bagi hakim uniuk menerapkan prinsip ini dalam
mengambil pulusan lenlang perinlah melakukan lindakan lerlento.

B.3. Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Setempat,
Penpakuan terhadap hak-hak masyvarakat adat dan masvarakat vang
tinggzal di selatar lokasi di mana pencemaran danfatau perusakan
lingkungan terjadi haruis menjadi perfimbangan kagi hakim dalam
memeriksa dan mengadili suaha perkara lingkungan. Pengakuan ini
diperlukan mengingat pada umummya masvarakat adat dan setempat
bergantung idupnya pada sumber dava alam dan lingkungan
sekelilingnya. Pengakoan juga diperlukan untuk mencegah terfadinya
pelangraran atas hak-hak mercka dari arus pembangunan dan

ernanaman modal vanye berlansssune demgan samsat cepat dan masiv.
. ! i ] i

B.4.Daya penegakan (Enforceability)
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C.

Daya penegakan direnfukan oleh: (a) ketersediaan sanksi yang mampu
menimbulkan efek jera [deferent efect); (b) ketersediaan 3 jenis sarana
sanksi yvang terdiri dari sanksi administrasi, perdata, dan pidana; (<)
ketersediaan mekanisme Pengar]uan n1.as_1_.rarakal' dan 1:--.911':111‘]31::-
lanjutannya terhadap pelanggaran-pelanggaran hak yang dialami oleh
masvarakaf; (d] kefersediaan mekanizsme pengawasan terhadap penaatan
persyaratan lingkungan; (e) ketersediaan institusi dan aparat vang
berkualitas dan berintegritas untuk melakukan pengawasan penaatan,
pemvelidikan dan penyvidikan, pemumbatan, hahkan hingga pelaksanaan
putusan pengzadilan,

Dalam komteks penanganan perkara, maka seorang hakim dalam
putusannya lharnus n'nernl:!ertimb.angkan Icernaml;luan hukuman Yang
dijahihkan untuk memberikan efek jera, mengoatkan mekanisme
pengawasan untuk menjamin tidak berlanjutnya pelanggaran dan
terlindunginya hak masvarakat atas linglagran hidup vanyg baik dan

aeliat.
Prinsip Keadilan (Eguitalile Principles)

Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan harus

mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan lingkungan, antara lain: (1)
rinsip Keadilan Antar Generasi, (2 Prinsip Pembagian Beban tanggung
jawab Bersama Secarn Proporsional, serta (3) Prinsip Keadilan Pemandaotan
Sumber Dava,

A1,

244

Keadilan dalam Satu Generasi (Infragenerational Equity) dan Antar
Generasi Untergenerafional Eguity)

Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa setiap makhluk
hidup sangat tergantung pada sumber daya alam dan tidak dapat
dipisahkan dar ekosisternnyva. Cleh karena itu, lingkongan hidup dan
sumber dava alam hendaknva dikelola secara berkeadilan Hdak saja
bagi generasi saat ini, betapi juga bagl generasi vang akan datang.

Beberapa elemen kunci dari prinsip ini adalah: 1) Masyarakat
termasuk masyarakat di selurah dunia antara satu generast denggan
peneras lainnya merupakan mitra; 2) Generast sekaranyg harus fidak
memberikan beban ekstermalitas pembangunan kepada renerasi
selanjutnva; 3] Setiap generasi mewarist kekavaan sumber dava alam

aerta kualitas habitat dan harus meneriskammya k:—*.}'m:h] TETIETAN]
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berikuimya dalam keadaan generasi rersebul yang akan datang memiliki
peluang vang kurang lebih eknivalen secara hsik, ekologis, sosial, dan
ekonomi; 4] Generasi sekarang Hdak dibenarkan meneruskan kepada
gﬁ'leraﬁi |:M;11'i[-.'1,11'n}-'a sumhber alam yang Hdak -r]al'.-.at -;'Iipl_:rbarui SECATa
eksak {pasti). Demikian juga kifa fidak dapat menduga kebutuhan atan
preferenasi generasi yang akan datang. Generasi sekarang harus
memberikan Aeksibilitas kepada generasi berikutnva untuk mencajpai
fujuan mereka sesuai dengan nilai vang divakiminya.

3.2. Pembagian Beban tanggung jawab Bersama Secara Proporsional

(Comeon but Differentiated Responsibiliby)

Prinsip ini menckankan adanva tanggung jawab yang proporsional
antarn nepara-neEarn majul yiog pada umomnya negara-negaca inclustel
untuk ikut bertanggung jowab dan membantu negara-regara berkombang
dalam mongatasi permasalaban degracasi fungsi linglkungan, Hal ind
didasarkan pada porjalanan sejarab babwa negara-negara maju telah
berkonlribusi terhadap degradasi lingkungan unluk mencapai
kesejahileraan vang dinikmall saal ind.

Prinsip 7: Deklarasi Rio menegaskan:

Shates shall cooperale by a spivil of global parinership 1o conserve,
protect and vestore the heaith and alegeiiy of the Earili’s ecosyalams,
Inwieme el the different condribiiona lo giobel snvivonmenial degradation,
Stafe haze commion bul differentisted responsibitities. The deneloped
counlries acknowledge e responsibilily thal they baar in e
inkeruatiornal prrsiil of susiainable develovinen! in victe of e presaures
their socielics place on (e glabal enwironmenl and of e lechinologios
and fingincial resonrces they command,” ("Negara-negara akan
bekerja sama dalam semangal kemilraan global unluk
melestarikan, melindungi dan memulihkan kesehatan dan
keuuhan ekosistem bumi. Mengingat kontribusi yang berbeda
terhadap degradasi linghungan global, Negara memiliki tanggung
jawal bersama namun berbeda, Megara-negara maju mengakui
tanggung jawab mereka dalam upava internasional menuju
pembangunan berkelanjutan mengingal tekanan masvarakat
mereka tempat di lingkungan global dan mengingat reknologi
dan sumber daya keuangan vang mereka miliki"™)
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'rinsip 7 ini memberikan alasan adanya perbedaan perlakuan atau
kewajiban yang disebabkan, pertama, perbedaan konhribusi Hap-Hap
negara pada terjadinya tekanan pada lingkungan hidup; dan kedua,
lkarena ad.=|1'|_1,.'a ltuer'hedaan k.al:la-;:ital_a dalam mHﬁ}'&‘]E'_—'ﬁ'ikﬂﬁ masalah dan
memuluskan cita-cita pembangunan berkelanjutan, secara khusus dalam
hal kepemilikan dana kenangan dan kemajonan teknologinya.

Prinsip Commen pul Diferentisted Responsdbilities ind mengandung
dua ]':rjknk ]':ikiran:

1} Penejasan hahwa hap-tiap negara memiliki tanggung jawab
bersama dan sama unbuk melindung linglamgzan hidup baik pada
pada tingkat nasional, vegional maupun global; tanpa melibat negara
besar atau kecil,

2} Llsaha pencegahan, penjurangan dan pengawasan atas ancaman
terhadap lingkungan hidup didasarkan pada perbedaan keadaan
masing-masing negara, khususnya dalam hal kontribusi Hap-tap
negara Ferrgeli t Pad.—‘.r I'-:-*.riat]m],'a l'.lﬂrl'arnl'lahm'l internsitas ancarman
terhadap Iinglamgan hidup dan atau kemisakan lingkungan hidup

yang terjadi

Keadilan Pemanfaatan Sumber Dava (Equitalie Utilization of
Shared Resources)

Prinsip ini menckankan pentingnya alokasl penpgunaan sumber daya
alam yang terbatas secara berloelanjutan dan berkeadilan, berdasarkan
pada laklor kebuluhan, penggunaan cleh generasi sebelumnya, hak
kepemilikan/pengusabaan, dan kepenlingan.

Hak kepemilikan/pengusahaan merujuk pada proporsi jumlah
pencludul;, keacilan, dan prioritas penggunaan sumber dava {dalam
artian sumber dava vang ada tidak dihabiskan sckaligus, letapi
digunakan sesual dengan prioritas secara bersamaan mencari alternatit
sumber lain dan merevilalisasi sumber daya vang telah digunakan).
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JENIS PEEKAEA LINGKUNGAN HIDUP DAN
FERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKATT

Jenis Perlara
Lingkungan Hidup

Perwemaran air [aer
[rerim ukisan) akitaal
berbag kegiatan
ekt

[reankrang uran
[iealussr,
rertambungan,
prerhotelen, runah
sakat dim Lion-lain},

Peraluran perundang-Undangan Terkail

'|}. T.-r'.||a-:r"!-:-'[ I:""]”""ﬂ R-.¢|:-u'|l'| L Tnclonesia Momear 32 Tabwn
2009 tenbeng Perlirdurngan dan Pengelolsen Tingkungan
Hiclup;

2 Ulralang-TIacdane Republk Tndonesia Momaos 3 Tabwn

1954 tentang Perrilustrian;

Teraturian Pemeriobab Beamcr §2 Tehon 2000 tentang,

Pengelnlaan Koalitas Air & Ferpendalian Pencemaran

Air;

Perabran Perneriebab Bomior 257 Tebon 2002 tendang Tan

Tirgkungan;

4

Peraturan *ender Wegan Lingkongan Hidop SMaomor 0d
Tahun 2008 tentang Baku Mula Air Timbah Bagi Tlsaba
danfatan Kegiatan Pertambarezan B Timali;

Peraheran Nendar T":I'!-':.ir:i T.illj-:.klllli—:.:i” Hi-:]llr:l ®orror Ol

Tahun 2008 tentang Baku Mula Air Timbah Bagi Tlaaba

danfatan Keglatan Pectambanzan Brjib Mike!;

T'I ra ||||r 85Il "'4'1-!. l B It |: ri .h-\.l |-" irs 1T |||{:||x||r|e- iri T‘TI«.‘III[J ."‘J-errll_lr ]_

Talin 2008 denkang F-PH'.-":H":![ an Jdan Tata Cara FPerizinan

FFIII]'LJ 1r'|i-:_|1ll n"ﬂ"’T IIIII:JHI‘ KI.""T ?"Ill

Peraluran Menleri Lingkungan Hidup Nomar 04 Tahan

2NN tentang Baku Mutu Air Timbah Bagi T=aha dar

abtau Kegiatan Minvak <lan Gas Serta Panas Bumi;

T Peraluran Menler Megara Lingkungan Hidup Mamaor 05
Taluin 2007 tentang Bako Yol Aie Timbah Bagi Tsaba
danfatan Kepiatan Pengelalan Hasl PFerikanaryg

0 Peraluran Menleri Megara Linghungan Hidop Nomar 05
Taluin 2007 tenbang Baku Yot Aie Timbah Bagi Tsaba
danfatan Kepiatan Tnduste Peloo Kimie Holuy;

T Peraluran Menleri Megara Lingkungan Hidup Mamaor 10
Tahun 207 tentang Baku Mula Air Timbah Bagi 1laaba
danfalau Kegialan Tnduslel Pueied Terephifalic Acid daa
FI:'”I .F'|!'|_|l||!"'rllz‘ ']-'rnl"'l'i'.fulllrﬂl.r

123 T’F-r.alura-n wlend x—'-luTmemT inghungan Hidup Momaor 13
Tahun 2007 entang FFI“’:}'HTELEH dain Tala Cara
Pengelnlaan Air Limlah Bagi Usaha dandalau Kegialan
Hulu Minvak dan Gas Seia Panas Bumi Theegan Cara
Tnjeksl,

13 Peraluran Menter Megara Linghungan Hidup Momaor 12
Talin 2005 tentang Baku Muta Air Timbah Bagi Tlsaba
danfalau Kegialan Pengoelahan Rampul Taul;

T Repuluzan Menler Negara Lingkungan Hidup SNomai
B2 Tahun 19905 lenlang Baku Mulu Limbah Cair Bagi
Fegialan Hoel,
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Feputwsan Muenteri BMewara Lioegkoogan Tidup Momer 42
Tahun 1996 tensang FBaku Muote Lirmbab Car B
Foegiafan Mirvak dan Gos serba Panas Bumi;

15 Keputusan Menter Mesara Tingkungan Hudup Boemor
0 Tahum 19957 fenbare Baku Muba Timbab Coir Bag
egiitan Birveak dan Gos serba Pamas Bomnd;

TaE R epubusan BMentert Mesara Tingkongan Hulup Bomior
03 Tahum 1esd fenbame Bako Muba Timbab Cor Bag
[ avemean Tnclustris

1?:-.T~:|'r:||||:-:-.1|1 bAernteri ."'-]t'i-;:lr.d T |r1|-;'k|.:|r1i-:_.1|| H:||.5u|| T mior
11 HMAEMNT.HA2NES terkian E Fiislen Beliato i Larmbals 'F';:sp'j
Llapha edamdafam EI_‘HLI"‘EIH Crammestik;

18 Reputusan Menter Mewara Tingkungan Halop Momnwer
1 ],_."-.-'T'.-'Tr',]‘"-..'T JHIMHES berckian B Fiizlen Belvato SAir Larmbads F!-:s_q_l
Tlaaha dandatan HE';-':_i.il.-u'l 'F'-.¢|'|.1|||'!.lﬂr'||-:_.1|| Fahuksa i H

10 Keputusan Menteri Mesara Tingkungan Hadup Bomner
1 ]I-'?'.'TFM JHAANE |;|_'|;||;;,:|r'|g Bk Muoto Adr Lirmbah Ba i
Tlaha dandtan Kepiatan Partaminaegan Batubara;

W Reputusan Menter Mesara Tingkungan H:||.'|.J|| e
1EE Tahuan 2004 fenfane Bako Mot Timbah Coir Bagi
Kegimatan Trdustri;

T Repubusan Mentert Nesara Tingkongan Hulup Bomior
20 Tahm F00E tenfan Bako Mot A Timibah Bag
Keguatan Perfambangan Bijth Fosas danabae Tembaga;

T Reputusan Mentert Nesara Tingkongan Hulup Bomior
02 Talun 2006 wenkang Baku MMulu Air Timbah Bagi
KI-'_!-'i atan Funah Pemnndar pa Hemweian;

'\-In.TxI'r:III|II"\-.1I1 bAernteri "'-]t'f ira T |r1|-"k|.:|r1i-'?.1|| Hiud L T mior
13 Talun '-'-TIE, Tentang Baku MMuby Alr Timbah Bagi
Tlsaha Jdandaban LE':-'l phan 'F'-.Lll-.:-lﬂ shar Eal: 1|'l i

M Keputusan Menter e a1 |r1:-kur1i-,.1|| Hufup Momor
14 Taliun '-'Tl& Tentang Baku Mula Alr Timbah Bagi
Ulsaha dardatan Kegiatan Pengedatbae Daging;

25 Keputusan Menter Mesara T |r1|-kur1i-,.1|| Hufup Momor
1% Tahun 2008 Tentang Baku Mula Al Timbah Bagi
Tlaha dandbtan Kepiatan Pengndaban Kedela;

AL Kepulusan Menler Megara Lingkungan Hidup Memer
16 Taliun 2008 Tentang Baku Muta Alr Timbah Bagi
Tlsaha dandatan Kegiatan Pengnlabar Tndosto Beranmik;

L Repulusan Menleri Negara Lingkungan Hidup Momer
13 Taln 2006 Tentang Baku Mula Ale Timbah Bagi
Tlsaha danfatan Kegiatan Pengolabar FKelapa;

2L Kepulusan Menleri Megara Lingkungan Hidup Bomeore §
Tahun 2009 Tentang Faku Wt Air Timbah Bagi Tlsaha
danfalau Kegiatan F‘en‘l‘angkllT islrik Tenaga Termal;

2 Kepulusan Menleri Megara Lingkungan Hidup Bomore 9
Tahun 2009 Tentang Faku Wutu Air Timbah Bagi Tlsaha
danfalau Kegiatan F‘x—'-rﬁgnlahan CMral TradizsicnalTamu;
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A0 Eeputusin Moentori Megera Lingkungan Hidep Memar
10 Tshan 2009 Tentamg Pako Suto Adr Dienbah Bagen
Lisiabu elanfatan Kegintan Tndlustr Olekimia Dhasir;

A Keputusan Meater Began Tingkongsan Hidop Nomar
11 Teboern 2009 Tertiang Bk Muoto Ade Lirnboh Bagl
Losabun clanfatin Fegripton Pefernakan Sepi don Babi;

AN Reputusan Menter Began Tingkungan Hidop SNarmar
21 Teboern 2009 Tertang Fako Muto Ade Lienboh Bagl
Losabun clanfatin Terbambanesin;

f_ﬂ].ﬁ:'!m‘llm:lrl Melandar NI'EI:”H T.illj—_‘lkllllﬂiin Hi-:]ur:l Sornr
A4 Tabsoer 2009 "|'|_'|:|t::-|:|!_-'| Fskenn Melutu Adr Dirnbad B gl
Losiabin dlamfati F:-:_*-".;i:!t:_:n PI_':I_‘..J'.'I'::‘-;II'Ij;:!rI Hiiih Friruksit;

MiKeputusan Mender: Negan Tingkungsn Hidup Momar
13 Tasksers 200010 T'-":'h”:'ﬁ Fiskonn BTty Aar Dienbat B ﬁ-i
Eoawaasan T||L]1J:~:Iri_;

A Keputusan Mender: Megan Tingkungsen Hidup Momar
04 Tiskr 20000 "|'|_'|;|‘|;::-|;|!_-=| Faskn Bt Aar Dirmbah Ba gi
Tlsabi dlandatan Fepiatan Tnalusto Maryak Gaorengs

AL Keputusan Meater Megan Tingkungan Hidup Naomar
(06 Tizhwr 20000 Tentimg Pako Sutu Adr Dienbah B
Toddusten Rk darfaban Cerati,
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2,0 Dengvrmacan wlara
dun gangguan
(hibisingan, petaran
Jan kebaoant akiluss
kegiatan sckior
prrmhansunan
finclustri,
porbambiangan duan
kegiatan Lvinmea),

11, Unedang Unslang Republik Indonesia Bomer 32 Tehun
00 fentumy TPerlindungan dan Tergelolaan Linglomgar
Hiitun:

2. Peraturan Pemerintah Mormar 41 Tabuan 1999 tenbiang
Tongendalian Teocermem Thilare;

B, Peraturan Pemmerintah Moenor 27 Tabars 20012 terskarge lein
Tangkungar;

4, Fepubusan Mentert Messiara Lingkungan Hudup Boomer
13 Tahum 19925 fenfang Baku MMuba Brmisi Somber Tidok
Pergerak;

2, Kepubasan Menter Mogara Lingkungan Hudup Bomer
AR Tahun 198 funibang Rk 'I'i11gk:_|+ I-il._'l::-ir_qirl:.;:hr:u,'

6] T'\-\.-l'r:“llll'h‘“'l .r\l{l'rl‘ll'ri ‘\Jt'k;ilr.d T |r1?-;.k.|.1r1i-"|1|| HJl.El.Jll K|}|11|}r
49 Tahun 1996 fentane Bako Tingkat Cotaran;

'F]. KF[JII'LI‘-JH Menter ‘JEEIH ra | |r1;-':_'|-u.:|r1i-':_.1|'| H:||.5u|'l M

B0 Talvun 1496 '::':1h1|13-; Raku Ting—;k:ﬂ Kt'}:-.dlmn.:

Fepuhasan Monterd Mesara Lingkungan Hudop Bomer

22 MIEMLH23 tenbang Bk Wluton Fost Tlaaha dand

atie Kegratan Minyak Gdar Gas Furmni;

2 Repuhusan Menter Mesara Tingkungan Hudup Bomer
133 Tl 2004 fenfang Bako “ota Bmisi Basi Kesiatan
Trahustri Pupack;

1K epubugsan Menteri Megara Tinghungan Hudup Momor
07 Talvun 2007 tenbang Bako Moha Fist Sombser Suomhe
Tilak Bergerak Bawi Kedel Thp;

T Kepulusan Menteri Negara Tingkungan Hidup Nomor
17 Talvun 2008 fenbang Bako Moba Fmisi Sombere Tulak
El'rﬂt'r:!k H:hi-;i T lsmbus danfatan K:'a-;i.dhhrl Trelustei
Keramik;

Kepulusan Menleri Megara Tingkungan Hidup Memore 21
Tabun 2007 lenliang Raku oty Frvs: Somler Sumbere
Tidak Bergerak Basi Tlsahe danfaten Eegiatan
Perrbangkit Tenaga Tisteik Termal;

13 Kepulusan Menter Mewara Tingkungan Hafoup Bamere 7
Tahun 2009 Armtuang Fatas Kebisingan Kenderaan
Feerrmwaline Tipe Baru;

I Z K epulusan Menler Negara Tingkungan Halup Momere
1.3 Taln 2006 tenbang Bako Muba Fmist Sombsee Sumber
Tidak Bergerak Bagi Tsaha danfatan Fegiatan Minyak
dan CGas Bumi.

B
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Cengelolian limbah
B fanpna vain, tislak
rrergelala Tirnbah
B atau
poembazrigan liskah
B, irnpar limbah,
B atan Timbah B3

Pencemarar air lanl
dan atau perosakan
Taut ::h'rurrl'l_".:l
karang, mangrove &
rJ:!:]:!rI!-: larmuan®.

T Lralacg-Undang Republil Indonesia Memeor 32 Talbun
2004 tentemg Perlimdungan dan Pengelalisan Tingkuanzam
Hicdups;

2 Ulralang-TInacdane Repuh Tk Tndonesia Bomors 17 Tk
20008 tendemg Perabahan Atas Undaog-Undang Momice 10
Tahun 19925 tenfang Kenabssanan;

A Peraturan Termeriobab Bomior 27 Tahon 2002 fentang Tain
Lirveknrpan;

41 Teraburan Pemerintab Bomor 18 jo Perotoran Pemmeringah
oo BA Talian 14999 feribaarig PI'IIﬂI'l{I]:!:!H Tambsah BS;

S Keputusan Menfer: Megar Lingkungan Hidup NMaomar
1 Tasksvrer 200G bend; ang Junis Bencana Lsata danfatiau
Kemmiabiar Warg Wil Thlenghapi Amcdal;

|'_'|:I. Ko r11..|‘|'|,.|,:..||:| "'nTc_“1hT T 'g'._l_r._JT 1114 Ll_lrlg sry Hi -:,]_l_l_[_:l Sernar
11 Tk 2008 |I-'II|HII{ T"E'ﬂl.- aratan Dialam 'F'-l'-lll.rl. SHirTAn
Drrkeerreen Aomadial dlan Persyaraban Tembuga Pelatilon
qurrlrj-;"'_l1+';_11‘-_l F'-:_'-11'-,-|,|_.|,|r'|.||;| Dokornen AN "-.T

Keputusan Menten Mepara Tingkunzan Hidup: r"-]l."\-lrl-i'l o7

Tabwn 2000 beribang Te m:,.:r.:l.:r. Thaliarn Teny usuman

Crpkurmen Avradal ddan Persyaratin Tn._11'|'|'_:-.;|_g.,:| TPelabbiar

Kompenternst Fereusunan Daokomen ANTIALL

T Tledang-TIndang Bepublk Tndonesia Momaor 32 Takwr
2m09 tentang Perlindungan dan Pengelalaan Tingkungzan
Hl-:]ur:-

21 Peraluran Pemeriobab Bronoe 27 Tehon 2002 lentang Tain
Tirgkungan;

3}. Perrgheran Permerirbab B ooror 19 Takoan [000 ‘h_-ll‘l'.'lllﬂ
'F'l'-'l'lj:.Erllh-:“..’u'l Pencemaman -:].’u'l."..ilatu TPerngakan | AL

41 Keputusan Wender Megan Tinghungasn Hidup Nomar
M4 Tahun 2001 tentang Kriteria Baku Feruzakan Terumbu
Karang;

S Keputusan Meater Megan Tingkungan Hidup Naomar
1 Tahun 2004 tentang Paku Moty Air Taul;

AL Kepubusan Menter Megam Tingkungan Hidup Naman
179 Tashwan 2004 tentang Perubalan Keputusan Menter
Megara Lingkungan Hidap Womaor 51 Tabn 20004
fenibang Bako muat AdeTaul;

7o Reputusan Menter Negara Tingkungan Hidoup SNaormar
2NN Takwn 2004 tentang Kreiteria Bako dan Pedaman
Penentuan Kerusakan Padang Tamun;

71 Eepuluzan Menler Megara Lingkungan Hidup Naman
201 Tahwn 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedaman
Penentuan Kerusskan Mangrove.

2a1
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5 Eemakan
linpkurgan akibat
il lsmn dan

pernibakierion Fucfan.

&, Eoernesakar
Tiepkurgan akibsat
kegnaban
perbambangan dan
Higgal sching.

1L

&),

11

Lincdang Uniling Bepublik Indonesio Bomes 52 Tohun
00 fentany Perlindungen dan Feogelolaan Linglomgar
5 [THHAR

Thdang-Tindang Republik Tndonesss Bannmer 47 Tahon

19 tomtume Kot

v Peraturan Pemmerintah Morenor 27 Tabvar 2002 terbarge Tein

Lingkuongar;

o Peraturan Pesmeringich Moroaor 120 Tabwan 2000 beobang

Penpendalion Kerusakan Tanah Untuk Pricduks
Beidrrmiasia;

Peraturan Pemerintah Moenar 4 Tahwae 2000 fenbang
I"'u'.1§{'-11|:]._|'|'i:_'|r'. Persvemaeram dary Forgsaboan | 'ir'.g'lr.l,m BT
Hidkuep Vang Beckaitan Dengar: Kebsakaran Hutan dan
TLahan.

Thncdang-Tindang Repuablik Tnddoness: Momer 32 Tahun
B fenbang Merlindungen dan Fergelelaom Lingkangae
Hidun;

A Unedamge-Tineding Republik Tondosesss Bomer 4 Tahon

TR tentang Pertambangan Bineral Jan Balulbara;

. Peraturan Pemerintah Mormar 27 Tabiur 2012 tertang Tein

Tingkungar;

+ Peraturan Pemerintal Momar 120 Tabwae 2000 fenbang

Tangendalian Ferusakan Tanah Untuk Produksi
Beidnmiasa;

2. Peraturan Pemerintal Morman 4 Taluor 20010 benlarg

1"‘:"15-;9:1;].11 ey TPercerrtaran dan Perugsaikan T 1r'.i-_:'k|:r'|;-__.1 1
Hicup Yame Berkaorbtion Dyngen Kebekonm Huban dlan
[Liahan;

. rcHrJIIlI:I.‘Q-HII Tl.-‘fl.*rllr:ri ME'EIH rad T Ir1i-:_.k.|.lr1i-".1ll H!I.:.I.JII I'fl_:-nu,:-r

A3 Tahun 1966 entang Kriteria Keruzakan Tingkungan
F!-H;-_:i Tlsaha Alaw F{HE'::il.H:l FI.-'"HH”I]'N-.IHE‘_I..'II'I Bahan Galian
Codargan O Jenis Tepas di Dataran,
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=]

[ersialaam
lingkungin akibat
alih Fangsi Taban
lant pernlikaran
Tahan, ws=tha
perkebuman N,

TPelanggaran tata
FLLITLE, ;:u_-l::-rlﬁ:,;.'lr;l n
laba Foang yang
|||-:=||E-,.1ki|::|::IL.1||
pencemaran dan/
ala |‘.'-|.-‘=|'.J.~i.’|'|-u-.|r1

Tinghungan.

T Lralacg-Undang Republil Indonesia Memeor 32 Talbun
2004 tentemg Perlimdungan dan Pengelalisan Tingkuanzam
Hicdups;

2 Ulralang-TIncdane Repuh Tk Tndonesia Momors T3 Tk
2004 tendemg Porebunam;

A Ueddargg-Undong Bepublk Indonesia Momar 31 Takuwn
1999 tentang Fehuotanan;

4 Teraburan Pemeninbab B omior 23 Tabon 2002 fenting Tain
Lirgkumgan;

'_;:I. Perabieran Temerietbab B emor 180 Tabion 2000 fendany,
'|"|_'|:|_:e;|_'|:||,'|_:!|i,.;|r| Eersakan Tamak Unbkak TProaloke
Bimasn;

ﬁ}. Peraheran Pemeriebab Bomor 4 Tabon 200 1“'“1“”1‘3
Memgemalilion Pencemarn din Perusakon Linglungan
Hiclup: Yang Berkaban Dengan Kebakaren Hutan dar
T ity

I."::I. Teraheran Pomeriobab B camioe 10 Tibom 2000 ‘l'vl_-n‘l';l_ng Tixkia
Cara Perubalan Peruntukar Jan Funes Eawasan Hatan;

fi Perateren Pemeriotab Bomer 24 Tebon 2000 tentang,

Temgeunoan Fiveeasan Flutan;

@ Peraturan Pemeriobab Bomoe 34 Tebon 2002 tentang, Tala
Hutin idan Pervosunan Reocama Pengelalaan Hutan,
Pernamfaation Huoten dan Feoggunsan Basasim Hutan;

AL Peraturan Pemeriobab Bomoe 45 Tahon 2004 tentang,
Perlindungan Hotan,

T T.-r'llilr'h-.[ ]’:1;].1'15 Tl:-e-r:-u'll'l L Tndoneasia Momaor 32 Tabwn
2009 tertng Perloedungan dim Pergelalisen Tinpkuangn
T—Ti-:]urr_;

I Ueadang-Tlndang Repulilh Tadonesia Moo 266 Takbee
27 tentang Penataan Ruang;

?}. Preraluran Pemericibab Womoe 27 Tahon 2002 lenlang, Tain
Tirghungan;

1L Peraluran Pemerinbabh Momor 15
Penyelenggaran Peralaan Fuarg;

1. Peratieran Pemeriotab Bomore 150 Tebion 2000 tentang
Pengendalian Kerusakan Tanah TIntuk Produksi
Bivamasa.

Tabwr 2010 Lentang

FPEDOMAN PENANGAMNAN

PERKARA FERDATA LINGELUNGAN
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Hak Gugat {Legal Standing)

Perseorangzan

Yang dimaksud perseorangan adalah orang per orang alau sekelompok
orang vang mengalami kerugian akibal penccmaran danfalau kerusakan
lingkungan hidup.

Tadan Usaha (badan hukuwm dan non badan hukum)

Yamgr dimakesud hadan usaha adalah badan usaha vang: berbentuk hadan

hukum dan non kadan hukum {Pasal 1 angka 32 Undang-Undang

Republik Indonesia NMomaor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengrelolaan Linglungan Thiduap).

Hak Cugat Pemerintah danfatau Pemerintah Dacrah

Hak Gugal Pemerintah danfalau Pemerintah Daerab (diatur dalam
Pasal 90 aval {1y Undang-Undang Republik Indonesia Momor 32
Talhun 2004 lentang Perlindungan dan Penpelolaan Lingkungan
Hidup vang berbunyi:

Inalansi pesmeriniah dan pemerinlah averat yang berlanegung ozl al
bidaig linglungon fidup Gerienang mengaiusan gigalan ganli rugi dan
ndakan lerlenin lerhaday wsahe dandalan kegpialan yang semebalilag
pencerarTe dandelon servsaken bnghungan hidip vang mengakilbalkan
erugian (nghingan hidup

Hal-hal yvang perlu dijelaskan dari kelentuan Pasal di atas adalab:

.

¥

=

Inslansi Pernerintah Pusal adalab Menteri Negara Lingkungan
Hidup;

Instansi Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur, dalam
hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala Instansi Lingkungan
Hidup Provinsi dengan surat kuasa dari Gubernur;

Instansi Pemerinlah Daerah kabupalen/Eola adalah Bupalif
Walikota dalam hal ini dapat dilimpahkan kepada Kepala
Instansi Lingkungan Hidup Tingkal Kabupalen/Kola dengan
surat kuasa dari Bupati/Walikota;

Frasa "dan” dalam Pasal 90 dibaca sebagai alternatif artinya
instansi Pemerintah ihenteri Negara Lingkungan Hidup} dan/
atau instansi Pernerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atan
Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/
Kota) dapat mengajukan gugatan ganti mgi dan/atau tindakan
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tertentu baik secara sendiri-sendiri atan bersama-sama, karena
kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah
pusat,

T. Perﬁ}'araraﬂ gagatan Pemerintalh danfatau Pemerintah Daerah
Instansi pemerintah dan pemerintah daerah dapat mengajukan
sugatan gant magi dan indakan rertenin apabila:

1) Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

3 Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atan milik
negara (misalnya pencemaran lauf, pencemaran sungai,
perusakan hutan lindung, pencemaran ndara dll);

- Tidak berlaku asas “UHmum Remedium™ (Hdak perlu diberikan
sanksi administrasi terlebil dahulu unfulk bisa diajukan sugatan
ganh mugi dan/atau findakan tertentu oleh instansi pemerintah
dan/atau instansi pemerintah daerah.

. Pembagian Kewenangan Antara Menteri, Instansi Tingkungan
TTidup Provined, dan Tnstans T.1'|1tr,k1:|n;_;a11 ?Tir]ul'.l Ffah:paTmm-‘Kul‘a
11 Menteri berfugas dan berwenanyg menyelesaikan sengketa
linglamgan hidup vangg
a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;

penvelesaianmya fidak mampu atau Hdak diselesaikan dany
atau diserahkan oleh Kepala mstansi lingkongan hidup
daerah kepada Menterd;

v, permohonan salah satu atau para pithak yang bersenggketa.

3 Kepala instansi lingkungan hidop provinsi bertugas dan
berwenang menvelesaikan sengketa Iimglamgan hidup vang:
a.  lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;

b, permohonan salah sabo atan para pihak yang bersengketa.

.
W=

Fepala instamsi hinglungan hidup kabupaten/leota berturas dan
berwemang menyvelesaikan seneoketa lingkungan hidup vang:

a.  lokasi dan dampaknya berada di wilavah kabupaten/loota;
b.  dimohonkan salah satu atan para pihak vang bersengketa.

B. Cugatan Perwakilan

1. Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Ackon)
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Prosedur Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Acfion) mengacn pada
Pasal 91 Undang-Undang Momor 32 Tahun 20049 rentang Perlindimgan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo FPEEMA No, 1 Tahun 2002
tentang Acara ﬂugatan Perwakilan Ke]q_nﬂpr_wk.

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prosedur gugatan

perwakilan kelompoek (Class Ackon) adalah sebagai berikut:

a}
k)

d)

al

b

Mada sidang pertama:

Pemeriksaan keabsahan surat kuasa dan ijin pengacara;

Ketua Majelis TTakim memberikan penjelasan tentang hukum acara

fugatan perwakilan kelompok (Class Action), termasuk mengenai

petitum gugatan, agar manakala gugatan dikabulkan dapat

dilaksanakan;

Sertifikasi keabsahan wakil kelompok;

Pernbacaan gugatan (gugatan harus memenuhi Pasal 2, 3, dan 5

PEEMA Mo, 1 Tahun 200Z tentang Acara Guygatan Perwakilan

K:—ﬂumlﬂ;k dan dalam 1:!+'H’r1:|rn sagzatan harus termuat a-:]an],'a

tunhutan jant L‘HTL]E;'iFIr‘I].

Pada sidang selanuifnya:

Tanggapan terhadap keabsahan formalitas gugatan diajukan secara

closs artiwg

Pembuktian secara sederhana untuk membuktikan apakah wakil

kilas adalah memang; benar layak menjadi wakil kelas (kesamaan

fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan kesamaan jenis

tuntuatan).

Apakah wakil kelas benar-benar merupakan korban atau henar-

benar dirugikan secara langsung,

Contoh: Tefinisi kelas korban TRG wilavah Jakarta Pusat

Pemakai elpiji 3 kg periode [anuar sampai April 2000 sebagaimana

terdaftar dalam BT

1y Wakil kelompok harus bisa membuktikan bahwa dia adalah
salah safu korhan;

2}y Oramgr vang ber-KTF Jakarta Pusat;

b Berlangeranan PG yangg dibukbikan demgan kuitans pembelian
untuk periode tersebut.

Apabila gugatan memenuhi keabrohan secara Cliss Aot maka

halim memberikan keputusan dalam bembuk penetapan.
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f)

)

)

11 Apabila tidak memenuhi keabsahan gugatan Cless Action maka
hakim memberikan kepuhisan dalam bentuk pubisan,

21 Apabila dikabulkan maka upaya hukum yang dapat ditempuh
adalah mtﬁ'uﬂaj'uk an penﬂ-;;uhc_man :ﬂﬂ'r‘ll']'iﬁﬁ_ vang akan dikinmkan
bersamaan dengan puhusan akhir.

31 Apabila ditolak maka pusan tersebut adalah putnsan akhir
dan upava hukuninya adalah banding.

Apabila hakim menetapkan gugatan telah memenuhi syarat

formalitas maka hakim harus segera memerintahkan notifikasi

dengan mengacu pada PERMA No. 1 Tahun 2002 tentang Acara

Cugatan Perwakilan Kelompok.

Hakim menentukan jangka wakfu dan cara atau sarana notifikasi

secara layak. Dhalam penenfuan jangka wakhi dan cara atau sarana

tersebut mempertimbangkan kepastian bahwa semua anggota
kelompok mengetabut pugatan kelompok vang diajukan, Sekaligs
rmenentikan kapan l;:ldanirl hi—"TIkHI‘H}'a untuk 111:-!:11']4—!11;_7.—11'1-;;111 Thasil
laporan notifikasi. (Memperhatikan Fasal 7 ayat (4) lnoof f PERWMA,

MWomen | Tabum 2002 tentang; Acara Gugatan Perwakilan Kelompaolk),

Sidang dilanjutkan untuk mendengar hasil laporan notifikasi dard

pamitera dan sekalijuis mengnisahakan perdamaian sesuai dengan

FEEMA Moo 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Iaporan notfikasi berist jawahan atan surat pemyataan dar anynrota

kelompok yang menvatakan keluar atau Bdak ikut gugatan class

At

Apabila proses mediasi fidak berhasil maka dilanjutkan dengan

jawab menjawab (jawaban pokok perkara, replik, dan duplil).

Apabila tergugat mengajukan eksepsi maka hakimm mempedomani

Pasal 136 TTTR.

Fembukban

v pleh kedua belah pihak berdasarkan TTTER;

o untuk menentukan adanya pencemaran dandatau kerusakan
lingkungan, hakim dapat menunjuk ahli independen dengan
biaya berdasarkan kesepakatan kadua belah pihak;

Dalam pembukban dimungkinkan secara strc Gokiify dalam

hal menvangkut himbah B3 atau ancaman serius;
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= Pembuktian secara sivict babiity adalah hak dari penggugat,
dimintakan oleh pengeugat dan kermuat dalam surat gugatanmya;
¢ TPenghitungan gant magi:

. 591’:-.31'1::11}'3 Ccara penghi’ruﬁgan dan untik menentukan
besarnya ganti kerugian dilakukan oleh ahli vang difunjuk
oleh para pihak dan ditetapkan dalam penetapan hakim;

*  penghitungan dapat dilakukan diluar pengadilan dan hakim
hamya meneritna hasil laporan penghifungan.

Kesimpulan.

Putusan: apabila guagatan gant rugi dikabulkan, amar putusan hanis
mermuat:

#  Memubiskan jumlah ganh rugi secara rinci;

= TPenentuan kelompok danfatau sub kelompok vang berhak;

*  Mekanisme pendistribusian ganti rugi;

¢ Tangkah-langkah vang haras ditempuh oleh wakil kelompok

dalam mendistribusikan gant L.

Th :|1'J11' kast Gugratan:

a)

b

Apabila ada gugatan Class Action mengenai hal vang; sama yang,
diajukan di beberapa pengadilan (duplikasi), maka pada hari sidang
pertama tergugat wajib mengajukan permohonan konselidasi
kepada Mahkamah Agunge dan masing-masing perkara dihentikan
pemeriksaannya, sambil menungyn putasan Mahkamah Agung
tentang pengadilan mana vang berwenang mengadili gugatan
tersehut.

Apabila telah adanya pubusan konsolidasi dar Mahkamah Agung
anggrota kelas secara serta merta menjadi kelompok dar gugatan
cless ection pada pengadilan vang ditumuk.

Pengadilan yang tidak ditunjuk oleh Mahkamah Agung wajib
mimpeluarkan penetapan yanu isinva menooret perkara dari daftar
TegisbeT.

Dalam waktu 7 hari kena terhitung sejak menerima putusan
Mahkamah Agung maka pengadilan vang tidak ditmjuk harus
mengririmkan seluruh berkas perkara kepada pengadilan vang
ditunjuk dan pengadilan vang ditunuls segers melanjutkan proses

persidaniran.

2. Cugatan Organisasi Lingkungan Hidup

298
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Persvaratan Crganisasi Lingkungan Hidup vang berwenang mengajukan

eugzatan untuk melakukan dndakan tertenhe: diabur dalam Pasal 92 ayat

(21 dan (2) Lndang-Undang Republik ndonesia Momor 32 Tahun 200%

tentang Perlind umnEan dan Pen ge] ilaan Tan gkungar‘. TT1'|']1,:|1::- _1_.ra1'h_|:

a)  berbentuk badan hukum;

by menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut
didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
dan

c] ftelah melaksanakan kegiatan nyata sesual dengan anggaran
dasamya paling singkat 2 {dua) talun.

Unhak membuktikan telah melaksanakan kegiatan nyata antara lain
talah melakukan kef,_;ial:aﬂ serninar atan advokasi lin gkungan varg
dibuktikan dengan misalnya laporan kegiatan, laporan talnman,
foto, kliping koran,

d]  hak mengajukan juigatan terbatas pada tunhatan untak melakukan
tindakan tertentu tanpa adanya hambutan ganb g, kecuali baya
atau pengeluaran il

Yang dimaksud dengan indakan tertenha adalah tindakan pencegahan
dan penanggulangan pencemaran dan/atan kerusakan lingkungan
hidup serta pemulihan fAmgst lingkungan hidup.

Yang dimalkeud biava atau pengeluaran riil adalah biaya atau pengzeluaran
vang secara Tl dikeluatkan oleh penggugat dalam pengajuan
sgatan, mmsalnva biava analisa laboratorum, biava ahli, biava
transportasi dll {harus dibukbkan dengan bukt pengeluaran vang

sah) Prosedur Fgatan ini mengam Pa:]a TTTT..

3. Gupatan Warga Negara (Citizen Lawstid I CLS/Actio Popularis)

a. Definisi Gugatan Cifizen Lawseit/CLS/Actio Popularis
TH meyrara Comomem Loes system dikemal sebagat Citizen Towsuit, sedang
di Belanda dikenal sebagai Actio Populeris.

Gugatan Warga MNegara adalah suatu gugatan vang dapat
diajukan oleh setion orang terhadap suatu perbuatan melawan
hukum, dengan mengatasnamakan Lepentingon wmuem, dengan
alasan adanva pembiaran atan tidak dilaksanakamva kewajiban
hukum oleh pemerintah atau Organisasi Lingkungan TTidup tidak

mennnmakan haknva imtuk mengrmigat. Secara vmuom definisi
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kepentingan umum adalah kepentingan vang harus didahulukan
dar kepentingan pribadi atau individu atau kepentingan laimva,
yvang meliputi kepentingan bangsa dan negara, pelavanan umum
dalam 1'|1.=1';'-:_.rar.akar Inas, rak vat 1'.-.,=||1}-'alc: dan atan Fembangunan i
berbagai bidang.

Penyelenggaraan kepentingan umum merupakan tugas dari
pemerintah, sehingga gugatan secara CLS/pctio popularis pada
umumnya ditujukan kepada pemerintah. Manun tidak menutap
kemungkinan hahwa pelayanan umum juga dilaksanakan oleh
pihak swasta, sehingiza sugatan achio popularis dapat diajukan pula
kepada swasta yang ikub menvelenggarakan kepentingan umuam
tersebut,

Trasar Ik Citizen Tausu b
al I Indonesia belum ada pengaturannya.
by Tlakim tidak boleh menolak perkara yvang diajukan demgan

alasan helun ada hul:nn'm:,'a (Pasal Té& avat (1) TITTET Mormor 4

tabnan 2004 temtany Kekuasaan Kehakiman).
oy TTakim wajib menggali, mengikuh, memahami nilai-nilai yang

hidup dalarn masvarakat, (Pasal 2V Undang-Undang Republik

Tndomesia Momor 35 Fahun 199% tenrang Perubahan Atas

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1970 tentanyg Ketentuan

Tokiok Kekuasaan Kehakiman).
dy Tasal 28 TIUT} Tahun 1945 j0 Pasal 65 Tndang-Undang Republik

Indomesia Momaor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengeloalaan Lingkungan TTidup.
el Pasal 5 UT7 RI Momor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-UIndang Republik Tndemesia Momor 14 Talm 15985

tentang Mahkamah Apunge, bahwa hakim mengeali hukumnwa

dalam mavwvarakat.
f1  Ratifikasi berbagai Commment Taternotions] bidang TTAM baik

Comereond ore Cieodl e Coreremd Rilits melabn Undang-Undang

Momor 12 Tahun 2005 serka Comereent on Eoomonacel, Social and

Culturad Riylt 1960 melahe TIUTRET Momaor 11 Tahum 20005 tentang:

Pengesahan Mnfernetiona Covemant on Deonomic, Sociel, omd

Cultural BRorhts (Kovenan Internasional Tentanyg TTak- TTak

Flonaorni, Sosial, dan Budaya).
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gl Putusan Mahkamah Agung tentang perkara-perkara vang
diajukan berdasarkan yugatan warga negara.

Conteh kasus di negara lain, antara lain:

1)

&m’ang WATZA T aTa Tricdia mengatasn amakan k epen I'inﬁan
umum menggugat pemerintah India yang melalaikan
Pengelolaan Sungai Gangga sehingga fercemar sedangkan
Sungai Gangga bagi masvarakat Hindu di India merupakan
termpat yang S0 .

Robert Cohen warga negara Amerika Serikat mengymuigat
FIA dan Deparbient of Heolth and Human Seroices karena
kedua lembaga tersebut telah melanggar Freedom of Act
dengan tidak mempublikasikan pengetahuan kedua
lembaga tersebut bahwa REST (Recombinant Bovine
Somatotroping hormon yvang disuntikkan pada sapi-sapi
penghasil susu dapat memicu kanker pada mamusia, padahal
masya rakat A5 hanvak YaMg M !._’.]{-:_511:=i1l11'|:'-i'i 1511 hersehnt

tanpa talnr baha VaTIYA.

Tieberapa gugatan CT Sfectio populoris di ITndonesia, antara lain:

1]

A

4

Sandyvawan Sumardi dkk mengatas namakan Eakvyat
Indonesia menggugat Presiden RT dkk (3 instansi) karena
telah lalai menangani persoalan TKT yang dideportasi di
Malaysia.

Dira. Miming dkk (133 orang) mengatasnamakan kepentingan
nmum mengpnaeat Presdden BT og Kementerian BUWN atas
divestast Tndosat.

Amin Rais dkk mengatasnamakan kepentingan umum
mengimagat Kementerian FSDM dkk sehubungan dengan
penyverahan pengelolaan Blok Cepu kepada Taoon hdobil.
CGuggatan atas nama kepentingan umum (oleh Sophia
Latjuba) kepada Presiden RT dkk sehubungan dengan
penvelengmzaraan [TAN.

Arimbi TTeroepoettt dkk mengatasnamakan kepentingan
umum menggarat Presiden RT karena telah melakukan
perbuatan melavan hukum dengan menatkkan harga BBM
dengan Peraturan Presiden Nomuor 53 Tahun 2003 tentang

[Marga Tual Teeran Bahan Bakar Minvak Dalam Megern.
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6)

Irsyad Thamrin dkk (46 orang) mengatasnamakan Kalkvat
ndomesia mengiugat Negara RT {Presiden RT dkk — 19
instansi) kavena para tergugat telah melakukan perbuatan
melawan hakuam melanggar keten bizan vamd .anﬁ-un-r]ang dan
telah lalai dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan
hak kepada warga negaranya vang berpotensi maupm vang,
telah menjadi korban bencana alam sehingga mengalami
kengmian materiil dan imatersil.

Tjandra Tedja dkk {13 orang} mengaplkan gugatan kepada
Megara RI (Presiden RT dkk) karena para tergugat telah
melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan
perubahan tarif tol dan perubahan sistem transaksi pada
jalan tol lingkar luar Jakarta,

Alasan dimasukkannya CLS Dalam pedoman ini:
Cagratan Ohrganisasi Dingkungan Hidup dianggeap masih belum

mernadal vmtuk 1'.!:—*.t'11'11r]111'|j;an lingloumgran hi-;']uP.

PHT“'_L"F]'I'HI'FIH wu j’:':'l‘l'.'-ﬂ'l WATEA TEFATHAL

al
b}
o}
o)

¢)

Penggugat adalah satu orang atau lebih Warga Wejara
Indenesia, bukan hadan hukam;
Tergnigat adalah pemerintah danfatau lembaga negara;
Dasar muwatan adalah untuk kepentingan umuom;
Obyek gagratan adalah pembiaran atan fidak dilaksanakannya
kewajiban hukum;
Motifikasi/somas wajib diajkan dalam jangka walcha &0
hari kerja sebelum adanvya gugatan dan sifatnya wajib.
Apabila tidak ada notifikasi/somasi gugatan wajib
dinyatakan tidak diterima;
Muotifikasifsomasi dari calon pengiupgat kepada calon
tergmgrat dengan tembusan kepada Ketoa Deneadilan Neger
setermpat.
41 Pemberitahuan singkat/ notifikas / womas secara tertulis
vany berisi:

Informasi pelaku pelanggaran dan lembaga vang

relevan dengan pelanggraran;

Tenis pelangaran;

Feraturan perudang-undangan vange telah dilanggzar;
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+ Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah
kepentingan lingkungan dan kepentingan makhluk
hidup vang potensial atau sudah terkena dampak
PETICET™ ATAN dan/atan Pr-_'rusakaﬁ ]1'1153;1_1115'.3 1n;

+ Tidak boleh mengajukan tunfutan ganti rugi uang;

+ Prosedur acara persidangan CLS mengacou pada HIR

1 Jangka wakta 60 hari kerja bertujuan unfuk memberikan
kesernpatan kepada Pemerintah melaksanakan kewajiban

-

hukumnya sebagaimana diminta atau difanbut aleh calon

penEgngzat.

Cokbaban: NobifkasySomost delor Crfizen Tawswf (CLS) herbeda
dergan notifikesi dalem gugatan Clozs Ackiom (CAL Dalgm
gugaton C1.8 notifkasiizomasi oleh prhok perggugat beprda
pemeriivkal dan ditembuskan ke Pergadilon Negery setenpat
ier robifThostsimmst dvsem ot saelem yuyvofon diggakon
iy r:m:lg.f.:n'ﬂurl karena i) notiflasi fersebul dipakai n'.-:i’:.::gu[
dasar wugatan, Dolem surat gugotan wefib dilampirkan
natifikesisomas) dengon bukb tands ferime pergodilon atau
resi suraf fereatat, don wofifkesi delow gugefan CA disfukan
atas perirekalt luekin dengan paknsan sela sebelal gugaton CA
dimpotaton elul menvenadi syorad feemeelifos wandol salmw

guyofen CA.
4. Anti SLAPT (Stralegic Lowsuil Agains! Pullic Parlicipation)

Daszar Hukume Pasal 66 Undang-Undang Republik lodonesia Nomor
32 Tahun 200% tenlang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. DI lndenesia sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-
Undang Republik Indonesia Momor 32 Tahun 200% tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk melindungli pejuang
lingkungan hidup menganut sistem hubkom AN LLSLAFVP, AnliSLAPP
merupakan perlindungan hukum bagi pejuang lingkungan hidup,
gugalan SLAPE dapal berupa gugalan balik {gugalan rekonvensi),
gugalan biasa alau berupa pelaporan lelah melakukan tindak pidana
bagi pejuang lingkungan hidup (misaloya, dianggap telah melakukan
perbuatan “penghinaan” sebagaimana diatur dalam KUHP). Bagaimana
sistem hukum acara perdala dan hukum acara pidana entuk diterapkan
dalam "ANTLSLAFT, Hal tersebut belum diatur dalam hukuwm acara
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perdata (HIR/Ebg) dan KUHAF, demikian pula belum ditermnukan dalam
praktik peradilan. Tntuk memuhiskan sebagaimana dalam FPaszal &6
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Peﬂinr]ungaﬁ dan Penge]r,ﬂaaﬁ T.in}_;kuﬁgan Tfiu;h:lp Tlahwa gugatan
pengeugat dan/atau pelaporan tindak pidana dari pemecheon adalah
SLATFPF yvang dapat diajukan baik dalam provisi, eksepsi maupun dalam
gugatan rekonvensi {dalam perkara perdata) dan/atau pembelaan
{dalam perkara pidana) dan harus diputuskan lebih dahula dalam

1'.|'I_]1'|.] San ,_H'I'._—".I d.

Mediasi

Mediasi di pengadilan diwajibkan bag para pihak yang berperkara

berdasarkan Pasal 130 TTTR/TEREMA Mo, 1 Tahun 2008 tentang Prosedur
Medias di Penggadilan.

264

ap  Tiap gumgatan lingkungan hidup, baik vang diajukan melahn
prosedur biasa, atan melalui perwakilan kelompolk atau organisas:
lingkungan hidup, wajib tunduk pada Pasal 130 TR dan prosedur
PERMA MNiov 1 Tahun 2008 temtang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
wianlaupun sebelum perkara diajukan ke pengadilan para pihak
termyata telah menempuh medias, tapi gzazal mencapai kesepakatan
penyelesaian.

B Hakim majelis pemeriksa perkara wajib mempodomant ketentoan-
ketentuan dalam Pasal 130 FITR/TEEMA Mo, 1 Tahun 2008 tentange
Prosedur hMediasi di Pengadilan, yaitu mewajibkan para pihak
terlebih dabulu vntuk menempuh moedias.

¢ Ketua majelis wajib menjelaskan kepada para pihak bahwa para
pihalk berhak untuk memilih mediator yange terdaftar di pengadilan
yvany mengadili dan jika dalam walktu tiga hari sejak sidang pertama
yang dibhadiri lengkap para pihak, para pihak tidak dapat bersepakit
momilth mediator, ketoa majelis berwenange menunpole mediator,

Pembultian

Proses pembuktian pertanggungjawaban perdata
a. [erbuatan Melavwan Hukum (Pasal 1365 KUHDerdata);
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b. Pembuktian penerapan prinsip Shict Lisbility [Tanggung Jawab
TwTatlak]

1)

3

Dasar hukum dan definisi Pasal 85 Undang-Undang Republik
Tndomesia Momor 32 Tahun 2004 temtang Ptf-r']indungan dan
Fengelolaan Lingkungan Hidup “Setiap orang wtg bndakannys,
wsakeny, dandelau eegiofenp menggrnakan B3, menghazilbon dan!
atae mengelols Umbah B3, dandatow yang menimbulkan apcaman
serins terhadon Dinglbungan fiduy berfongyong feemb mutek ofos
Levugion yany berjedi tanpa perli pesnbukiion wisur kesalahan, ™
Yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran
danfatan keruzakan Iingkungan hidup vang dampaknya
berpotensi Hidak dapat dipulihkan kembali danfatau komponen-
komponen linglkungan hidup vang terkena dampak sangat haas,
seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah,
tanah, udara, umbuhan, dan hewan.

Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran danfalau
kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha danfalau
kegialan lergugal vang menggunakan B3 alau menghasilkan
danfalau mengelola limbah B3 alau menimbulkan ancaman
zerius lerhadap ling kungan hidugp.

Beban pembubktian dalam penerapan asas steic! liabilily:

a)  Lalam prosedur ind, penggugat tidak perlu membuktikan
adanya unsur kesalahan Tergugal dapal lepas dar langgung
jawab apabila kerugian alau kerusakan vang terjadi akibal
perbualan pihak lain:

B} Pembuklian dengan prinsip sivict lability harus diminlakan
oleh penggugal dan lermual dalam sural gugal penggugal;

o Sheict Lighilily bukan pembuktlian terbalik, Fembuklian
bukan untuk kesalahannya. Walaupun sudah melakukan
SEImua upaya sesuai peraturan perundang-undangan uniuk
mencegah terjadinya pencemaran danfatau kerusakan
lingkungan, telap harus berlanggung jawal»,

dl Tergugal dapal mengajukan pembelaan dengan
membuklikan bahwa:
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- Tidak menggunakan, menghasilkan B3 danmenimbulkan
ancaman vang serius hidak terbukh;

- Kerusakan atau pencemaran it bukan disebabkan oleh
akhftas kegiafam'lj,.'a tetapi disehablean oleh 1,11']1.31-: L‘el‘iga
atau force majeur (berdasarkan literatur dan praktek
peradilan di negara-negara Common Law).

Permohonan prowsi berupa penetapan penghentian kegiatan
sememtara secata serta metta dapat dikabulkan dalam hal
kegiatan bergugat mengelola B3 danfatau limbah T3 atan
adanva ancaman serius dan dijatuhkan apabila segera
nampak adanya kerusakan lingkungan vang sudah tidak
biza diperbaikilagi. Dalam Penetapan Penghentian Kegiatan
sementara tidak diperlukan adanya jaminan uang dari
Penguggat.
Maijelis Takim dapat menambah amar putasan meskipun
tidak dumminta secara besjras i1leh penggugzat, d ETIgTan
pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan
kepenhngan masyarakat, TTal itn dapat dilakukan atas dasar
petitum subsider mohon putusan yang seadil-adilinva.
Comtohnva, apabila hakim memubaskan dikabulkannya
tentang buntutan gugatan ganb rug dan “Hndakan tertentu™
tapi petitum Hdak mering bagaimana tindakan tertentn
dilakukan. (misalnya: clean up tentang pemulihan
pencemaran air laut), maka dalam amar putusammya
seyogyanya dapat memuat secara rinci teknis pelaksanaan
tindakan tertentu antara lain siapa yvang mengawasi, siapa
pelaksananya dan hal-hal keknis Tainnya vang terkait,

Pricasitaonary Princgple: dalam hal tidak ada alasan atau alat

bulkti vang cukup, maka fidak bisa menghalang hakim

untuk melakukan pencegzahan adanya kerusakan lingloungan.

Dalam pembukbtian perkara lingkungan hidup dan tidak

adarya bukh ilmiah dalam mementukan hubumggan kavsalitas

antara kegriatan manusia demgzan pengzanih pada lingglamszan,
maka pengadilan harus menerapkan precomdiomary principls
setbawal hak konstitus atas ekolog vang sehat. Misalnya

hakim memerintahkan agar terpugat melakokan upaya
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)]

perlindungan lingkungan hidup dalam putusan pokok

perkara, meskipun membutuhkan kava vang lebih besar

daripada rencana awal kegiatan,

Standard PENETApAT jrecs wittana Fij nrirciple adalah:

3 Ancaman terhadap manusia atau kesehatan misalnya
kegiatan pembangkit listrik tenaga nuklir;

3 Pemanfaatan sumber dava alam vang tidak
mempertimbangkan kelestarian fungsi lingkungan
untuk generasi yang akan datang, misalnyva kegiatan
permnbaniunan jalan yang melintasi kawasan atau hutan
lindungg atau

5 Melakukan Fcr;-f,_;ia’,fan tanpa mempm'timhangkan
tprejudice) hak-hak lingkungan dari pihak vang
menerima dampak tersebut,

Eetentuan kadaluarsa imtuk menjajukan smgratan dalam
ELTTPerdata tidak herlakn I't—*.rhm]aP pencETaTan dan/atau
kerusakan lingkungan hidup yvang diakibatkan oleh nsaha/
kegiatan yang mengelola i3 atau limbah B3

Terhadap ketentuan Masal 84 avat (3] Undang-Undang Eepublik
Indomesia Nomor 32 Tahun 2009 rentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan TTidup tentang frasa “Gugratan melaloi
pengradilan hanva dapat ditempuh apabila upava penyelesaian
semgketa di luar pengadilan vang dipilih dinyatakan tidak
berhasil oleh salah satu atau para pihak vang bersenygleta”,
harus ditafsitkan secara sistemik bahwa pihak yang merasa
dirugikan memiliki 2 [dua) pilihan vaitu menggugat di
pengadilan atau menempuh penyelesaian sengketa di Touar
pengadilan. Jika ia memilih penvelesaian sengketa di luar
pengadilan, maka gugatan hanya dapat dilakukan apahbila
pilihan tersebut idak mencapai kesepakatan. Salah satu pihak
menyvatakan keluar dar negosiast atau mediast termasuk dalam

pengertian Hdak mencapai kesepakatan.

Alat Bukti

Kelerangan Saksi;

iL.
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b Keterangan Alhli;
surat/dokumen (antara lain mengacu pada Fasal 14 Undang-UIndang,

g

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pﬁﬁgﬂhﬂa an T 1'1151-:1,"15.371 TTidul:-}: hazil analisa lahoratorium:
d.  Alat bukti lain: feto dan data yang disimpan secara elektronik,
mizalnya peta hotspot dan interpretasinya, email, fofo satelit dan
interpretasinya (mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia

Momor 11 Talm 2004 temtany Imformast dan Transaksi Flektronik);

e. Dulkti ilmiah hams didukung dengan keterangan ahli di persidangan
untuk menjadikan sebagai bukt hukum.

TiukH ilmiah:

Selain alat bukti berdasarkan Pasal 164 HIE dan UL ITE, untuk

perkara linglungan hidup perlu adanva bukf ilmiah, Mizalnya hasil

analisa laboratorium, perhitungan ganti rugi akibat pencemaran
damfatan kerusakan dari ahli

Pada dasarnva tujuan alat bukhb ilmaiah dalam TITTT .i11;_{k11n;_1.a11 sudah

cukup jelas. Pedoman lingkungan akan menambah penjelasan alat

bukti terkait dengan alat bukti dokumentasi dengan tujuan adalah:

1;  Menambah kevakinan hakim;

2y Memberikan panduan bagt hakim dalam menilai keotentikan
suatu alatbukth.

Terkait dengran pembuktian ilmiah, apabila ada dua keterangzan ahl

yvany berbeda maka hakim dapat:

11 memilih keterangan berdasarkan kevakinan hakim demgan
memberikan alasan dipilihnya keterangan alat bukb yang
dihadirkan oleh keterangan ahli; atau

A mengzhaditkan ahli lain dengan pernbebanan bava berdasarkan
kesppakatan para pihalk;

A menerapkan prinsip kehab-hatian.

Contoh alatbarang bukt ilmiah: contoh, keterangan ahh, suratf

dokumen pendukung pengambilan comtoh vang hars dilakukan

demgran prosedur vangs benar dan malid serta dilakukan oleh orangg!
organisasi yang; kredibel dan terakreditasi dibuat Berita Acara secara

Tincl.

Dalam hal terjadi perbedaan keterangan ahli, hakim dapat mamilih

keterangan ahli yane dianpzap mevakinkan hakim.
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Permasalahan Hasil Analisa Laboratorium

Apabila hakim dihadapkan pada 2 {dua) atau lebih hasil analiza
lahoratorium yang; berbeda dalam proses pembuktan, maka hakim
harus menguji untuk mengetahui validitasnya (metode atan prosedur
pengambilan dan analisa sampel .

Alean ’ri-’ral'.li apahﬂa 2 (dua) hasil analisa laboratoriom tersebutbsudah
terbukt validitasnva, maka hakim haros menimbang pokok sengheta
dalam perkara yvang bersanghkutan terkait dengan ancaman serius dan
kigriatan berbahaya. [ika perkara tersebut terkait, maka diterapkan
precanfinnery principie, hasil analisa laboratoriom diragukan dan
diperlukan analisa laboratorivm rojukan, hakim diberi kewenangan
umtuk meminta analisa lahoratorinm sebagai secoddthrd opemion dengzan
membebankan biava analisa laboratorium rujukan atas kesepakatan

para pihal.

Penghitungan Canti Kerugian Akibat Pencemaran danfatau
Kerusakan Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Menleri Megara Lingkungan Hidup Nomor 13

Lalhun 2011 lenlang Ganli Kerugian Akibal Pencemaran danfalau

Eerusakan Lingkungan jenis keruglan akibal pencemaran dan/alau

kerusakan lingkungan;

a. Kerugian karena lidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air
limbah, emisi, dan/atan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
beracun; atau

b,  EKerugianuntuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/
atau kerusakan lingkungan hidup serla pemulihan lingkungan
hidup:

c. Kerugian untuk penggant biaya verilikasi pengaduan, invenlarisasi
sengketa lingkungan, dan biava pengawasan pembavaran ganti
kerugian dan pelaksanaan findakan terteniu;

1) Penanggulangan;
21 Permnulihan;

d. Kerugian ekosislem alau kerugian akibal hilangnva keanekaragaman
hayali dan menurunnya ungst lingkungan hidup; dan/atan

e, Kerugian masyarakat akibat pencemaran danfatau kerusakan

lingkungan hidup.
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Tidak semua perkara perdata lingkungan hidup memiliki kelima

JeTis kpmgmn ferselnt di atas.

Pihak vang berwenang menghitung santi kenagrian;

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan TTidup Nomaor 13

Tahun 20071 tentang Ganti Kerujrian Akibat Pencemaran dan/atan

Kernsakan T 1'1151-:1]11 sram, ]'H-'nghi hungran gan H ken 1rian hars dilakulkan

oleh ahli vanyg memenuhi kriteria:

&l

k.

merniliki sertfikat kompetensi; danfatan

telah melakukan penelitian ilmiah dan/atau berpengalaman di
hidangs:

13 pencemaran danfatan kerusalkan lingkungan hidup; dan/atau

2y wvaluasi ekomomi lingkuangan hiduap.

Metode penghitungan manti keragian melipoti

el

Muetode Denghitungan Berdosar Akumulasi Milal Unit Mencemaran;
Dengan memperhatikan keanckaragaman industn dengan jemis dan
jumlah parameter limbah vang berbeda-beda, pendekatan
penehitungan kerosian lingkunean didasarkan pada akumulas
nilai unit pencemaran sctiap parameter, Nilai unit pencemaran
aotinp parameter limbah dan basis biaya per unit pencemaran
ditetapkan berdasarkan besaran dampak pencomaran pada
lingkungan dan keschatan,

Mitodde Penghitungan Berdasarkon Biaya Operasional

Motode penghitungan ganti kerugian ini mengpunakan biaya
operasional per m® limbah vang diolah dengan baik dan memenuhi
kritcria baku mutu paca suate incluste? sebagal pembanding bags
industri loin vang scjpenis.

Metode Penghitungan Prinsip Biava Peneh

Penghitungan mengrunakan metode prinsip biaya penub (melipoti
Biaya tenaga ke, cnerel, bahan kimia, pemelibaraan dan deprosias)
amaortisasi nilai investasi) terhadap fasilitas pengolahan limbah
{IPPUL IPAL atau LI eksisting (dalam hal Lasilitas pengolab limbaly
suclah dimiliki namun kapasitasnva kekecilan danfatau salah
pengoperasian dandataun sengaja tidak dioperasikanty-pess) atau
dipilih teknologi pengolah limbah bara sesuai dengan kebutuhan
proses (dalam hal fasilitos pengolahon limbah belum dimiliki ataw
sudah dimiliki) agar memenuhi kriteria baka mutu linbah.
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Benfuk tindakan tertentu dan kaitammya dengan ganti kerugian.
Benfuk findakan rertenha yvang harus dilakukan oleh pencernar dan/atau
perusak lingkungan hidup meliput:
a. pen l:r-_'l:::ahan PenCemaTan dan/atan lzuer'u-_-'.akaﬂ ]ingkuni;an ]1id11p;
b. penanggulangan pencemaran danf/atan perusakan lingkungan
hidup; danfatan
¢ pemulihan fungsi lingkungan hidup.
Dalarn hal pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
fidak melaksanakan tindakan tertentu berupa penangguilangan dan/
atau pemulihan lingkungan hidup, instansi lingkungan hidup dapat
memnerintahkan pihak ketiga untuk melakukan penanggulangan dand
atau pemuliban dengan beban biaya ditanggung oleh pelaku pencemaran
dan/atan kerusakan lingkungan hidup, dengan kata lain findakan
tertentu bisa diganti dengan pembayaran ganti kerugian untuk pengganti
biava penanggulangan pencemaran dan/atau kenasakan Iingkungan

|'|1'dup viarThs ]'.IHTI'IH]”'IHH ]'i11‘::;]-:1|n;_7.-1|1 h:r]u]".-.

PEDMOMAN PENANGANAN PERKARA PIDANA LINGELNGAN

A. Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1.

Perseorangan
Yamg dimaksud persecrangan adalah arangg per orangg vangg terhibat di
dalam tindak pidana lingkungan hidup akibat dari berbagai kegiatan
pembarmguman (pertambangan, kehutanan, perkebunan, perindustrian,
]‘.l-i-‘.l"”{ anan dan ]ainnyaj, kegtafan-kegia’ran iﬂeé;a] di ki :]ang
pertambangan, industa, kehotanan, dan perlebunan serta Bndak pidana
pelangraran tata ruany tergantung perannya dalam tindak pidana
dimaksud.

Selain diatur dalam Undang-UIndang Republik Tndonesia Nomor
32 Tahun 200% tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
TTidup serta ULT sektoral, umusan tindak pidana yvang dilakukan oleh

persearangan juga mempedomani Pasal 55 dan 54 KUFTF.

Pasal bA

Dipidana sebagai pelaku lindak pidana:
I mierea wang melakui, yang menirid mielakrican, dan yang tuenl serla
mizlakrifan perbuglan.
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[ g

mereka yong dengan wewberi alow menjanjikan sesuatn dengan
meryileiguiokan bevwasaan ahau weertabal, dengas velerasan, ancanig
atan penyesatan, shau dengan memberd kesempaton. sarang atau Geberon gan,
ﬁ:ng.:gr'ﬂ tHER g P.l:_."ii.l".t.'.'?:'? (AR lain spow melakuian perbualtan.

3. Yerhadap pengarwqur, hanye perbuaton yong sengaie dienfurkan sajalak
yany diperhituighen, beserfo ehbat-akibefnps.

Tasal 56

Dipiclana sebagol pembantu kejabitan:
Lo wercks yany senpaia memaler? anbanm pade welfe befelahan ditoloken,
20 anercks yang seengain miemberd kesemipalan, saaang aidn belerangan wrlik
INCTRRLNAT RERTiaiin,
Tindak pidana lingkungan hidup perseorangan juga bisa dilakukan oleh
Mejabal Pemerintah pemberi izin lingkungan dan izin wsaba, Hal ind
dintur dalam Pasal 111 dan 112 Undang-Undang Bl Momor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungon dan Pengelolaan Lingkangan Hiduap, vaitu
apabila pejabal vang bersangkulan:
a. Menerbitkan izin lingkungan lanpa dilengkapi denpan AMDAL
atau UEL-LIPL
[fasal L11 ayat (1) Undang-Lacdang R1 Momor 32 Tahon 2009 tentang
erlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
Friabat peanbery iz (melegen gy menerntar 2in ingkum i b
ailtengiapl deagan anidel otey UKL-UPL seivigaiiiima diviaksad dalass
Upsal 37 apa! (1) dipidens dengon pidane pevijars paling lama 3 (liga)
febiaen g derds paling ponyak Bp3 0000000000 ({ge wiliar pugiai).
b Menerbilkan izin usaha danfatau kegialan Lanpa dilengkapi dengan
izin lingkungan.
Iazal 111 ayal (2):
Vit permiber] Sz waadia dawdalog Kegiolan ang meaeybilian fzin wsabe
dandalan kegialan lanpa dilenghop! dengan izin Unghungan scbagainaie
dimaksind dalam esal 40 syal (1) dipidanag devigan pidana penjar paling
faond 3 Cliga) Lafein den derda paling baae Bp3 00000000000 {Tige
wiliar rripiahl,
¢ Sengaja lidak melakoukan pengawasan lechadap kelaalan penanggung
jawal usaha danjatau kegialan terhadap peraluran perundang-
uncangan dan izin lingkungan
aszal 112:
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Sefiqp nefabal beripenany yang dergan aengain Hadak melabkan pergmmsm

terhadop Lefeaton pewangyung jaal usaha denialau kegratan terfedagp

peraburan perundeng-wndangan dan izin ngkungan sebageimans
dirnyiksud delows Pazal 77 dan Pasal 72, g r.*;l;::l.‘g-:'l'.'??ﬁ.* TE |"|:’..':_|".'IdIEFE:I,'.‘I
percemaran daniatau berpsakan Dngungan woig mengeibatban hlangny

Ryae manpsio, dipidons dengan pidena penjara pating lamg T (zaty)

Yk aliaw derda paling banyah Kpd 00000 (T reldis fula rigiah),

Pemerapan dalam prakiek:

* Jika pemberian kewenangan pernberian izmusaha danfatau izim
lingkungan dan pengawasan dilakukan secara delegasi, maka
pejabat penerima delegasi vang bertanggungjawab (ada
keputusan internal dari pejabat pemberi kewenangan secara
atribnakF).

* Jika pejabat pemberi izin (penerima delegasi) pensiun atau
mutasi, maka pemberi tdn fersebut tetap vang bertangmmimgawals.
LIntuk menentukan ada tidaknwva sifat melawan hukum darn
tindakan pejabat, misalnya: dalam perubahan kawasan/fungsi
kawasan/hutan fidak dapat hanya didasarkan pada peraturan
daerah atas dasar otonomi daerah tetapi juga harus
memperhabikan peraturan pusat (berlaku nasional). Apabila
peraturan daerah bertentangan dengan peraturan nasional,

maka vang dipedomani adalah peraturan nasional.

2. Badan Usaha (sesuai dengan Pasal 116 Undang-Undang RI Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindunpan dan Fenpelolaan Lingkungan
Hidup})
Iindak pidana lingkungan hidup akibal dari berbagal keglalan
pembangunan (perlambangan, kehulanan, perkebunan, perindustrian,
perikanan dan lainaya), kegiatan- kegiatan dieeal oi bidang pertambangan,
Industrl, kehutanan, dan perkebunan serta lindak pidana pelanggaran
tala ruang vang dilakukan cleh badan usaha alau korporasi, dialur
dalam Undang-Undang K1 Momor 32 Tahun 20049 lenlang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UL sekiloral dan LU 'Lala Ruang,
Sebagai conleh lindak pidana lingkungan hidup vang dilakukan oleh
badan usaha alau koorporasi vang diatur dalam Pasal 116 dan 118
Undang-Undang Momor BL 32 Tahun 2009 lenlang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikul:
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{1l Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk,

atan atas mama hadan vsaha, fanbatan Pi-:']ana dan sanks pir]ana

dijatuhkan kepada:

i

k

Bodon werler (Pasal 116 Und ang—Un-:lang T Momew 32 Taln
2008 tentang Merlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup): dan/atau Badan usaha rerdirni dari:

11 Dadan usaha vang berbadan hukum (1, Yavasan, Koperasi,
BLUMMN, dan bentuk nsahan lain pang Al nya disahkan oleh
menteri dan divmumkan dalam TNET)L
Pemimpin kadan usaha dibuktikan dengan peran mereka
sebagal pernimpin atau yang memerintahkan terjadinya
tindak pidana (memiliki kewenangan/pomer, mendorong,
dan melakukan pembiaran/ ecrepiance).

# Badan usaha yang non Badan Hukum (LT, P13, Firma, CV,
Persekutuan Perdata)

[htalk hadan usaha vang hdak herbadan huloam t'u-!mﬂiknj_.ra
vany bertangming jawah.

Olrang yarcy memberivan perintah (Pasal 116 Tndang-TIndang BT

MNomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengzelolaan

Lingkungan TTidhap} Yang Mernberikan Perintah afan memimpin

Tindak Midana bila dilakukan oleh Badan Usaha vang berbadan

hukum dengan pembuktian sebagai berikutk

Ty Tabatan vanyg sesuan dengan jenjangnya, mular dan direlea
sampal dengan operator vang didulkomg alat bukb 5K
Tabatam;

& Pengumis/direksi dibuktikan dengan Angaran Dasar dan
keterkattan dengan Bndak pidana yang didukung alat bukh.

Pempimpin Sdern wosalo (Pasal 118 Undane-Undang RT Momor 32

Talhumn 209 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Tingloman

TTidup dan penjelasannya.

Pembelaan atas pertanggung-jawaban pidana antara lam:

1. Threksi menerima laporan balwa pengelolaan linglungzan
hidup sudah wesnai dengan peraturan atan ixin;

2. Dhrcks tdak menerima laporan dar operator mengenai
kewiatan yang terkait dengan tindak pidana;

3 Direksi membukbkan telah melakukan Bndakan-tindakan

sesnal dengan 50T tetapi diabatkan oleh bawahanmya;
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4. Operator dapat membukrikan bahwa dia sudah melaporkan
kepada atasan dan dirernskan kepada direksi dan Hdak

ditanggapi,

B. Jenis Tindak Pidana Lingkungan

2. Drelik (Tindak Fidana) Materiil
Tindal }11'r].=|11a I1'1'|glmnga1'| materiil diatir dalam Tnd ar.g—'[_.'nr]ang R

Momor 32 Tabum 2008 fentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, Undang-Undang RT Nemor 18 Tahun 2004 tenfang Perkebunan,
Lindang-Lindang EI Nomor 41 Talnn 1949 tentang Kehutanan.
Berdasarkan Undang-Undang RT Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana
materiil diabur dalam Pasal 98, 99 dan 112

d.

Maxal 9%

(1

(2

(3

Seffap ovaig WIHG AeHIIR SCREET welacikan peebuatan yang
A gt n ditampauigd ok st wdorg aobien, bakn muin
aiv, Dy woaiy aie o, ekau kriteria Goke koessasan nghungan didep,
dipndamy demgan pideaa pespant paling stegial 3 0Nl Sl dan
paling fama M (sepridan) famin dan domda paling sediit
Kp3.000.000,000,00 {liga wmiliar vuplah) dan paling banyak
Sop TOLOOGL TG, GOL O Csepriilaely seiliae Pagnan).

Apabila perbualan sobagaivmng dimaksed padaayal 1) men gakibalban
ararg ik dandalan BANEET Kesehgtan manisi, dindans devigan
pidiana penjaea paling singtal & lempat) fnhun dan paling lawa 12
{dan bolas) St den denda paling sedilkdt Kp 000 00.000,00 (enipal
aeildae pipiah) day paling banigak Rpl2 0000000000 (dua belas
ritiar rupiahl,

Apabila perbialan sebagatinang dimarsid padaapel (1 mengakiliiban
grang ek beral alai mall dipidana dengan pldaaa poiara paling
aiigkal 5 (liwma) tafin dav paling lawia 13 (Hwig belas) laliin day
dendn paling aedilil Kp 300,000, 000.00 (fiwe wmiliae rupiai dav
piliveg bl Ry 13,0000 00.000,00 {Hma belas siliar pupiah).

Pasal 94

it

Setiap ovang yang karene kelaletoniya mengoiobhetian dilampentioe

baekae motu wdaro emafrien, ok mafa v, el moutn air lont, ofon
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writerin boky Lerusakarn Hrghungan dup, dipidana deigan pidane
pengera paling smgkat 1 (sefe) belien don poling Lo 3 (Gga) bahue
dan derda paling sediked RpTO00O00D0000 (safe milier rupiah) don
;JcE,"ug hﬂryr..i: Foan 3 OH00), QDL DK, 0 {.t.';ﬁ.f.' miliar rulr-f.*?."-ﬂ.

L Apaiile perbuatan sehageimane dimaksuid pada ayab (1) mengabibatan
orang (nks donfatan bakaye resshotan manusis, dippdane dengait
pidan pergara paling singhel 2 (dus) fahi dan paling lana o lenan)
fohun don derda peling sedift Rp2 00000000000 (e oalar
ruipiltl dam poling baak Fopes (N0 OO 00 (enam melar rupisii).

31 Apabile perbuatan sehagoimn dimaksiid poda apol (1) mengabibeton
orang Lika Geral ofew maly, dipidae dengon pidang penjare paling
sirgghat 3 (tiga) folien dan paling lama 9 fsembilan) tahun dan dende
poling sedikit Rpd 000000000 (ga milar rupiok) den paling
parak Rptd 000000, 00,00 Cserbelar ailiar rupiah),

Pasal 112

Seltiap pefabal BerTtenTi g IWTHE AENERR Serain Hal melakulon peagaodsan

ferhiadar kelaglan penangeung feael wseha dondalow kegislan lerbadap

peratiran peraddangundatigan dait (20 Hegkungen sebageiinaig
diveaksid dadam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatioan feviadinm
petcerin drtiinfan keruseean akingan wang mongakibathon kilgegan

ML Blan s, dindaaa adergan padan perford paling ona 1 Osato)

fefrive abad dends palieng barogak RpSOQOXLGO0000 (e raius juks puplk).

Hal-hal penling yang perlu diperhalikan:

1} Sualu lindak pidana dianggap lelah selezsal apabila telah
menimbulkan akibal berupa pencemaran dandalau kerusakan
lingkungan hidup;

2} Pencemaran lingkungan hidup dibuktikan dengan terjadinga
pelanggaran baku mutu ambien (Baku mutu udara ambien, baku
ol air laul, dan baku lingkal gangguan).

3} Perusakan lingkungan hidup dibuklikan dengan lerjadinya
pelanggaran kriteria baku kerusakan ling kungan.

Eriteria baku kerusakan ling kungan yvang sudah diatur dengan

peraturan adalab:

a,  Krileria baku kerusakan lanah untuk produksi bicmassa
dengan Peraturan Pemerintah NMomor 150 Tahun 2000
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tentang Pengendalian Kernsakan Tanah untuk Produksi
Tinmassa;

Kriteria baku kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan
akilhat Pr—_-rnhak.sn'an hutan dan lalan r]engan FPeraturan
Femerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang FPengendalian
Kerusakan dan/fatau Pencemaran Lingkungan vang
Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan;

Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan
Fenambangan Bahan Galian Golongan C Jenis Tepas di
Dataran diatur dengan Keputusan Menteri Lingkungan
Momeor 43 Tahun 19905

Kriteria baku kerusakan terumbu karang diatur dengan
Keputusan Menteri T.H Momor 04 Tahom 2001;

Kriteria baku dan pedoman penentuan kerusakan mangrove
diabur dengzan Keputusan Menter LI Nomer 200 Tahun
2004;

Kriteria bakn kerusakan dan pedoman penentuan status
padang lamun diahor dengan Keprmen TTT Nomor 200 Tahon
2004,

Eeterbnan men FETIAT

.

Baku mutu air laut diatur dalam FPeraturan Pemernntah
Momor 19 Tahun 1999 tentanys Pengremdalian Pencemaran
dan/atau EKerusakan Taut;

Taku rmutaudara ambien diatur dalam Peraturan FPemeringah
Momor 41 Tahun 1995 tentang Pengendalian Pencemaran
Tldara;

Baku mutu air permukaan diatur dalam Peraturan
Pemerintah Momor82 Tahun 2007 tentang Penpgelolaan
Fualitas Air dan Pengendalian Mencemaran Air.

Catatan:

Apabila pembuktian kenisakan suatun media linglangan
belom ditetapkan kriteria baku kerasakannya secara varidis,
maka hakim dapat memperhatikan keterangan ahli

berdasarkan temuan lapangan.
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3} Ada tidaknya manusia atau mahluk hidup lainnya secara fakmal
menderita bukanlah unsur delik materiil yang hams dibukfilean,
tetapi hanya sebagai unsur pemberat,

a1} Telik Tin glc:uﬁi;an Tukan delik adnan,

Berdasarkan Undang-Undang Kepublik Indonesia Nomor 18
Tahun 2004 tentang Perkebunan, delik materil diatur dalam Fasal
47, 48, 49, dan 30.

FPasal 47

(1) Setiop oreny vong deman seageid melonror Soveme melabke
fenelodeeo eeresr Berakihof pocle kerusokeor kibaon dearfaten asef Teinnyio,
pevyrynieen Lohon perkelunen fonpm izin dandaton Sandekon Tninye
yeorey ek flaom terponsynie wiaho perkehunan el imeae
ik delos Pasol 21, diimeims devgnin pidins peagaee paling Lo
5 (lmal twhun dem dedn polivgg bapak By 50000000 00,00 (e
midliir rupih).

12) hefiap orany yengr Rovero kellotomaoge melokakan tindukan yomng
serakibot pocdo Revaesdion febam dondebion weet Liteayo, pengran
lalwim pevkebunun funpo 1zin danfafay tednakan Toinnye ey
menyakihatian fergungyunye wsehe perkehunan sebogeineimo
ks delor Pasel 21, e devgim piodda peagor paling lomn
2 {dued talum & {enam) bulan den dewdo pelimg banyak Bp

2 A0 NRLOGEL 00 {elwea waalisr ima vikes jafo rupiaeh ),

Fasal 48

(1) Seligp orang peng dengai sengeja membeka danfalan mengolal lokar
aengan cora pembakaran yang berakibal leriad i pencemmaran dan
cerusaken funes! lingkungan fidey schagaimana dimaksud dalaw
Pasal 26, dlancam dzngan pidawa penjars paling lana 10 (sepiclufi)
I aan denda paling berwak K, T0OD00, 00000000 Czemeludr mifiar
rripall,

(20 Jikn lindak pidana sebagainana dimaksied pada ayal (1) mengakibalan
orarg At atan beka beval, pelak diencam dengan pidang perjars
paling lama 15 (lima beles) tehen den dende paling banyar
R 15, 00, O, Q00,00 (i belas wmiliar rupiah).

Pasal 49
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(1) Setiap arang wng Lerera belalplannye membuka dendalan siengolah
Leliar derigan cora pembakaron gang beretabal lerfadrya pencemaron
dan keriesakan fungs: inghungan idup sebogaimana dimotsud dalam
Pazgl Ma, dianram dEFEE.Tr? pidana perjorm PFIEF-S lome |'Hg.::] folipen
dan demde palig bareyak Ky 3000000000, 00 (aa milar rupiakhl,

(2 Jika tindak pdana sebageinune diveekand peds ayel (1) mengakibatban
arang wafl elen luke beral, pelebu diancam desgan pidane peniors
motzry lowre 5 () todioeee dom divedo palieg baomgek Rp 5 0000000000
[l milrar runiah),

l*asal 50

(L) Setiap orang wang meleiikan pengolaion, dondaban pemdaaran hasil
perkieliaa) @i SONZaiT INCTaN gaar LTran i
d, aersTEen i dandafms kemnsan fesil pertebunany
b wengaunakan balan perodod g ek seeng sdos il posgolaliom

Bl kel don atai
£ aNercaripiir hesil porkebiinan deagan benda atag batian lain;
g dapa! membshayaken keselabon dae beselamalan manasia,
AICFLAE FieRas] HREOUNETH Aid s, dandatai e imonkan pevaningiTh
isang fidak sehal, sehaasimang dirarsid dale Pasal 31 diancam
dengan pideng pergarn palivig faria 3 (fimae) leao dim deeda palivg
b B 2L OO0 OO0 {dya anatine rapiakl,

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun

1999 lenlang Kehulanan, delik materiil diatur dalam Pasal 78 ayal

(1), aval (11).

Pasal 78

i1} Rarang siopa dengon seayaio melonggar ebentuan sehagarmana
climekes vl dofam Posal 50 ayaf (T) ofou Pased 50 ayof (2), duiam
dergan pidana pemare paling ese 10 (sepulek) el dag dends
paling eyl Rp. 5 0000000000 (i oilyar rupiah )

[azal 50

(23 Seligp erang yang diberiban zin usaka pewanfoaion Lawasan, izin
sy pexranialaan fess linghungan, izin wsaha peranfoatan hasil
il ke dan bukan kayn, seria izin pemungilan fasil huian Gngu
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aen bukan bagw, dilarang melabnkan kegiotan yong menimbulkan
veruzgian huda,
Pasal 78
(11) Baraugsigpn dengan sengaig Melingear kefentua) seligdeimang
aitiaised dalann Pasal 30 maed 13) feead L disioam dengon gadarg
peara paliny lawin 3 (figal tehun din deadn pating Dacal Kp.
I DML L OGN0 {eafa fnilyae vogdadil,
Prasal S0 gyt (30 haernf ]
Lo ety Bonada benddi g dapat menyebatilban bedakarem Qi
fersaakian seria membatiepakan beberadann alan belavgaungan
Frgsi hudan ke dgloes keamsan hada.

Delik Formil

a.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, delik formil diatur dalam Pasal 1(8-111, 113-115

Pasal 100

(11 Setigp ormyg wads veelonggae bk vt oy limbaly, baky voabie enisg,
bt bakd s gomeetian Jipidang, dengan pidang peajora paling

e 3 Cliga) Dafvn dan devida palivg Daw ek Rp3 000000, 000,00 0 igs

meiliie pupaan ),

aku mutu aic imbah terdicd dast:

a.  Baku mutu air limbah cair bagi keglatlan industri diatur
denpan Keputusan Menteri Megara Lingkungan Hidup
MNomor 122 Tahun 2004

b, Baku muta air limbah untak Eeglatan hotel diator denpan
Eepulusan Menleri LH Momor 52 Tahun 1995;

¢ Baku mutu air limbah bagi usaha dandatan keglatan minyak
clan gas serla panas bumi dialur dengan Kepulusan Menlerd
LH Mo, % lahun [997;

d. Bakuw muotu air limbah bagl kawasan industel diatur denpgan
Peraturan Menteri Megara LH Boormor 02 Tahun 2070

e Baku mulu air limbah bagi usaha dan kegiatan domestik
diatur dengan Keputusan Menteri LH Nomor 1127
SMEBNLH/2003:
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£ Bakn mutu air limbah bagi usaha dan/fatau kegiatan
pertambangan bah bara diatur dengan Kepubisan Menteri
LH Momor 113MENLH 2003,

Tiaku muahr ernist terdirt dam;

a. [Haku mufu emisi sumber fidak bergerak diatur dengan
Kepumsan Menteri LH Republik Tnd onesia Momor 13 Tahun
1445,

b, Baku mutu tingkat kebisingan diahar dengan Keputisan
Menteri TIT Republik Tndonesia Momor 48 Tahumn 199,

c. Baku mutu tingkat getaran diatur dengan Keputusan
Menteri TTT Republik Tndonesia NMomor 49 Tahun 199;

d. TBaku muta tingkat kebanan diafur dengan Keputusan
Menteri T H Republik Tndonesia Momaor 50 Talnn 154,

e, DBaku mutu emisi sumber Hdak bergerak bagi usaha dan/
atan kegiatan minvak dan gas bumi diatur dengan Peraburan
Mlenrten R:—*}mhlik Trdomiesia Mommnor 13 Taknan 20005,

(21 Tendak podana sebagarmana dimoksud pado ayat (71 hanyo dapat
dikenafon apabila sonks) adminstratl yang telaly dijatuhban Bdok
dipatuhy atan pelongearan dilekubon leluh dar zefe Loll, Tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 bersifat wliimuen
e,

["asal 101

Selinp orang yang melepaskan dandelay mengedarkan produk rekalmsa

genelif ke wedia Heghuangan hidup yang derlenlaaaan dengan peral nam

pernrdane- idangan alog lzin ngheoan sebagaimana dinaksid dalam

Ywand 69 ayad (1 et g, dipidann dengan pidang peafarg waling singkal

Tianfu) falun davi paliing loda 3 Cheh Lafinn 2w derda paling seaivd! Mp

TOGOA0E QOO0 {saty nalior pupiafh) dan paling banyak Rp

SO O00.000, 6 (Haa miliar rupiak),

Pasal 102

Refiap rorory weorty meedadaekom pemyeldoom Imbolt I3 bargpo iz aeho gaimema

dimgksnd daleen Pasal 2% ayat (4), dipidana desyon pidae peagors polio

smgrit T Cwotu ) bahien dee polteg Toma 3 Ol bl das desede polior
seadikir By TOOOGNLNNLOT (sate midier rapiol) dun mading bonyok Rp

IO, (N (g mailzor vapoale).
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Fasal 103

Seiggy orosg wing menghesilioon el B3 doan fudak weelakakon pen pelilons:
setbenyroimenig dimaland dolam Pazel 58, dondena denyom pidana pesjro
pelig sigket T {satu) tolen den palny lama § (ga) tolan dan dendo
palivg sedrkit Ry 1000 L0000, 00 Taab papliar rapmal) dan poling baapoek
R 000000000, 00 f.‘ig:: miiier rupioli).

Pasal 104

Satinp orang wang welacuekan dwmping (hebal danfafen Dakan ke madin
Hngkungny aidug e iem sebagarmang dinaksid dalaw Pasel 81,
aipidang AoR T piland penfare paling e F (hands falae oay dedae
palirr bapwt vk Bo3 (NKLOGE OO0 {0 miliay Fopmeh).

Fasal 105

Sebion ovang yang wmelakeka dempoge bhah danfaton bakon b medio

Imwkpngen hidup tanpo izin sehegoimana donaksud delam Pesal O,

dapndana demyon piodano pergore peding Do 3 (tpr b den desedo

poelivey harnyat R 3 OO0 D000 [fige sliar rupiah).

Pasal 106

Setigp arang yang memasukkan hnbale B3 ke dalam wilayah Negarg

Kesalian Republik Indonesia sebagaimarng dimakand dalar Posal 59 aunf

(12 ferinta, aipidana desgan tidonge pesiant paling singint 5 () talae

div paling tooie 15 [{ima belas) tahun day denda paling sedikit Ep

SO0 QODODD00 (Hime wiliae rupiah? dan paling banyak Kp

130000 DO, DO L0 (i belas wrilaar rupiah),
Hal-hal vang perlu diperhalikan dalam penanganan perkara

impor limbal B3:

k. Permohonan penvitaan dan re-ekspor limbah B3 diajukan oleh
PPNS-LH ke Pengadilan Megeri selempal alau PPNS Bea Cukad:

¢ Dalam pengajuan permohonan re-ekspor harus dilengkapi
dengan hasil analisa laboraterium vang menyalakan sualu
limbah termasuk limbah B2 dan harus dilengkapi dengan
kelerangan ahli secara lertulis;

d. Batas waklu re-ekspor limbah B3 berdasarkan Konvensi Basel
paling lama 30 (Uga pulub) hard sejak pemberilahuandnolilikasi
ke negaraasal alau dalam jangka waklu lain yang disetujui oleh
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negara asal. Sedangkan berdasarkan Permendag Momor 3%
Tahun 2009 tentang Ketentuan Tmpor Limbkah MNon Bahan
Gerbahaya dan Heracun (hon B3) paling lama 90 (sembilan
1_11_1]1_1]1} har 51-_'ja|u ker].al'aﬁgan ]_':-.ar‘.=n1il:r herdasarkan dolomen
kepabeanan vang berlaku;

Apabila rerjadi perbedaan pengertian atau definisi dari suatu
barang yang diimpor termasuk limbal B3 atau bukan, maka
merijk ]'mda Peraturan Pemerintalh Momor #5 Tahun 1909
tentang Terubahan FT' RT Nomor 18 Tahun 1999 tentang
Pengelolaan Limbah Tiahan Berbahayva dan Beracun;
Ferbedaan definisi dimungkinkan karena masing-masing negara
memiliki Iv.',tf:wrf:r'langaﬁ menetapkau kal:eg-;;-:ri Limbah B33, [ika
zalah zatu dari negara eksportir atau importir atau negara frangit
mengkategorikan sebagai limbah 3, maka berlaku prosedur
perpindahan lintas batas {Transhosndary Movement),

TTal VAT E‘!-HT]H -:']'it'H-!T]'I:‘]T]]{ an dalam penanganan E'H-!Tka ra limbah B3

SHCATA T

o]

=k

Thefimisi limbah, Bahan Berbahaya dan Beraoun (B3), dan Timbah

Biahan Berbahava dan Beracun {Limbah B3) vaitu:

a. Timbah adalah sisa suah usaha dan/fatau kegmatan.

b Bahan Berbahaya dan Beracun yvang selanjutnya disingkat
B3 adalah xat, eneryrd, dan/atan komponen lain vanye karena
sifat, komsentrasi, danfatan jumlahnyva, baik secara langsung
maupun Hdak langsung, dapat mencemarkan dan/atan
mertusak lingkungan hidup, danfatau membahayakan
lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup
manusia dan makhluk hidup lain.

. Limbah bahan berbahava dan beracun, vang selanjutnya
disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/fatau
kegriatan vanyg mengandung Bi.

Pihak vang berwenanyg menentukan suatu limbah termasuk

limbhah B3 adalah Pemerintah Cg Kementerian Lingkungan

Midup.

Moekanisme identifilkas limbah B3 berpedoman pada Tasal 6, 7,

dan & T RI Nomor B Tahun 1998 tentang Perubahan Pemerintah
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FPemerintah Momor 15 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Tietacum yang infinva sebagat berikut:

al Tahap pertama diidentifikasi berdasarkan sumbernya vaitu
suimber Hidak Spes Rl (Tabel 1 T.amph'an 1 FF BT Mo, 857
Tahun 1994y dan sumber spesifik {Tabel 2 Lampiran 1 FF
Mo, 85 Tahun 1994, limbah 33 dari bahan kimia kadaluarsa,
tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk vang tidak
memenuhi spesifikasi dan karakteristiknya (Tablel 3
Lampiran | P No. 85 Talun 1999, Tahap ini dikecualikan
untuk kode limbah dengan kode D220, D221, D222, TH2235,
dan 1224 sehinggza untuk kode limbah tersebut dilakukan
uji karaktersitik dan uji toksikologi;

b Tahap kedua, apabila berdasarkan Tahap 1 tidak ada
selanjutnya dilanjutkan uji karakteristik dan uji toksikologi
limbah B3, Uji karakteristik meliputi: mudah meledak,
mudah terkakar, bersifat reaktf, beracun, menyehabkan
infelsi, dan bersifat korosif. Salah satn uji karakteristik im
adalah dengan uji Toxicity Characteristic Teaching Procedirs
(TCLPY WHi toksikologi dilakukan untuk menentukan sifat
akut atau kronmik, yaitu dengan uji Letla! Dosis (TSN dan/
atau Lethal Cromne (LOC)

Pasal 107

Soeliar oRTHG WIRE WeRIasuckTh B wang dilarang mennril peraliran
perindang— wadaegan ke dalam wilayal Neeara Kesaluan Kepublik
{ndonesin sebapaimana dimaksud dalam Pazal 69 mmd (1) kvt b, dipidane
devgan pidana peajarg waling stegke! 3 o) fahwen dan paling lama 15
flima belas) datian dan dendn paling sedikil Kp 3000, 000.000.00 (e
swdligr vepdal) dan paling bergak Bp 13000000, 000,00 (i balas wiliar
ripindl,

Fasal 108

Sebiop oy yny melikulom pethaleran lolon sefuvormuona dimoksad
dwlom Pasal &9 ayat (11 hurnaf i, dipidang degan pidons penjora puling
sirggrheoct 3 (oo ) b oot padingg Leavie 0 Osepraduch ) foroe dom demedo paeling
seoliat R BOMCLNL LN (e saliar vepeok) dan pelinge banygak Rp
PO L DL O sepeel i midior ragaodz).
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Pasal 109

Setiay oreny wery meelacuiom ysaha dofoten Gegiotan tanpa gk izim

Wrgrirgen semiinong dimobsud delarm Pasal 36 gt (71 dipidema

dempon pidena peniara palmy singkat T {saku) talun don pelivg lama 3

ity faften don denle paling sedicit By 1000000, GO0, 00 {sntu. milor

runian) dan iln:'h'rtlf_{ .!:'.‘I:'.‘:Il,'rﬂ.' R 30600 OORD. (00N0, 00 {Ir:g-z il iar FJ,!Ir.'-J:r'LFI.l-

[asal 110

Seliap arang warg wenpusin andal onpaa iesmiliki serlifibal sommpelensi

penyusin smidal sebagainang dimaksed dalony Pasal 69 ayal (1) kuruii,

dipidana deagan pidang pendera paling foowr 3 Cligal Lakinn daw denda
patin g tavigak Mg 3 00000000000 [iea widliar rupiahl,

Pasal 111

1) Peiahat pemberz izin lmyionigan yongr memerbitben iz agkomgom
tenpo cilem o cerapien oompileel advens LIRT -UTPT sefrogpaeionecre dimadeszed
dolam Posal 37 ayat (1) dipideons dengon pidie penjaro pelimy lama
g (i) folen den dendo paling ey Rp 3L G00, 000000, 00 (i
milior rupal).

21 Pegnhof pembert izm wsedho domdotan kegieton yang miemerbiflon iz
pewtchr eleornfctane esriadem fonpe dilercgionn dengen (zi lingkungem
atrongreareanin oomodseod dolune Pasel 400t 11 diypedan desggin pidos
pergure oty lemae 3 (figu) tafion den dendo palzng banyak
Fp3 (NIOLERD Q0L 00 (g siliir rupaeh )

Pasal 113

Sebiap orgng yang memberikan Informasi palsy, menyesstkan,

miengiuiainghan informast, mernsak informasi, atow memiberiban ke lermmgan

wang Lidek bengr wang diperivlan dalam ritannge dengon pengainasan

Ay penegakan ik ane berkailan devgan perlindungon are pergelolamn

tingkwemgen hidup schagaivana dimaksnd dalmn Pasal 69 mypel (1) ernf |

dipidaig dengan pidana perrg paling fona 1 0satpg akue dan dends
paling banpek Bpd O00000000. 00 Tsaty milier rupiall,

Pasal 114

St pemavisieny idesrl wsdn dardoken Regintom g Qe imeleisanakion

peikgnam pemerinhin dipédana demyin pecdomd pen et patia lomea T (sathas

tainaae deie devecls podtegg baevogee K L OO0, G0 Pesetu vailinr rapinh:
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Fasal 115
Sebiop orany yeny deryon sengae menceyal, mengtwlony-felongn, ata
mevvryogralbns pelaksanoom toyos pefebot penpeames Deskungin hidup dand
atan pejobat peayidiv peyoreor negen? il dondena dengen pidona penjare
polinng lemead (sofe) tolfoen dan dendo poling bongok RpS0o0ne0n, Wl
fhima ratus fubs ropian

TTal-hal penting vanye perlu diperhatikan:

F Brang P ;

17 Suatn tindak pidana vany diangrap telah selesaifterpenuhi

apabila telah memenuhi Tomusan undang-undang

2} Thkaitkan dengan baku mute limbah, emisi, dan gangerman

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 194 tentang Kehutanan, delik formil diatur dalam Tasal
78 ayat (3) - ().

Pasal 78

(30 Bavang siape dengan sengals melaaggar belenluan sabagaisiaima
adaesiod dalmn Pasal 50 aye! (32 hurwl d, digecam dergan pidane
peniara paling lere 15 (lima belaz) ek dan denda paling banyak
B 5000, 000,000,000 {Fea anilyar rugia),

Pasal 50 ayat (3) huruf d:

(30 Sediap orony dilureny:

. merbalar hian.

e Boerrey st worene Relalaiemmya meelenyeger Keberbuan selacimrn
dirmetsnd didome Pasal 50 et (30 hurefd, dancam demgan pidinn
pemura pedivgy Teea 5 {Tiven) ol dom demde pedins bumgok By,
100 L OO0 (st sndlyene Do vakies fucka rupsd).

Fasal 30 ayat (3) huruf d:

{3} Seliap orang dilarang:

o wesmlikay ilan,

{5} Barang siape dengan sengafs melanggar ketenfuan sebagainiaia
ek dadam Fasal B awat (3) vl e atow hurnf § digncan desgan
pidang perjara paling loma 10 (sepulnh) fahun dan derde peling
danak Sp, SO00O000.000.00 (i wilwer rupiah).

Pasal 50 ayat (3) huruf e dan f
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Setiap orang dilarang;

d. Menebang pohon atau memanen ataun memungut hasil
hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari
11ejabar yang br;ﬂ'wenang;

e. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar,
menerima fifipan, menvimpan, atau memiliki hasil huran
vang diketahui atau patuf diduga berasal dari kawasan
hutan yang diambil atau dipungt secara Hidak sah.

(0} Harang siopa dengan sergajo melongeaer bebentuan sebagamans
diekseed dalom Posel 38 ayat [4) ofou Pasal 50 oyef (31 huruf g,
diaiam desgen prdeng pewjare paling lama 10 (sepulub) bl dan
derde paling baiyak Np, SO00000000,00 (Tre malyar rupialy,

Iasal 38 ayat (d):

43 Pada kowasan hakan lindoange dilasogee melakukan penambonzan
B p P U
dengan pola portambangan terbuka.

"azal 50 ayat (3) huruf g

i

k. melakulkan kegiaf.an penj.relidikan 1N atan ekslﬂ-:_:ura:-ci atan

eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin
Bdentben;

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Momor 18
Tahun 2(M14 tentang Perkebunan, delik formil diatur dalam Pasal
+h.

I"asal 46

(b Seii ovand R A0RIAN SORNTIT tICTAKEIN LARINT Dl At fmimiay
perbeliaan dengan (wasan iaigh lerleniv dandalai wsang indusivi
pergolahan iasil perkehunan devign kapasiias terlevili Lok semiliki
izin nisaha perkelior sebagalimena dimaksud dalan Pasal 17 qual (1)
diicar dengan pdmig pendara paling lere 5 (ina) fakun dan aekda
piling bl Kp2 00000000000 (dig milyae rupiai).

) Setigp orang yang karena Kalalaions g selakalas waofin Oioding g
iarqirian perkebunan dengan Niasan lamal lerlenln danfalan wsala
indnslvi perigoiaiiai hasil perkebunmi dengami kapasilas erdenti Hdak
mawilikl izin psaha perkebicnan sebagaimang diviaksud dalam Uasal
17 ayal (1) digwcaar dengan pidaaa perjorg paling lama 2 fdua) tahu
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& Tenamd Dulan dan aends paling baryak Rp L OO00LO00 UL (zaki
melyar rupiol).

d. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Momaor 4 Tahun

2004 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, delile formil
diatur dalam Fasal 158 — 162

Tasal 155

Setinp orang vang melakukon usaha penambangan tanpa TUP PR
atou ILUPE sebagaimana dimaksud dalam Masal 37, Pasal 4 ayat (3),
Masal 46, Pasal 67 avat

{1}, Pasal 74 ayat (1) alau aval {5} dipldana dengan pidana penjara
paling lama 10 (scpuluh} tahun dan denda paling banvalk
3 IOL0OG000.000,00 { se pulubh milioe rupiok).

Pasal 159

Pemegzang TUP, TPR, atau TUPK vang dengan sengaja menyvampaikan
laporan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 43 ayat (1), Pasal 7
huruf e, Fasal 81 avat (1),

FPazal 105 ayat (4], Pasal 110, afau Fasal 111 avat (1) dengan tidak
benar atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan

pidana penjara paling lama 10 [sepuluh) tabun dan denda paling

bamyak RpTO.ODLOOR.OOA0 (sepuloh miliar napiahy.

Pasal 160

{1} Scliap orang vang melakukan cksplorasi lanpa memiliki 1L
atau ILPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 atau Pasal 74
avil (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 {satu)
tahun atau denda paling banyak Bp 200.000000,00 {dua rakus
Jula rupiali).

{2} Seliaporang yang mempunyai IUF Eksplorasi lelapi melakukan
kegialan operasl produksi dipidana dengan pldana penjaca
paling lama 5 {lima) tahun dan denda paling banvak
Ep 0. 000.000.000,00 {sepulub miliar cupial).

Pasal 161
Retiap orangs atan pemeagangs mIr l:ll'.u-!raﬁi Produlesi atan TUTR

Crperasi Produkst vang menampungg, memanfaatkan, melakukan

pengulahan dan pemurnian, penganghkuatan, penualan mineral dan
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batubara vang bukan dari pemegang ILF, ILFPK, atau izin
sebagaimana dimaksud dalam Fasal 37, Tasal 40 ayat (3], Pasal 42
avat (2), Pasal 48, Pasal &7 avat (1), Pasal 71 ayat (1), Pasal 851 ayat
21, Pasal 103 ayat (2], Pasal 104 ayat (3], atan Paszal 105 ayat {1}
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 {sepululy) tahun
dan denda paling banvak Rp10LO00RMO0000 (sepuluh miliar
rupizh}.

Masal 162

sctinp orang yang merintangi atau menggangero kegiatan usaha
perlambangan dari pemegang IUE atau IUPE vang telah memenuhi
svaral-svaral scbagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2)
clipidana dengon pidana kurungan paling lama L (gatu) tahon ataa
clenca paling banvak Rp OO0 (seratus jula rupiah).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1984 tentang Perindustrian, delik formil diatur dalam Pasal 27

*asal 27

(11 arang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan vang
bertentangan denran ketentuan sebagaimana dimalkeud dalam
Fasal 21 avat (1) dipidana penjara selama-lamanya 10 (sepuhih)
tahun dan/atau denda sebanyak-hanvaknya Rp 100000000, -
[seratus juta rupiah).

21 ﬁaraﬁg 51':1113 karena Icelala':anru_‘_.'a melakukan Pm'l::-ua’ran yarg
melangmrar ketentuan sebagaimana dimaksod dalam Pasal 271
ayat (1} dipidana kuruangan selama-lamanya ' [satu} tahun
dan/atan denda sebanyak-kanyaknya Rp 1.000000,- (satu juta
rumah].

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Momor 26

Tahun 2IN7 tentang Penataan Ruang, delik formil diatur dalam

Pasal 70, 71, dan Pasal 73

Pasal 70

Seliap orang vang memanfaalkan ruang idak sesuai dengan izin
pemaniaatan ruang darl pejabat vang berwenang sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 81 hurul b, dipidana dengan pidana penjara
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.

L.
2.
3.

&

paling lama 3 (fga) tahun dan denda paling banyalk Bp300.000,006, 160
{lima rahas juta rupiah).

Pasal 71

Jetiap orang vang tidak mematuhi ketentuan vang ditetaphan dalom
persvaratan izin pemantoatan ruang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 61 hwruf ¢ dipidana dengan pidana penjara paling lama 3
{tiga) tahun dan denda paling barvvak RpSO0L0RLOOEO0 {lima ratus
juti rupiah).

FPasal 73

{1} Setap pejabat pemerintah yang berwenang yvang menerbitkan
izin Hidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat {¥), dipidana dengan pidana
pemjara paling lama 3 {lima) tahun dan denda paling hanyak
Rp 0000000000 (Tima ratus juta rupiah).

Pembuktian Tindak Pidana Lingkungan

Keterangan Saksi;

Eetorangan Ahli

Surat, antara lain:

a.  Hasil laboraloriwm, dituangkan dalam bentuk lertulis dan dikuatkan
dengan kelerangan ahli di persidangan.

b. Berila Acara Pengambilan Conloh - pengambilan contoh harus

valid diambil dengan prosedur vang benar (sesuai S

¢, Hasil Interpretasi [odo satelit

. Sural atau nota dinas, memorandum, notulensi rmpal alau segala
ausulatu vang teckait,

FPelunjuk

Kelerangan lerdakwa

Adal bukli lain, lermasck alal bubil lain yang dialur dalam peraluran

perundang- undangan lain {misalnya alat bukli elekironik sebagaimana

cliatur dalam Undang- Lodang Republik lndonesia Nomor 11 Tabn

2008 tentang Inlormasi dan Transaksi Elcktronik) Dalam hal tidak

lerpenuhinya alal bukli vang ada dalam perkara vang dampaknya luas,

hakim dapal melakukan fudicial eclivism melalui teknik nlerpretasi,
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13, Keterkaitan Sanksi Administrasi dengan Sanksi Pidana

Sankes administrasi sehagaimana dimaksud Pasal 7o tidak membebaskan
penangrny jawab dan Satan kegdatan dari tangrsmimgz jawab pemulihan
dan pidana (FPasal 78 Tndang-T'ndang Republik Tndonesia Nomor 32
Tahum 2009 tentang; Perlindungan dan Pengelolaan Lingkangan Hidup),
Pﬂnvrapan asas nlhrmum remedinm hm'n:,.'a r]ih-ml':-kan 1'1-'1'11511'].111 Pasal
100 Undang- TIndang Republik Tndonesia Momor 32 Tahon 2009 tentany
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan TTidup vaitu pelangraran
terhadap baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau bako muta
samrimian dikenakan apabila sanks administrasi vangg belah dijatubkan

tidak dipatuhi atau pelangaran lebih dam sato kali.

Pidana Tambahan

Hakim favus meonperiativan Pidave Tambatan sesual dengan Posal 119

LILIPLA. Pidaaa Tembakan dimtur dalaen Pasal 119 Undang-Undang Bepublik
Indonesia Nomor 22 Jehun 2008 lentang Perlindungan dan Pengelolaan
Livigkunigan Hidup yang berbunyi: Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang ini, terhadap pelaku tindak pidana badan usaha dapal
dikenakan pidana tambahan alau lindakan Lata tertib berupa:

1.
2,
2

L
'

LA =

perampasan keunlungan vang diperoleh dard lindak picana;
penulupan seluruh alan sebagian lempal usaha danfalan kegiatan;
perbaikan akibal lindak pidana;

pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
penemnpatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (liga)
tahumn,

Kewenangan Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) Lingkungan Midup

PI'WS dapat menvampaikan hasil penyidikan langsung ke Jaksa

Pemuntut Umum tanpa melalui Penyvidik POLRT diatur dalam Fasal 94 ayat
(6} Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 32 Tahon 2009 tenkang

Perlindungan dan Penpelolaan Lingkungan Hidup,

Pasal 94 ayat (6)
Hasil penyidikan vang telal dilakukan oleh penvidik pegawai negeri
sipil disampaikan kepada penuntut urmam,

Rabricla Eelivasyi o« PERESARSS HURLMA LIRS (LR AR EEPIDAMAGH Eﬂ1



292 EEREGAENN HLIELM [INGEUHGANR KERIDANM AR <= Rahmida Erligani



BAB VII
PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
TATA USAHA NEGARA LINGKUNGAN

7.1, HAK GUGAT (LECGAL STANDING)

7.1.1 Orang atau Badan Hukum Perdata

Crang atau Badan TTukum Perdata yang merasa kepentingannva
dirugikan oleh suatu Kepuhusan Tata Usaha MNegara (KTUN) (Pasal 53 ayat
(1 Undang-lIndang Republik Indomesia Nomaor @ Tahun 2004 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Momor 5 Tahun 1986 tentang; Peradilan
Tata Usaha Megara. TPasal 93 avat (1] Undang-TIndang Republik Tndonesia
Nomor 32 Tahun 2009 tentanyg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, vakni:

hetizs oreny dopeed ren gk gregatare tevtuidan eputuson foba wsaho negor

il

2. Decdan atou pejabot fokg vselne negaora menerbitinm mn fimplorgan kepada
e olenditane feyorton yaey ool omeded tefops tielok dilenghops dengum
dvkpomeen envecdal;

i Doclam atun pefechot foky vsede negara menerhitam zin linglomgran kepeedu
keratom o oot LTRKE-UIPL, befapi fadok dilen ko dengan dokumen
VIETALTPT ., wmdateu

i Dacdiery sebeee pegokurt ducbe vsalie veyora vy merevinthom 1z weedn ded

sitcne Vennatent gy felok dilesgioapi dempon izin ko,
7.2 Perwakilan Kelompok (Cliass Action)

Gugalan perwakilan kelompek dimungkinkan dilakukan dalam
senghkela TUN di bidang lingkungan hidup, Dalam hal ind secara mulatis
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mutandis berpedoman pada Perma MNomor 1 Tahun 2002 tentang Acara
Gugaran Fervealkilan Kehnﬂlmk tanpa r'nengen}rampingkan hukum acara
vang herlak di Peradilan Tata Tsaha T'iega TA.

713 Organisasi Lingkungan Hidup

Pazal ¥2 Lndang-Undang B Nomor 32 Tahun 2009 tentang Peclindungan
dun Menpelolaan Linglkungan Hidup, sebagai contoh: WALHIL Jaringan
Adviokosl Tambang (Jatam), YLEL dan lain-lain.

Fasal 92

(10 Dolam vangka pelohsanan Fanggung rarrad perlindugan da ;:'.‘:'.I':I'?{l:'.rn;.‘bl"t.'-:
Hngi:mrgmr ,FJIEFEJ.,'II;:_. [,I_r'gn.‘,'ll,'ﬁ.:‘;—i.l: I,-'arg.l;rmgml iduy berhal: nrm‘ga}'ukzﬂr
gugoton unink kepentingan pelestorion fungst inghongan idup.

{23 Tlak mengoinkon gugetan terhotas pada funfuran untuk melabulan
tindakan tertenin fonpa edenye humtutan ganti gy, vecuali raye ki
perigrelvaron vl

{30 Ohrgassasi Ungkurgan bydup depat mengoinion gugaton apabils nemenuk:
peErsyarata:

i, merhentuk bedan ke

b menegnshan A0 delom anggaron desarnyg balios ovgansas) boself
dicddiribon umtuk Mepentiogan pelesterion funss Dngbaioran hdup:
ian

o belab melaksovaten l'f.'&'.".::ta n o sesat :Ef.'r:lgmz ARSI Aosarn

palmgr sinpiot 2 fdoal folam.
7.2, SEMGKETA LINGKUMNGAMN

7.2L0bjek senghketa
a.  Keputusan Tata Usaha Negara di bidanp lingkangan hidup
Sualu penetapan lertulis yang cikeluarkan oleh badan alau pejabal
lata usaha negara vang berisi tindakan hukum tata usaha negara
vang berdasarkan peraturan perundang-undangan vang berlaku,
vang bersilal konkrel, individual dan linal, vang menimbulkan
akibal hukum bagl seseorang alau badan hukum perdata,
sebagaimana dilentukan Pasal 1 angka ¥ Undang-Undang B Nomor
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b.

Fi AR

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Aras Lndang-Undang

Mormor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Wegara.

Comtoh:

1) Fenerbitan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi Dokumen
ANMDIAT;

21 Pererbitan Izin Lingkungan tanpa dilengkapi Dokumen Upaya

Fengelolaan Lingkungan (UKT) — Upava Pernantanan

Lingkungan (LTPT);

Fenerbitan Usaha/Kegiatan tanpa dilengkapi Izin Lingkungan;

Fernhatalan Txan T.in&;]n;un;-_l;ﬂn dan [xin Usaha;

Fernbelkuan Tzin ‘I.ingkungan dan Izin Uzaha;

Fenclakan Penerbitan T=in Tingkungan dan Tzin Llsaha;

e Q=5 L N

Fenerbitan izin lingkungan vang didasatkan atas AMIIAL vang
penyusunannya tidak sesuai dengan peraturan penumdang-
umnid angran;

Kepummsan Tata Usaha Negara Fikbf Negafif (Fasal 3)

Suabia hadan atau pejabat tata usaha negara Hdak mengeluarkan
keputusan vangg dimohonkan sedangkan jangka wakbu vang telah
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan telah lewat.
Apabila jangka waktu bdak diatur dalam peraturan perundang-
undangan setelah lewat 4 {empat) bulan sejak diterimanya
p:—trmnh-zman, Badan atan F{Jjahat Tata Tlsaha T\::-'j_gara yang
bersanglutan diangeap telah mengeluarkan keputusan penolakan.
Contoh:

Badan atau pejabat TEN vane menerima permohonan iz
linglamgan namun Bdak menanggapinva, maka sikap diam yang
tidak menangrapi permohonan tersebut diangrap badan atan
pejabat TUN telah mengeluarkan keputusan penolakan, dapat
dijadikan objek senprketa dalam Peratun.

Pengertian Lein Lingkungan dan Jenis Izin Usaha

Yang dimaksud dengan lzin Lingkungan adalah:

lzin vang diberikan kepada seliap orang vang melakukan usaha

danfatau kegialan vang wajib amdal alau UKL - LPL dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasvaral
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untuk memperaleh izin usaha dan/atau kegiatan (vide Pasal 1 butir

38 Undang-Undang RT Nemor 32 Tahun 2008 fentang Perlindungan

dan Pengelolaan Tinglungan ThHidup). Jenis-jenis izin ingkungan

berdazarkan Peraturan Femerintah Eepublik Indenesia Mo, 27 Tahun

2012 tentang I7in Lingkungan yaitu:

1} Izinlingkungan hidup sebagai persyaratan untuk mendapatkan
izin usaha dan/atau kegiatan, diajukan setelah adanya kepohasan
kelavakan Iingkungan hidup atau rekomendasi Upava
FPengelolaan Lingkungan [UKL} dan Upava FPemantauan
T.inf,_l;kuﬂgﬁn {LIPL)

Z Imin peﬂin dur‘lgan dan penge]r_ﬂaan ]inghmgan terdiri dar;

a)  Tzin Pembuangan Timbah Cair (TPT.C;

b} Trin Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah (Tezd Aplicobion);
c}  Izin Pembuangan Air Limbah ke laut;

d}  Tzin Dumpingg

e) Izin Peryimpanan Sementara T imbah Ti3;

) Trin Pengmpulan Timbah T3;

71 Trin Pemanfaatan Timbah RB3;

h)  Izin Pengoperasian Alat Pengolah Timbah T53;

i Twin Pemimbunan Lambah B3;

i1 Tzin Pengolah Timbah Ti3.

"r"m'uj_; dirnalesud :]vn;_fan rzin uisaha dan/atan k:—tt:iafa11 adalal;

Tein vang ditebitkan oleh instanst teknis untuk melakukan usaha

danfatan kegriatan {pide Pasal 1 angzka 536 Undang-Tindang RT Nomor

A2 Tahun 2009 tentang Perlinduneran dan Pengelolaan Linghluongean

Thdup).

13 TPertambangzan, antara lain:

1.1 Twin Usaha Pertambangan (TUP);
1.2, Trin Usaha Pertambanigan Khoasas (TUETRDY;
1.5, Tein Perjanjian Kontrak Kerja Batubara {PR2E) oleh Gubermar
Bupabifwalikota.
2y Kehutanan, antara lain:

21 Tein Hak Pengusahaan Hutan (FPET);
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2.2, Izin Lisaha Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada [anaman
{TUPHHK-HTY;
23 Trin Llsaha Tndustr Primer TTasil TTotan Kayu (TUTPTITTRE);
24, Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu
{(TUTPHHBK)
3 Perindustrian, antara lain:
3.2, Gurat Kelayakan Lingkungan (5ET);
A3 Trin Usaha Tndusta (TUT).
11 Perkebunan, antara lain:
Izin U'saha Merkebunan Usaha Budidava {(TUFR}
C. T_]saha,."kegiaran yang '.1.-'31'1'1'.- AMTIAT
11 Usaha/Kegiatan vang wajib memiliki Amdal berpedoman pada
Feraturan Menteri Negara Lingkungan TTidup Nomaor 3 Tahun
2012 Tentang Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki
AMTIAT
21 Usaha danfatau Kegiatan vang wajib menyusun UET. - UFT.
adalah usahafkegiatan vang vang tidak wapbh AMTIAT. (Pasal 34
UIndang-Tndang Momor 32 Tahun 2008 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan ketentuan lebib lanjut
berpedoman kepada Kepuhisan Gubernur, Bupati atan Walikaota,
d. Tzinmusaha atauizin ingkungan lainnya yang merupakan objek
L] H]-ci-!f:a TTI™M].

7.3, ALASAM DAN DASAR PENGAJUAN GUGATAN KE PERADILAN TATA USAHA
HECARA SERTA DASAR PENGUIIAN KEFUTUSAN TATA USAHA NEGARA
OBJEK SENGKETA OLEH HAKIM PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
(PTUN)

1. Alasan dan dasar pengajuan gugatan

Yasal 53 aval (1) dan aval {2) huewl a dan b Undang-Undang BL Nomor
9 Lahwn 2004 lenlang Perubaban Alas Undang-Undang Nomor 5 Tahuo 1986
lentang Peradilan Tata Usaha BNegara, mengalur alasan dan dasar pengajuan
gugalan, yakni:
A, Adanva kepentingan atau lidak;
b, KIUXM objek senpkela berlentangan dengar:
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1}

2)

Peraturan perundang-undangan
Femilaiannya adalah apabila KTUN vang bersangkutan
bertentangan dengan ketenfuan-ketentnan dalam peraturan
perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-
undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup vang bersifat prosedural, substansi dan menyangkut
kewenangan Badan atau Pejabat TLN,

Asas-asas Lmam Pemerintahan yang Baik {AATTT}

Dalam penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup, selain

]'uﬁnl::;a]'uan sgzakan berdasarkan AATTE, Asas Pi-_lrh'nr]unl::;an

dan P-eng:e-]-;}]aan T.ingkungﬁn TTidul_'l 5r-,'hagf|ima11a diatur Pasal

2 TIndang-TIndang Republik Tndomesia Nomeor 32 Tabuon 20049

dapat dyjadikan sebagai dasar atan alasan pengajuan gugatan

di Feradilan TU.

KTUN sebagaimanadimaksud dalam Fasal 23 avat [1) Undang-

Lindang ET Nomeor 32 Talun 2009 fentang Perlindungan dan

Pengelolaan Tingkungan Thidup mengatur dasar pengajuan

saugratan terhadap ETUN, sebagail berikut:

1} Badan atau Pejabat TUN menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha danfatan kegmiatan vang wajib amdal tetam
tidak dilengkapi dengan dokumen amdal;

2} Badan atau Pejabat TUN menerbitkan Trin Tingkungan
kepada kegiatan vang wajib UKL-TIPL, tetapi tidak
dilengkapi dokumen LKT-LIPT;

A Badan atau Pejabat THI™N vang menmerbitkan ireinusaha dany

atan L‘:—*gial‘an }'nngﬁdak ﬂﬂ:—n'nj_;]{ Api r]i-ll'lgrm T=inT.in g]-;uﬂl:._;.:m.

2 Dasar penpujian KTUN

Yasal 37 aval {2) Unclang-Unclang Bl Momor 32 Tahon 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengalur alasan-alasan
pembalalan KTURN, vailu:

a)  persyaralan yang dizjukan dalam permohonan izin mengandung,

cacal hukum, kekeliruan, penvalahgunaan serta kelidakbenaran
dan/alau pemalsuan data, dekumen danfataw indormasi;
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b

c]

d)

penerbitannya tanpa memenuhi svaral sebagaimana tercanium
dalam kepuhisan Komisi rentang kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi TIRT.-TUIFT; atan

kewajiban yang ditetapkan dalam dekumen AMDAL atau UKL-LTL
tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan (FPasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20049
fentang Perlindungan dan Pengelolaan Tingkungan Hidup);
AMDAT yvang penyusunannya bidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan (tambahan dari perumusan Pasal 37 ayat (2]
Thidam ;J;—L'nr]ang Momor 32 Tahunn 20049 tembang Pq-'TIindun::;an dan
Pﬁ1g&ﬂﬂ]aa11 T i11gl~;1lngan ITi-;':ul:l);

Pomeriksaoan setempat di lokast kegiatan objek sengketa dalam perkara

lingkungan hidup dilakokan untuk mengeupi ketastan pelaksanaan objek

senglkoeta, Pemeriksoan setempat dilaksanakan dalam rangka mencari

koebenaran materiil dan untuk menambah keyakinan hakim.

7.4 PEMBUKTIAN DI PERADILAM TATA USAHA NEGARA

L

Mengarah pada asas pembuldion bebas terbatas. Berdasarlian Pasal
107 Undang-Undang BRI Momor 5 Tahun 1956 tentang Peradilan Tata
Uszaha Megara, Hakim menentukan apa vang haras dibulktikan,
beban pembuktian beserta penilaian pembuktion {doeniieas iHs),
narmun terbatas berdasarkan Masal 100 Undang-Undang BRI Momor
3 Tahun 1986, Lntuk sahnya pembaktian diperlukan sekurang
kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyvakinan Hakim, tetap
clibatasl oleh sojumlah alat bulti scbagaimana ditentukan Pasal 100
Undang-Undang Rl Nomer 5 Tahun 1986 entang Peradilan Tata
Uszaha MNegara, valoi:

a. burat atao tulisan;

b, Keterangan ahli;

c. Kelcrangan saksi;

. Pengokuon para pihak;

. Pengetahuan Hakim.
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2. Keputsan TUN dinvatakan batal atau tidak sah, apabila bertentangan

demgan perafmuran perimdang-undangan dan/atan Asas-Asas Unmom
Pemerintahan Yang Baik (A ATIPRE).
Dalam hal Eeputusan TUN dinilai bertenfangan dengan AALTD
danfatau Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
maka Hakim harus memakai salah satu atau beberapa asas-asas a
quountuk membatalkan atau menyatakan Hdak sahnwva KTUN vang
digugat,

Adapun Aszas-asas Lmum Pemerintahan vang Baik berdasarkan
FHnielal_-:an Pasal 23 ayat (2) huruf b U1'|dan;:'|'-l_.':1dang RT Momor 9 Talhun
2004 temtang Fermbhalian Aras I_fnu:].5|11g- Uﬁdang BT Momor 5 Talnn 1946
tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

a.  Asas kepastian hukum;

b, Asas tertb pen _'!.E"] ETEEATAAN MEZATA;
. Asas keterbulkaan;

d. Asas proporsionalitas;

e, Asas kecermatan;

f. Asau '|_'_|T|:_'|'|:F:=i.'i pmalitas;

i Asas akuntabilitas,

Nalam praktek peradilan TUM, selain AALUPE dan Asas UTmum
Feryelenggarasn Megara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang BT
Moomor 28 Tahan 189490 tertany P{-ln‘:,-':—'-h—lnj_;ga raan N:—'-gara "rranj_; Berwh dan
Febas dari Korupsi, Kolusi, dan Wepotisme, masth ada asas-asas lainnya
seperti asas kecermatan, asas kesewsnang-wenangan, asas pengharapan
vanyr layak dan asas lairmya vane dapat diymakan unhako mengnaji Keporhasan
T, Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
sthagairmana dirumuskan dalam Tasal 2 RT Mo, 32 Tahun 2009 dapat
dijadikan dasar pengujian oleh hakim terhadap Keputusan TUMN, vang
meripakan bagian dari AATPE. AATPE terdirt dari asas yang terhalis dalam
notma hukum positif dan yany tdak tertulis. Pengmajian KTUN harus
dirnulai dengan AALPE yang tertuang dalam norma hukum posibf. Apabila
tidak ditemukan pelanggzaran AATIFE dalam norma hukum positif, maka
hakim dengan diskresimya dapat menguj berdasathan AAUPE yanyg tidalk
tertulis (misalnyva kearifan lokal, adat ishadat setempat dsb).
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Adapun Asas-asas perlindungan dan pengelelaan lingkungan hidup,
vaihn:
a. Tanggung jawab negara;
b. Kelestarian dan keberlanjutan;
Keserasian dan keseimbangan;
Keterpaduan;
Manfaat;
Kehati-haban (preconbionary principle);
Keadilan;
F.Icm'negiqm;

T@ T o4

=T

Keanekaragaman havati;

j. Pemcemar membayar;

k. TParhsipahf;

1. Kearifan lokal;

m. Tata kelola pemerintahan vang baik; dan

n., Oforomi daerah.

Terkait prinsip kehati-haban (precautionary principle) dalam U7 32/2009
vanye sepadan dengan asas kecermatan dalam A ATUIPE, dalam hal senglheta
TUMN terkait usaha/kegiatan vang masih akan terjadi, maka ketidakpastian
dampak dan usaha/kesiatan tersebut tidak boleh menjadi alasan bag hakim
untuk rnemerintahkan pengusul atan pelaksana kegiatan unhak melakukan
upava perlindungan linglkungan hidup.

MWengenai prosedur pengaan gugatan terhadap KTUN Lingkungan
Hidup mengaoi pada Hukum Acara Peradilan TUN dan mengenai teknis
administrasi peradilan TUMN mengaon pada Bouko 1T Pedoman Teknis
Admimistrasi dan Teknis Peradilan TN

AHLI
A, Kriteria ahli yang dapat diajukan sebagai ahli perkara perdata,
pidana dan tata usaha negara lingkungan hidup adalah sebagai
berikut:
a.  Mlemiliki disiplin ilmu sesual dengan perkara yang dibuktikan
mulalut gawah, mimmal 52 (akademis); atau mendapat pengakoan

masyvarakat sebagar ahly;
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b, Pemah menyusun atau membuat karva ilmiah atau penelitian
relevan [pakar);

g

ALHF dalam seminar atau lokakarya dan fercantum dafrar riwavat

hidup (CV),
Penunjukkan ahli oleh hakim

Dalam hal terjadi porbedaan keterangan ahli dan hakim belum yakin
atau dalam hal tergugat dan pengeugat tidak mengajukan ahli, hakim
dapat menunjuk ahli lain vang diangeap netral atao dapat mencraploan

Frecoutionary Frinciples.
Biava
Dalam hal hakirn mermunuk ahli lain, maka hakim dapat menetapkan

Pihak vangr harus TMETIAT T ETETigE hiava ahli.

CONTOH FUTLUSAN

Contoh Putusan Perkara Perdata Lingkungan Dalam Hal Penerapan
Hak Cugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah (Pengadilan
Negeri Jakarta Utara Putusan Nomor 105/ PDT/G/2009/ 0N JKT.UT,
Antara Kementerian Linglkungan Hidup (Penggupat) melawan T
Selatnasik Indokwarsa (Tergupgat I} dan PT. Simpang Pesak
Indokwarsa (Tergugat 11

Kasus Posisi:

*  Penggmagat selaku Menter menggmugat PT. Selamasik Indokwarsa &
PT. Simpanyg Pesak Indokwarsa adalah dua perusahaan yang
terafiliasi satu sama lain vanyg selanjutnya ditetapkan sebagai
Termagat T dan TT;

#  Tara Tergugat dalam melakokan kegiatan usaha penambanggan
dimaksud tidak melakukan pengeboran eksploitasi maupun shadi
kelayakan, sehingia penambangan dilakukan dengan tidak
berencana dengan baik dan sistematis, serta tidak ada perencanaan
pasca tambang vang berkibat terjadinya kerusakan lingkungan vang
merambah pada areal hutan wilayvah pericinan yang telah melangzar

ketentuan Pasal 30 ayat (3) ot abede fagha k), dan m, serta
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melanggar ketentuan Pasal 38 avar (4] UL Mo, 41 Tahun 1999 Tentang,
Kehutanan;

Tuntutan Penggugat pada inbnya memohon pengadilan untok
menghentikan sementara seluruh kegiatan penambangan, serta
menvatakan Tergugat [ dan Tergugat I telah melakukan melanggar
hukum perusakan lingkungan hidup dan bertanggung jawab secara
mutlak untuk membavar biaya-biava pemulihan Engkingan kepada
Penggugat;

Tergugat I dan Tergugat 1T mengajukan eksepsi tertanggal 2 Juni
200 vang pa-:‘la ]'Jr,wkukn}'a men !.-'afakan hahwa surat pETLZASAT! VAN
diterbitkan Penggngat fidak dapat dianggap sebagai surat knasa
khusis vang sah umtuk berperkara didepan pengadilan, sehingga
sugatan dibuat dan ditandatangani eleh penerima kuasa berdasarkan
surat kuasa khusus vang tidak sah, oleh karenanya gugatan harus
dinyatakan fidak dapat diterima dan menyatakan gugatan Pengrnizat
ditolak atau sefidak-tidaknya dinvatakan fdak dapat diterima.

FPutusan Pengadilan Negerd Jakarta Utara:

Pengeagat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannea,

dengan demikian maka gugatan Penggugal dinvatakan di kabulkan
woluk sebagian dengan memul us:BEF

L

[

Menvatakan Tergugat dan Tergugal 1 ielah melakukan perbuatan
melanggar hukum Perusakan Ling kungan Hidup, dan berlanggung,
jarealy socira mutlnk;

Menghukum para Tergugal untuk mermbayar blaya-biaya pemolihan
lingkungan kepada Penggugal sebesar B, T8 1W.720,000,- [ Tergugal
11, Rp. 8.458.334.000,-  lergugal 1) dan Rp. 5.615.253.000,- { langgung
renleng):

Menghukum Tergugat | dan Tergugal 1 untuk membavar biava
perkara sebesar Kp 521.000,-,

Contoh Putusan Perkara Pidana Lingkungan Dalam Hal Penerapan
Metode Pengambilan Alat Bukt Yang Sah dan Valid (Poutusan
Mahkamah Agung Nomor: 147% K/Pid/ 1989, PT. Sidomakmur
tentang Kali Surabava).
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Kasus Posisi:

Taksa/Termantut Lmum memumbut Bambang Gunawan alias Ok Ting
Gwat direletur PT. Sidomakmur dan FT. Sidomulyvo karena dengan
sengaja melakukan perbuatan vang menvebablkan rusaknya
lingkimgran hidup atau tercemarnya lingtkungan hidup dengan cara
sempaja membuaany air limbah taho ke kali Surabaya, perbuatan
Terdakwa telah melanggzar Pasal 22 avat (1) & {2} UIndang-TIndang
Momew 4 Tahun T982;

Tuntutan Taksa!FPenuntut Umum tangeal 23 Febroar 1989 vane pada
pokok isinya menyatakan Terdakwa Rambang Gunawan bersalah
karena kelalaiannya melakukan perbuatan menvebablkan
tercemarnya lingkungan hidup, sebagaimana yvang diatur dan
diancam pidana dalam Pasal 22 (2) Undang-Undang Momor 4 Tahun
1982 tersebut dalam dakwaan Subsidair serta menjatuhkan pidana
terhadap Terdakwa Bambanyg Gunawan selama i bulan kurungan
dalam masa percobaan | tahun dan denda Bp. T.O0000,00 Subsidair

2 bulan kutungan.

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo:

L

b3

)

Menvalakan Terdakwa Bambang Gunawan alias Oel Ling Gwal
tersebut telah terbukti melakukan perbuatan vailu membuang
industri tahu ke kali Surabaya, tetapd perbuatan itu tidak merupakan
sualu lindak pidana, vaitu tidak menvebabkan lercemarnya
lingkungan hidup:

Menyalakan oleh karena itu Terdakwa diputus “Lepas” dari segala
tuntuatan hukum {Onaleg Vinrech! Vervolging):

Membebankan biava perkara pada hegara;

Menelapkan sural-surat vang diperiksa sebagai alat bukli letap
terlampir dalam berkas,

Tutusan Mahkamah Apung Republik Tndonesia dalam Tinghkat

Kasasi

Membatalkan putusan Pemeeadilan Meger Sidoarjo tanggal & Mei
1989 Momor: TZ2Td 19887 Sda;
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Menyatakan Terdakwn Bambang Gunawan alins Oei Ling Gwat
tidak terbukti secara sah dan menyvakinkan bersalah melakukan
krjahatan vang didakwalan kepadanya dalam dakwaan primair
Benvatakan Terdakaa terbukll secara sah dan meyakinkan bersalab
melakukan kejahatan “Farena lelalaian melakukon perbuatan vang
menyebabkan tercemarnya lingkungan hicop

Mengluwikum Terdakwa dengan pidana kurungan selama 2 (Liga)
bulan;

NMenghukum pidana denda Rp, LOKLONLDE atau kurangan 3 (Liga)
bulan.

Contoh Putusan Sengketa 'lata Usaha Negara Lingkungan Dalam
Hal Penerapan Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Putusan Nomaor:
THZ/ G200 PTUN-TET Tanggal 4 Juni 2011, Antara Masyarakat
Kabupaten Minahasa Utara (Fara Penggugat) melawan Menteri
Megara Lingkungan Hidup (Tergugat), I'T. Meares Soputan Mining

{lergugat Il Intervensi-1 dan FI1, Tambang l'ondano Nusajaya
{Tergugat 1T Intervensi-2)

Fasus Mosisi:

Terbitova putusan vang dikeluarkan Kementerian Lingkunpan
Hidugr lerhadap Eelavakan Lingkungan Hidup kepada PL M54
dan 'L TIN mendapal protes darl masvarakal vang merasa terkena
dampak dan pengaruh alas lerbilnya kepulusan dalam proses
Arndal lersebul, oleh karena ity masyarakal sekilar vang diwakili
oleh Melwan Londo, C5, mengajukan gpugatan kepada PTUN Jakarta
unluk dapal membalalkan alau memulus lidak sah lerhadap objek
sengkela.

enurul Para Penggugal Objek sengkela berlentangan dengan Sural
Gubernur Sulawesi Ulara Nomer 66020805 kr, lerlanggal 2 Februari
2007 vang menyalakan penclakan oleh Gubernur Provins Sulawesi
Litara.

Para Penggugat menvatakan balwwa kevenangan untuk menerkitkan
kepulusan kelayakan lingkungan secara lormil berada dalam
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kewenangan Gubernur Sulawesi Utara sesuai dengan LIL 32 Tahun
e tentang Peﬂindungan dan Pen ge]u]aan Iin gkung.‘-m TTiu:]up.

Tierdasarkan suratan tersebut, ET.TT mencamlkan jawaban yvane isinyva
j_r ) D %II- .'1' ] :I' i ¥

menvatakan bahwa para Fihak vang menggugat tidak mempunyai hak
gugat atau Legal Standing, karena hak tersebut hanva diberikan kepada

LEM atau Organisasi Lingkungan vang secara nvata peduli dan secara

}rerkr—_ﬂanju’ran herger.—‘:k i ]'.-idang Iingkungan hir]up ges11al o ETIEAT Fa=al
48 avat (2) L1 Noh Tahun 1986 jo. TITT Mo, 2 Talnan 2004,

Objek Sengketa:

*

Eeputusan Menteri Megara Lingkungan Hidup Bl Me: 323 Tahun
2009, tanggal 3 Olkctober 2009 tentang Kelovakan Lingkongan Hidup
Fencana Keglatan Penambangan Emas Tokatindung oi Kab.,
Minahasa Utara dan Kota Bitung Prov. Sulut oleh PT. Moares
Suputan Mining dan Keputusan Meontert Megam Lingkungon Hidup
[ Mo 524 Tahu 2009, tanggal 5 Oklober 2009 lenlang Kelavakan
Lingkungan Hidup Hencana Eegiatan Penambangan Emas
Batupangah di Kab, Minahasa Uara dan Kola Bilung Prov. Sulul
oleh T, Tambang Tondano MNusajaya;

Terbitnva objek sengkela g gue mendapal protes dari masyvarakat
yang merasa lerkena dampak dan pengaruh alas lecbilnya kepulusan
dalam proses Amdal tersebul, oleh karcna ilu masyarakal sekitar
yang diwakili oleh Nelwan Londo, C5. mengajukan gugalan kepada
PTLMN Jakarta untuk agar Tergugat membatalkon atau menyatakan
lidak sah objek senpketa;

Alasan pugalan: Babwa, menurul Para Penggupgal, Objek senpkela
bertentangan dengan Surat Cubernur Sulawesi Llara Momor
GE209 5k, lerlanggal 2 Februard 2007 yang menyalakan penolakan
oleh Gubernur Provinsl Sulawesl Llara; dan kewenangan untuk
menerbitkan kepulusan kelavakan ling kungan secara lormil berada
dalam kewenangan Gubernur Sulawesi L lara sesuai dengan UL 32
Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Berdasarkan gugatan @ qio, Tecgugal, Tergugal L Inlervensi-1 dan
lerpugat U nlervensi-2 mengajukan eksepsi vang lermual dalam
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Jawabannva antara lain, kahwa objek sengketa dalam perkara ini
fidak memenuhi kualifikasi KTUN yang bersifat Anal; Perfimbangan
Wlajelis TTakim: *Olbjek sengketa memupakan prasyarat terhitmyva izin
lingkungan bagi rencana kegiatan penambangan oleh lTergugat I1
[tervensi-1 dan Tergugat [T Intervensi-2. Hal tersebut didasarkan
ketentuan Pasal 36 avat (2) LRI Mo, 32 Tahun 2009, vang menentukan
bahwa izin lingkungan diterhitkan berdasarkan kepufusan kelayakan
lingkungan. Sedanjzkan FPasal 38 menentukan, bahwa izin lingkumgan
dapat dibatalkan melalui keputusan Pengadilan Tata Lsaha Negara,
I_-'ul-_'hingga kelavakan ]1'|1{-;1c:1.1|1g.ar1 sehagrai pra syarat helum dapa’r
digugar di F‘tﬂﬁgﬁdﬂan TUM, karena helnm Anal:

Kegiatan eksploitasi pemohon pertambangan secara nyata baru
dapat dilakukan setelah mendapat atau terbit izin lingkungan,
sehinggza perubahan hubungan hukum bam terjadi setelah terbit
izin lingkungan, sedangkan terbimva keputusan objek sengketa
baru tahayp persiapan sebelum penetapan tertulis sebenamya kelnar,
sehingga belum final, di antaranya belum menimbulkan hak
pemiohon, dalam hal ini Terpugat T Intervensi-1 dan Tergogat 1T
Intervensi-2 untuk melakukan tindakan nvata, vaitu kegiatan
eksploitasi penambangan vang masih bersifat rencana;

Objek sengheta belum berakibat hukum bagd Para Penggugat, karena
herdasarkan bukti- hulkb surat dan k:—*h—*ranj;an saksi-vakel di
persidangan, idak terbult kedua objek semgheta telah memmbulkan
kerugian langsung dan nyata, karena sama sekali belum ada
kepriatan eksplorasi dan proaduksi pertambangan, barg tahap
pembangunan konstruksuks: pabrik, sehingga belum ada
pencemaran atau kerusakan lingkungan termasuk limbah yang
dikhawatitkan Para Penrugat;

Objek sengzketa fidak memenmihi kualifikasi sebagai objek sengheta
tata usaha negara sebagaimana dimakend ketemtuan Tasal 1 anggka
SGULTRT Mernor 51 Tahun 2009 kentang Perubahan Kedua Atas TILTRT
Momuor 3 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Tlsaha Negara.
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Futuzan PTUMN Jakarta

Dalam Eksepsi:

*  Menerima eksepst Tergugat, Tersmgat TT Inbervenst - 1 danTersupzat
T Tntervens - 2

Tialam Pakok Perkara:

«  Menvatakan myzatan Dara Penennagzat Bdak diterima (oet oafrenielnk
merkioord);

o Menghukum Fara Penggrugat membayar biaya perkara vang Bmbul
dalam perkara sebesar Ep. 33800, -.
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BAEB VIII
EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN
TENTANG TINDAK PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP

8.1 PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari ndoresion Ceniter for Enzivonmiental Laze (LCEL),
sefak 2015 hinpga saal ind, selidaknva sudal lerdapal 171 sanksi administralil
dan 11 pugatan perdata, serta 510 kasus pidana lerkail kebakaran hutan,
Mamun, belum ada salu pun pulusan lersebul vang dicksekusi oleh
pengadilan, Dilansic dari Greenpeace, 10 dari 11 kasus gugatan perdala
pemerintah techadap perkebunan kelapa sawit lerkail pembakaran,
pengadilan memerintabkan ganti rugl dan pemulibhan lingkungan senilai
Ep 2.7 riliun,'*

Dalam kaitan ini kita kemukakan satu conloh kasus pulusan pengadilan
lindak pidana lingkungan hidup vang belum dieksekusi vang lerjadi di
Provinsi Riaw. DI mana Lommy Freddy Simanungkalll seorang Pegial
Lingkungan Fiau menilal babwa gagalnva eksekusi perusahaan sawil FLU
Peputra Supra Jaya vang telah divonis oleh Mahkamah Agung merupakan
preseden burik dalam penegakan hukum bidang lingkungan hidop di Bumi
Lancang Kuning, Tommy kepada wartawan di Pekanbara, Babu (1571},
mengalakan babwa gagalnya eksekusl ilu lidak selaras dengan semangal

S Sernpes o - TRIECWE S TER FARTAS 11 Derose s Teraspopde B beloarar Hutan Kora Sankei lp DR Trilivan
T b fossiamnal b oo ress W0 SRS TI22RE3E Lliek - lak 1T L-perrusatlaa ni-lersar gk -k bab s man-Ealan-
kenz=ranksi-rp-1R%-Lrilins
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Femerintah Frovinsi Kiau dalam memberangus perkebunan ilegal vang kind
cukup marak di wilayah ifu. =

Putusan MA sudah smkradd v gespsde dan sudah sehamisnya dilakukan
eksekusi. Namun hingga kini belum juga terlaksana. Dia menuturkan
seharusnya pemerintah vang memiliki perangkat TNT dan Polri dengan
mudah dapat melakukan eksekusi karena telah berkekuatan hukum retap.
THa juga meminta agar penertiban lahan o dijadikan sebagai percomtohan
ketegasan dalam menertibkan perkebunan ilegal ™

Kasus eksekusi di atas adalah terhadap lahan PT Peputra Supra Jaya
(FST) vang herada di Desa Pangkalan Cromdai, Kecamatan 1 anggam,
Kahupa renn Pelalawan hatal karena dih fﬂfmgi ctleh rahsan m aﬁ}'arakar}-'ang
tergabunyg dalam kelompok tamd mitra T'T PSJL Informast yang dihimpann,
masyarakat vang tergabung dalam kelompok tani mitra PT FS] itu telah
melakukan aksi penalakan eksekusi lahan sejak hari Minggu (12712020
malam dengan cara memasanyg spanduk penolakan eksekusi, selain im
masyarakal jaga menginap dilokasi lahan vang akan di eksekus

Flksekus lahan T PR seluas 5325 hektare iho sehamsnva dilakukan
oleh fim gabungan dat Thnas Lingkungan TTidup dan Kehutanan (THITK)
Prowvinst Riau, Thinas Kehutanan, Polres Pelalawan, dan instans terkait
lainmya pada hari Senin tertunda karena penolakan yanyg dilakukan oleh
masvarakat yang mengakn dari kelompek tani tersebut Tengan alasan
untuk 1'I'|i-'!|'|:.’_’I]'IJT'||:].-1I'i l't—*.ria:]in}'a kenbutan antara petugas dan maﬁ}'amkal'
vani berada di lokas dan direncanakan akan dilakukan mediasi di Mapolres
FPelalawan. TH mana eksekusi lahan ilegal milik PT PS] it berdasarkan
Putusan Mahkamah Agmomgs (WA Momor 1087 T 504 T TT2008 tangpeal 17
Diesember 2018 atas gugatan T'T NWE,

Demikian pula halnva dalam kasus ekselust barang bukb limbah Bahan
Berbahaya Beracun (B3) harus sesual dengan peraturan perondang-
undangan mengenai lingkungan hidup, keberhasilan nyva sangat diharapkan
karema pada bidang penegakan hukum inilah dipertarubkan makna dam
“riegara berdasarkan atas hukum®. Jaksa sebagai eksekutor mengalami

kesulitan melaksanakan putusan hakim vanyg telah berkekuatan hukum

" Pt Lingkurgan: Gegalnea Blhselnas Perushaan ot Gernasalab Fresaden Derak Panegakan Dok, Gagasan
Bz Zom, Bl 15 Tamuar Je20

" Thed

¥ Thed
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tetap bila [imbah B3 tersebut dirampas untuk dimusnahkan maka berpotensi
mencemari lingkungan hidup kembali,

FMihak yang melakukan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun
(B3} wajib mempunyai izin pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun
(B3], setiap penghasil limbah B3 wajib melakukan pengelolaan, dan setiap
dumping [pembuangan) limbah B2 svajib dilengkapi dengan izin, dalam
izin tersebut mensyaratkan kewajiban-kewajiban teknis pemegang izin
untuk mengedepankan perlindungan lingkungan hidup, Tnstrumen
perizinan ini sebenarmya dinujukan pada pencegahan atau penanggulangan
PETNCEmATAT cleh intalast terutama Fren:-_—xahaaﬂ industr, Tie.:r]akun}-'a T
o, 32 Talmn 20059 memang kl’,‘lﬂ"ll,'l]l'-,'kf-'il'.aﬁ masalah perizinan ]1'|1g[-.'1:mgan
tetap saja Hdak terselesaikan. Terbukh dari rumusan Pasal 18 ayat (2) T
Mo 32 Tahun 2009: i7in melakukan kegiatan diberikan pejabat yang
berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Mamun kenyataanya menunjukkan lain, banyak pelaku misalnva vang
melakunkan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Beracun (pengurangan,
penvimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan,
danfatau penimbunan) bdak melengkapi dengan izin pengelolaan limbah
B3, kemudian pelaku vang menghasilkan limbah B3 juga tidak melakukan
renpelolaan limbah B3 dengan alasan akan memakan banvak biava jika
harus mengolah sendin katena harus dilengkapi dengan izin pengolahan
limlah B3 di mana unbhak men EUTLSTYA sulit dan memakan banvak h1.-':],'.a,
dan jika akan diserahkan kepada pihak lain vang telah memiliki i#in
pemantaatan/pengumpulan limbah B3 juga harus mengeluarkan banyak
biava juga, sehingnra fakta dilapangan banvak penghasil limbah B3 vang
langsung membuang limbah B3 vang dihasilkannya ke media linglungan
hidup tanpa ixin.

Kejaksaan sebagai salah satu komponen Crimmnal fustice System
mernpunyai peran smtral dalam penegakan hukom yatt sebagai domines
litis sebapal pelaksana fungst penuntutan dapat secara efeltif menilai
ketentuan pidana mana yang akan digunakan dalam menuntut suatu
perkara tindak pidana lingkungan sekaligus sebagar eksekutor dalam
melaksanakan putusan hakim yang berkekuatan hukoum tetap (mkmeciit con

srernipaede].
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Penanganan barang buki lindak Midana Lingkungan Hidup vang tidak
profesional mengakibatkan lingkungan hidup terkontaminasi limbah T3
dan berdampak antara lain pencemaran atan perusakan lingkungan hidup
kembali apabila barang bukfi berupa limbah atau Bahan Berbahaya Beracun
(T33) rersebut rusak, hilangnva atau mencemari lingkungan sekitar, Barang
bukti limbah B3 vang disita dalam perkara juga menimbulkan risiko hukam
bagi Penyidik dan Penuntut Urnum bila selama proses perkara berlangsung
Hdak dikelola dengan baik, padahal untuk dapat mengeksekusi perkara
tersebut Jaksa hamis menunggu sampai putusan telah memperoleh kekuatan
hu ki I'e[‘.ap-”"

Perepalan mEgEna barang Tkt lrbal Gahan T!-t;-ﬂ_'laha}'a Beracun (3]
vang metupakan benda vang disita untok keperluan proses peradilan Hidak
dapat dibawa atau disimpan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Megara
karena bersifat infeksius, beracun dan mudah terbkakar dan meledak
sedangkan memurut Pasal 44 ayvat (1) KU AT jo Pasal 27 avat (1) PP Mo, 27
Tahun 1953 tentang peraturan pelaksana KUMATF benda sitaan harns
disimpan dalam rumah barang benda sitaan negara, vang disebut
RELTRASAM.

Hakim dalam memutus barang bukt limbah B3 vang diimpor dari
negara lain seharusnya putasannya dikembalikan ke negara asal {reekspor)
oleh Pemerintalh Tndonesia ke negara asal dengan biava dari terdakwa)
i mpm’l‘i r. E-F.Tiﬂgkah' utusan halom men ST a1 ha TATg hukt adalah diram pas
untuk dirmusnahkan hal tersebut alan mencemari ingkungan hidup kembali

dan tidak sesuan d:—*.n;s:;an PeETEra kam hukum lin a.fkung:m o1 Tndemesia.

8.2 PERMASALAHAN

Fagaimana eksekusi putusan pengadilan dalam tindak pidana
lingkungan yanyg dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai kaidah

lingrkungan tha sendir?

* e S menthpoddrberts emianan Feargana Pdana Kasus Ieapor Limbah GG Polae Galang Gane Batam
dikurrangi pada tanggal 12 Agushes 201K,
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8.3 PMBAHASAN

Teckait dengan eksekusi Putusan Pengadilan kasus pidana linpkungan
dalam LL Ne. 32 Tahun 2008 elah diatur sebagaimana dizebutkan dalam

Pasal 124}, yang berbuyi:

il.

Dalam melaksanakan kelentuan schagaimana dimaksud dalam Pasal
114 hwrul a, hural b, horul ¢ dan hurot d, jaksa berkoordinasi
dengan instansi vang bertanggung jawab di bidang perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup untuk melaksanakan eksekust.
Dralam melaksanakan kelentfuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
119 hurul &, Pemerintah berwenang untuk mengelela badan usaha
vang dijaluhi sanksi penempatan di bawah pengampuan unluk
melaksanakan putusan pengaclilan vang lelah beckekuatan hukom
lelap,

Mari ketentuan Pasal 120 TT Mo, 32 Talmm 200% Jdi akas menentukan

bahwa eksekusi putusan pengadilan tindak pidana lingkungan hidup

diperintahkan kepada Jaksa berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan atau

Kementerian Tingkungan dalam hal melaksanakan eksekusi putusan

Pﬁﬁg.adilan Fersan gkul‘ hal-hal yang diatur dalam ketenhan FPasal 119 TS
Mo 32 Talnam 3000, _‘:.-'H'ih]:

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang i,

h;-rhadap hadan uzaha :]al'.la’r dikenalkan p‘i:]ana tambahan atan tindakan

tata tertih 11t-1:1'|11'.|a:

a.
T
0.
.

.

perampasan keunbungan vang diperoleh dari indak pidana;
penubupan selurih atau sebagian tempat usaha dan/atau kegriatan;
perhaikan akibat tindak pidana;

pewajiban mengerjakan apa yany dilalaikan tanpa hak; danfatan
penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 {figa)

tatmn.

Memang penegakan hukum lingkungan melibatkan sub sistem calam

sistem poradilan pidana di dalamnya termasuk polisi, jaksa, hokim, dan

bapas serta instansi pemerintah vang menangan lingkungan. Rowenangan

dalam sub sistem adalah melakukan penanggulangan sckalyrus pencegahon

dalam menjalankan fungsi kelestarian lingkungan tanpa adanya riziko
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mencemari lingkungan kembali. Misalnya indakan mengembalikan limbah
[i3 ke negara asal memupakan upava pencegahan vang lebih cepat dan efisien.
Menmurut Philippe Monet ™ TTukum bukanlah apa vang para yuris anggap
sebagai aturan vang mengikat atau afuran wajib, melainkan lebih dari ifu,
hukum adalah pengafuran-pengaturan konkret yang dilakukan cleh para
hakim, polisi, jaksa ataupun pejabat ad ministrasi”, ™ Substansi pembuktian
berorientasi pada pemaparan dan evaluast fakta untuk mendasan kemstrukst
pubasan hakim secara mevakinkan, Fungs: utama invesHgasi™! rmaupun
penuntutan delik lingkungan (pencemaran lingkungan) dan proses
PHTkHI"HI!‘I'lL-'F.I di P&mﬁadﬂan adalah memerikea fakta dan bukan hukumnvea,
Eebenaran fakta lhams ditemukan dalam t'nr-_ll::anisme'f::-eraq:lﬂan ljir]ana agar
hakim dapat memilih hukanm yang tepat (i abstracts) unfuk membuat
putusan {m conereto) vang svecntable 192

FPada perkara limbah B3, putusan hakim harus memuat findakan yang
dijanshkan terhadap terdakwa, status benda sitaan/limbah B3 vang dijadikan
barang bukh dalam perkara tersebut dan biayva perkara. Ketentuan FPasal
194 avat {1} KUTTAP menentukan bahwa: © Dalam hal putusan pemidanaan
atau bebas atau lepas dari segala ntutan hukm pengadilan menetapkan
supayva barang bukt vang disita diserahkan kepada pithak vang paling
berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam puhasan tersebat,
kecuali jika menurut ketenhaan Undang-Undang barang bukh iho hamas
diram pas un hak kH]:'.lHanj_;m'l negara atan dimusnahkan ataun Jdirnsak
sehingga fidak dapat dipergunakan lagi” Walaupun Putusan hakim vang
berkenaan denjzan barang bukt dalam ptrakieknya hanya dikembalikan
kepada pihak vang paling berhak, dirampas unhik kepenfingan negara atan
dimusnahkan atan dirusak dan barang bukh diperfukan dalam perkara laim
maka khusas dalam perkala lingkungan diperlukan peraturan lain secara
konkrit mengenai cara pemusnahan barang bukti limbah B3,

Adanya kekosongan hukum karena eksekust mengenai barang bukti
termasuk limbah T3 tidak dibahas dalam KUTTAP maupun Undang-Tindang,

Moomir 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

1 Achmnad Al Menguak Teor Cnkon: (Legal Thearv] dan Teont Feradilen Codicalradence], Kencanz Frenada Mediz
2012l 55

(e A Tiezevedd, Cmmiral Eafarcement of Crcroomental Lo general introducion, investigabon and poosesezion
(ke Sidel: Parr Qe gevsere] incraducticon on aevraemental oomend low enfoocement, CULA, Sakabusad, 19 24
Fzbrzard 20000, hal on

{renrge Whnte Pabon, & Text Dol ef Jurispredence (Omford at the Clareedon Press, Amen [lonse 1952, hal. 155,

L
e
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Hidup, aparat penegak hukum vang menangani perkara ferkait limbah B3
harus retap memperhatikan asas-asas vang ada dalam ULT No. 32 Tahun
2004, sedangkan pelaksanaan eksekusi barang bukti terkait limbah Ti3 oleh
jaksa dilakukan sesuai bunyi amar putusan hakim, pelaksanaannya harus
dilakukan namun petunjuk pelaksanaannyva berstandar dan mekanisme
belum ditentukan dalam KUHAP maupun peraturan Mahkamah Agung
atan SOF (Standar Operasional Prosedur) dari Kejaksaan Rl sebagai banhaan
bagd jaksa dalam melakukan eksekusi imbah B3,

Dari uraian di atas diperoleh kenyataan bahwajaksa dalam kedudukannyva
I;:ebagai F:"il'l ak yang m I;'T\:’,:';‘i—'!k&iif!kl] gi lakim pi:flﬁna kera]'.u menenl kesulitan
dalam

mengekskusi barang bukt. Kesulitan tersebut berpangkal dari
kekosongan hukum mengenail mekanisme dan prosedur pelaksanaan
eksekusi barang bukti, khususnya terhadap barang bukti Bahan Berbahaya
Beracun (B3). Infuk barang bukti yvany fdak menemui kesulitan karena
Lindang-UIndang mengafur secara jelas. Kekosongan pengaturan khusos
mengenai barang bukb Gahan Berbahaya Beracun (B3] berpotensi
menimbulkan kekacanan di dalam lapangan hukum ekselkus puhasan.

UL Mo, 32 Tahun 2009 terdapat aturan bagd setap orang vang melakukan
pencemaran danfatan perusakan lingkungan hidup vaitn dengan wajib
melakukan penanggulangan pencemaran danfatan kerusakan lingkungan
hu‘]up serta 1'.!.'-1.1111111'hm1 I-'l]11t'|:'-i'i ]1':1;_71-;111‘15_;311 111'(]111'.!. Fﬂn;_;hi—!nﬁan s e
pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, rehabilitasi ataw
restorast vang kerdapat dalam Fasal 33-54 LU N, 32 Tahun 2002 diterapkan
oleh WA dalam putusan kasasi terhadap P'T. Tndo Bharat Raven vangs
terbukh secara sah melakukan tindak pidana lingkungan dengan pidana
denda Rp. 2 Milyar dan pidana tambahan melakukan pemulihan atau
pembersthan rawa kali mati dari limbah Bahan Berbahava Beracun (B3) ke
kimdisi semula. Tentunya eksekust dard jaksa adalah menjalankan putusan
hakim yany telah berkekuatan hukum tetap tersebut sesuai denggan tata cara
pemulihan fungs lingkungan hidup dalam peraturan pemerintah.

Ekselons Putusan MA tentany tindak pidana lingkungan lndup terkait
limbah B3 harus sesoan dengan teor keseimbangan, Sistern hukum Indonesia

mengrenal pandangan vanyg dikemukakan aleh Thdik Endro Purwoleksono
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vang mengemukakan bahwa mjuan pemidanaan dibagi menjadi 4 (empar)
golomgan vakni teori absolut atau teori pembalazan, teori relative atau feord
hajuan, teori galimgan dan reori keseimbangan '™

Adapun pekek pemikiran feori keseimbangan vang dapat diadopsi
hakim dalam memutus barang bukti terkait limbah 3 adalah tidak
mengabaikan hak-hak korban dari findak pidana lingkungan vaitu manusia
dan makhluk hidup sekitarnva, Penuntut umum dalam mengajukan
hamhatan kepada terdakwa juga mempertimbangkan masalah bunbatan
mengenai barang bukt limbah B2 dengan memperhatikan kepentingan
korban vaitin manusia dan makhluk hir.'ul'.l L—:eki’rar‘n}-'a.

Hakim men AT COTOTEE dari tmdan g—ut‘ldang vang herigi aturan vang
berfumgsi mengahr masyarakab, Menumat Tlans Kelsen, hukum adalah
sebuah sistem norma, Norma adalah pernvataan vang menekankan aspek
“seharusnva” atau das zollen, dengan menyertakan beberapa perafuran
tentang apa vang harus dilakukan. lamun unifuk menujue hukum yang des
aeir maka norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberafzf.
Tiila terdapat kekosongan hukur maka adanya pelaksanaan ataran terselat
menimbulkan ketidakpastian hukum, =

Analisis beberapa putusan pengadilan berkaitan dengan eksekusi
putusan limbah B3, Kedua putusan tersebut di atas memiliki perbedaan
vaiha untuk perkara Putusan Pengadilan Nomor T3P BTIT2006 TN Pwk
terdalowa PT Indo Bharat Ravemn vang diwealal oleh Sibnath A;_famra"a selakin
Mhirektur Finance FT Indo Bharat Raf,-'qm r'nt;-njah:lhkan putusan mengenai
baranyg bukt terkait Bahan Berbahaya Beracun (B3} divampas untuk
dimusnahkan karena barang bukti yvang diajukan oleh Permnfut Limum di
depan persidangan sudah selesai dignmakan dalam pembukbian perkara
dan tidak ada keperluan pemeriksaan laboratoriom kembali serta sudah
Hdak memiliki nilai ekonomis lagi maka harus dinyatakan dirampas untuk
dimusnahkan. Bahwa karena selurnih barang bukti tersebut sudah selesas
digunakan dalam pemeriksaan perkara ini, dan Hdak dapat dianibil nilai
ekonomisnya dengan cara dijual lelang, maka hakim menyatakan barang

bult tersebut dirampas untuk dimusnahkan.,

w

[adik Endro Frreolelzsono, 1olazm Fradaca, Adangga Unbearsity Fress 2008, hal, w2 91

* o Perrr blahmues Maraeln, Pengaover Jnea 1hckam (Remcan: Franads Media Group 200e), hal. 158
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Lintuk Purusan Pengadilan NMomor 2560 K155 LH2015 atas nama
Terdakwa PT. KOYAMA CASTING INDHOMESTA (T, KCT) yang dalam hal
ini diwakili oleh Shigemi Kovama, puhisan juder factie terkait barang bukh
(zram Desi sebanyak 500 (lima ratus) ton yang terbkagi dalam 2 {dua) jenis
limbah gram besi basah 100 (seratus] ton dan limbah gram besi kering 400
fempat ratus) ton dirampas dan dilelang untuk negara, Penuntut Umam
keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang vide
Pengadilan Tinggi Bandung vang menetapkan barang bukh tersebut
dirampas dan dilelang oleh negara, dalam memori banding dan memori
kasasi Jaksa/Pernuntut Unam memberikan a]a-,;;ann}'a terkait haraﬂl::; balH
karena serelah "-.'Ta]'eli:;i Hakim Fﬁﬁgadi]aﬂ Negeri K.afawar'lg beserta [aksa
Penunhat UTmum vang disaksikan sendiri oleh ferdakwa melakukan
persidangan di Lokasi Penyimpanan Limbah B2 di T'T. KOYAMA CASTING
INDOMESLA (PT. KCT) barang bukti tersebut sudah lengket dan karatan
sehingia tidak dimungkinkan untuk dipergumakan kembali dan dapat
membahayakan lingkungan sehingiza Jaksa/Penuntut Umum menuntut
supava barang bukh tersebut dirampas untuk dimusnahkan sesuat dengan
tuntutan Taksa, namun permohonan Taksa Tenuntat TTmum tersebut ditolak
dan memerintahkan barang bukti untuk dirampas dan dilelang untuk
negzara. [al tersebut bertentangan dengzan aturan dalam FPasal 45 ayat (4}
KUTTAT menyebutkan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau
:]1'131'3115_1 tfidak termavuk dalam ketentuan ayat {1). :fliram]':aﬁ untuk
dipergunakan bagi kepentingan negzara atau untuk dimusnahkan.

Barang buktlvang dalam amar putesannya divampas untuk dimusnahlan
dalam putusan Pengacilan Megeri Nomor 113/ Pid B/LH2016/ PN Pwk
dengan pertimbangan selurubh barang bulkti bersebut sudah selesai digunakan
dalam pemeriksaan perkara, khususnva untuk keperluan permeriksaan
laboratorinm dan sudah tidalk memiliki nilai ckonomis lagi, akon
menimbulkan akibat pencemaran lingkungan kembali bila dalam
perlimbangannva hakim lidak menjelaskan bahwa dirampas wntuk
dimusnahkan tersebul harus scsuai dengan peraturan yang berlaku dan
dilakukan oleh pihak vang memperoleh izin dalam pemusnahan limbah B3
serta memiliki teknologl pemantaatan limbah B3, yang semua hal tersebut
dibawah pengawasan |aksa/Penuntul Umum sebapgal eksekulor can hakim
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vang memuius perkara tersebul agar para aparat penegak hukum vang
menangani kasus lingkungan terhindar dari perusakan dan pencemaran
lingkungan kembali.

Pertimbangan hakim tersebut dalam memutuskan barang bukti
seharusnya mengkaitkan dengan prinsip-prinsip Deklarasi Rio 1992, yaitu
asas pertanggung jawaban negara, keterpaduan, kehati-hatian (precautionory
principle), keadilan, pencemar membavar (polleion pags procemle), partsifatit
dam kearifan lokal (focal prsdos princgle), Pengadopsian im adalah meropakan
politik hukum vang penting karena dapat memperkuat kepentingan
Fﬂngﬁﬂ olaan |1'1'|}_;ku'r15::a1'| ]11':]111:! manakala berhada pan dengan kap—_ﬂnt‘ingan
ek f,fn'ugl-:a F:-r-,'m:]r-_'k, whihgga hakim dalam rnt;-ngadﬂi lrlerkara-l'.-erkara
limgkungan hidup dapat menggmmakan pringip-prinsip tersebut untuk
memberikan perhatian atas kepentingan pengelolaan lingkungan hidup
vang tidak diperhatikan oleh pelaku usaha atau pengurus badan usaha.

Berdasarkan politik hukum lingkungan hidup maka pubusan terkait
barang bukh harus dijanhkan secara pro nahura (pro lingkungan hichap)
baik terhadap sefiap pubisan vang terbukt manpun vang; Hdak terbukh
bersalah, namun bila hasl laboratorium menunjuklan barang bukf tersebut
mengandung Bahan Berbahaya Beracun [B3) maka putusan hakim sebaiknwa
adalah barang bukt yanyg mengandung B3 dari negara lain tersebut
dilakukan Ee-Ekspor ke Megara asal dengan biava dibebankan pada
terdakwa m—!hagai in'upt:.uﬁr 1111-5?1]11].-'51 karena Tndonesia hukan tempat
pembuangan limbah B3, Fasal 6% avat (1) hurof ¢ dan d U Mo, 32 Tahun
2009 telah tegas melarang perbuatan tersebut,

Fila barangy bukt limbah B3 bukan dan perkara ekspor impor maka
putusan hakim seharusnva dirampas unfuk dimusnahkan oleh pihak ketiga
vang mempunyai ipn dalam peneelolaandpemusnahan limbah B3 dengan
biava dari terdakwa agar tidak memberatkan eksekutor (kenangan negara).

Mengrenat pertimbangan hakim akan perbuatan terdakwa vang dapat
merusak linglkungan hidup dengan memperhatikan keadilan yany berlakn
memurat hukum dan rasa keadilan yang ada dalam masvarakat maka majelis
hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai barang bukt B3 akan sesuan
dengan prinsip-prinsip hukum untuk perlindungan lingkungan dan

pembangunan sehingira termuat amar putusan yang dirasa adil dan
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seimbang bagi lingkungan hidup termasuk makhluk hidup vang ada di
dalamnya, Hakim memegang tanggung jawab negara (sfole responsibiliiy)
untuk menshukhirkan seharnh proses eksekusi oleh Jaksa Tenumhat Umum
sehingga peranan hukunm yaitu menjamin adanya kepastian hukum dapat
tercapai, '

Mahkamah Agung telah berinisiatif menerbitkan Perma No. 13 Tahun
2016 suma mengzisi kekosom gan lukum tersebut dan mendorong efekBvitas
penanganan perkara pidana dengan pelaku Kerporasi danfatau Pengnaras.
Perma ini berfungsi sebagai pedoman hukum dalam penerbitan, pengaturan,
pengisi kekq}ﬁungan hukum, dan penrip[‘aan lukum dalam konteks
peEngem hanga:'l hulkom Tndomesia™ Kedudukan Perma diatuar dalans Fasal
AT Mo, 14 Talum 1985 rentangg Mahkamah Agung yang menyatakan
bahwa "Mahkamah Agung dapat mengahar lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penvelenggaraan peradilan apabila terdapat
hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang®. Dalam
penjelasannyva disebuflan bahwa apabila dalam jalanmya peradilan rerdapat
kekurangan atau kekosomgan hukum dalam suaha hal, Mahkamah Agmmg
berwenang membuat peraturan sebagal pelengkap untuk menggisi
kekurangan atan kekosengan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah
Ay berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyvelesaian suatu
soal yang behaom atau Hdak diatur dalam Undang-undang ini. " Tlalam hal
i peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan
preraturan vang disuson oleh pembentuk Undang-undang. Penvelengraraan
peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya memupakan bagian
dari hukum acara secara keselunrhan, Dengan demikian Mahkamah Agange
tidak akan mencampuri dan melampan pengaturan rentang hak dan
kewapban warga negara pada vmumnya dan Bdak pula mengatur sifat,
kekuatan, alat permbuktian serta penilaiannva ataupun pembagian beban
pembuktian.

Berdasarkan Pasal 79 UL Mo 14 Tahun 1985 temtany Mahkamah Agpanye
tersebut, sebenamya fungst rede smoking perser Mahkamah Agung berasal, Jdi

mana Mahkamah Amung dapat membuat peraturan mengenai penyvelesaian

= Ik Monheddinag, Beselars Pubasan Tiedak Bydara Denglmangar, Mediz Toris: %ol 2 Mo 1, Tehruar 2018 67
= Foezen, Perenen PERMA don EDRIA sebagan Pengist Kekosongen 10czam Indecesia Menupe Terwajudomwa
Feradilan yong Agang, Telmrka: Kemeama, 2005, hal
Penjelasen Pesal 72 Undang Undang Hanzer 14 Telvon 1265 seneaeg babkarnaly Agang.

Rabricla Eelivasyi o« PERESARSS HURLMA LIRS (LR AR EEPIDAMAGH 31'1



suahu perkara vang ridak diatur dalam undang-undang. Tenm zaja
kﬂt-'f—_lnﬂngan i mga lgr-_'henar'n:.-'a didasari atas ketentuan Fazal 10 TIL Mo,
48 Tahum 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang di dalammya rerkandung
pringip hakim tidak boleh menclak suatu perkara dikarenakan belum ada
atau tidak jelas hukummnya ™ Oleh karenanya, Perma mengatur tentang
mekanisme pemidanaan kotporasi beserta kemungkinan jika korporasi
terselubmelakukannva secara grap atan gabungan, baik dalam perjalanarmya
terjadi peleburan maupun pemisahan, Bahkan mekanisme pengermbalian
azef hasil tindak pidana korporasi juga tidak lupuf dari pengaturannva,

Menurit Perma, dalam hal tindak Fi:]ana dilakukan oleh kr_wpm'.a-;xil
dengan melibatkan induk Korporasi danfatan Korporasi subsidiari dary
atau Kenporasi yang mempunyai hubungan dapat dipertangaungjawabkan
S40CATA Pit].ana L5131 -r]ﬂ:n;_fan peran rna';;mj_;—rna.'_ainls:.""“ Talam hal 1‘[-"1'_;|F.I|Z]'i
pengeabungan atau peleburan Korporasi maka pertangmingjawaban pidana
dikenakan sebatas nilai harta kekayaan atau aset yang ditempatkan terhadap
Eorporasi vang menerima penggabungan atan Korporasi hasil peleburan.™
Malam hal kerjadi pemnisahan kotporas, maka pertanggungjawaban pidana
dikenakan terhadap korporasi vang dipisahkan dan/atau korporasi yanyg
melakukan pemisahan danfatau kedua-duanva sesuai dengan peran vang
dilakukan. ™ Dalam hal korporasi sedany dalam proses pembubaran, maka
pertangmmgjawaban pidana tetap dikenakan terhadap kerporasi yang akan
dibukarkan.'™

Rilarmana terdapat kekhawatiran korporasi membubarkan dirl denggan
tirjuan imhak menghindari pertanggmngjawaban pidana, baik vang dilakukan
sesndah mavpun sebelum penvidikan, Ketua Pengadilan Megeri atas
permintaan penyidik atau pemantut umum melalui suato penetapan dapat
menunda sewala upaya atan proses untuk membubarkan korporasi yang
sedanyg dalam proses hukum sampai adanva putusan berkekoatan hukum

tetap. Penetapan pengadilan tersebut hanya dapat diberikan sebeham

v Adi Cahyads, “Redadukos Surer Sdacan Mahlameh Agang CSERA dalan: Dlukui Posif Ledanes it
medleseliecanyediapublicabons 35078 10, dlalses toggal 10 Me 2014

Fesal & #erararan Mahkomah Agong hoonor U3 Telon 2006 entang Taka Ciara Feoarganay Perckor Tindek Pidane
alsh Keoraarast

Fosal 7 ayen (L Pararoran Mahkanih Agang Momor 15 Tahues 2006 rencarg Tara Cara Fenanganan Parkara Tisdalz
Firéana alzh Heporast.

Fomal 7 gpen (20 Pararoran dahkanh Agang Momor 15 Tahus 2006 tencag Tara Cara Fenanganzn Parkara Tindalz
Fréana alzh Heporast.

Fomal 7 gen (0 Pararoran dahkanch Agang omor 15 Tahus 2006 tencag Tara Cara Fenanganzn Parkara Tisdalz
Fréana alzh Heporast.

A
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permchonan penundaan kewajiban pembayaran ukang atau permohonan
pailit didaftarkan, Namun demikian, penetapan pengadilan fidak dapat
diajukan terhadap korporasi yang bubar karena berakhirmya jangka waktu
sebagaimana ditentukan dalam dokumen pendirian.’™ Bagi korporasi vang
telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, menuarut
Permia ini terhadap aset milik korporasi vang diduga digunakan untuk
melakukan kejahatan dan/atau memipakan hasil kejahatan, maka penegakan
hukummya dilaksanakan sesuail dengan mekanisme sebagaimana diatur
dalam peraturan penmdang-undangan.'™ Gugatan terhadap aset yang
dimalksnd tersehbnt :flapa’r :]iajulcaﬂ I'r,-zrha:]HF- mantan pengurs, ahli waris,
aran Pihak kel‘iga yang menguasai aset milik kr_ﬂ'lm:nr'a'_-li yang, telah bnbar
tersehua b’

Berkaitan dengan harta kekavaan korporasi vang dapat dikenakan
penyitazn Perma menetapkan adalah benda sebagaimana dimaksud dalam
KLIHAT. Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda vang dapat lekas masak
atau yang membahayakan, sehingga Adak rmmgkin untak disimpan sampai
putusan pengadilan terhadap perkara vang bersangkutan memperoleh
kekuatan hukum tetap atau pka biaya penvimpanan benda tersebut akan
menjadi terlalu tinggi atau dapat mengalami perumunan nilai ekonemis,
sefanh roumngkin demgan persetujuan fersangzka atan knasanya benda tersebut
dapat diamankan atau dilelang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.”™ TTarta kekayaan vang dilelanyg, tidak dapat dibeli
oleh tersaneka atay terdalowa danfatau pihak vang mempunyai hubungan
keluarga sedarah sampai derajat kedua, hubungan semenda, hubungan
kenangman, hubimgan kerja/manajemen, hubunggan kepemilikan dangatan
hubungan lain dengan tersangka atau terdakwa tersebut. Ddalam hal henda
sitaamn, tersebut, telah dilelang dan penetapan tersangka terhadap korporasi
dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan atau penvidikan maupun
pemuntutan tethadap korporasi dihentikan berdasarkan surat penetapan
penighentian pemyvidikan atan Tasal 45 avat (1) Thndang-Tindang Nomor &
m tlalranzah Agueg ocnar L Tahen 2006 bentang Taka Cava HMenanganan Feokena Tiedal Fidaa

cleh Korpoas.

Faseldavab (17 Feraturan kabzamah Agueg Momar 13 Telon 2000 tentang Tata Cara Penangaran Ferlmara Tindak
Hdena aleh Korpores

Fasald avat 2] Feraturan kabzamah Agueg Momar 13 Telvon 2000 tentang Taka Cara Penangaran Ferlzara Tindak
Hidena aleh Korpores

Fasald avab (3] Feraturan kabzamah Agueg Momar 13 Telon 2000 tentang Taka Cara Penangarcan Ferlzara Tindak
Hdena aleh Korpores
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Tahun 1981 rentang Hukum Acara Midana. penuntitan, maka uang hasil
penjualan lelang barang sitaan harus dikembalikan kepada vang berhak
paling lamhbat 30 {tiga puluh) hari sejak puhisan praperadilan berkekuatan
hukum tetap atau sejak surat penetapan penghentian penyidikan atau
penuntutan berlaku, Dalam hal benda sitaan tersebut telah dilelang, nanun
berdasarkan putusan berkekuatan hukum terap dinyatakan benda sitaan
tersebut Hdak dirampas untuk negara, maka vang hasil penjoalan lelang,
barang sitaan harus dikembalikan kepada yang berhak paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, Dalam hal dari
Fq-,-n'_.firn]janan uang hasil ]E:]ang benda sitaan tersebuat ’re.r:]apa’r ]::-11115,_';3
keunh_mgan maka perampasan akau Pmﬁgem.'::-ah'an 1Jangha'_-1i1 I&ﬂang henda
sitaan juga disertai dengan bunga keunhmgan vang diperoleh dart
penvimpanan nang hasil lelang benda sitaan bersebut. ™~

Fada tahap putusan pemidanaan, hakim dapat menjatuhkan pidana
terhadap korporasi atau pengpnus, atau korporasi dan penguris. Hakim
dalam menjatuhkan pidana tersebut didasarkan pada masing-masing
undang-undang yang mengzatur ancaman pidana terhadap korporas: dan/
atau pengnuirus (Fasal 23). Talam konteks pengaturan i, Perma memenuhi
koridor/batasan kedudukannya vang tidak boeleh bertentangan dengan
undang-undang. Sebagaimana dijelaskan sebelumnva bahwa peraturan
perundang-undangan vang mengatur konrporasi sebagai subjek tindak
pidana, Hdak merniliki kesamaan dalam rumusan pertanggungjawabanmya
di mana sebagian ada vang membebankan vanksi pidana korporasi kepada
pengurusnya (salah satunva ULT Mo 45 Tahun 2009 tentang Perikanan),
tetapi sebagrian lainnyva mengrabur bahwa pembebanan pertangmrmgiawaban
pidana ifujuga dapat ditanggung baik oleh penurus dan korporasi secara
sendir-sendin amaupun bersama-sama (sermisal TIUT Moo 3 Tahuon 19949
sebagaimana telah diubah dengan U No. 20 Tahun 2001 tentang
Pernberantasan Tindak Pidana Komipsi dan T Me, 8 Tahon 2000 kentang
Penoesrahan dan Temberantasan Tindak Mdana Penoucian Tang).

TTal yang sama juga ditentukan oleh Perma dalam mengatur jenis pidana
pokok dan tambahan (Pasal 25) terhadap korporast yaibo sesuat dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan (masing-masing). Selain itu

© Fosal L Perocuran Mahkameh Agang Momoe 18 Telon 2000 terang Torz Cara Prrangenan Perkarz Tindak Fidanz
alsh Koraarast
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dalam hal pufuszan juga demikian vaitu bahwa putusan pemidanaan dan
putusan bukan pemidanaan terhadap korporasi dibuar sesuai dengan
KITTAT. TTanva saja secara teknis diatur oleh Ferma hahwa puhisan
pemidanaan dan bukan pemidanaan vang dimaksud mencanbmmkan
identitas, yaitu: (a) nama korporasi; (b) tempat, tanggzal pendirian dan/atau
nomor anggaran dasar/akta pendivian/peraturan/dokumen/perjanjian serta
perubahan terakhir; (0] tempat kedudukan; [d) kebangsaan komporasi; ()
femis korporasi; (F) bentuk kegiatan/usaha; dan () idenbitas pengumis vang
mewakili (FPasal 21).

Secara teknis, kekhawatitan Pﬂnegak ki dalam hal ke]'m;;:h'an
hulkum acara 1:-;&::13 rahal_'- Pr—_ln}"iu:]ikan dan penunhitan dijawaly aleh Perma,
dengzan pengaturan bahwa terhadap kovporasi dandatan penguarus dapat
dilakukan secara sendiri-sendimi atau bersama-sama. [lalam hal korporasi
diajukan sebagai tersangka atau terdakswa dalam perkara vang sama dengan
pemrus, maka pengumis vang mewakilt korporasi adalah pengumas vang
menjadi tersangka atau ferdakwa, Sementara ibn, pengurus laimmya vang
tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili korporasi dalam
perkara tersebut (Fasal 15).

Mamun savangnya prosedur eksekusi putusan pengadilan terkait
dengzan kasus limgkungan hidup Hdak ada mengatur sebagaimana yang kita
maksudkan di atas, maka perlu disederhanakan agar pelaksanaannya Hdak
lerlarat-larut. .ﬁxltla]als_rl'i, kasus ]mj_;kunj_;an hidup lainmwva berus 1'.!:—*.1'!._5"“1'-
Berlarut-larutnva ekeekust putusan kasus lingkungan hidup antara lain
terjadi pada kasus kebakaran lutan dan lahan (karhutlay yang melibatkan
T Kalista Alam. Perusahaan tersebut dijabinhi hukomen denda Bpdsh milar.

Kasus terbam ialah dimenangkanmya sebagian gugatan Kementerian
Lingkungan [ Tidup dan Kehutanan (LT TK) terhadap PT Waringgin Agro Jayva
(WAT) dengan tuntutan sebesar Rpdit,a miliar, Cheekosi putusan tersebut
fuga terancam berlarut-larut jika pemerintah belum menemukan formula
vang lebih sederhana. Salinan putusan MA bami sampai ke penggigat
prinsipal memakan waktu berbulan-bulan. MA seharusnya juga dapat
mengoptimalkan laman khusus mereka vang seringkalt mengunggzah

putusan pengadilan lebih cepat daripada memberikan salinan putusan ke
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pihak penggugat, Mekanizme rersebut cukup knat dalam memberikan
informasi kepada publik dan pengpgugat.

Selain menungy salinan puhisan, kendala lain dalam melaksanakan
eksekusiialah respons pengadilan atas permehonan eksekusi, Dalam kasus
FT Kalista Alam, selama enam bulan Kementerian THE tidak mendapat
respons dard pengadilan, Selain kasus FT Kalista Alam, saat ini terdapat dua
kazus lain vang beluom diegksekust, vakni PT Merbau Pelalawan Testari (WPT )
dalarn kasas perambahan hutan dan PT Selat Nasik Tndokwarsa dalam kasus
pertambangan, -

Sementara i, 1191114-,-1'1'111311 f&'T‘lj:‘,'Fl]‘l METYLISLT mekanisne FM-,'n'n_ﬂ':th
kerazakan 11'11gln,11'|ga11, terutarna ferk a‘itdeﬂgan kasnsg karhntla, Perusahaan
vang dinyatakan bersalah atas kasus kebakaran hutan akan diwajibkan
untuk memulihkan kawasan hutan dan lahan yang terbakar dengan
pehmijuk operasional standar vang diterbitkan Kementerian LHE.

Sama dengan kasus pencemaran limbah, lanjut dia, pemerintah akan
memakai fim panel ahli inhtk menenhakan kriteria pemulihan. Setelah lahan
pulih, Amgsi kawasan tersebut masth akan dilihat lagi untuk Andakan

lanjutan.

2.4 KESIMPULAN

Fluelus terhad ap pubusan timdalk ]':idana ]1'11}_;1-;1111_&;311 h'ir]ul'.l rm-lﬁlc:i]'mn
telah diatur dalam KUTTAF dan UTT Mo, 32 Tahun 20049 tetapi masib dirasa
kurang lengkap karena masih mengalami kesulitan dalam prakteknya
sapertl halnya Timbah Bahan Bahaya Beracon (B3} vang dilakukan Jaksa
sebagai eksekutor hamas dengan cara Bdak pencemaran lingkungan kembali.
[ika putusan halam terkait barang bukti limbah B3 adalah dirampas untuk
dimusnahkan maka Jaksa dapat melakukan upava hukum banding dengan
alasan parhasan tersebut fdak sesuai dengan Peraturan perundang-undangsan
mengemai limbah B3 antara lain Undang-Tndang Momaor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelelaan Lingkungan Thdup serta Peraturan
Pemerintah Momaor 101 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Timbah B3 Mamun
jika putusan vang berkekuatan hukum tetap tetap menyatakan dirampas

* hadua Indomesta, Kames 09 Detrpar 2007 Sumber. hepsafnediaindon st coneread! detanl% 1557 aksekust kisas
lingkurgan hidos perde desederharaken
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untuk dimusnahkan maka eksekutor harus segara melaksanakan pufusan
tersebaat,

Terlihat dalam putusan findak pidana limbah Bahan Berbahaya Beracun
(B3} dalam Futusan Pengadilan Nomeor 115/Fid BT HZ2016N . Pwk, atas
nama terdakwa T, Indo Bharat Rayon dan Putusan Pengadilan Nomor
2560 KPR, SUSLHS2015 atas nama terdakwa PT. Koyama Casting
Tndonesia, akim Hdak mempertimbangkan keterangan dar beberapa saksi,
ahli dan hasil laboratorium bahwa barang bukh limbah T3 tersebut dapat
membahavakan bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia, dalam
putusan hakim dan ]'H-,-r['i mbant;ﬁn hakim MeETEen ai baran;:';huk’ri limbhah 2
adalah diraml,'las dan dimmasnahkan dan diraml_'lasunh.ﬂ-: negaTa hal terselmt
tidak sesuai demgzan asas keberlanjuban [sustainable development) dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 200% tentang Perlmdungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup,
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BAB IX
MACAM-MACAM
TINDAK PIDANA LINGKUNGAN

ebapal perwojudan darl asas legalilas vang merupakan asas vang

perlama disebul di dalam Kilab Undang-Undang Hokum Pidana.

Fasal 1 aval 1 KUHFP, menyatakan: Suatu perbualan hanya merupakan
lindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu kelentuan
perundang-undang. Dalam bahasa Latin, asasini berburyi: nullum delictum,
nulla poena sine praevia lege poenali, maka hal ind berarli babwa sualu
perbuatan disebul sebagal tindak pidana apabila sudah ada pengaturan
vang mengkategorikan perbuatan tersebul sebagai perbuatan vang dilarang
atau dapal dikenai perlanggungjawaban pidana.

Macam-macam lindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan
kelenluan Undang-undang Nomor 32 Tabw 2009 lenlang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup vang telah dirumuskan dari pasal 98
sarnpai dengan Pasal 116 vaitu sebagai berikut:

1. Seliap erang vang dengan sengaja melakukan perbualan vang
mengakibatkan dilampauinya bakumutu udara ambien, balu mutu air,
baku mulu air laul, alau krileria baku kerusakan lingkungan hidup;

2. Setiap orang vang karena kelalaiannva mengakibatkan dilampaninya
baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mum air laut, atan
krileria baku keruzakan lingkungan hidup;

3. Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, bako mouatu emisi,
atau baku mutu gangguan;

4. Setiap orang vang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekavasa
cenetik ke media lingkungan hidup vang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan atau izin lingkungan;:

e Lo
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11.
12.

14.

16,

15.
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Sefiap orang vang melakukan pengelolaan limbah B3 ranpa izin;
Seriap orang vang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan
pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan;

Setiap orang vang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media
lingkungan hidup tanpa izin;

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayalh Negara
K esatuan Eepub]ik Indomesia;

Sefiap orang vang memasukkan limbah T3 ke dalam wilavah Megara
Kesatuan Republik Indonesia;

Eﬂ[‘iap OTATIT YANg Mema sukkan B3 vang :]ﬂaraﬁg menurat peraburan
1Jen111k{ang—11ndaﬂgaﬂ ke dalam 1-.'1'|._=|}'.ah T{tegara Kezatuan REF&U]_‘.I]'HC
Indomnesia;

Sefiap orang yang melakukan pembakaran Tahan;

Setiap orang vang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki

ixinn lin i.rlkun;:;an:

. &I‘iap OTANE VAN S IMEnyIsm amidal tanpa memiliki serbfikat kmﬂl_‘li:"l'ﬂ'l._'-\.‘i

penvusun amdal;

Pejabat pember ixin lingkungan yangs menerbitkan izin lingkungan
tanpa dilengkapi dengan amdal dan Pejabat pemberi izin usaha dan/
atau kegriatan vany menerbitkan ir7in nsaha danfatan kegmatan tanpa

dilengkapi dengan izin lingkungan;

B} E-FHFJ]:'.I- P:—tjaha’r ]‘.lt—'tTl’-'l-'TlF.H'l:.’_’l vang #']FTIH,FJTI sengaja tidak melakukan

pengawasan terhadap ketaatan penangoung jawab vusaha danfatan
kegatan terhadap perahran perundang-indangan dan izin lingkungan;
setap vrang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan,
menghilangkan informasi, merusak mformasi, atau memberikan
keterangan vanygg idak benar vang diperlukan dalam kaitannya dengan

pernrawasan dan penegakan hukom;

- Betap penangiung jawab usaha danfatan kegiatan vang tidak

melaksanakan paksaan pemerintah; dan
Sefiap orang vang dengan sengaja menceszah, menghalang-halangi, atan
menzagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup

dan/atau pejabat penyidik pegawai neger sipil.

PEAEGA AN HUELM LIHGEUHGA N KEPITANAAR <= Bahmida Friivani



Memurut Koesnadi Hardjasoemantri, ™ ketentuan pidana tersebut dibagi
dalam dua bagian, yaitu: Pertama, vaitu delik yang diatur dalam Fasal
41 UIUTPTIT adalah delik materiel. Yang perlo diperhatikan pula, adalah
balwea ancaman pidana diperberat apabila tindak pidana mengakibatkan
orang; mati afau luka berat. Penetapan luka berat dilakukan oleh tenaga
medis, Apabila Pasal 41 UUPLH adalah mengenai perbuatan dengan
sergaja, maka Pasal 42 UUPLIT adalah mengenai perbuatan karena
kealpaan, yang ancaman pidanya lebih ringan. Kedua, vaito yang diatur
dalam Masal 43 UUPLH adalah delik formil, yang lebilh memudahkan
p:ﬁmbukl‘ian Larena dikaitkan :]en:::aﬂ :]4—,'51;1'1']155 brdakan yang
memimbulkan pPENCE™Aran dan/atan Penisa kan ]i1ﬁgk11r1g._=|11 ]11'1']11}::- atan
membahayakan kesehatan nmum atan nyawa orang lain. Apabila Pasal
A3 UIUPTIT memgatur kentang perbuatan dengan sengaja, maka Pasal 44
LIUFLH dikaitkan dengan kealpaan, vang ancaman pidana lebih ringan.
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa yang dianggap
sebagai tindak pidana lingkungan hidup adalah (1) pencemaran
lingkungan hidup, (2} persakan lingkungan hidup, dan (3) petbuatan

laim vang melangmar ketentuan perundang- undangan vani berlaku

Berdasarkan ketentuan tindak pidona lingkungan di atos, pada dosarnva

kata kuna dan ketentoan pidana linglkungan adalah adanyva pencemaran

Lingkungan dan atau kerusakan lnglongan, Sehingga muncul perbuatan

pidana bila telah teradi pencemaran lingkungan dan atau kerusakan

lingkungan. Sehingga unsur terpenting dari suatu tindal pidana lingkungan

adalah adanyva pencemaran lingkungan dan kerusakan linglkungan,

Fumusan Fencemaran Lingkungan Hidup termuoat dalam Pasal 1 angka

14 UL Moo 32 Tahun 2009, vang unsur-unsur dart perbuatan pencemaran

lingkungan hidup meliputi:

. masuknyva atau dimasulkkannyvn makhluk hidup, zat, cnergi, dond
atau komponen lainnya ke dalam lngkungan hidup;

b dilakukan oleh kegiotan manuasia;

m

mclampai baka mutu lingkungan hidup vang telah ditetapkan.

1=

(s Gl AL
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Furmusan Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup termuat dalam FPasal
T angka 16 LI Mo, 32 Tahun 200%, yang unsur-unsur dari perbuatan
penusakan lingkongan hidup meliputi:

a. adanyva tindakan crang;

b yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat Asik, kimia, dan/atan havati lingkungan hidup;
yang mengakibathan melampani kriteria baku kerusakan lngkungan

1

hn‘]np-
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BAB X
KASUS-KASUS PENEGAKAN HUKUM
LINGKUNGAN KEPIDANAAN

10.1 PENDAHULUAN

Tijuan penepgakan hukum lingkungan ilu adalah dalam ranpgka
lercapainya peclindungan dan pengelolaan ling kungan hidup vailu berupa
lechincarnya lingkungan darl pencemaran dan kerusakan lingkungan.
Namun lakla yang lerckamn dalam benluk kasus-kasus hukum menunjukkan
lingkungan hidup kita sudah mengalami degredasi. Bahkan secara kasal
mala dapal dilihal lerjadinya berbagai bencana vang merugikan kehidupan
manusia mulai dari bencana asap, kekeringan, banjir, longsor, dan bencana
lainnya, Udara dan air vang merupakan unsur lerpenting dalam hidup dan
kehidupan makhluk hidup {lermasuk manusia) juga kian mengkhawealirkan,
Padahal, manusia mempunyai hak alas lingkungan vang baik dan sehal
vang sangal lerkail dengan pencapalan kualitas hidup manusia, sehingga
tidak dapat dikurangi dalam kendisi apapurn. Hak atas linglangan vang
baik dan sehal sebagai hak asasi manusia telah dijamin dalam Pasal 28H
LU 1945 kemudian dijabarkan lebih lanjul dalam Undang-undang Nomor
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam bab ind kita kemukakan kasus-kasus hukuam lingkungan hidup
vang menarik dan seringkali melibatkan korporasi {kecil hingga besar) di
Prowinsi Kalimanlan Selatan dan Provinsi Kalimantan lengah, Kasus hukum
lingkungan ini menjadi sorolan publik, karena lergambar penegakan hukum
lingkungan masih terlalu lemah. Muncul tudingan bahwa aparaft penegak
hukum “kurang bernyali” kalan harus menvidik kasus vang melibatkan

4173



korporasi. Harus diakui bahwa penegakan hukum terhadap korporasi vang
diduga melakukan tindak pidana memang tidak mudah dilakukan karena
biasanya modus operandi kotporasi secara terorganisit sehingea kejahatan
vang dilakukan pun fidak mudah diungkap, [itambah lagi, korporasi
acapkali “mengzandeng” tangan pejabat publik vang sedang berkuasa guna
mengamankan serta melindungi kepentingan bisnisnya, Besar kemungkinan
telah terjadi prakbk pemberian imbalan (suap) bagi si pejabat tersebut,

10.2  KASUS PIDANA SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN TEMGAH

10.2.1 Kasus Pencemaran linglkungan

Dacrah Danaw Sembuluh Kabupaten Seruvan Provinsi Kalimantan
Tengah, terdapat peckebunan Sowit. Pacda tabon 2000, Danaw Sembulah ing
masih termasuk wilavah Kabupaten Eotawaringin Timur, yang mana
lerdapal beroperasi 11 perusahaan perkebunan sawil vailu: P Agro
Indomas, 1T Lestart Ungeul Java, T Kridatama Lancar, PT. Mus] Rawas,
PlL.Bina 5awil, Pl Kerry Sawil, PL.Uni Primacom, I Hatl Prima,
PT.BumiHutan Lestari, I'TL5urva Barokahand PT.Lendon Sumatora
(Casson, 2000}, Dengan 11 perusahaan tersebut, diharapkan dapat
memproduksi 175200 Lon CPO pechard, dan 49.500 ton PEKO perhaci.
emerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berharap babvwa uang yang
diputar unluk produksi di alas adalah 2.4 jula Dolar Amerika dan Lerus
meningkat lagl pada tahun 2005 menjadi 10 juta Delar Amerika, Reconie
vy diharapkan diperoleh darl pajak perusahaan adalah Ep5.00K) perlen
minvak sawil vang diproduksi (Casson,2001). Sejak lahun 2003, Kabupalen
Kolawaringin Timur dimckarkan menjacli liga kabupalen, yailu Kabupalen
Kolim, Kabupalen Seruvan, dan Kabupaten Kalingan, Dari 11 perusahaan
peckebunan tersebut, beberapa diantaranya masuk kedalam wilayah
Kabupalen Seruvan, seperll PT Agro Indomas (PTAL, dan PI Kerey Sawil
Indonesia (11 TESL).

Kasus pencemaran lingkungan berupa limbah savwil di Danau Sembuluh,
Kabupalen Seruyan ini menjadi menonjol selelah muncul O11 oleh KPK
lerhadap sejumlah oknuwm anggela DPRD Provinsi Kallmantan Tengak.
Karena Anggola DPED Kalleng diduga mengelahud BAE menguasai lahan
sawil, namun perizinan diduga bermasalah, seperti HGU, izin pinjam pakai
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kawasan huftan, dan jaminan pencadangan wilavah. Suap anggota DR
it diduga terkait fungsi pengawasan TIFRDD.

Pencemaran di Danan Semnbuloh, bukan hanva limbah CPOHuga pupuk
dan pestisida dari perkebunan i sekitar lokasi, 5008 memperkirakan Kalteng
dicemari limbah pupuk bahan kimia (petisida) 4,1 miliar kg atan 4,1 juta
tom, Dengan asumsi luasan kebun sawit 1 juta hektar, dalam wakta tanam
sawit 25 tahun atau rata-rata pertabun dicemari 167 juta kg oleh bahan
kimia.

FPada 20146, KPE membuat kajian tata laksana mekanisme pengurusan
17in Pnfrkebunan sawik, vang nﬁelipuﬁ izin Iokasi, i71in 11'11}_;1-11111;:;311, izinu=aha
PH'k&‘-],‘IIIT.EH'l {TLTP), 5K pe]epa wan kawasan hutan dan HGL, Karena proses
pemberian irin dinilai sering tidak melihat kondisi sebenarnyva di lapangan
sehingza membawa dampak buruk bag lingkungan dan masyarakat.

FPernberian izin seharusnya harus melihat dan mengkaji apakah dilahan
tersebut terdapat ambut dalam atan tidak, telah dikelola masyarakat atan
belum, ferjadi impang findih dengan izin lain atan Hdak, sespai dengan
tata ruangy atau Hdak, hingga apakah dava dukung dan daya tampung
lingkungannva sesual atau tidak. Oleh karena itu perlu evaluasi sistem
perizinan pengelolaan sektor sumber daya alam ini agar tidak menimbulkan
kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pemerintah harus memiliki
Lapasitas dan keseriusan vang kuat dalam melakukan evaluast menvelumah.
F'Hnls;awa;-ian ]in;_;kun;_;an pumn Hdak dilihat hanva karena ada kasus, l'-i-'!fal'.li
proses pvaluasi dan pengawasan dilakukan secara periodik dan transparan.

- Isu Hukumnya:

Terjadi komtraverst pernyvataan dari Kepala Bidang Pengrendalian
Pemecemaran dan Eerusakan Lingkungan TTidup Thnas Tingkungan
TTidup Ealimantan Tengah, Arianto sebagan saks dihadapan TTakim
Fengadilan Tindak Fidana Korupsi Jakarta, Rabu (3051/2019).
Keterangan Aranto sebagal saksi dalam sidang kasus snap anggrota
DTRD Kalimantan Tengah menyatakan bahwa TT Binasawit Abadi
Pratama (BAT), selaku anak usaha Sinarmas fak terbukb melakukan

pencemaran lingkungan di Tanau Sembuluh.

Empat anpggota DPED vang jac tersangkn didugn menerima duit Bp
240 juta clari pengueas T BAL terkail tugas clan funpsi pengawasan Koimis
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B DFRDY Kalteng dalam bidang perkebunan, kelaranan, pertambangan, dan
lingkungan hidup. Duit itn diduga agar DPFRD Kalteng fdak menggelar
rapat dengar pendapat (RT2F) terkait dugaan pencemaran lingkungan akibat
limbaly sawil

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kalimantan Tengah, Arianto mengatakan,
anak nsaha Sinarmas vakni PT Binasawit Abadi Pratama (BAP) tak terbukt
melakukan pencemaran linghungan. TTal iha dikatakan Arianto saat bersaksi
di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Fabu (30/1/2019). Dia bersaksi
untuk H;-_l;a Pejaha’r Sinarmas vang didalwa menvuap anggota PR
Ealimmamntan Ten gah. Ada ]_:n.an}'ak parameter, k)i spha gian]_'lﬁ:arﬁ'lenunjukkm1
kualitas air masih di akas baku mutu lingkungan. Jadi kalan dari hasil
penelifian masih belum dikatakan tercemar, Menurnit Arianto, awalnya
[hinas LH membaca berita surat kabar mengenai dugaan pencemaran limbah
sawit di Danau Sembuluh, Senyan, Kalteng. Ada 7 perusahazn vang diduga
terlibat, salah saninya FT AP, Menindaklanjun berita i, Arianto dihagaskan
kepala dinas untuk mengecek langsung kondisi danau dan mengambil
sampel air untuk diuji di laboratoriom. Arianto kemudian meninjau lokas
bersama kepala seksi pemantauan kualitas lingkungan dan kepala seksi
pengendalian pencemaran lingkungan, “Kami ketermu Pak Camat dan kami
dipinjami speed boat untuk ambil smnpel di muara, di dekat desa dan satu
di danan. Jadi ada 3 stk Memarut Arianto, mereka ]'uj_;a MW aWancaral
camat dan nelawan serta penambak tkan yang ditermui saat mengambil
sampel air. Para nelayan mengatakan bahwa jumlah ikan vang mati di daman
tak sebanyak vang ditulis di dalam sarat kabar, Masyarakat juga tidak bisa
memastikan penvebab ikan-ikan vang mah. Sebab, saat musim kemarau,
menurut Ariante, warga sering; mermancing dengan alat yang sebenarmya
tidak diperbolehkan. Arianto mengatakan, setelah sampel diperiksa di
laboraturium Hdak diternukan adanya pencemaran air. Kimdisi aiv masih
di atas ambanyg batas normal. TH danan memang dikeliling pohon sawit,
tapi sebagian punva warga dan sebagian punvya perusahaan. Tapi lahan T'T
BAF masth jauh, sekitar & kalometer,

Adapun, tiga terdakwa dalam perkara i yakmi, Edy Saputra Suradja
salaku Wakil Divelctur Tama PTESMART Thk. Fdy juga menjabat Threkturf
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Managing Director F1' Binasawit Abadi Mratama (BAL). Kemudian, Willy
Apung Adipradhana selaku Dhrekhur Operasional Sinarmas Wilayah
Kalimantan Tengah TV, ¥V dan Gimungmas. Willy juga memjabat sebajai
Chief Execufive Officer (CEO) Perkebunan Sinarmas untuk wilayah
Kalimantan Tengah-Utara, Satu terdakwa lainnyva vakni, Teguh Dudy
Svamsuri Zaldy selaku Departernent Head Document and License
Perkebunan Sinarmas Wilavah Kalimantan Tengah-Utara.

Ketiganya didakwa menyuap anggota Komisi BDPRD Kalteng sebesar
Ep 240 juta. Menurut jaksa, pemberian itu diduga agar anggota Komisi [
DPED fidak melalukan ra pal‘ds—‘angarpen r]apﬁ[' farkaik :]ui;a Aam pencemaran
limnbah sawit di Danan Sembiahal, Sem}ran, Eal temgr, vang melibhatkan FT
BAT. Selain iz, agar Komisi T Bdak membahas masalah Hdak adanya izin
TTak Gumna Llsaha (TTGLD dan fidak adanya Trin Pinjam Pakai Kawasan Thatan
(IFFH}, serta belum ada plasma yang dilakukan oleh 'T BAF.

10.2.2 Kasus Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungon akibat ilegal logaing mencempali urolan portama
selelah pencemaran sungal akibal 'E'TL (Penambang Emas Tanpa lzin).
Provinzi Kolimantan Tengah, memilki keliavaan hutan vang luas dan bernilai
ekonomis tingel. Berdasarkan Data Kementerian Kehotanan tabwn 2009 dari
155.5600 Kilomeler persegl luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah lendapal
kawasan hutan scluas 9083 juta hektar. (Sadino, 2010:108). Sclain kebakaran
hutan, penebangan liar Jillsgal logging) adalah penvebal lerbesar kerusakan
hutan. Para pencbang liar vang semakin nekat merambah ke kawasan
konservast, bahkan Llaman naslonal lidak lupul dari jarahannya. Meski telah
dilakukan langkah proakiil pemerinlab daerah seperli mengadakan
lokakarya vang mengundang berbagai elemen masvarakal, namun belum
memenuhi harapan Inpres Momor 4 'Tabun 2005 tentang Pemberantasan
Megal Logming.

Persoalan Mizgal logaivs merupakan kasus lama yang dianggap memiliki
nuansa lerselubung, secara kasal mala dianggap ada semacam penyimpangan
hukum sebagai pemicw kontlik dari berbagal kepentingan ataupun inlervensi
politis dari pihak lerlentw, sehingga menjadi polemik vang sulil diberantas.
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Akibatnya rerjadi deforestasi yvang fermasuk tinggi di Provinsi
Ealimantan Tengah. Deforestasi vang fidak rerencana sebesar 661240 hekrar
lahan dan hutan di Kalimantan Tengah mengalami kerusakan.

Belakangan ini Pemerintah [*asrah serius untuk menghenfikan setiap
aktivitas iflegal logging, Warmun hal ini belum menyentuh secara keselunihan
FProvinsi Kalimantan Tengah. Dari penelusuran Badan Penelitian Aset
Megara Lembaga Aliansi ndenesia (BPAN TAT) melakukan investgasi ke
wilayah Desa Manunggal, Kecamatan Sanaman Mantikei Kabupaten
Eatingan Provinsi Kalimantan Tengah Salbiu (11/4,/2020).

Tirmn BPAM T AT men:]atqﬂﬂi lokasi handsaw yang, baru cj}'lerasin;n'ua] dan
ada dua alatherat. TSan}-'alc: kaj,.'u g&ﬂ omdon oam yang siap 1:-1'1'_1::] ulksi disebuah
bardsaw/sawrmnill yang diketahui adalab milik TTM — salah sata pengusaha
kayu olahan yang beroperasi di wilayah itu.

Suhendra seorang warga mengatakan, bahwa kayu-kayu tersebur
diangkut dari hutan potensi desa yang tak jauh dari lokasi bandsaw. Ada
juga dari Thesa Tumbang Pangka. TH mana kayu-kayu il memapakan jenis
kayu pilihan, kemudian diolah dengan berbagai ukuran untuk dijual
kembali. Wargza merasa keberatan adanva bandsaw didaerah im kerena
Hdak adanyva ijin dengan kepala desa dan semua pekerjanya dari luar desa,
wariza di desa ini Hdak ada sabupun vangg jadi pekerjamiya.

Sejak beroperasi dengan bebas, diduga sudah ada ribuan kubik kayu
jenis merant dan bengkirar yang merupakan jenis kayu dengan kualitas
baik, dislah di puluhan bandsaw di daerah ini. TTadianto sebagai kepala
Desa manungzeal pga membenarkan apa yvang disampaikan warga desanya.
Saat datany dikediaman TIRN di Tumbang Samba, Tim BPAN TAT Hidak
dapat bertermi dengan TTM pernilik bandsaw.

Dari data yang dihimpun BPAN TAT, diketahui bahwa Txn Usaha
Industri Primer TTasil TTutan Kayw (TUTPTTITE) dan ixin aperasi mesin
bandsaw somel di mana ada indikasi telah melakukan penampungan dan
prnolahan kava hasil penebangan vang tdak jelas.

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Trin Usaha Tndustr Primer TTutan
Moomor: PASMENTTUT-TL 2008 Tentang Tmn Usaha TTasil TTutan terindikas
dilangear beroperasinya oleh bandsaw fsavwmill di Kecamatan Sanaman
Mlantiker. (THT)
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10,23 Kasus Kebakaran Hutan

i Prowvinst Kalimantan Tengah termasuk Provins vang parah kasus
kebakaran hutan setelah Provins Riau. FPenanganan kasus kebakaran hutan
dan pambut, terutama penegakan hukum tampak lemah. Sebaran titik api
smdah ribuan, kebakaran hutan dan lahan sudah puluhan ribut hektar.
Sehamisnya, sebaran fitik api diitkoh penyegelan lahan.

Masifmya Hitik api ini sehamusnya ditkut penindakan hukum masif
dengan penyegelan kebun sawit dan kava. Pemerintah haros benar-benar
bekerja menangani asap ini.

Berdasarkan pantauan data satelit oleh Walhi, ada 3578 titik api periode
1 Januar-25 Agustus 2008, tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Rincammva,
2423 tihik api di Kalimantan dan 1,155 titik api di Sumatera. Bahkan, titik
api i terdeteksi pada kesatuan hidrologg gambuot (KTTG), sebanyvak 783 titik
di Sumatera dan 536 titik di Kalimantan. Dengan memperhatikan jumlah
titik api dapat dijadikan dasar bagg pemernintah untulk serus penanganan
karhutla, dengan memberikan sanks pidana maupun perdata kepada
korporasi pelangrimar,

Langkah penegakan hukum saat ini vanyg diterapkan hanva dalam
boentulk sanksi administratit sehingea tidak menimbulkan efek jera. Bagi
korporasi yanu diseret ke pengadilan jugga sedikit sekali padahal kalan mau
mengusut mudah dengan berangkat darn hotspot, maka bisa terlihat
perusahaan yang terindikasi. Jangan menvalahkan masvarakat, padahal
fakta menunjukkan tittk api banyak muncul di darah konsesi.

Kajian Walhi soal kelola rakyat di ekosistem rawa gambuat, di Sumatera
dan Kalimantan, menunjukkan kearifan lokal masyarakat dalam mengelola
chosistem rawa gambut sangat menghormats linglungoan. Bahkan pada
beberapa budava memiliki standar lebih tinggi dibandingkan aturan
permerintah vang memberikon batas maksimal kedalaman gambut tiga meter
dalam membuka perkebunan. [adi jangan hanva menvalahkan masyarakat,
apalag mencan-cart bahwa akbvitas tradisional menyebablan kebakaran
hutan dan lahan.

Pada September 2007, Tengadilan Tinge: Kalimantan Tengah,

mengabulkan menolak banding pemarintah, berarti menerima putusan
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FPengadilan Megeri alangkarava, yang antara lain memuskan, pemerintah
terbukti sah berzalah dan lalai atas kasus karhuta Kalteng 2015,

Demikian halnya kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang
melibatkan korporasi, selalu menjadi sorotan. i provinsi Biau, cukup
mencengangkan ketika Folda Riau akhirnya mengeluarkan 5P3 (Surat
Perintah Penghentian Penvidikan) terhadap 1% korporasi vang diduga telah
membakar hutan dan lahan.

T Tarnbi, komdisinya nyaris serupa. Meski mengalami kabut asap vang
sangat hebat akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 lahs, hingza kind
penega kan luakum ferha:]ap lcr_wpura =1 yang :]iduli:;a terlibat masih
r]ipr-_'rtaﬁj,.'akan- Keinginar'l menjerat k-:_:nrl:-q}'r'a'_-ri yang, terlibat kasns Pi.:la.na
lingkungan hidup memang sungguh Hdak mudah direalisasikan. Meskipun
ada kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup di kalangan
aparat penegak hukum, faktanya tak mudah menjerat pelaku. Mavoritas
terdakwa pidana linglungan hidup yang dibawa ke pengadilan justni bebas
atau hanya dihukum percobaan.

Shaifuddin Akbar, Kasubdit Penvidikan Perusakan Lingkungan TTidup,
Febakaran TTutan dan Tahan Eementerian Lingkungan TTidup dan
Eehutanan pernah mengatakan, dari 70 kasus pidana lingkungan hidup
pericde 2012-2015, 43 persen terdakwa divonis bebas; 4 persen hanya
hukuman percobaan; 2 persen onslag van gewijsde (lepas dari tuntutan
hukum]; dan 2 persen tunhitan diklak. TIFJH}-'.-'.I 13 PETEET) P:—*]aku dihukum
penjara dan denda (hukumonline.com]).

semnada dengan hal tersebut, laporan tahunan Mahkamah Agung (hMA)
periode 20092011 menunjukkan kecilnva jumlah kasus kehutanan vang
sampai kepada MA serta rendahnya hukuman vang dijalihkan. Mesk:
iromismya, permasalahan dewradast dan deforestasi hutan serta permasalahan
sumber dava alam dan lingkungan justru semakin parah dan banyak munool
ke permukaan.

Tahun 20043 terdapat 106 kasus yanye diputus MA dengan persentase:
putusan bebas (11 %), pubasan penjara kurang dani 1 tahun (24 %), dan
putusan penjara 1-5 tahun (75 %) Tahun 2000, berlkurang menjadi 6 kasus
dengan persentase: putusan bebas (9 %), putusan penjara kurang dan 1

Ll

tahum {24 ) dan putusan penjara 1-3 tahuan (67 %), Tahun 20071 hanya ada
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42 kasus yang diputs MA dengan persentase: putusan bebas (14 %),
pufuzan penjara kurang dari 1 tabun (29 7%} dan puthasan penjara 1-5 tahun
(57 %)

10.3 KASUS LINGEUNGAN HIDUP DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Kalimantan Selatan merupakan wilayah dengan indeks kualitas
]ingknngan ]11'-:']1,|P (TETIT) Pa]i:ng ik di Pulan Ealimantan. Penilaian ]'m-rla
tiga tahun terakhir menunjukkan nilainva meningkat, namun masih di
bawah rerata nasional. Pada tabumn 2007 (69, 538) milaimya sedikit di atas rerata
nazicmal (64,46). Penyebab utama rendahnva koalitas lingkungan fersebut
adalah kualitas air dan kualitas tutupan lahan yang buruk. Kondisi ind
metupakan dampak dari aktifitas pertambangan yang Bidak terkontrol
dengan baik. 5alah satu wilayah di Kalimantan Selatan dengan akfrifitas
pertambangzan vang tinged adalah Tanah Fumbu, Memarat data Walhi (fahom
2015 tercatat bahwa usaha pertambangan bahihara yang mengajukan izin
sebanyak 37, namun yvang lolos izin hanya 4. T=in pinjam pakai kawasan
hutan sekitar 15634 ha, kenvataannya vang digunakan mencapai 132056
ha. Sebuah pelangizaran yang amat serius, Namun aktifitas dilapangan tetap
dilakukan secara masif. Sebagian besar industri pertambangan uga Hdak
memiliki sarana Penl}_;t-ﬁlqﬂaan limbah, apa]ag‘i mcdns rak:.-al'],'ang melakiikan
]'n—tnls_rlamhi]an bkatubara secara mandir. Pi—‘.ﬂj_:‘l—']i_ﬂ.-‘.lal‘l limbah yany fidak

dilakukan dengan baik, past akan mencemar lingkungan.

10031 Pertambangan batubara

Aklivilas penambangan batubara akan meninggalkan limbah berupa
logam-logam beral. Logam beral seperll merkuri, arsenik, nikel, mangan,
dan lainnva dapal terlinggal dalam lobang-lobang galian, Lobang yang, Lerisi
alr biasanya akan memiliki nilai pH vang sangal rendah (2-5). pH vang
rendah bersilal sangal asam, sehingga dapal menyebabkan korosill pada
lulang, pH vang terlalu asam menvebablkan air pada kelam—kolam bekas
lambang lidak dapal dimanfaatkan karena beracun, Dampak lebih buruk
akan terjadi jika air pada kelam bekas lambang merembes ke air lanah
maupuwn air permukaan. ncdeks kualitas ale di Tanabh Bumbu pada tahun
2016 pada kalegor? sangal kurang, Banjir merupakan salah salu dampak
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vang nvata dirasakan, Pemicu salah satunya adalah sedimentasi akibat lahan
kritis,

Penuhipan vegetasi kurangg dari 25%, fepograf dengzan kemiringan lebih
dari 15%, telah ferjadi erosi lembar dan erosi parit {Kurmnia, dkk).

Terdasarkan luasan lahan kritis, Kalimantan Selatan menjadi uratan
ke-26 dengan toral luas lahan sekitar 640.70% ha, Penvumbang terbesar
adalah Kabupaten Tanah Bumbu dengan Tuas lahan kritis sebesar 11%9.753,2
ha (24, 5% dibagi dalam kategori sangat kribis seluas 35.456,4 ha dan kategor
kritis seluas 84.2%6,8 ha (kanalkalimantan, 2007

Akhvitas pl-_'T['ambanj_;an rneninm:alkan h,:lmpuk an tanah dan hﬂ::-an;.j-
]ubang]:-ekas gah'.an vang dilvarkan terbuka ]jegim zaja. Salal sahn {Eaml:-al:
vang; diimbulkan adalah dampak hidrologis. Dampak tersebut antara lain
adalah sedimentasi vang dapat menyebabkan pendangkalan sungai,
tergangeunya infiltrasi air hujan vang dapat menurunkan pasokan air tanah,
dan pencemnaran air. Upaya pemerintah daerah unbuk mengatasi hal tersebut
adalah pembentukan forum DAS, pengawasan izin nsaha, naturalisasi
sungai, dan pemantauan kualitas lingkungan. Pernantauan dan pengawasan
usaha pertambangan vang ketat menununkan aktivitas pertambangan vangg
serampangan. Waturalisasi memperbesar volume sumgai untuk menampung
ait limpasan, dan memperlancar aliran ke laut. Pemantauan kualitas
lingkungan dapat mengetalui sumber pencemaran, mengendalikan, dan

melakulan P:—nﬁndakm’: k:—tpada ]'u-r]aku pENCEmaran.

10.3.2 DAS

MNormallsasi sungai dilanjutkan dengan penambahan panjang sungal.
Pengayaan vegelasl Penanaman kembali lahan-lahan kritis dengan gerakan
menanam pohon secara screntak. Perlunya kajian lerhadap rehabilitasi hutan
dan lahan berdasarkan kelas kemampuannyva, Mengembalikan [ungsi
kawasan lindung dan menambah luasannyva, Penerapan perkebunan
mullikullue, juga pembalasan luas perkebunan sawil (KPH, 2015).
bMenghenlikan ekspansi perkebunan kelapa sawil di kawasan rawa {walhi,
2015y, Penegakan hukum dan pengawasan perlambangan. Sanksi yang keras
lerhadap pelanggar aluran dan usaha lanpa izin, Peningkatan pemantlauan
kualilas lingkungan eleh nstitusi terkail, Pendekalan dan pendidikan
kepada masyarakal akan penlingnva pengelolaan lahan vang berkelanjulan.
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Penguatan kembali forum DAS vang berfungsi melakukan kajian dan
penataan nAas dengan PETENCANAAN Yang, haik dan Pen gr—_l]r_ﬂaar'l yang tepat.

10L3.5 Kasus Kebakaran Hutan

Pada tahun 2019 Pihale Kepolisian mulan bertindal techadap pelaka
poimbakaran hutan dan lahan. Bukan hanya perorangan namun juga
korporas aton perusahaan, Polda Kalimantan Selatan telabh menctaplan 20
pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagai tersangka, dua di antaranya
moerupalan korporasi. Keduanya merupakon porusahaan kelapa sawit,
Untuk penvidilan di lahan terbakar arca perkebunan kelapa sawit oi T
Nonead Intan Barakat (MIEY dan PT Borneo Inde Tand (BIT), daln kasus
korporasi.

Koz 20 nrang wersangka ini lerlangkap langan membakar laban oleh satgas
huliwm karhutla Polda Kalsel. Kedua perasahaon vang terscbut beralamat
di Kabupaten Banjar, Kalsel, dan dilketahud bergerak dalam perkebunan
siwil.

Penegakan hukum vang tegas vang diharapkan menimbulkan efek jora
dilakukan Polda Kalimantan Selatan dalam menindak pelaku pembakaran
lahian di arca milik korporasi.

Tersangka vang harus bertanggung jawal akan kami jerat Unclang-
Unelang Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana maksimal sesuai hasil
penyidikan dan gelar perkara nantinya,

Penyidik menerapkan Pasal 9% dan atau Pasal 99 Undang-Undang,
Republik Indonesia Nomor 32 tahan 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup,

Untuk Pasal 95 ayal 1 berbunyvi seliap orang vang dengan sengaja
melakukan perbuatan vang mengakibalkan dilampauinya bako mutu udara
ambien, baku mulu air, baku mutu air laul, alau krileria baku kerusakan
lingkungan hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun
dan paling lama 10 lahun dan denda paling sedikit Rp3. 000,000,000 dan
paling banyak Kpld.000,000,000,

Sedangkan Pasal 99 aval 1 berbunyi seliap orang vang karena kelalaiannya
mengakibatkan dilampauinya baku mulu udara ambien, baku mulu air,
baku mutu air laul, alau keiteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana
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dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 rtahun dan
denda paling sedikit Ep1.0XLOKLON dan paling banvak Rp3.000L000000,

Untuk penerapan pasal dan ayamya terganbung darn hasil penvidikan.
Mizal di avat 2 dan 3 pada setiap pasal lebih berat lagi hukumarmya, Contoh
dari perusakan lingkungan terbakarmya lahan mengakibatkan orang luka
atau bahaya kesehatan manusia dari kabut asap, semua nanti diputuskan
dalam gelar perkara unfuk penentuan fersangka,

Tadi yang bertanggung jawab di korporasi tha bisa badan huakumnya,
bisa pengurusnya atau orang yvang memerintal di lapangan. Semua
tergmantung dari alat bukt, 1::4-:1':;*1'311&:311 gsaksi dan ahli,

”T!uda_w larmna vang, salal ind Hdak bisa kita hiarkan terjadi teris meneras
dam terulang sefap tahun. Saatnva semua bemupaya mencegah kebakaran
laham, dan polisi akan menindak tegas sefiap pelakunya batk secara sengaja
ataupun akibat kelalaiannya menyebabkan kebakaran lahan,”

sementara Kasubdit TV Tipidrer Ditreskrimsus Polda Kalsel ARRBP
Fndang Aapushna menambahkan, area lahan perkebunan kelapa sawit di
Mhesa Sungzat Tiatang, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar yang
sudah di-police line tersebut dilarang; ada kegpiatan selama proses penvidikan.
“Kami cepat bergerak melakukan pemeriksaan saksi, regulator hingga ahli.
Prof Bambang TTere Sahano sebagai Ahl Kebakaran Tatan dan Tahan TR
sudah menvampaikan hasil laboratorium dari sampel vang diamhil 3
mingina keluar,

Diketahui jika Polda Kalsel telah melakukan police line di lahan
perkebunan kelapa sawit di PT Monrad Intan Barakat vang terbakar sehias
119} hektar. Kemudian lahan milik T'T Bormen Indo Tani vangg berada da
sampingnva seluas 92 hektar vang disege] untuk kepentingan proses

penvidikan.
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7. Pengalaman Penelitian :

il.

cl.

Mrogram Dosen Wajib Meneliti LPPM ULM

Judlul: Penvelesaian Sengleta Batas Deza Pakon Dalam dan Desa

Paramaian Fecamatan Daha Uara Kabupaten Hulu Sungai Selatan

dalam relevansi Dengan Eksistens Perkebunan Sawit di Lahan

Baszah, Tahun 2020

Kajian Wanita Dikti

1. Perlincdungan Hukum terhadap Tenaga Kerja WanitalTEW)
Kalimantan Sclatan vang bekerja di Aral Sawdi guna
meningkatkan perckonomian keluarga, 2008

2. Terlindungon Hulam terhadap pembantu rumah Tangea (PRT
wvang bekerja di Kelurahan HESMN Eecamatan Banjarmasin Ltara
Eola Banjarmasin, 2002

J Perlindungan Hukum techadap perempuan korban Kekerazan
dalam Rumah Tangga, di kola Banjarmasin, 2004,

Dosen Muda

1. Pengetahuan Masvaralkatb Pinggiran sungan tentang Perda Mo
4 Tahun 2000 dan Perda Mo 1% lahun 2005 lenlang kebersihan
sungai tlechadap prilaku membuang sampah ke sungad.

Program Penelitian Prodi Magister Kenotlariatan dan Prodi

Magister Hmu Hukum ULM

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemepgang Hak
Jaminan Kebendaan dalam Bksekusi Harta Debilur Pailit. 2016
Link: hitpefeprints.ulm.ac.id/2644/

2. Kedudukan Akta Kelerangan Hak Mesaris Bagl Warga Megara
Keturunan Tionghea., 2016

3. Problemalika Perkawinan Tidak Tercalal 2018

4. Penerapan Kompilasi Hukum lslam (KHI) sebagail Hukum
bdaleriil Peradilan Agama Di Kalimanlan Selatan, 2018 Link:
hitp:ffeprints.ulm.acid 2655/

E_n

Perceralan PAN5 (Pegawal Negerl 5ipi) di Pengadilan Apama
Banjarmasin 2008 Link: hitp:feprints ulmeacid/id/eprint/2652
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Eksistensi Majelis Kehormatan Motaris dalam Proses Peradilan
Fidana 2017 hitpyfeprintsulm.acid/2651/¢

H.  Riwayat sebagai Saksi Ahli:

426

L.

La

TR

-1

Salest ahli di Molda Kal sel dalam perlara penvitoan barang bukti
perlara penpelapan dard kasus hubunpan hokom sewa meyowa,
Salsi ahli perkara pidna kasus Jual Beli ramah di Polres Batu
Licin

Salksi Ahll di Mengadilan Agama Barabal perkara harta bersama
Saksiahl di ' Kandangan peckara sengleta Tanah perikanan
Saksi Ahll Kasus Tipikor AN Rosdi Aziz PDAM Barabai

Salksl Ahll Kasus Hutang Piutang poda Roperasi (Puskopad §di
PPX Banjarbaru

Salksi Ahli Pengadilan Tipikeor Perkara BUMD Baramarta
Fabupaten Banjar Kal scl

Banjarmasin, Ckiobor 2022

Dr, Hj.Kahmida EelivaniSH, MMH..
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